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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN
2026.

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

O ®No

1)

2)

3)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang
selanjutnya disingkat Kepala Bapperida adalah Kepala Bapperida Kabupaten
Ngada.

Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan Nasional periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD
adalah Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap
program dan kegiatan yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran.
Daerah adalah Kabupaten Ngada.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.

Bupati adalah Bupati Ngada.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode S (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala
Daerah.

BAB II RKPD
Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026.
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
berpedoman pada RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
Prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RKP dan program strategi nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman
bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan



Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan;

b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan
Daerah;
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
Bab VI Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah; dan

g. Bab VII Penutup.

(5) Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

A

BAB III KETENTUAN
Pasal 3

(1) Kepala Bapperida melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RKPD.

(2) Dalam hal pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala Bapperida melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bapperida melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB IV PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI NGADA,

RAY (:J‘A:JL BENA
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Rencana
kerja Perangkat Daerah, berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman
dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi
capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan
nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat
pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika
agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan
daerah tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam
RPJMN 2025 -2029 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025 -2029 dan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025 -2029, capaian
RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 serta proyeksi dalam RKPD Tahun
2026.

Penyusunan RKPD 2026 dilaksanakan melalui tahapan penyusunan
rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan

RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan



teknokratik, partisipatif, politik, dan top down-bottom up planning. Pendekatan
teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan
partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala
Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang
dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan top down planning
merupakan perencanaan yang langsung dari pemerintah ke masyarakat,
sedangkan bottom up planning merupakan perencanaan yang mendengarkan
aspirasi rakyat, salah satunya dalam musyawarah perencanaan pembangunan

yang dilaksanakan mulai dari kalurahan, kapanewon, dan kabupaten.

Rancangan awal RKPD di konsultasi publikkan untuk memperoleh masukan
dan dijadikan acuan bagi PD dalam menyusun rancangan Renja PD. Berdasarkan
hasil verifikasi rancangan Renja PD, rancangan awal RKPD disempurnakan
menjadi rancangan RKPD untuk dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi
dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD pada Musrenbang Kabupaten.
Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud,
mencakup: Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah
kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program
dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten; Usulan program dan kegiatan yang
telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten pada Musrenbang
RKPD Kabupaten dan atau sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan,;
Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten;
Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; Sinergi RKP
dan RKPD Kabupaten. RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2026 yang telah ditetapkan
digunakan sebagai pedoman bagi PD dalam menyempurnakan rancangan Renja
PD menjadi Renja PD. Selanjutnya dokumen RKPD ini juga dijadikan landasan
penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2026.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
sebagai berikut :

1.
2.

10.

Pasal 18 ayat (16) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272 );

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik hdonesia No0.5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal ( Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2021
Nomor 1419;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2019
Nomor 1114) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi,
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang pedoman
penyusunan RKPD Tahun 2026;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nusa Tenggara Timur Tahun
2010 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten
Ngada Nomor 8 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah No 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025 -2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2024-2044 ((Lembaran Daerah
Kabupaten Ngada Tahun 2025 Nomor 1);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 -
2026 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 006 Tahun
2023 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0138)

Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Ngada Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 50)



1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan
dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD nantinya dijabarkan ke
dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.
Dokumen RKPD Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025 - 2045, Rancnagan awal RPJMD
Kabupaten Ngada Tahun 2025 - 2029, dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dokumen RKPD Kabupaten Ngada 2026 merupakan proses akhir dalam tahapan
penyusunan RKPD berdasarkan telaahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja — PD) tahun 2026. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD
dengan dokumen.
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Secara substansial, RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2026 memuat arah
kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan
Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan
daerah pada tahun 2026. Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD
Kabupaten Ngada dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan
sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1di atas.

Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan
rencana kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Gambar. 1.1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan
RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai
berikut:

a) RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam
RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.

b) RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya
memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

c) RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.

d) RKPD dijabarkan kedalam RAPBD dengan berpedoman juga terhadap
Renja Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2026 adalah untuk
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar
tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya
dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya RKPD Tahun 2026 dalam rangka :

1) Menjadikan acuan bagi DPRD Kabupaten Ngada, seluruh Perangkat Daerah,
Unit Kerja Perangkat Daerah, dan seluruh Kepala Desa, Lurah dan Camat di
Kabupaten Ngada dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun
2026 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;

2) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD
(KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten
Ngada Tahun 2026;

3) Menjadikan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap PD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada; serta menyusun Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

4) Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipastif, responsif, dan kondusif
dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

5) Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan
program pembangunan Kabupaten Ngada;

6) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, maka RKPD Kabupaten Ngada tahun
2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN



Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan
RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD,
keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra
Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan
beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti:
RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD
Kabupaten untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan
dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan
pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi,
demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi
RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh
masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung
jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan
lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi
Perangkat Daerah.



BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan
program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan
daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah
Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan
belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan  tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran
pembangunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Ngada.

4.2. Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah
gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan
dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.
Berisi Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksinya.

4.3 Program Inovasi Daerah

Menjelaskan tentang program inovasi yang telah dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah dalam mencapai prioritas pembangunan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1 Usulan PD dan Review Rancangan RKPD 2026

Berisikan penjelasan isu strategis yang berkembang saat penyelenggaraan
Musrenbang Kabupaten untuk melengkapi Rancangan RKPD 2026.

5.2 Sinkronisasi Program Kabupaten dengan Prioritas Nasional Tahun
2026

Berisikan penjelasan terkait Program Kabupaten Ngada yang dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2026.

5.3 Sinkronisasi Program Kabupaten dengan Prioritas Kabupaten Tahun
2026

Berisikan penjelasan terkait Program Kabupaten Ngada yang dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian Prioritas Kabupaten Tahun 2026.

5.4 Program Prioritas Daerah Tahun 2026
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja
Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.



6.1 Indikator Makro RKPD Tahun 2026

Uraian tentang target Makro yang harus dicapai dalam pelaksanaan RKPD
Tahun 2026.

6.2 Indikator Khusus Pencapaian Prioritas Tahun 2026

Uraian tentang target khusus pencapain Prioritas RKPD tahun 2026.
BAB VII PENUTUP



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Aspek Geografi

Aspek Geografi daerah berkaitan dengan letak geografi suatu wilayah. Letak geografi
merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari keberadaan nyatanya di permukaan bumi.
Analisis pada aspek geografi kabupaten perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran
mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan
wilayah terhadap bencana. Aspek geografi ini lebih kepada fisik bumi seperti lokasi suatu
wilayah, bentuk permukaan bumi, unsur — unsur di permukaan bumi sehingga dapat
diketahui batas — batas wilayah dengan ciri — ciri tertentu. Fisik bumi dapat dilihat dari unsur
di kulit bumi, tanah, air, cuaca / iklim, flora dan fauna.

Sedangkan Aspek Kependudukan atau demografi suatu daerah diukur berdasarkan
dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi
penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran,
kematian, migrasi serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada masyarakat
secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan,
kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Dalam pembangunan suatu daerah,
penduduk merupakan modal atau aset penting dalam menggerakkan pembangunan.
Diharapkan bukan hanya saja jumlah yang besar tetapi juga kualitas penduduknya.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah (Geografi wilayah)

A. Wilayah Administrasi

Luas wilayah daratan Kabupaten Ngada adalah seluas 173.683,29 Ha. Wilayah
administrasi di Kabupaten Ngada terdiri atas 12 kecamatan. Wilayah terluas adalah
Kecamatan Riung dengan luas 35.190,31 Ha (20%). Wilayah terkecil adalah Kecamatan
Jerebuu dengan luas 4.849,76 Ha (4%). Berikut tabel luas wilayah menurut kecamatan,
diagram, dan peta administrasi Kabupaten Ngada.



Tabel 2.1. Luasan Kabupaten Ngada Menurut Kecamatan

No. Kecamatan Luas (Ha) Persentase
1 Aimere 15.324,07 6%
2 Bajawa 10.781,95 8%
3 Bajawa Utara 15.429,73 10%
4 Golewa 10.276,18 5%
5 GolewaBarat  6.853,78 5%
6 Golewa Selatan 8.056,82 6%
7 Inerie 6.571,62 5%
8 Jerebuu 4.849,76 4%
9 Riung 35.190,31 20%
10 Riung Barat 28.672,23 19%
11  Soa 8.735,06 6%
12 Wolomeze 22.941,78 6%

Jumlah 173.683,29 100

Sumber: Permendagri No.44 tahun 2019, Permendagri No.55 tahun 2020

Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pulau Flores
Provinsi NTT. Secara astronomis Kabupaten Ngada terletak antara 8° 20" 24.28"-8° 57’
28.39” Lintang Selatan dan 120° 48’ 29.26"-121° 11’ 8.57" Bujur Timur.

Batas-batas wilayah administratif adalah

1. Sebelah Selatan
. Sebelah Utara

: Laut Sawu
: Laut Flores

2
3.
4. Sebelah Timur

Sebelah Barat

: Kabupaten Manggarai Timur
: Kabupaten Nagekeo



Laut Flores

Kabupaten
Manggarai
Timur

Kabupaten
Nagekeo

Laut Sawu

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Ngada, 2024 - 2044
B. Kondisi Topografi

Keadaan topografi dapat digambarkan melalui ketinggian beberapa wilayah. Faktor
ketinggian merupakan unsur yang penting dalam merencanakan peruntukan penggunaan
tanah. Secara umum topografi di Kabupaten Ngada terdiri atas 0-250 m, 250-500 m, 500-
750 m, 750-1.000 m, dan 1.000-2.184 m. Kabupaten Ngada didominasi oleh kondisi
topografi 500-750 m seluas 42095,76 Ha. Berikut tabel, diagram, dan peta topografi
Kabupaten Ngada.

Tabel 2.2 Kluster Kondisi Topografi di Kabupaten Ngada

Kluster Kondisi Kecamatan
Topografi

1. | Dataran rendah pesisir Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, Kecamatan
Golewa Selatan dan Kecamatan Riung

2. | Perbukitan rendah Kecamatan Wolomeze dan Kecamatan Soa

3. | Pegunungan Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara,
Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat,
Kecamatan Jerebuu, dan Kecamatan Riung Barat.




Tabel 2.3 Kondisi Topografi Kabupaten Ngada

No. Kecamatan  Klasifikasi Topografi  Luas (Ha)
1 Aimere 0-250 m 4.390,81
250-500 m 4386,11
500-750 m 3.579,29
750-1.000 m 1.986,28
1.000-2.184 m 1.005,34
Jumlah 15.347,83
2 Bajawa 250-500 m 5,05
500-750 m 300,09
750-1.000 m 1.681,89
1.000-2.184m 8.799,65
Jumlah 10.786,68
3 Bajawa Utara 0-250 m 58,09
250-500 m 2.526,08
500-750 m 6.296,94
750-1.000 m 2.962,64
1.000-2.184 m 3.592,79
Jumlah 15.436,54
B Golewa 0-250 m 4,37
250-500 m 823,13
500-750 m 2.090,47
750-1.000 m 3.623,39
1.000-2.184m 3.670,41
Jumlah 10.211,77
5 Golewa Barat 250-500 m 701,07
500-750 m 1.334,53
750-1.000 m 1114
1.000-2.184 m 3.706,66
Jumlah 6.856,26
6 Golewa Selatan | 0-250 m 2.296,86
250-500 m 2.181,99
500-750 m 2.253,95
750-1.000 m 1.040,12
-




FE 213
No. Kecamatan Klasifikasi Topografi Luas (Ha)i-
1.000-2.184 m 449,82
Jumlah 8.055
7 | Inerie | 0-250 m I 2.296,86 |
' 250-500m 20431 |
 500-750m | 1.094,41 |
. 750-1.000 m 523,78 |
' 1.000-2.184 m I 625,64 |
' jumlah 6.583,79 |
'8 | Jerebuu | 0-250m I 38,24 |
. 250-500m 964,41 |
' 500-750m 1.638.6
750-1.000 m 966,76 |
1.000-2.184 m 1.315,71
' Jumlah ' i 492372 |
‘9 Riung 0-250 m 14.127,9
. 250-500 m 9.196,33 |
. 500-750m 5.493,54 |
. 750-1.000 m 1 '5.878,51 |
1.000-2.184 m 360,45 |
Jumlah ~ 35.056,73 |
' 10 | Riung Barat | 0-250m 1 274,67 |
. 250-500m 2.620,7 |
' 500-750 m | 8.015,1 |
. 750-1.000 m 14.904,1
. 1.000-2.184 m | 2.875,2 |
Jjumlah 28.689,77 |
11 | Soa [ 0-250m | 378,60 |
250-500 m il 6.786,31 |
500-750 m 1.570,53
. jumlah B '8.735,45 |
12 Wolomeze 0-250 m 6,10
' 250-500m 7.799,15 |
' 500-750 m I 842831 |
' 750-1.000 m 4.680,03 |
. 1.000-2.184 m il 2.036,16 |
' Jumlah 2294975 |
Kabupaten Ngada 173.683,29 |

Sumber : Hasil Perhitungan GIS dan BIG, 2023
C. Kondisi Geologi

Formasi geologi yang terdapat di Kabupaten Ngada terdiri atas Batuan gunung api
muda, Endapan pantai, Formasi kiro, Formasi noil toko, Alluvial dan endapan koastal,
Produk batuan gunung api tua, Diorit kuarsa, Formasi bari (atambua), Formasi laka,
Formasi waihekang, dan Tanahau. Kabupaten Ngada didominasi oleh produk batuan
gunung api tua seluas 10.276,35 Ha. Kecamatan dengan komposisi formasi geologi
terbanyak yaitu Kecamatan Riung meliputi Diorit kuarsa, Aluvial dan endapan koastal,
Formasi Bari (atambua), Formasi Kiro, Formasi Laka, Formasi Noil Toko, Formasi
Waihekang, dan Tanahau. Berikut tabel formasi geologi, diagram, dan peta geologi
Kabupaten Ngada.



Tabel 2.4 Formasi Geologi Kabupaten Ngada

Kecamatan Formasi Geologi Luas (Ha)
Aimere Endapan Pantai 485,05
Batuan Gunungapi Muda 737,82
Produk Batuan Gunungapi Tua 14.101,20
Jumlah 15.324,07
Bajawa Batuan Gunungapi Muda 793,49
Produk Batuan Gunungapi Tua 10.007,78
Jumlah 10.801,28
Bajawa Utara Bantuan Gunungapi Muda 3.224.82
Produk Batuan Gunungapi Tua 1220491
Jumlah 15.429,73
Golewa Batuan Gunungapi Muda 2.296,44
Produk Batuan Gunungapi Tua 7.979.74
Jumlah 10.276,18
Golewa Barat Produk Batuan Gunungapi Tua 6.853,78
Jumlah 6.853,78
Golewa Selatan = Batuan Gunungapi Muda 475,35
Produk Batuan Gunungapi Tua 7.581,47
Jumlah 8.056,82
Inerie Batuan Gunungapi Muda 2.748,42
Produk Batuan Gunungapi Tua 3.839.44
Jumlah 6.587,86
Jerebuu Produk Batuan Gunungapi Tua 481419
Jumlah 4.814,19
Riung Aluvial dan Endapan Koastal 2.490,06
Diorit Kuarsa 946,50
Formasi Bari (atambua) 7.502,87
Formasi Kiro 13.914,59




No. Kecamatan Formasi Geologi Luas (Ha)
Formasi Laka 917,53

'~ Formasi Noil Toko | 6.496,35 |

' Formasi Waihekang ' 122,89 |

Tanahau | 282025 |

Jumlah | 35211,04 |

10 Rlung Barat | Formasi Bari (atambua) ‘ 5.801,61 |

' Formasi Laka ’ | 1.246,04 |

Formasi Noil Toko | 179,89 |

Produk Bantuan Gunungapi Tua . 11.362,77 |

Tanahau | 10.135,02 |

jumlah | 2872534 |

11 | Soa ' Produk Batuan Gunungapi Tua . 8.735,06 |

Jumlah ' | 873506

12 | Wolomeze ' Formasi Kiro ' 1.160,93 |

' | Formasi Laka | 7.206,62 |

' Produk Batuan Gunungapi Tua | 14.500,40 |

" Jumlah | 2286794 |

' Jumlah Keseluruhan | 173.68329

Sumber : Hasil Perhitungan GIS dan BIG, 2023
E. Jenis Tanah

Jenis tanah yang tersebar di Kabupaten Ngada terdiri atas grumosol, latosol, dan
mediteran. Tanah grumosol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik.
Kandungan organik di dalamnya rendah karena terbuat dari batuan kapur, sehingga dapat
disimpulkan bahwa tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman. Tekstur
tanahnya kering dan mudah pecah terutama pada musim kemarau serta berwarna hitam.
Lahan ini biasanya terletak pada permukaan tidak lebih dari 300 meter di atas permukaan
laut dan mempunyai topografi datar hingga bergelombang. Tanah grumusol seluas
49.836,01 Ha dan tersebar di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa
Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan
Soa, dan Kecamatan Wolomeze.

Tanah Latosol terbentuk dari hasil pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Tanah
latosol berwarna merah sampai kuning, teksturnya liat dan horizon solumnya. Sebaran
tanah lithosol berada pada daerah yang mempunyai curah hujan tinggi dan kelembaban
tinggi serta pada ketinggian berkisar antara 300-1000 meter diatas permukaan laut. Tanah
latosol tidak terlalu subur karena mengandung zat besi dan alumunium. Tanah Latosol
seluas 45.672,82 Ha dan tersebar di Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, dan
Kecamatan Wolomeze. Tanah mediteran adalah tanah yang sifatnya tidak subur yang



terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Tanah mediteran berwarna abu-abu. Tanah
mediteran banyak mengandung alumunium, besi, air, dan bahan organik sehingga termasuk
tanah yang subur. Tanah mediteran seluas 78.174,47 Ha tersebar di Kecamatan Aimere,
Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa
Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat,
dan Kecamatan Wolomeze. Berikut tabel, diagram, dan peta jenis tanah Kabupaten Ngada.

Tabel 2.5 Jenis Tanah Kabupaten Ngada

'No.  Kecamatan | Jenis Tanah (Ha)
Grumosol Latosol Mediteran
1 | Aimere 6.338,02 | - 8.986,05
2 | Bajawa | 4.680,85 | - | 6.101,09
3 | Bajawa Utara | 15.429,73 | - =
4 | Golewa  |338748 |- | 6.816,70
5 | GolewaBarat | 275319 |- | 4.100,59
6 Golewa Selatan - - 8.056,82
7 | Inerie I | - 6.571,62
8 | Jerebuu IL [ - | 4.921,77
9 | Riung I | 32.47355 | 2.71676
10 | Riung Barat | 1.163,38 | 11.089,41 | 16.419,44
11 | Soa | 873506 | - I=
12 | Wolomeze | 7.34829 | 2.109,86 | 13.483,63
 Jumlah | 49.836,01 | 45.672,82 | 78.174,47

Sumber : Hasil Perhitungan GIS dan BIG, 2023

F. Kondisi Iklim

Kabupaten Ngada memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sekitar
bulan Juni - September terjadi musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember — Maret
terjadi musim hujan. Curah hujan di Kabupaten Ngada berkisar 62 mm, 87 mm serta 150
mm. Secara umum didominasi oleh curah hujan 87 mm vyang terjadi di area seluas
133.753,81 Ha. Berikut tabel, diagram, dan peta curah hujan Kabupaten Ngada.



Tabel 2.6 Kondisi Iklim Kebupaten Ngada

Curah Hujan (Ha)
No. Kecamatan
6Z mm 87 mm 150 mm
1 | Aimere | 14.964,45 | 360,72 S
2 | Bajawa | 2227,19 | 8.553,66 -
3 | BajawaUtara | 1.274,47 | 1415526 | -
4 | Golewa = | 10.276,18 | -
5 | GolewaBarat | - | 6.633,41 -
6 | Golewa Selatan | - | 4.723.38 3.333,45
7 | Inerie 890,93 | 5.193,42 -
8 | Jerebuu § | 5.557,41 S
9 | Riung - | 26.130,13 | 9.060,18
10 | Riung Barat - . 20.493,40 | 8.178,83
11 | Soa - | 873506 | -
12 . Wolomeze = . 22.941,78 I=
~ Jumlah | 19.357,04 | 133.753,81 | 20.572,46

Sumber : Hasil Perhitungan GIS dan BIG, 2023
G. Morfologi dan Hidrologi

Kondisi morfologi di Kabupaten Ngada terdiri atas bentang alam pegunungan vulkanis
kwarter, bentang alam dataran alluvial, bentang alam perbukitan sedimen tersier.
Kabupaten Ngada didominasi kondisi morfologi berombak dengan luas 101.515,70 Ha.
Berikut tabel, diagram dan peta morfologi Kabupaten Ngada.

Mata air adalah sebuah keadaan alami di mana air tanah mengalir keluar dari akuifer
menuju permukaan tanah yang menjadi sumber air bersih yang berguna untuk keperluan
kehidupan manusia. Sumber Air yang berasal dari mata air tersebut merupakan air yang
sudah layak untuk dikonsumsi karena mengalami purifikasi secara alami (self purification).
Mata air di Kabupaten Ngada berjumlah 255 dan tersebar di seluruh kecamatan.

Sungai adalah aliran terbuka dengan ukuran geometrik yaitu penampang melintang,
profil memanjang, dan kemiringan lembah yang berubah seiring waktu, tergantung pada
debit, material dasar dan tebing. Sungai menjadi sumber air baku utama untuk kebutuhan
sehari-hari dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Ngada. Sungai di Kabupaten Ngada
berjumlah 13 dan tersebar di semua kecamatan. Berikut tabel inventaris sungai di
Kabupaten Ngada



No. Kecamatan Morfologi (Ha)
Berbukit, Bergunung | Berombak Datar Landai
Bergelombang

1 | Aimere 2.129,68 67,19 6.168,71 213,80 6.750,45
2 | Bajawa 1.436,78 85,37 8.801,71 462,81
3 | Bajawa Utara 1.756,49 51,37 10.505,29 6,72 3.116,96
4 | Golewa 606,42 8.314,50 1.358,41
5 | Golewa Barat 433,80 5.322,89 1.099,56
6 | Golewa Selatan 1.708,34 3.585,38 12,77 2.749,58
7 | Inerie 907,99 71,37 2.610,88 2,35 298191
8 | Jerebuu 1.349,33 34,48 3.030,58 0,64 436,63
9 | Riung 1.060,02 1.7035,63 2.751,18 | 14.199,62
10 | Riung Barat 2.524,60 2.2351,17 6,78 3.803,25
11 | Soa 1.741,19 41,60 6.955,03
12 | Wolomeze 3.913,49 12.047,71 0,26 6.988,22
Jumlah 17.826,99 309,81 | 101.515,70 | 3.036,13 | 50.902,47

Sumber : Hasil Perhitungan GIS dan BIG, 2023

Sungai dengan debit terbesar adalah Sungai Waemokel yang terletak di Kecamatan
Aimere Kabupaten Ngada dengan debit rata-ratanya 2,90 m3/detik, sedangkan untuk sungai
dengan debit terkecil adalah Waewoki yang terletak di Kecamatan Bajawa.

Selain sungai, kita juga mengenal daerah aliran sungai (DAS). Daerah aliran sungai
adalah wilayah yang dikelilingi dan dibatasi oleh topografi berupa punggung bukit atau
pegunungan. DAS tak hanya meliputi aliran airnya, namun juga bentang alam di sekitar
aliran sungai. DAS juga dikenal dengan sebutan watershed atau daerah tangkapan
(catchment area). Ada garis batas yang tak terlihat untuk membatasi DAS dan daerah lain.
Batas itu biasanya berupa punggung bukit atau pegunungan. Batas DAS biasanya tak sama
dengan batas administrasi wilayah. Suatu DAS bisa berada pada satu wilayah maupun
beberapa wilayah. Ada DAS yang meliputi beberapa wilayah kota, kabupaten, provinsi,
bahkan negara. Kabupaten Ngada terdapat 3 DAS vyaitu Waewoki, Wulabhara, dan
Alomemak. DAS tersebar di semua kecamatan. DAS dengan luasan terbesar yaitu DAS
Alomemak seluas 25.931,69 Ha. DAS dengan luasan terendah yaitu DAS Waewoki seluas
20.717,55 Ha. Berikut Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Ngada.

Tabel 2.7 Daftar DAS di Kabupaten Ngada

'No. ~NamaDAS  Luas (Ha)
1 | DASWaewoki | 20.717,55
2 | DAS Wulabhara @ 2386697
3 | DAS Alomemak | 2593169 |
~ Jjumlah | 70.516,20

Sumber : Hasil Perhitungan GIS dan BIG, 2024



H. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terdiri dari kawasan terbangun dan kawasan tak terbangun.
Kawasan terbangun terdiri dari perumahan, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran.
Kawasan tak terbangun terbagi menjadi kawasan tak terbangun yang digunakan untuk
aktivitas (kuburan, rekreasi, transportasi, ruang terbuka) dan kawasan tak terbangun non
aktivitas (pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya
alam). Kawasan tak terbangun di Kabupaten Ngada terdiri dari Embung, Hamparan Pasir,
Hutan, Hutan Bakau, Kebun Campuran, Ladang/Tegalan, Padang Rumput, Perkebunan,
Permukaan Lapangan Diperkeras, Rawa, Ruang Terbuka Hijau, Sawah, Semak Belukar,
Sungai, dan Tanah Terbuka. Kawasan terbangun di Kabupaten Ngada yaitu permukiman
dan tempat kegiatan.

Tabel 2.8 Hasil Perhitungan Penggunaan Lahan Kabupaten Ngada

No. Jenis Tutupan Lahan 7 Luas (Ha) Prosentase
A Kawasan Tak Terbangun

1 | Embung I 30,60 | 0,02
2 | Hamparan Pasir | 917,67 | 0,53 |
3 | Hutan | 42.226,14 | 2431
4 | Hutan Bakau | 356,62 | 0,20
5 | Kebun Campuran | 2050731 | 11,81
6 | Ladang/Tegalan | 1300715 7,49
7 | Padang Rumput | 2632875 | 15,16
8 | Perkebunan | 1427899 | 8,22
9 | Permukaan Lapangan Diperkeras | 5,83 | 0,00 |
10 | Permmbang&n | 69,23 | 0,04 |
11 | Rawa ' 20,94 0,01
12 | Ruang Terbuka Hijau ’ 23,62 | 0,01 |
13 | Sawah | 824865 | 4,75
14 | Semak Belukar | a2813,79 | 24,65 |
15 | Sungai I 184,36 | 0,11
16 | Tanah Terbuka | 81.70 | 0,05
Jumiah | 169.101,35 | 97,36 |
B Kawasan Terbangun '

1 | Permukiman dan Tempat Kegiatan ' 458194 2,64
Jumlah | 458194 | 2,64
jumiah A dan B | 173.683,29 | 100 |

Sumber : Hasil Perhitungan GIS dan BIG, 2023

Penggunaan lahan di Kabupaten Ngada didominasi Semak Belukar seluas 42.813 Ha
atau sekitar 24,64% dari luas Kabupaten Ngada. Kawasan terbangun di Kabupaten Ngada
seluas 4.581,94 Ha atau sekitar 2,64% dari luas Kabupaten Ngada. Berikut tabel, diagram,
dan peta penggunaan lahan Kabupaten Ngada tahun 2023.

I. Potensi Pengembangan Wilayah

Struktur pemanfaatan ruang wilayah memberi gambaran mengenai rencana sistem
pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di
Kabupaten Ngada. Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah membentuk sistem
pelayanan yang berhirarki di seluruh wilayah Kabupaten Ngada, sehingga terjadi
pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan maupun perkotaan.



Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah
kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama
lain yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, terutama
jaringan transportasi.

Pada dasarnya, fungsi kawasan dapat dibagi menjadi dua, yakni kawasan perkotaan
dan kawasan perdesaan. Rencana kawasan perkotaan dan perdesaan bertujuan untuk
mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan karakter kawasan fungsi
yang harus diperankan. Pengembangan sistem perkotaaan dan perdesaan didasari untuk
menentukan secara administrasi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Adapun
administrasi kawasan perkotaan ditetapkan untuk pengembangan sistem perdesaan dan
perkotaan di wilayah Kabupaten Ngada.

Tabel 2.9. Kawasan Perkotaan di Kabupaten Ngada

No Kecamatan Desa / Kelurahan

1. Bajawa Bajawa

Faobata

Susu

Beja

Bomari

Ubedolumolo

Beiwali

Wawowae

Naru

Borani

Langagedha

Tanalodu

Kisanata

Jawameze

Trikora

Lebijaga

Pape

Bowali

Ngoranale




No

Kecamatan

Desa / Kelurahan

Bela

Ubedolumolo I

Soa

Loa

Masumeli

Mageruda

Piga

Seso

Tarawaja

Waepena

Riung

Latung

Lengkosambi

Lengkosambi Barat

Lengkosambi Timur

Rawangkalo

Sambinasi

Tadho

Taen Terong

Wangka

Wangka Selatan

Benteng Tengah

Nangamese

Golewa

Dadawea

Ekoroka

Malanuza

Mataloko

Radabata

Ratogesa

Sangadeto




No Kecamatan Desa / Kelurahan

Sarasedu

Sarasedu I

Todabelu

Ulu Belu

Wae La

Were

Were I

Were IV

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Ngada 2024 -2044

Setiap kawasan perkotaan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan
fungsi pelayanan kawasan perkotaan masing-masing. Penentuan Pusat Kegiatan Wilayah
Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kecamatan
(PPK) ini dibuat sesuai dengan tingkat pelayanan perkotaan masing-masing dan fungsi yang
harus diemban bagi setiap kawasan perkotaan secara hirarki dibawahnya. Berdasarkan
pertimbangan tersebut rencana pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Ngada antara lain
meliputi:

1) Terdapat 1 (satu) PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi) yaitu Kecamatan Bajawa
yang merupakan ibukota Kabupaten Ngada;

2) Terdapat 3 (tiga) PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) yaitu Kecamatan Soa,
Kecamatan Riung, dan Kecamatan Golewa;

3) Terdapat 8 (delapan) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang bisa dilihat pada tabel
dibawah ini.

Tabel 2. 10. Sistem Pusat Perkotaan di Kabupaten Ngada

Sistem Pusat Perkotaan Kecamatan Lokasi
PKWp Perkotaan Bajawa Perkotaan Bajawa
PKLp Riung Perkotaan Riung
Soa Perkotaan Soa
Golewa Perkotaan Golewa
Selatan
PPK Aimere Aimere
Jerebuu Watumanu
Inerie Waebela




Sistem Pusat Perkotaan Kecamatan Lokasi

Bajawa Surusina
Golewa Mataloko
Golewa Selatan Waturoka
Golewa Barat Rakalaba
Bajawa Utara Watukapu
Soa Warpana
Riung Riung
Riung Barat Maranggela
Wolomeze Wangawelu

Sumber: Perda RTRW Ngada Tahun 2024-2044

Wilayah Sungai (WS) merupakan kawasan yang perlu dikelola sebagai sumber daya
air yang dapat bermanfaat untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, perlu perencanaan
jaringan prasarana sumber daya Wilayah Sungai yang meliputi:

a) Wilayah sungai Flores yang melintasi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai,
Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka dan Flores Timur.

b) Wilayah sungai dalam Kabupaten yang meliputi Waewaru, Waepua, Aesemi,
Bozoa, Leko Boba, Waebela, Lekoena, Waebua, Waemokel, Kali Mbuntal,
Alolonggo, Alolasi, Toring, Mulabhara, Kolopenu, Waewoki, Dorarapu,
Waebia, Padhagala, Waesao, Lekolanga, Waemeze, Bari, Sangankonkon, dan
Kekonzuan.

Cekungan Air Tanah (CAT) merupakan kawasan sumber daya air tanah yang banyak
tersimpan di wilayah Kabupaten Ngada. Salah satu CAT yang terdapat di wilayah ini adalah
CAT Ruteng. CAT Ruteng merupakan CAT lintas kabupaten yang merupakan potensi air
tanah yang pemanfaatannya harus efisien dan diatur dengan mengutamakan air permukaan
serta pemantauan dengan jaringan monitoring muka air tanah.

Mengingat Kabupaten Ngada yang berbukit-bukit dengan intensitas curah hujan
sedang - tinggi menjadikan wilayah ini memiliki sumber daya air yang melimpah. Beberapa
lahan cukup potensial untuk pengembangan pertanian yang perlu didukung dengan
pembangunan prasarana irigasi. Daerah-daerah irigasi (DI) di wilayah Kabupaten Ngada
perlu dikelola dengan baik agar sumber air untuk kegiatan pertanian dapat berjalan secara
optimal.

Kebutuhan akan air bersih untuk wilayah perkotaan/ ibu kota kabupaten maupun ibu
kota kecamatan bbelum seluruhnya terlayani oleh PDAM. Sumur gali, sumur bor dan mata
air merupakan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan air setiap harinya sehingga
pemenuhan pelayanan air minum saat ini masih sangat terbatas. Banyaknya potensi sumber



daya air dan mata air diwilayah ini perlu dikelola secara optimal mengingat tingkat pengguna
air minum terus meningkat. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat
persediaan air minum yang ada. Oleh karena itu, penyediaan air minum dimasa yang akan
datang perlu adanya pengelolaan sumber-sumber air baru secara optimal dan
mengefisienkan ketersediaan sumber air minum yang telah ada serta rencana penyediaan
prasarana/jaringan air baku dalam hal ini pembangunan waduk dan embung. Potensi air
baku untuk air minum, pertanian dan listrik di Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Waduk Mukufoka di Kecamatan Bajawa, Waduk Waemeze di
Kecamatan Golewa, Waduk Waekoe di Kecamatan Aimere, Waduk Warukia
dan Waduk Nampe di Kecamatan Riung Barat;

2. Pembangunan Embung Waetale, Embung Waekeo, Embung Mbundai,
Embung Waepare, Embung Uluwae I, dan Embung Uluwae II di Kecamatan
Bajawa Utara, Embung Waekabe, Embung Alodube, Embung Waekobe 1II,
Embung Pore, Embung Malawatulang, Embung Wongkomunthe dan Embung
Podang Kao di Kecamatan Riung Barat, Embung Wulabhara, Embung Mulu,
Embung Keja, Embung Poma, Embung Nginamanu dan Embung Nggurun
Dala di Kecamatan Wolomeze, Embung Tasik Terong, Embung Natar Tuak,
Embung Lekoleru, Embung Tanalain di Kecamatan Riung, Embung Nunumeo
dan Embung Umalelu di Kecamatan Aimere, Embung Waeloga di Kecamatan
Bajawa.

Potensi energi listrik di Kabupaten Ngada masih menggunakan PLTD Faobata, PLTP
Mataloko dan PLMTH Waeroa dan PLTPb Nage. Kemudian dalam rangka pemerataan
pembangunan, maka penerangan ke wilayah terisolasi atau wilayah yang belum terjangkau
kebutuhan akan listrik harus dilakukan melalui pengembangan pembangkit tenaga listrik
dan jaringan prasarana baru. Untuk mengoptimalkan pelayanan energi listrik pada masa
depan, diperlukan adanya peningkatan pelayanan utamanya pada daerah-daerah yang
menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan wilayah yang menjadi target pengembangan.
Pengembangan pembangkit tenaga dan prasarana listrik Kabupaten Ngada meliputi:

1) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik :

e Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPb) Mataloko dengan kapasitas
terpakai 1 x1,8 MW terdapat di Kecamatan Golewa; dan saat ini sudah memasuki
tahap II yaitu untuk Rencana Pembangunan PLTB Mataloko II dengan kapasitas
2x10 MW atau setara 20 MW.

e Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Waeroa kapasitas 60 KW,
terdapat di Kecamatan Jerebuu.

e PLTPb Nage dengan luas wilayah 10.410 ha dan Kapasitas diperkirakan sekitar 35
Mega Watt pada kelas cadangan.

2) Rencana jaringan prasarana energi:

e Gardu Induk Bajawa dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV di Kecamatan
Bajawa;



e Jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUT) dengan tegangan 150 KV yaitu
menghubungkan kota Bajawa — Ruteng — Labuan Bajo; dan

e Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 70 KV yang
menghubungkan PLTU Ulumbu Ruteng ke Bajawa, Bajawa ke Ende.

3) Pengembangan jaringan listrik energi terbarukan berupa Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) dan pembangkit Listrik Tenaga Microhidro pada lokasi - lokasi yang
sulit dijangkau namum memiliki potensi pengembangannya

Jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat memberikan pengaruh yang
cukup besar terhadap kebutuhan air minum yang perlu dipenuhi.Kabupaten Ngada memiliki
potensi sumber daya air yang cukup melimpah, mulai dari air tanah maupun air permukaan.
Salah satu yang sangat berpotensi untuk pengembangan sumber air minum masyarakat
Kabupaten Ngada adalah mata air.

Sumber mata air di Kabupaten Ngada tersebar di semua kecamatan. Sumber ini
dapat dimanfaatkan dengan secara langsung maupun dengan pembuatan jaringan
perpipaan yang kemudian dialirkan kepada masyarakat. Adanya perencanaan
pendistribusian air minum ini, kebutuhan air minum masyarakat di wilayah-wilayah dapat
terjangkau dan bisa memenuhi kebutuhannya. Namun, penyediaan air minum perpipaan
maupun non perpipaan tersebut juga harus direncanakan terkait stakeholder yang
mengelola. Pihak Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat harus menjadi pihak-pihak
yang ikut terlibat dalam pengelolaan air minum tersebut.

J. Kawasan Rawan Bencana

Secara historis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terlah terjadi 576 kejadian
bencana di NTT. bencana yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung, diikuti oleh
banjir, tanah longsor dan kekeringan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki indeks risiko 139,23 (sedang) dan Kabupaten
Ngada memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 128,63. Ancaman bencana antara
lain gempa bumi, tsunami, gunungapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang
ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan serta cuaca ekstrim.

Grafik 2. 1 Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ngada Tahun 2015-2022
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Sumber: Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ngada Tahun 2015-2022



Dalam kurun waktu 2015 hingga tahun 2022, indeks risiko bencana di Kabupaten
ngada cenderung mengalami penurunan dari kategori tinggi di tahun 2015 menjadi kategori
sedang pada tahun berikutnya hingga tahun 2022. Akan tetapi, pada tahun 2021 dan tahun
2022 Kabupaten Ngada mengalami kenaikan risiko bencana. Hal ini dapat dipengaruhi oleh
beberapa parameter seperti ancaman perubahan iklim, kondisi fisik wilayah, aktivitas
manusia dll.

Kondisi kebencanaan di Kabupaten Ngada dapat ditinjau melalui gambaran umum
wilayah dari Kabupaten Ngada. Posisi Kabupaten Ngada yang berhadapan langsung dengan
dua perairan laut dan berdekatan dengan lempeng tektonik aktif membuat Kabupaten
Ngada rentan terhadap bencana alam tsunami, gempa bumi serta abrasi laut akibat pasang
surut air laut. Secara umum topografi dari Kabupaten Ngada merupakan pegunungan dan
perbukitan, sehingga dengan topografi yang sangat bervariasi ketinggiannya dapat
mempengaruhi karakteristik bencana yang ada di Kabupaten Ngada terutama pada kondisi
lahan dan kondisi cuaca.

Terdapat 3 gunung api aktif yang memberikan kesuburan tanah tetapi juga
memberikan potensi ancaman bencana letusan gunung api. Iklim di Kabupaten Ngada
cenderung kering pada tempat yang relatif datar sehingga memunculkan potensi ancaman
bencana kekeringan dan kebakaran lahan, sedangkan pada tempat yang relatif tinggi
memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan berpotensi terjadinya bencana banjir.

Dilihat dari sejarah kejadian bencananya baik dari DIBI maupun dari data BPBD
Kabupaten Ngada diperoleh bahaya dengan dampak tertinggi adalah tanah longsor. Berikut
merupakan tabel yang menunjukkan kelas bahaya pada setiap jenis bahaya dan luasannya.

Tabel 2. 11. Potensi Bahaya di Kabupaten Ngada

Jenis Bencana Bahaya
ENGE))
1 Banjir 16.887 Tinggi
2 Banjir bandang 1.503 Tinggi
3 Cuaca ekstrim 47.182 Tinggi
4 Gelombang ekstrim dan abrasi 2.323 Tinggi
5 Gempa bumi 166.517 Tinggi
6 Kekeringan 166.517 Tinggi
7 Kebakaran hutan dan lahan 105.813 Tinggi
8 Letusan gunung api ebulobo 794 rendah
9 Letusan gunung api inelika 5.424 sedang
10 Letusan gunung api inerie 14.137 Tinggi




Jenis Bencana Bahaya

EINGE))
11 Tanah longsor 11.1894 Tinggi
12 Tsunami 2.363 Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Tabel di atas menunjukkan hampir seluruh jenis bahaya yang ada di Kabupaten
Ngada memiliki kelas tinggi dengan luas wilayah bahaya yang bervariasi, sehingga dapat
dikatakan Kabupaten Ngada memiliki potensi bahaya terhadap bencana sangat tinggi. Hasil
kajian bahaya setiap jenis bahaya lebih rinci sebagai berikut.

1. Banjir

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada
memiliki indeks risiko ancaman banjir dengan skor 14,40 kelas risiko tinggi. Bahaya banjir
disusun atas parameter daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai dan curah
hujan. Hasil pengolahan dari beberapa parameter tersebut didapatkan hasil luasan wilayah
bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 12. Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Ngada

Kecamatan Bahaya
EIN(GE))

Aimere 1.057 Rendah
Bajawa 2.576 Tinggi
Bajawa Utara 5.624 Tinggi
Golewa 311 Sedang
Golewa Barat 1.199 Tinggi
Inerie 173 Tinggi
Jerebuu 30 Rendah
Riung 7.311 Tinggi
Riung Barat 3.689 Rendah
Soa 5.828 Rendah
Wolomeze 1.005 Rendah
Kabupaten Ngada 28.801 Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada



Tabel di atas menunjukkan terdapat 5 kecamatan memiliki kelas tinggi, 1 kecamatan
dengan kelas sedang, dan 5 kecamatan dengan kelas rendah. Berdasarkan luasannya kelas
tinggi lebih mendominasi dibandingkan dengan kelas lainnya sehingga kelas bahaya
mayoritas untuk bahaya banjir di Kabupaten Ngada ialah kelas Tinggi dengan total luas
wilayah bahaya 28.801 Ha.

2. Banjir Bandang

Parameter yang digunakan untuk menyusun bahaya banjir bandang ialah sungai
utama, topografi, dan potensi longsor di hulu sungai (longsoran yang memiliki kelas tinggi
dan kelas sedang). Hasil pengolahan dari beberapa parameter tersebut menghasilkan luasan
wilayah bahaya dan kelas bahaya pada setiap kecamatan yang dapat dilihat melalui tabel
berikut.

Tabel 2. 13. Potensi Bahaya Banjir Bandang Per Kecamatan di Kabupaten

Ngada
Kecamatan
NEN(GE))

.~ Aimere | 392 |  Tinggi |
Bajawa 512 Tinggi
Bajawa Utara 2.529 Tinggi
Golewa 55 Tinggi
Golewa Barat 368 Tinggi
Inerie 123 Tinggi
Jerebu’u 226 Tinggi
Riung 627 Tinggi
Riung Barat 830 Tinggi
Soa 139 Tinggi
Wolomeze 324 Tinggi
Kabupaten Ngada 6.125 Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Tabel di atas menunjukkan seluruh kecamatan di Kabupaten Ngada kecuali
Kecamatan Golewa Selatan memiliki kelas bahaya tinggi untuk bahaya banjir bandang.
Kecamatan Bajawa Utara merupakan kecamatan dengan wilayah bahaya terluas dengan
luas 2.529 Ha. Berdasarkan kelas bahaya mayoritas, maka bahaya banjir bandang di



Kabupaten Ngada termasuk ke dalam kelas bahaya Tinggi dengan luas wilayah bahaya
6.125 Ha.

3. Gempa Bumi

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada
memiliki indeks risiko bencana gempa bumi dengan skor 21,60 kelas risiko tinggi. Bahaya
gempa bumi disusun atas beberapa parameter fisik yang memiliki pengaruh terhadap
dampak dari gempa bumi. Parameter yang digunakan yaitu kelas topografi, intensitas
guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan. Parameter tersebut
kemudian diolah untuk menghasilkan informasi luasan wilayah bahaya dan kelas bahaya
pada setiap kecamatan yang dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2. 14. Potensi Bahaya Gempabumi Per Kecamatan di Kabupaten Ngada

Kecamatan CELWEVE]
NENGE))

Aimere 9.240 Tinggi
Bajawa 13.736 Tingqgi
Bajawa Utara 16.738 Tinggi
Golewa 7.407 Tingaqi
Golewa Barat 9.421 Tinggqi
Golewa Selatan 10.206 Sedang
Inerie 8.080 Sedang
Jerebu’u 8.213 Sedang
Riung 32.794 Sedang
Riung Barat 31.249 Tinggi
Soa 9.114 Tingqi
Wolomeze 10.319 Tingqgi
Kabupaten Ngada 166.517 Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Hasil analisa menunjukkan terdapat 8 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas
tinggi dan 4 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas sedang. Kecamatan dengan luas
wilayah bahaya terluas yaitu Riung dan Riung Barat. Kelas bahaya mayoritas untuk bahaya
gempa bumi di Kabupaten Ngada termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan luas wilayah
bahaya 166.517 Ha.

4. Kekeringan

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada
memiliki indeks risiko bencana kekeringan dengan skor 16,00 kelas risiko tinggi. Penyusunan
bahaya kekeringan menggunakan parameter iklim dengan data curah hujan bulanan yang
didapatkan melalui Climate Hazard Group tahun 1981 — 2016. Hasil analisa dari pengolahan
parameter tersebut dihasilkan luas wilayah bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat
melalui tabel berikut:



Tabel 2. 15. Potensi Bahaya Kekeringan PerKecematan di Kabupaten Ngada

Kecamatan Bahaya
Luas (Ha)

Aimere 9.240 Tingqi
Bajawa 13.736 Tinggi
Bajawa Utara 16.738 Tinggi
Golewa 7.407 Tinggi
Golewa Barat 9.421 Tingqgi
Golewa Selatan 10.206 Tinggi
Inerie 8.080 Tingqi
Jerebuu 8.213 Tinggi
Riung 32.794 Tingqi
Riung Barat 31.249 Tinggi
Soa 9.114 Sedang
Wolomeze 10.319 Sedang
Kabupaten Ngada 166.517 Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Berdasarkan tabel di atas terdapat 10 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas
tinggi dan hanya terdapat 2 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas sedang. Sama seperti
bahaya gempa bumi, Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat memiliki luas wilayah
bahaya terluas dengan kelas tinggi. Hasil tersebut menunjukkan kelas bahaya mayoritas
untuk bahaya kekeringan termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan luas wilayah bahaya
166.517 Ha.

5. Cuaca Ekstrim

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada
memiliki indeks risiko bencana cuaca ekstrim dengan skor 20,40 kelas risiko tinggi. Bahaya
cuaca ekstrim disusun atas beberapa paramater yang memiliki pengaruh terhadap dampak
bahaya tersebut. Parameter yang digunakan meliputi keterbukaan lahan, kemiringan lereng
dan curah hujan tahunan. Parameter tersebut kemudian diolah dan dianalisa untuk
mendapatkan luas wilayah bahaya dan kelas bahaya. Hasil analisa tersebut dapat dilihat
melalui tabel berikut.

Tabel 2. 16. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Ngada

Kecamatan Bahaya

Luas (Ha)
Aimere 1.834 Tinggi
Bajawa 3.904 Tinggi
Bajawa Utara 10.011 Tinggi




Kecamatan Bahaya

Luas (Ha)
Golewa 2.359 Tinggi
Golewa Barat 2.453 Tinggi
Golewa Selatan 481 Tinggi
Inerie 262 Tinggi
Jerebu’u 119 Tinggi
Riung 9.270 Tinggi
Riung Barat 7.232 Tinggi
Soa 7.772 Tinggi
Wolomeze 1.585 Tinggi
Kabupaten Ngada 47.182 Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Hasil analisa tersebut menunjukkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten
Ngada memiliki kelas bahaya cuaca ekstrim tinggi. Kecamatan Bajawa Utara memiliki luas
wilayah bahaya 10.011 Ha dan hal tersebut menjadikan kecamatan terluas disusul oleh
Kecamatan Riung dengan potensi tinggi. Kelas bahaya mayoritas untuk bahaya cuaca
ekstrim termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan luas wilayah bahaya 47.182 Ha.

6. Tanah Longsor

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada
memiliki indeks risiko bencana tanah longsir dengan skor 24,00 kelas risiko tinggi.

Bahaya tanah longsor disusun atas beberapa parameter fisik yang berkaitan dengan
topografi dan karakteristik tanah. Parameter tersebut meliputi kemiringan lereng dan zona
kerentanan gerakan tanah yang dijabarkan menjadi beberapa data fisik seperti arah lereng,
panjang/bentuk lereng, kelas topografi, tipe tanah, kedalaman tanah dan juga data curah
hujan. Parameter tersebut kemudian diolah dan menghasilkan hasil analisa yang berupa
luas wilayah bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 17. Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Ngada

Kecamatan Bahaya

EN(GE))
Aimere 7.069 Sedang
Bajawa 9.224 Tinggi
Bajawa Utara 6.461 Sedang




Kecamatan CELENE]

NENGE))
Golewa 4.439 Tinggi
Golewa Barat 6.287 Tinggi
Golewa Selatan 8.453 Tingqgi
Inerie 7.389 Tinggi
Jerebu’u 7.689 Tinggi
Riung 22.983 Sedang
Riung Barat 22.456 Sedang
Soa 1.247 Sedang
Wolomeze 8.196 Sedang
Kabupaten Ngada 111.894 Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Hasil analisa menunjukkan terdapat 6 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas
tinggi dan 6 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas sedang. Kecamatan Riung dan
Kecamatan Riung Barat memiliki wilayah bahaya terluas dengan kelas sedang, sedangkan
untuk kelas tinggi dengan wilayah terluas pada Kecamatan Golewa Selatan. Kelas bahaya
mayoritas untuk bahaya tanah longsor termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan luas wilayah
bahaya 111.894 Ha.

7. Letusan Gunung Api

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada
memiliki indeks risiko bencana letusan gunungapi dengan skor 8,00 kelas risiko sedang.
Gunung api aktif yang ada di Kabupaten Ngada meliputi Gunung Inerie, Inielika dan Ebulobo
yang tentu memiliki potensi bahaya yang berbeda-beda tergantung dari karakteristik
parameter di setiap gunung tersebut. Parameter yang digunakan untuk menyusun bahaya
letusan gunung api ialah zona aliran dan zona jatuhan. Hasil analisa dari pengolahan
parameter tersebut yang berupa luas wilayah bahaya dan kelas bahaya dapat dilihat melalui
tabel berikut.

Tabel 2. 18. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Ebulobo

Kecamatan CELZWEWED

Luas (Ha)
Golewa 101 Rendah
Golewa Selatan 691 Rendah
Soa 2 Rendah




Kabupaten Ngada

794

Rendah

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Tabel 2. 19. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Inelika

Kecamatan Bahaya
Luas (Ha) Kelas

Bajawa 2.704 Rendah
Bajawa Utara 2.133 Sedang
Golewa Barat 21 Rendah
Soa 562 Sedang
Wolomeze 5 Rendah
Kabupaten Ngada 5.425 Sedang

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Tabel 2. 2. Potensi Bahaya Letusan Gunung Api Inerie

Kecamatan
Luas (Ha)

' Aimere | 787 Rendah
Bajawa 3.355 Tinggi
Golewa Barat 1.613 Rendah
Inerie 5.597 Rendah
Jerebu’u 2.785 Tinggi
Kabupaten Ngada 14.137 Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Berdasarkan tabel di atas, terlihat besaran luas bahaya letusan Gunung api Inerie,
Inelika dan Ebulobo per kecamatan terdampak. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi
wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian. Untuk kecamatan Bajawa dan Jerebu’u
potensi bahaya yang di akibatkan oleh 3 gunung api ini masuk kelas Tinggi ini disebabkan
masyarakatnya cukup dinamis dan banyak yang beraktivitas di sekitar kecamatan tersebut,
khususnya Bajawa yang merupakan ibukota dari Kabupaten Ngada ini yang memiliki
aktivitas ekonomi yang sangat ramai dan berpopulasi cukup padat di banding dengan
kecamatan lainnya. Rekapitulasi kajian bahaya per kecamatan menentukan total luas
bahaya untuk Kabupaten Ngada. Secara keseluruhan bencana letusan Gunung api Ebulobo
memiliki potensi luas bahaya dengan total 794 Ha yang berada pada kelas Rendah. Gunung
api Inelika memiliki potensi luas bahaya dengan total 5.425 Ha yang berada pada kelas



Sedang. dan Gunung api Inerie memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Ngada dengan
total 14.137 Ha yang berada pada kelas Tinggi.

8. Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada
memiliki indeks risiko bencana kebakaran hutan dan lahan dengan skor 24,40 kelas risiko
tinggi. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan diketahui dengan memanfaatkan parameter
yang berpengaruh. Parameter tersebut meliputi jenis hutan dan lahan, iklim dan jenis tanah.
Hasil analisa yang didapatkan dari pengolahan data parameter menghasilkan luasan wilayah
bahaya dan kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 20. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Kecamatan
. luas(Ha) =~ Kelas
' Aimere | 4982 |  Sedang |
Bajawa 2.873 Sedang
Bajawa Utara 7.442 Sedang
Golewa 1.908 Sedang
Golewa Barat 4.020 Sedang
Golewa Selatan 5.204 Sedang
Inerie 4.534 Sedang
Jerebu’u 5.036 Sedang
Riung 28.985 Sedang
Riung Barat 30.370 Tinggi
Soa 650 Sedang
Wolomeze 9.810 Sedang
Kabupaten Ngada 105.814 Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Berdasarkan hasil analisa pada tabel di atas, diketahui hampir seluruh kecamatan
termasuk ke dalam kelas bahaya sedang, kecuali untuk Kecamatan Riung Barat yang
termasuk ke dalam kelas tinggi. Kecamatan Riung Barat yang termasuk ke dalam kelas
tinggi memiliki luas wilayah bahaya 30.370 Ha, sehingga meskipun hampir seluruh
kecamatan termasuk kelas sedang, kelas bahaya mayoritas tetap masuk ke dalam kelas
Tinggi dengan luas wilayah bahaya 105.814 Ha.



9. Tsunami

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada
memiliki indeks risiko bencana dengan skor 9,60 kelas risiko sedang. Bahaya Tsunami
ditinjau melalui beberapa parameter fisik yang berpengaruh terhadap dampak bahaya.
Parameter tersebut meliputi penggunaan lahan, kemiringan lereng dan garis pantai. Hasil
analisa yang diperoleh dari pengolahan menghasilkan informasi luas wilayah bahaya dan
kelas bahaya yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 213. Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten Ngada

Kecamatan

Luas (Ha)
Aimere 364 Tinggi
Golewa Selatan 168 Tinggi
Inerie 117 Tinggi
Riung 1.714 Tinggi
Kabupaten Ngada 2.363 Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Hasil analisa pada tabel di atas menunjukkan hanya 4 kecamatan yang termasuk ke
dalam kelas bahaya tinggi, sedangkan kecamatan lain tidak muncul dalam analisa karena
hanya 4 kecamatan tersebut yang berada di pesisir laut. Keempat kecamatan tersebut
termasuk ke dalam kelas tinggi, sehingga kelas bahaya mayoritas termasuk ke dalam kelas
Tinggi dengan total luas wilayah bahaya 2.363 Ha.

10. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Kabupaten Ngada
memiliki indeks risiko gelombang ekstrim dan abrasi dengan skor 20,80 kelas risiko tinggi.
Analisa bahaya gelombang ekstrim dan abrasi menggunakan beberapa parameter yang
terkait dengan informasi fisik lahan pesisir dan kelautan. Parameter tersebut meliputi
penggunaan lahan, tinggi gelombang, arus dan garis pantai. Hasil analisa yang diperoleh
dari pengolahan data parameter menunjukkan luas wilayah bahaya dan kelas bahaya yang
dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 22. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Kecamatan Bahaya

NEYGE))
Aimere 383 Sedang
Golewa Selatan 429 Sedang




Kecamatan Bahaya

EINGE))
Inerie 426 Sedang
Riung 1.085 Tinggi
Kabupaten Ngada 2.323 Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Hasil analisa pada tabel di atas menunjukkan 3 kecamatan yang termasuk ke dalam
kelas bahaya sedang, dan 1 kecamatan yang termasuk ke dalam kelas bahaya tinggi,
sedangkan kecamatan lain tidak muncul dalam analisa karena hanya 4 kecamatan tersebut
yang berada di pesisir laut. Ketiga kecamatan tersebut termasuk ke dalam kelas sedang,
tetapi Kecamatan Riung termasuk ke dalam kelas tinggi dengan luas bahaya yang cukup
luas, sehingga kelas bahaya mayoritas termasuk ke dalam kelas Tinggi dengan total luas
wilayah bahaya 2.323 Ha.

K. Ancaman Perubahan Iklim

Indonesia FoLU Net-Sink 2030 merupakan komitmen pencanangan pencapaian
penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.
Suatu kondisi dimana tingkat serapan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat
emisi sektor terkait pada tahun 2030. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 mendorong kinerja
sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi
gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030. Pijakan dasar utamanya
adalah sustainable forest management, environmental governance, dan carbon governance

Adapun 15 ruang lingkup dari FOLU Net Sink 2030, yaitu:

1. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral.

2. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove.

3. Pengurangan laju degradasi hutan-hutan lahan mineral.

4. Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan mangrove.
5. Pembangunan hutan tanaman.

6. Pengelolaan hutan lestari.

7. Rehabilitasi dengan rotasi.

8. Rehabilitasi non-rotasi.

9. Restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut.

10.Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang.
11.Konservasi keanekaragaman hayati.

12.Perhutanan sosial.



13.Introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparian.
14. Pengembangan dan konsolidasi hutan adat.

15.Pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan pengamanan
kawasan hutan.

Pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ditentukan oleh pengurangan emisi dari
deforestasi dan lahan gambut (dekomposisi gambut dan kebakaran gambut). Terkait
dengan kondisi iklim, KLHK telah mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data
Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan
perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Tingkat kerentanan terhadap
perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan,
sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut
waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi.
Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan
lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Kemampuan Kabupaten Ngada dalam mengelola dampak dari perubahan iklim
(termasuk keragaman dan iklim ekstrem) sangat ditentukan terutama oleh kondisi sosial
ekonomi yang merupakan indikator kapasitas adaptif. Dalam analisis ini, Kapasitas Adaptif
desa direpresentasikan oleh 13 (tiga belas) indikator, yaitu Fasilitas Listrik, Infrastruktur
Jalan, Kelembagaan, Industri Kecil dan Mikro, Fasilitas Pendidikan, Sarana Prasarana
Ekonomi, Fasilitas Kesehatan, Lembaga Keuangan, Kegiatan Pelestarian Lingkungan,
Fasilitas Kredit yang Diterima Warga, Kegiatan Sosial, Jaminan Kesehatan, dan Komunikasi.
Kawasan yang memiliki lebih banyak jumlah kondisi Indikator Kapasitas Adaptif yang bagus,
secara relatif memiliki kemampuan adaptif yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan
iklim.

Kabupaten Ngada memiliki tingkat kerentanan perubahan iklim dengan kategori
rendah, cukup rendah, cukup tinggi dan tinggi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada
berada pada kerentanan perubahan iklim kelas sedang dengan luas 96044,57 Ha.

Tabel 2. 43 Tingkat Adaptif dan Perubahan Iklim Kabupaten Ngada

'No Kecamatan @ Luas(Ha) = Jumlah |

Sangat Rendah Sedang Tinggi Sangat
Rendah Tinggi

1 Aimere 1.018,34 | 9.899,33 60,37 4.354,30 | 15.332,33

2 Bajawa 425,05 4.244,40 5.030,97 | 1.086,27 | 10.786,69

3 Bajawa Utara 708,70 3.631,51 | 8.508,05 840,18 1.748,43 | 15.436,87

4 Golewa 80,66 808,70 4.304,22 3.547,49 | 1.538,27 | 10.279,35

5 Golewa Barat 68,48 429,96 3.616,06 2.681,86 | 59,91 6.856,27

6 Golewa 1.144,13 | 1.396,37 1.404,53 | 4114,23 8.059,27

Selatan




Kecamatan Luas (Ha) Jumlah

Sangat Rendah Sedang Tinggi

Rendah
7 Inerie 279,55 1.294,02 | 1.689,54 1.028,92 | 2.282,62 | 6.574,65
8 Jerebuu 91.46 941,17 1.957,62 | 1.861,44 | 4.851,68
9 Riung 2.493,6 | 7.501,16 | 21.294,73 | 468,69 3.443,85 | 35.202,10
7

10 | Riung Barat 323,85 1.708,96 | 16.978,51 | 1.032,17 | 8.642,32 | 28.685,81

11 | Soa 153,13 29,64 8.531,98 23,08 8.737,83

12 | Wolomeze 132,87 3.955,79 | 14.640,21 | 18,54 4.202,29 | 22.949,70

Kabupaten Ngada 4.665,96 | 21.613,66 | 96.044,57 | 18.071,34 | 33.357,01 | 173.752,55

Sumber : Overlay Peta JE Ekoregion Bali Nusra dalam KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Sangat
Rendah
3%

Sangat Tinggi
19%

Grafik 2. 2 Diagram Tingkat Adaptif dan Perubahan Iklim Kabupaten Ngada
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada

Terkait kondisi iklim, KLHK telah mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data
Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) pada Tahun 2022 yang menyajikan data dan informasi
kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Tingkat
kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang
mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga
faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan
pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas
dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Kemampuan Kabupaten Ngada dalam mengelola dampak dari perubahan iklim
(termasuk keragaman dan iklim ekstrem) sangat ditentukan terutama oleh kondisi sosial
ekonomi yang merupakan indikator kapasitas adaptif. Kabupaten Ngada memiliki tingkat



kerentanan perubahan iklim dengan kategori Sangat Rendah, Sedang, Rendah dan Tinggi.
Adapun tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Ngada di dominasi pada Rendah
dengan luasan 103.971,89 Ha.

Tabel 2. 24 Kerentanan Iklim Kabupaten Ngada

No. Kecamatan Kerentanan Iklim (Ha)

Sangat Rendah Rendah Sedang
1 Aimere 9.248,42 0,28 6.083,63 15.332,33
2 Bajawa 8.370,47 171,68 2.244,54 10.786,69
3 Bajawa Utara 5.834,68 83.,40 9.518,79 15.436,87
4 Golewa 8.525,76 0,00 1.753,59 10.279,35
5 Golewa Barat 4.854,59 301,27 1.700,40 6.856,27
6 Golewa Selatan 3.722,13 4.337,14 8.059,27
7 Inerie 5.965,92 608,73 6.574,65
8 Jerebuu 3.442,81 21,34 1.387,53 4.851,68
9 Riung 28.665,24 242,26 6.294,60 35.202,10
10 | Riung Barat 3.663,61 19.121,14 5.901,06 28.685,81
11 | Soa 0,04 8.259,20 478,59 8.737,83
12 | Wolomeze 13.419,07 882,46 8.648,17 22.949,70

Total 0,04 103.971,89 | 20.823,84 | 48.956,78 | 173.752,55

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada
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Grafik 2.3 Diagram Kerentanan Iklim Kabupaten Ngada
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Ngada



Berdasarkan kondisi Kawasan hutan dan non-hutan, maka Kabupaten Ngada yang
merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT berpotensi untuk terlibat dan berkontribusi
dalam pencapaian target penurunan emisi Gas rumah kaca (GRK) nasional terutama dari
sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Hal ini untuk mendukung kebijakan
penyimpanan karbon dengan pendekatan carbon net sink tahun 2030 sebagaimana telah
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use
(FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Melalui pembahasan dari 4 bidang yaitu pengelolaan hutan lestari, peningkatan
cadangan karbon, konservasi serta instrument dan informasi telah ditetapkan 8 rencana aksi
mitigasi berbasis spatial pada lokasi yang sudah ditentukan. 8 rencana aksi mitigasi tersebut
mencakup mencegah degradasi lahan mineral; degradasi konsesi terencana; pembangunan
hutan tanaman; penerapan pengkayaan hutan alam; penerapan RIL-C; peningkatan
cadangan karbon dengan rotasi; peningkatan candangan karbon tanpa rotasi, serta
perlindungan areal konservasi tinggi.

Arahan pelaksanaan aksi mitigasi terdiri dari beberapa klasifikasi yaitu RO 1 hingga
RO 11 berada pada semua kabupaten/kota, pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
dan Perhutanan Sosial, pada Areal Penggunaan Lain , pada kawasan konservasi, dan pada
semua kabupaten/kota untuk RO 3- RO 11. Adapun Kabupaten Ngada berada pada arahan
aksi mitigasi RO 11 yaitu Perlindungan Areal Konservasi Tinggi seluas 23.471,699 Ha,
dimana konservasi keanekaragaman hayati program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang
mencakup; (1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, (2) Pengelolaan Kawasan
Konservasi, (3) Konservasi Spesies dan Genetik, dan (4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Hutan Konservasi, serta juga merupakan bagian dari program peningkatan kualitas
lingkungan hidup melalui upaya pembinaan konservasi di luar kawasan hutan negara.
Kerangka aksi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, konservasi
keanekaragaman hayati dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dimulai dari konservasi
tumbuhan dan satwa liar, pelestarian dan perlindungan habitat, hingga pelibatan
masyarakat lokal dan mengarusutamakan kearifan lokal. Lokasi prioritas untuk perlindungan
areal konservasi tinggi pada berbagai fungsi Kawasan hutan. Berikut adalah tabel arahan
pelaksanaan aksi mitigasi rencana kerja Indonesia’s Folu Netsink 2030 Kabupaten Ngada.

Tabel 2.25 Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Rencana Kerja Indonesia’s Folu
Netsink 2030 Kabupaten Ngada

No. Kecamatan RO11 (Ha)
1 Aimere 164,664

2 Bajawa 74,726

3 Bajawa Utara 2.745,905

4 Golewa 114,275

5 Inerie 26,957




6 Jerebuu 0,607

B. Aspek Demografi

Keberadaan penduduk sangat penting didalam proses pembangunan, oleh karena itu
penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan
sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik.
Pertumbuhan penduduk berguna untuk memprediksi jumlah penduduk disuatu wilayah
dimasa akan datang yang selanjutnya akan melahirkan konsep proyeksi penduduk.

Jumlah penduduk di Kabupaten Ngada pada tahun 2024 adalah sebanyak 174.088
jiwa. Jumlah penduduk tertinggi tahun 2024 terdapat di Kecamatan Bajawa sejumlah 40.564
jiwa, sedangkan jumlah terendah tahun 2024 terdapat di Kecamatan Wolomeze sejumlah
7.105 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk di Kabupaten Ngada tahun 20120 — 2024.

Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Kabupaten Ngada Periode 2020 — 2024

Nama Kecamatan Jumlah Penduduk
2021 2022 2023

1 10.518 10.68 10.88 11,010 11.187
2 Jerebuu 7.506 7.609 7.738 7,817 7.929
3 Inerie 8.281 8.419 8.586 8,699 8.849
4 Bajawa 39.442 39.715 40.12 40,259 40.564
5 Golewa 18.914 19.04 19.228 19,290 19.431
6 Golewa Selatan 12.174 12.464 12.801 13,060 13.38
7 Golewa Barat 11.26 11.454 11.689 11,849 12.061
8 Bajawa Utara 10.41 10.6 10.827 10,987 11.194
9 Soa 14.327 14.466 14.653 14,743 14.896
10 Riung 16.61 16.873 17.196 17,408 17.695
11 Riung Barat 9.722 9.362 9.534 9,645 9.797
12 Wolomeze 6.59 6.714 6.863 6,969 7.105

Ngada 165.25 167.4 170115 171,736 174,088

Sumber : BPS Ngada, 2025

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ngada pada tahun 2024 tertinggi berada
pada Kecamatan Golewa Selatan yaitu 2,59%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten
Ngada terendah berada di Kecamatan Golewa yaitu 0,99%. Laju pertumbuhan penduduk
Kabupaten Ngada tahun 2024 sebesar 1,91 %. Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat
pada tabel berikut:



Tabel 2.27 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk,
Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Ngada 2021 dan 2024

Kecamatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk,
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngada (Jiwa)

Jumlah Penduduk Laju Persentase Kepadatan Rasio Jenis
(Ribu) Pertumbuhan Penduduk Penduduk per km Kelamin
Penduduk per persegi (Km2) Penduduk
LEL Y
2021 | 2024 ’ 2021 ’ 2024 ‘ 2024 ‘ 2021 | 2024 | 2021 m
Aimere 10680 11187 2.06 2.27 6.38 6.43 115 - 101 102.3
Jerebuu 7609 7929 1.83 2.01 4.55 4.55 117 - 92.2 93.44
Inerie 8419 8849 2.23 2.44 5.03 5.08 109 - 94.7 95.86
Bajawa 39715 40564 0.92 1.03 23.3 22.3 298 - 98.2 97.82
Golewa 19040 19431 0.89 0.99 11.37 11.06 244 - 96.3 96.11
Golewa 12464 13380 3.19 3.49 7.45 7.69 127 - 93.8 93.3
Selatan
Golewa 11454 12061 2.3 2.53 6.84 6.93 154 - 96.5 96.47
Barat
Bajawa 10600 11194 2.44 2.68 6.33 6.43 63 - 98.3 98.19
Utara
Soa 14466 14896 1.3 1.43 8.64 8.56 159 - 96.3 96.08
Riung 16873 17695 2.12 2.33 10.08 10.16 51 - 98.4 97.93
Riung 9362 9797 2.03 2.22 5.59 5.63 30 - 104.5 104.06
Barat
Wolomeze 6714 7105 2.52 2.77 4.01 4.08 65 - 99.5 98.91
Kabupaten | 167396 | 174088 - 1.91 100 100 103 - 97.5 97.43
Ngada

Sumber : BPS, 2025

Penduduk pada Kabupaten Ngada saat ini didominasi oleh penduduk yang berusia
20 -24 tahun sejumlah 15.787 jiwa. Jika dilihat dari kelompok umur yang ada pada tabel
dibawah diketahui bahwa sebagian besar penduduk berusia muda, sedangkan penduduk
usia lanjut berjumlah sedikit. Jumlah penduduk Kabupaten Ngada menurut kelompok umur
lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.28 Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)
Tahun 2020 -2024

[Jenis Ke Laki - laki Perempuan Total

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
0-4 7,073| 7,090| 7090 | 7688 | 8079| 7,032| 7,051| 7,051| 7521| 7,839 14,105 14,141 14,141 15,209 15,918
59 8,131 | 8201| 8201| 7,758| 7,459| 7,704| 7,788| 7,788 | 7,552| 7,357 15,835 15,989 15,989 15,310 14,816

10-14 7417 7490| 7490| 7,.865| 8,041 7112 7207| 7207 7441| 7586| 14529| 14,697| 14697| 15306| 15,627
15-19 8044 | 8025| 8025| 7540| 7A411| 7669| 7626| 7626| 7232| 7124| 15713| 15651| 15651| 14,772| 14,535
20-24 7,751 7,704 7,704 7992| 7997| 7564| 7502| 7502 7,795| 7,772| 15315| 15206| 15206| 15,787| 15,769
25-29 6685| 6834| 6834| 738 | 7564| 6390| 6462| 6462| 7210 7473| 13,075| 13,296| 13,296| 14,595| 15,037
30-34 5477 5603| 5603| 6152 6455| 5828| 5932| 5932| 6060| 6,224| 11305| 11,535| 11,535| 12,212| 12,679
35-39 5599 | 5698| 5698| 5415| 5411 5919| 5997| 5997| 5,795 578 | 11518 | 11,695| 11,695| 11210| 11,191
40-44 5366 | 5468| 5468| 5525| 5532| 5859| 5955| 5955| 5946| 5934| 11,225| 11,423| 11,423| 11471| 11,466
45-49 4543 4,628 | 4,628 | 5015| 5155| 5116| 5225| 5,225| 5,578| 5,707 9,659 9,853 9,853 | 10,593 | 10,862
50-54 3,810 3905| 3905| 4127 4262 4235| 4334| 4334| 4675 4836 8,045 8,239 8,239 8,802 9,098
55-59 3,264 | 3337| 3337| 3,465| 3538| 3528| 3631| 3631| 3836| 3,955 6,792 6,968 6,968 7,301 7,493
60-64 2591| 2655| 2,655| 2,849| 2935| 2962| 3,060| 3,060 3,183 | 3,265 5,553 5,715 5,715 6,032 6,200
65-69+ 5846 | 2,077 2077 2153| 6,070 6,739 2,431| 2,431| 2573| 7,327| 12,585 4,508 4,508 4,726 | 13,397

Sumber : BPS, 2025

Sesuai dengan tabel struktur penduduk diatas dapat dihitung angka ketergantungan
atau Dependency ratio. Angka ketergantungan (dependency ratio) adalah angka yang
menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan
barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak
produktif). Dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan di suatu negara besar dapat
mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja
dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk Angkatan kerja. Akibatnya,
pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah. Negara atau wilayah
tersebut juga mengalami kesulitan untuk maju, karena tingginya angka beban tanggungan
yang harus dihadapi usia produktif atau angkatan kerja.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Rakyat

A. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Sub bab ini menjelaskan kondisi kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari
sejumlah indikator makro ekonomi. Indikator tersebut meliputi laju pertumbuhan
ekonomi, indeks gini, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.
Berikut adalah kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada dijelaskan sebagai
berikut .

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat
kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung
berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap
tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan
jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang
ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.



Pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbangdari 17
kategori lapangan usaha pada PDRB atas dasar harga konstan. Apabila sebuah lapangan
usaha memiliki peranan penting namun pertumbuhannya rendah maka dapat berdampak
pada terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila
sebuah lapangan usaha memiliki peranan penting dan pertumbuhannya tinggi maka
lapangan usaha tersebut dapat menjadi roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi suatu
daerah.

Grafik 2.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngada, Provinsi NTT dan
Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan Ekonomi

=== Ngada =—G==NTT Indonesia

Sumber : BPS, 2025

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada Tahun 2024 meningkat signifikan
setelah tahun 2020 mengalami penurunan hingga 0,04 persen, demikian halnya Provinsi NTT
bertumbuh positif menjadi 4,11 persen dibanding tahun 2020 yang mengalami
pertumbuhan negatif -0,84 persen, demikian juga halnya dengan pertumbuhan ekonomi
secara Nasional naik dari 3,09 persen pada tahun 2021 menjadi 5,31 persen pada tahun
2022 dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 5,03 persen. Keadaan ini
menunjukkan keadaan perekonomian sudah mulai membaik pasca Covid 19.

Dari sisi lapangan usaha masih terdapat 1 dari 17 sektor ekonomi Kabupaten Ngada
menyumbang kontribusi paling kecil yaitu sektor jasa pendidikan.0,38 persen % , hal ini
disebabkan karena penurunan jumlah siswa hampir pada semua jenjang pendidikan di
Tahun 2023. Enam belas sektor yang mengalami pertumbuhan positif ada pada sektor
Pengadaan Listrik dan Gas 18,74 persen ,yang mengalami peningkatan yang begitu pesat
dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,78 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dibanding tahun 2021 yaitu sektor
Akomodasi dan Makan Minum meningkat secara signifikan menjadi 12,29 persen ditahun
2022 dari 5,69 persen ditahun 2021 namun pada Tahun 2023 kembali menurun menjadi
9,09 persen di tahun 2024 seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut.

Tabel 2.29 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngada Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 s/d 2024



Lapangan Usaha

A Pertanian,Kehutanan dan 0.04 1.89 3.77 4.14 1.43
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 2.73 1.9 2.18 3.06 3.54
C Industri Pengolahan -3, 97 -1,89 4.76 7.24 5.79
D Pengadaan Listrik dan Gas 17.06 0.78 4.74 11.25 18.74
E Pengadaan Air, Pengelolaan 2.52 6.51 2.23 3.72 3.19
Sampah Limbah dan daur ulang
F Konstruksi -7,73 5.33 0.47 5.01 3.85
G Perdagangan besar dan eceran, -5,95 3.48 5.2 5.2 7.86
Reparasi mobil dan sepeda motor
H Transportasi dan Pergudangan -5.1 0.86 1.95 3.17 5.52
I Penyediaan akomodasi dan -20,92 5.69 12.29 9.7 9.09
makan minum
J Informasi dan Komunikasi 11.52 6.58 5.76 2.71 3.22
Jasa Keuangan dan Asusransi 6.83 1.42 0.95 1.61 3.66
L Real Estate -0,93 1.94 2.06 2.24 2.39
M,N Jasa Perusahaan -29,46 -13,01 1.39 2.92 6.51
0 Administrasi Pemerintahan, 5.07 -5,82 2.97 1.49 5.59
Pertanahan dan Jaminan Sosial
P Jasa Pendidikan 2.52 -1,69 -0,12 -0.09 0.38
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 4.97 6.95 2.63 2.56 3.31
Sosial
R,S,T,U | Jasa Lainnya -13,57 -0,51 1.2 3.66 3.85
PDRB 0.04 1.13 3.06 3.49 3.67

Sumber : BPS Kabupaten Ngada , 2025
*) Angka sementara **) Angka Sangat Sementara.

2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga
barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli
masyarakat atas barang dan jasa terutamabarang kebutuhan pokok yang pada akhirnya
berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat disebabkan dari sisi
permintaan (demand side) terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi
suplai (supply side) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya
produksi.

Sedangkan IHK menjadi suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat dari
inflasi. IHK adalah hal yang paling sering dikaitkan apabila terjadi suatu inflasi, yakni semakin
tinggi nilai IHK maka akan semakin cepat juga laju inflasinya.



Tabel 2.30 Indeks Harga Konsumen dan tingkat Inflasi Kabupaten Ngada Tahun ke
Tahun, Menurut Kelompok Pengeluaran Maret 2025 (2022=100)

Kelompok Pengeluaran Tkt Andil
Inflasi Inflasi YtoY
YtoY
Maret Des'202 Maret Maret Maret
2024 4 2025 2025 2025
Umum 105.2 106.2 107.5 217 217
3 1
1 | Makanan, minuman dan 107.54 109.64 112.26 4.39 1.91
tembakau
2 | Pakaian dan alas kaki 113.58 113.61 113.7 0.11 0.01
3 | Perumahan,air.listrik dan bahan 101.17 100.55 100.52 -0.64 -0.14
bakar rumah tangga
4 | Perlengkapan, peralatan dan 100.49 101.17 101.34 0.85 0.04
pemeliharaanrutin Rumah tangga
5 | Kesehatan 100.55 101.21 103.78 3.21 0.04
6 | Transportasi 108.96 109.82 109.37 0.38 0.03
7 | Informasi, jasa komunikasi dan 99.02 97.49 97.88 -1.15 -0.4
jasa keuangan
8 | Rekreasi, olahraga dan budaya 98.74 98.74 98.74 0 0
9 | Pendidikan 100.52 100.83 103.63 3.09 0.16
1 | Penyediaan makanan dan 113.39 115.08 115.94 2.25 0.06
0 minuman restoran
1 | Perawatan pribadi dan jasa 103.87 107.54 107.48 3.48 0.1
1 lainnya.
Sumber :Berita Resmi Statistik, Maret 2025
Keterangan:

1) Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Desember 2024.

2) Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Desember 2024.

3) Persentase perubahan IHK Maret 2025 terhadap IHK Maret 2024

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2025 secara umum
menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Ngada, pada
Maret 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,17 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga
Konsumen (IHK) dari 105,23 pada Maret 2024 menjadi 107,51 pada Maret 2025. Inflasi y-
on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks
kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,39
persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,48 persen; kelompok
kesehatan sebesar 3,21 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,09 persen; kelompok
penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,25 persen; kelompok perlengkapan,
peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,85 persen; kelompok transportasi
sebesar 0,38 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,11 persen. Sementara,
kelompok lainnya mengalami penurunan, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa
keuangan sebesar 1,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah
tangga sebesar 0,64 persen. Sedangkan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak
mengalami perubahan yang signifikan. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi
y-on-y pada Maret 2025, antara lain: sawi hijau; tomat; bawang merah; daging ayam ras;
pucuk labu; cabai merah; cabai rawit; sekolah menengah atas; pisang; minyak goreng;
kelapa; ikan tembang; gula pasir; daun singkong; kangkung; bawang putih; shampo;
alpukat; sigaret kretek mesin (skm); dan daging babi.



Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil deflasi y-on-y pada Maret
2025, antara lain: daun pepaya; pasir; telepon seluler; besi beton; ayam hidup; dan beras.
Sementara komoditas yang dominan memberikan andil inflasi m-to-m pada Maret 2025,
yaitu: tarif listrik; beras; bawang merah; dan ikan tembang. Sedangkan komoditas yang
dominan memberikan andil deflasi m-to-m pada Maret 2025, yaitu: tomat; cabai rawit; daun
singkong; angkutan udara. Pada Maret 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil
inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,91 persen;
kelompok pendidikan sebesar 0,16 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya
sebesar 0,10 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,06
persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan
pemeliharaan rutin rumah tanggal sebesar 0,04 persen; kelompok transportasi sebesar 0,03
persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen. Sementara kelompok
pengeluaran yang memberikan andil deflasi y-on-y, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik,
dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan
jasa keuangan sebesar 0,04 persen. Sedangkan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya
tidak memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi y-on-y.

3. Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional
Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar
harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB per (orang) penduduk.PDRB per Kapita atas dasar
harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk
di wilayah bersangkutan. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan
oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat
perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat
kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan
tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa faktor pendapatan
dan transfer yang mengalir keluar ({ransfer out) samadengan yang masuk (¢ransfer in),
maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita, namun PDRB
per kapita tidak dapat menunjukkan kapasitas ekonomi suatu daerah karena bila
penduduknya banyak PDRB perkapita akan semakin kecil, karena pembandingnya adalah
jumlah penduduk tanpa dibedakan apakah penduduk itu produktif atau tidak

Tabel 2.31 Perkembangan Nilai PDRB (milliar Rupiah) dan PDRB Perkapita (Juta Rupiah)
Tahun 2020-2024

Uraian

2024%**

Nilai PDRB (Miliar Rupiah)
ADHB 3,493.66 3,578.33 3,819.39 4,114.02 4.469,22
ADHK 2,310.19 2,336.34 2,407.74 2,491.69 2.583,24
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)
ADHB 21.22 21.38 22.55 25.95 25.67
ADHK 14.03 13.98 14.21 14.51 14.83
Jumlah Penduduk 165,314 167,396 170,115 171,736 174.,088
(orang)
Pertumbuhan 1.25 1.25 1.3 1.41 1.45
Jumlah Penduduk
(%)

Sumber BPS NTT, 2025* Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara



PDRB per kapita Kabupaten Ngada atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus
mengalami peningkatan pada tahun 2020 PDRB Per Kapita tercatat 21,22 juta rupiah perorang
per tahun yang disebabkan karena turunnya nilai PDRB atas harga berlaku akibat Pandemi
Covid 19 . Nilai ini terus mengalami kenaikan hingga mencapai sebesar 25,67 juta rupiah
tahun 2024. Peningkatan PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa perekonomian penduduk
di Kabupaten Ngada terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah
penduduk.

Grafik 2.4 Perkembangan Nilai PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Ngada Tahun 2020 -
2024 (Triliunan Rupiah)

Nilai PDRB ADHB Nilai PDRB ADHK

Sumber BPS NTT, 2025

Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Ngada dari
tahun 2020 - 2024 menunjukkan perkembangan nilai yang positif yaitu pada tahun 2020
sebesar Rp. 3.49366 miliar rupiah terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi sebesar Rp.
4.469.22 miliar rupiah.Sementara Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 juga menunjukkan perkembangan yang
Positif yaitu Tahun 2020 sebesar Rp. 2.310.19 miiliar meningkat menjadi Rp.2.583.24 miliar.

Sedangkan Perkembangan PDRB Perkapita ADHB tahun 2020-2024 terus mengalami
peningkatan yakni tahun 2020 Rp. 21,22 juta meningkat menjadi Rp.25,67 juta di Tahun
2024. Berbeda dengan PDRB Perkapita ADHK berfluktuatif yakni Tahun 2020 Rp.14,03 juta
menurun menjadi Rp. 13,98 juta di Tahun 2021 dan menjadi Rp.14,21 juta ditahun 2022,
dan terus meningkat menjadi Rp14,83 juta pada Tahun 2024. Selengkapnya perkembangan
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.5 Perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Ngada Tahun
2020-2024 (Juta Rupiah)
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4. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat
ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisarantara 0 hingga 1
Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau
setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Seperti dirilis oleh BPS Kabupaten Ngada,
pada tahun 2020 tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat Kabupaten Ngada yang
diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,326. Untuk Provinsi NTT tahun 2020 angka Gini
Ratio tercatat sebesar 0,319 lebih tinggi dibanding Gini Ratio tahun 2024 sebesar 0,308 .
Kondisi NTT ditahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuatif yang sangat
dipengaruhi pandemic Covid 19. Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran
penduduk Provinsi NTT yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,316. Angka
ini menurun 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,307
dan menurun 0,024 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2023 yang
sebesar 0,340. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,281;
turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,299 dan Gini Ratio September 2022
sebesar 0,308. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,305;
turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,307 dan turun jika dibandingkan Gini
Ratio September 2022 yang sebesar 0,326.

5. Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim

5.1. Kemiskinan

Indikator untuk mengukur kemiskinan dilihat dari Garis Kemiskinan, prosentase
penduduik miskin, jumlah penduduk miskin , Indeks kedalaman kemiskinan (P1), Indkes
Keparahan Kemiskinan (P2). Secara Rinci akan dibahas per indikator Kemiskinan sebagai
berikut :

1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-
rata pengeluaran makan dan non makanan perkapita. Garis kemiskinan menggambarkan
batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum
makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. .

Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai




penduduk miskin. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Ngada dari Tahun 2020-
2024 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar
432.587,;/kapita/bulan. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional , garis kemiskinan
Kabupaten Ngada tahun 2024 masih berada dibawah rata-rata Provinsi NTT sebesar Rp.
507,203;/kapita/bulan dan dibawah rata-rata Nasional sebesar Rp. 527.275;/kapita/bulan
dengan komposisi garis kemiskinan makanan Rp. 433.906 dan garis kemiskinan non
makanan Rp. 149.026. Kondisi garis kemiskinan NTT ini relevan dengan garis kemiskinan
Kabupaten Ngada dan Nasional. Apabila pengeluaran penduduk per kapita per bulan berada
dibawah garis kemiskinan, berarti bahwa penduduk tersebut merupakan penduduk
miskin.Terdapat dua metode untuk menghitung garis kemiskinan yakni Garis kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan bukan makanan. Garis Kemiskinan makanan
merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100
kilo kalori perkapita perhari. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah
kebutuhan untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.Dari tampilan data
kemiskinan Ngada, terlihat bahwa garis kemiskinan cenderung meningkat; salah satu
faktornya karena adanya inflasi, sehingga mempengaruhi nilai uang untuk kebutuhan
makanan setara 2100 kilo kalori. Perkembangan garis kemiskinan Ngada, NTT dan Nasional
dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik 2.6 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Ngada, NTT dan Indonesia
Tahun 2020-2024
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a. Presentase Penduduk Miskin

Perkembangan prosentase penduduk miskin Kabupaten Ngada dari tahun ke tahun
berfluktuatif. Pada Tahun 2021 prosentase penduduk miskin Kabupaten Ngada sebesar
12.58 persen lebih tinggi dari tahun 2020 yang mencapai 12.51 persen atau meningkat
sebesar 0,07 point dari tahun 2020. Tahun 2023 kembali menurun sebesar 0,52 point dari
tahun 2021. Tahun 2024 persentase penduduk miskin turun sebesar 0,19 point dari tahun
2023. Hal ini disebabkan adanya strategi yang dilakukan Pemerintah antara lain :
pengurangan beban pengeluaran, peningakatan pendapatan masyarakat dan penurunan
jumlah kantong kemiskinan. Untuk mengimplementasi strategi percepatan penurunan
kemiskinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan LSM melakukan
kegiatan berupa :



a. Bantuan beras cadangan pangan pemerintah

b. Pelaksanaan pasar murah oleh Bulog, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
dengan tujuan untuk menekan inflasi

¢. Pemberian bantuan sosial (Tunai dan Non Tunai)

d. Bantuan bibit ternak, bibit tanaman pangan

e. Pemberian jaminan kesehatan masayarakat menunjang Ngada menuju UHC
(Universal Health Coverage)

f. Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah dan
LSM berupa pelatihan-pelatihan.

g. Kolaborasi lintas Perangkat Daerah dalam penerapan inovasi di desa terkait
pemanfatan pekarangan rumah dengan K3 (Kolam, Kandang dan Kebun).

Berikut perkembangan prosentase penduduk miskin Kabupaten Ngada , NTT dan Nasional
Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.7 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ngada, NTT dan

Nasional Tahun 2020-2024
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Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Ngada pada Tahun 2024 sebesar 11,87
persen diatas persentase penduduk miskin Nasional sebesar 9,03 persen dan dibawah NTT
sebesar 19,48 persen.

b. Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Ngada, NTT dan Indonesia dari
Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel : 2.32 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Ngada, NTT
dan Indonesia Tahun 2020-2024

Ngada 20.620 20.980 20.140 20.570 20.480

NTT 1.153,76 1.169,31 1.131,62 1.141,11 1.127,57




Indonesia 26.424,02 27.542,77 26.161,16 25.898,55 25.219,20

Sumber BPS Indonesia, 2025

Dari Tabel diatas, jumlah penduduk miskin yang sangat tinggi terjadi pada Tahun
2021 baik Kabupaten Ngada, NTT maupun Nasional hal ini disebabkan karena dampak dari
Covid 19 yang menyebabkan pendapatan berkurang akibat dari kehilangan pekerjaan dan
banyak warga yang menganggur , adanya lonjakan kenaikan harga dan dampak perubahan
iklim terhadap hasil-hasil pertanian yang memicu terjadinya Inflasi. Tahun 2022-2024 terjadi
penurunan jumlah penduduk miskin akibat pemulihan ekonomi pasca Covid 19 dan adanya
intervensi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program/kegiatan dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, serta sektor swasta melalui berbagai program bantuan sosial yang
disalurkan oleh pemerintah, antara lain Bantuan Pangan Beras, Bantuan Langsung Tunai
(BLT) Mitigasi Risiko Pangan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga
Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Sedangkan kenaikan jumlah penduduk
miskin pada tahun 2021 dan 2023 terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda
Indonesia dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga
bahan bakar minyak.

c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Selain garis kemiskinan, terdapat indikator yang perlu juga dilihat yakni Indeks
Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan
menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas miskin
(garis kemiskinan). Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk miskin dari garis kemiskinan begitupun sebaliknya , semakin kecil nilai indeks
Kedalaman kemiskinan maka semaikn kecil pula Jarak antara pengeluaran Rumah tangga
miskin dengan garis kemiskinan., artinya rumah tangga miskin semakin dekat dengan garis
kemiskinan dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk keluar darri kemiskinan.
Indeks kedalaman kemiskinan yang mendekati Nol menunjukan bahwa jumlah rumah
tangga miskin semakin sedikut, jarak anttara pengeluaran Rumah tangga miskin dengan
garis kemiskinan semakin kecil.Indeks Kedalaman Kemiksinan Kabupaten Ngada dari tahun
2020-2024 rata-rata pertumbuhan 2,26 point pertahun, artinya masih jauh jarak
kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Ngada dengan Garis kemiskinan.
Hal ini disebabkan intervensi program terkait Penanganan dan penanggulangan kemiskinan
seperti perlindungan sosial belum maksimal dan tepat sasaran. Perkembangan Indeks
Kedalaman Kemiskikan/P-1 dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 2.8 Indeks Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 Kabupaten Ngada,

NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024
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Indeks kedalaman kemiskinan Ngada menurun secara signifikan dari 2,89 ditahun
2021 menjadi 1.77 di tahun 2023 lebih rendah dari Indeks kedalaman Kemiskinan NTT
yang mencapai 4.79 pada tahun 2021. Artinya tingkat kesejahteraan Penduduk Ngada lebih
baik dari penduduk NTT jugan Indonesia.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan ( Poverty severity Indekx - P2) memberikan
gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai indeks
keparahan kemiskinan di Kabupaten Ngada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0.19 dari tahun
2023 yang disebabkan karena rencahnya motivasi dalam bekerja, terbatasnya pilihan lapangan kerja,
kenaikan haraga bahan pokok dan kenaikan BBM. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi
ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Ngada lebih rendah dari NTT yang mencapai 0,92 pada tahun 2022. Keadaan ini
menunjukkan ketimpangan antara penduduk miskin Kabupaten Ngada jauh lebih kecil
dibandingkan NTT secara keseluruhan selama 2 tahun terakhir. Perkembangan Indeks
Keparahan Kemiksinan / P-2 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.9 Indeks Keparahan Kemiskinan/P2 Kabupaten Ngada, NTT dan Indonesia
Tahun 2020 — 2024
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Sumber : BPS, 2025

e. Kemiskinan Ekstrim

Definisi Kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan
Bangsa Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per hari atau
+ Rp.9375;- per kapita per hari (Kurang lebih Rp.282.000 per kapita per bulan).
Kemiskinan Ekstrim menggunakan sumber data PENSASARAN PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE) Kemenko PMK yang bersumber dari
Data Pendatan Keluarga 2021 (PK 21) BKKBN. Kemiskinan ekstrim merupakan kondisi
ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, air
bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi
terhadap pendapatan dan layanan sosial dan merupakan bentuk kemiskinan yang paling
parah yang disebabkan oleh keterbatasan akses ke sumber-sumber ekonomi
(kesempatan kerja, modal usaha dan peningkatan ketrampilan), keterbatasan akses
terhadap pendapatan dan layanan sosial, keterbatasan akses layanan pendidikan dan
layanan sosial . Seorang dianggap miskin ekstrim jika pengeluaran sehari-harinya hanya
Rp. 10.739 perhari dan Rp.322.170 per bulan. Untuk menghitung komposisi tingkat
kesejahteraan masyarakat dari yang terendah maka diperlukan perhitungan dengan
metode desil. Dalam Statistik, desil 1 adalah kelompok rumah tangga yang memiliki
tingkat ekonomi yang paling tidak sejahtera atau fakir miskin atau kemiskinan ekstrim.
Estimasi Kemiskinan ekstrim Kabupaten Ngada Tahun 2021-2024 sesuai BPS dan
Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim/ P3KE sebagi berikut :

Tabel 2. 33 Data Makro Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Ngada Tahun

2021-2023
Nama Estimasi Jumlg ?blu(eJ?\:vlzl)(man Ekstrem Estimasi Tingkat Kemiskinan
Daerah
2021* 2022* 2023%* 2021* 2022% 2023%*
1| 53 Prﬁ‘{l}‘s' 358.95 | 370.46 224.94 6.44 6.56 3.93
> | 5301 | Sumba 18.28 15.85 12.48 13.73 11.75 9.13
Barat
3 | 5302 | Sumba 39.96 27.74 38.51 15.14 10.4 14.29
Timur
4 | 5303 | Kupang 22.73 24.28 8.64 5.72 5.98 2.09
Timor
5 | 5304 | Tengah 30.96 61.57 30.38 6.56 13.01 6.4
Selatan
Timor
6 | 5305 | Tengah 12.48 6.44 5.97 4.84 2.48 2.28
Utara
7 | 5306 Belu 12.08 10.17 1.53 5.35 4.44 0.66
8 | 5307 Alor 5.75 4.98 2.25 2.77 2.38 1.07
9 | 5308 | Lembata 14.64 12.01 4.13 9.9 7.98 2.7
10 | 5309 | Flores 2.06 5.49 1.35 0.79 2.1 0.51
Timur




Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem

Nama ) Estimasi Tingkat Kemiskinan
DEEIG]
2021%* 2022% 2023%* 2021* 2022% 2023%*
11 | 5310 Sikka 1.36 8.32 2.1 0.42 2.57 0.65
12 | 5311 Ende 35.76 30.29 15.19 13 10.99 5.5
13 | 5312 | Ngada 8.88 5.04 0.82 5.32 2.98 0.48
14 | 5313 | Manggarai 32.42 23.33 27.96 9.35 6.64 7.86
15 | 5314 | Rote Ndao | 16.98 18.38 5.64 9.22 9.62 2.85
16 | 5315 | Manggarai 19.91 28.52 13.43 6.98 9.79 4.52
Barat
17 | 5316 | Sumba 13.97 14.4 10.25 18.79 19.11 13.44
Tengah
18 | 5317 | _ Sumba 24.62 16.8 17.92 6.91 4.63 4.86
Barat Daya
19 | 5318 | Nagekeo 2 2.2 0.25 1.35 1.47 0.16
20 | 5319 MaTr?ggara' 19.94 26.78 15.74 6.85 9.11 5.3
Imur
21 | 5320 | Sabu 16.42 9.17 705 16.16 8.79 6.76
Raijua
22 | 5321 | Malaka 6.04 7.07 0.1 3.06 3.54 0.06
23 | 5371 Kota 1.72 11.64 3.06 0.38 2.49 0.64
Kupang
Keterangan

* Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan ** Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Kemiskinan ekstrim cendrung menurun dari tahun
2021-2023 dimana tahun 2021 jumlah penduduk miskin ekstrim/Desil 1 sebanyak 8,88 ribu
turun menjadi 0,82 ribu di tahun 2023. Namun, berdasarkan perhitungan estimasi
penduduk miskin ekstrim pada tahun 2024 nilai estimasi PO Ekstrim Kabupaten Ngada
sebanyak 1.89 ribu sesuai Relative Standard Error (RSE) sebesar 12.05 % artinya Nilai
RSE menggambarkan data akurat atau tidak, semakin tinggi nilai RSE berarti datanya tidak
akurat. Berdasarkan hasil RSE data Penduduk miskin ekstrim Ngada akurat karena hanya
mencapai 12,05 %. Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrim pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Daerah untuk percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrim melalui strategi kebijakan yang meliputi pengurangan
beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan
kantong-kantong kemiskinan telah diintervensi oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten melalui program :

1) Bantuan beras cadangan pangan pemerintah

2) Pelaksanaan pasar murah oleh Bulog, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

dengan tujuan untuk menekan inflasi
3) Pemberian bantuan sosial (Tunai dan Non Tunai)
4) Bantuan bibit ternak, bibit tanaman pangan
5) Pemberian jaminan kesehatan masayarakat menunjang Ngada menuju UHC
(Universal Health Coverage)

6) Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah dan
LSM berupa pelatihan-pelatihan.

7) Kolaborasi lintas Perangkat Daerah dalam penerapan inovasi di desa terkait



pemanfatan pekarangan rumah dengan K3 (Kolam, Kandang dan Kebun).

B. Fokus Kesejahteraan Sosial.

Analisis kinerja atas Fokus Kesejahteraan Sosial dilakukan terhadap indikator yang
mempengaruhinya antara lain Indeks Pembangunan Manusia (UHH, RLS, HLS dan Pengeluaran
Perkapita) dan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM
menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga)
dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan
(knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Indikator pada metode
baru meliputi: usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan
pengeluaran per kapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Ngada dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
mengalami peningkatan, pada tahun 2020 capaian IPM Kabupaten Ngada sebesar 70,37
meningkat menjadi 72,04 pada tahun 2024. IPM Kabupaten Ngada tahun 2020-2022
menduduki peringkat kedua (2) untuk Provinsi NTT setelah Kota Kupang, namun pada Tahun
2023 -2024 IPM Ngada menduduki peringkat Ketiga (3) setelah Kota Ende serta lebih tinggi
dibandingkan dengan IPM Provinsi NTT yang hanya mencapai 69,14 di tahun 2024 seperti
terlihat pada tabel berikut ini.

Grafik 2.10 Perkembangan IPM Kabupaten Ngada, NTT dan Nasional
Tahun 2020- 2024 (SP2020)
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Dengan nilai 72,04 berdasarkan konsepsi tersebut maka status pembangunan
manusia di Kabupaten Ngada kinerja pencapaian pembangunan relatif cukup baik.
Meningkatnya pencapaian IPM bisa diartikan secara sederhana yaituadanya peningkatan



pada ketiga dimensi pembentuk IPM yakni Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), angka
Harapan Lama Sekolah dan angka Rata-rata Lama Sekolah, serta pengeluaran per kapita.
Tahun 2020 dan 2021 nilai IPM Kabupaten Ngada 70,37 terus meningkat sampai pada
Tahun 2024 menjadi 72,04 atau 1,67 poin. Perkembangan dimensi Pembentukan IPM
Kabupaten Ngada diuraikan sebagai berikut :

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup saat lahir atau disingkat UHH, merupakan angka yang menunjukkan
perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. UHH yang merepresentasikan dimensi
umur panjang dan hidup sehat di Kabupaten Ngada terus meningkat dari tahun ke tahun.
Selama periode 2020 hingga 2024 Kabupaten Ngada berhasil meningkatkan Umur Harapan
Hidup saat lahir sebesar 0,67 tahun. Perkembangan tersebut relevan dengan Provinsi NTT
dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.11 Perkembangan UHH Kabupaten Ngada dibandingkan dengan UHH Provinsi NTT

dan Indonesia Tahun 2020-2024
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b. Rata -rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yangdigunakan
oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupanpenduduk yang dihitung RLS
adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Ngada
telah mencapai 8,82 tahun yang berarti secara rata-rata penduduk Ngada pada umur 25
tahun telah menyelesaikan proses pendidikan hingga kelas VIII (SMP Kelas II) hampir
menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah
Kabupaten Ngada untuk lebih meningkatkan jenjang pendidikan masyarakat paling kurang
sampai pada jenjang kelas 3 SMP. Perkembangan Rata—rata Lama Sekolah di Kabupaten
Ngada periode 2020 sampai 2024 (dalam tahun) tergambar dalam tabel berikut :

Grafik 2.11 Perkembangan Rata—Rata Lama Sekolah Kabupaten Ngada, NTT dan Indonesia
2020-2024
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c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang.
HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan
diberbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan
pemerintah yaitu program wajib belajar. Perkembangan Angka HLS Kabupaten Ngada
Tahun 2020 sampai Tahun 2024 tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 2.12 Perkembangan HLS Kabupaten Ngada dibandingkan dengan UHH
Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024
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Angka Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas
Kabupaten Ngada selama periode 2020 sampai 2024 menunjukkan perkembangan yang
terus meningkat, selama 5 tahun HLS secara absolut meningkat 0,05 poin, yaitu dari 12,7
tahun pada tahun 2020 menjadi 12,75 tahun pada tahun 2024. HLS sebesar 12,75 tahun
mengandung pengertian bahwa setiap anak usia 7 tahun di Kabupaten Ngada mempunyai
harapan lamanya mengenyam pendidikan sekitar 12,75 tahun atau setara Diploma/ D1

d. Pengeluaran Per Kapita

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak
yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2010). Indikator ini
digunakan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat yang didekati dengan
kebutuhan standar minimal untuk dapat hidup layak (Purchasing Power Parity /[PPP
dalam rupiah). Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi



semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah
tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga
dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan
seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi
pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola
pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan
penduduk, yakni perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat
kesejahteraan. Pengeluaran per kapita masyarakat Ngada pada tahun 2024 sebesar Rp.
9.588 juta per tahun mengalami pertumbuhan sebesar 1 % dibanding tahun 2023.
Kecenderungan perkembangan Pengeluaran Per Kapita diKabupaten Ngada periode 2020
sampai 2024 tergambar dalam grafik berikut :

Grafik 2.13 Pengeluaran Per Kapita per tahun Kabupaten Ngada, NTT dan Nasional Tahun

2020-2024
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2. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT, Tingkat Prtisipasi Angkatan Kerja /TPAK

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerja. TPT biasanya digunakan untuk mengetahui angkatan kerja
yang belum atau tidak bekerja di suatu daerah. Semakin tinggi TPT, maka semakin banyak
angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Kabupaten Ngada mengalami tren
fluktuatif tahun 2020 sebesar 4.81% menurun di tahun 2021 sebesar 0.90% hal ini akibat
dampak Covid 19 yang melanda dunia yang berdampak pada Pendapatan, kesempatan
kerja, kehidupan sosial. TPT Kabupaten Ngada mengalami tren fluktuatif cenderung naik
selama tahun 2020-2024 paling tinggi mencapai 4.81% pada tahun 2020 .Kondisi ini
disebabkan oleh dampak Covid 19 dan belum tersedianya lapangan kerja secara memadai
bagi angkatan kerja di Kabupaten Ngada. Artinya, pertumbuhan lapangan kerja lebih lambat
dibandingkan dengan ketersediaan angkatan kerja. Selain itu, para pencari kerja belum
dapat berkompetisi secara optimal dalam dunia kerja dikarenakan kurangnya keterampilan
yang dibutuhkan oleh pencari kerja. Gambaran TPT/TPAK Kabupaten Ngada, tahun 2020-
2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34 TPT dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Ngada
Tahun 2020-2024.
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TPAK di Kabupaten Ngada 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun
2020 persentase angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan mencapai 69.78%
dikarenakan dampak Covid 19 namun pada tahun 2021-2024 terus mengalami
peningkatan menjadi 97,32 % atau sebesar 27.54% dari tahun 2020. Dari data di atas
perbandingan angkatan kerja laki-laki dan perempuan yang menganggur, angka
menganggur laki-laki lebih tinggi dari perempuan, angkatan kerja perempuan pada tahun
2020 berjumlah 1757 orang dan angkatan kerja laki-laki berjumlah 2.177 orang.
Tahun 2024 pekerja perempuan yang menganggur sebanyak 1.075 orang lebih rendah
dari laki-laki berjumlah 1.892 orang. Hal tersebut dikarenakan banyak perempuan yang
melakukan pekerjaan berupa usaha makanan, penjualan pakaian, penjualan bahan-bahan
kosmetik melalui online juga penjualan bahan makanan ataupun makanan jadi yang
dijajakan dari rumah ke rumah, kantor-kantor ataupun di tempat-tempat wisata dan
hiburan, ojek dan menjadi pembantu Rumah tangga. Perkembangan TPT dan TPAK dapat
dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.14 Perkembangan TPT dan TPAK Kabupaten Ngada
Tahun 2020 - 2024
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C. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

1 . Seni Dan Budaya

Perkembangan seni yang ada di Kabupaten Ngada tidak terlepas dari pengaruh
budaya masyarakat. Seni tradisional berupa tarian, permainan, kerajinan dan musik
mendominasi perkembangan seni di Ngada. Etnis Bajawa atau Bhajawa adalah satu dari dua
etnis yang mendiami Kabupaten Ngada di Pulau Flores bagianTengah Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Etnis lainnya adalah etnis Riung. Kedua etnis ini memiliki latar belakang
sosial budaya yang berbeda. Adat istiadat, kebiasaan dan bahasa sangat berlainan. Dalam
kalangan masyarakat etnis Bajawa hingga kini masih dijalankan sejumlah upacara
tradisional yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal.
Masyarakat Ngada merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya dan adat
istiadat yang telah diturunkan dan diwariskan secara turun temurun.Perkembangan arus
globalisasi dan modernisasi dewas ini memperkaya kasanah kebudayaan daerah namun
tidak melunturkan Budaya dan tradidi lokal. Masyarakat Ngada masih melaksnakan ritus-
ritus budaya seperti hajatan kelahiran, perkawinan, kematian, cocok tanam atau dalam
pembangunan rumah adat.

Sejaka tahaun 2021 terdapat beberapa kegiatan dalam rangka melestarikan Budaya
Ngada saat ini antara lain :

- Program Desa Pemajuan Kebudayaan.

e Kegiatan Desa Pemajuan Kebudayaan berupa Festival Budaya Desa, melalui kegiatan

: Edukasi Ekologi, Karya Cipta Budaya berupa Kerajinan Rakyat, Pengetahuan
Budaya berupa Kuliner Tradisional, Revitalisasi Simbol Budaya Ngadhu dan Bhaga,
Pertunjukan Seni, Permainan Tradisional dan Kesastraan.
Matamenge di desa Mengeruda yang telah menarik minat para peneliti arkeologi dan
antropologi dari seluruh penjuru dunia untuk melakukan penelitian.Tim pusat
Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) bersama tim geologi Bandung serta peneliti dari
Australia menemukan beberapa fosil gajah di situs Matamenge, desaMengeruda
Kecamatan Soa Kabupaten Ngada. Fosil-fosil purbakala seperti scapula(tulang
belikat) fosil RIB (tulang rusuk) fosil gading, fosil pelvis (tulang pinggul), fosil
fertabrae (tulang belakang), serta beberapa temuan penting lain yang mengarah
kepada jejak adanya kehidupan manusia purba.




Kegiatan Anugerah Kebudayaan Kategori Pelestarian Lembaga Dan Komunitas.
Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk penghargaan dan dukungan
pemerintah bagi pelaku budaya khususnya kategori Lembaga (Pemda) Ngada dan
Komunitas SukuMulu yang telah mendedikasikan lembaga dan komunitas untuk
menghasilkankarya bagi pemajuan kebudayaan.
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Kegiatan Dialog Budaya. Kegiatan ini mempunyai Maksud dan Tujuan sebagai
Penguat tata kelolaterhadap kearifan lokal dengan memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai tradisiyang merupakan jati diri masyarakat, melindungi, mengamankan
kearifan lokal dengan semangat cinta tanah air, memperkokoh dan membangkitkan
kembali nilai-nilai kearifan lokal yang mulai luntur karena perkembangan zaman dan
menghasilkan inovasi baru untuk menggali kebudayaan yang belum digali.
Sedangkan Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat adat sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah,
memberikan edukasi terkait pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan yang
ada dalam masyarakat adat, dan menjadikan kebudayaan sebagai salah
satukurikulum muatan lokal.

Kegiatan RITUAL TOLAK BALA " TU NAWU NDOKA LAENG “"SUKU MULU (
MULU, WELAS, NDEKUNDENU) Kecamatan WOLOMEZE dilaksanakan pada tanggal 6
April 2022 dengan maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah 1) mengembalikan rasa cinta
masyarakat, terutama generasi muda, terhadap budayanya sendiri sebagai pembentuk
identitas danjati diri; 2) mengembangkan dan mewariskan nilai-nilai luhur bangsa yakni
kearifan lokal yang memiliki kekayaan nilai yang bersifat universal; 3) memperkaya kerja
bersama-sama dalam keberagaman budaya sehingga tidak hanya dilestarikan tapi
dikembangkan menjadi ekonomi kreatif berbasis budaya dan bernilai ekonomis didalam
komunitas-komunitas sehingga tercipta pola saling melengkapi dan menguatkan; 4)
merevitalisasi nilai nilai kearifan lokal yang mulai punah dengan membangun kerjasama
bersama pemilik budaya itu sendiri; 5) inventarisasi dan dokumentasi budaya yang dimiliki



oleh komunitas budaya sebagai upaya perlindungan warisan budaya bangsa dan pengenalan
kebudayaan Indonesia, dalam hal ini kebudayaan khas Suku Mulu Kecamatan Wolomeze
Kabupaten Ngada masyarakat Budayalndonesia maupun Dunia, dan 6) mendukung promosi
kekayaan budaya Ngada

sebagai atraksi budaya dalam mendukung pembangunan kebudayaan Indonesia.

Sambutan Bapak Syamjul Hadi,S H._ M M selaku
Direktur Kepercayaan Terhadap TYMK dan

Selanjutnya Tahun 2023 diselenggarakan Festival budaya Ngada “Sagi” Jaga Bumi
Jaga Tradisi merupakan inisiasi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai sebuah
upaya strategis pemajuan kebudayaan berdasarkan amanah Undang Undang No 5
Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pada tahun 2023 juga, kembali
mendapatkan dukungan dari Direktorat jenderal Kebudayaan melalui program
Platform Indonesia menyelenggarakan Festival Budaya Ngada yang mengangkat
salah satu OPK yaitu Olah Raga Tradisional "Sagi” sebagai tema utama kegiatan yang
diselenggarakan di desa Libunio Kecamatan Soa.

Kegiatan Kebudayaan Tahun 2024



Pelaksanaan KBKM di Kabupaten Ngada dilakukan untuk Pengelolaan Pemajuan
Kebudayaan melalui aspek pengembangan dan pemanfaatan budaya dengan tujuan
antara lain :

1.

Mempercepat upaya pemajuan kebudayaan, yaitu dengan menginventarisasi,
mendokumentasikan, mengembangkan, memperkaya, mempublikasikan dan
mendayagunakan untuk kepentingan pendidkan, pariwisata, ekonomi, dan
kesejahteraan rakyat.

. Membangun kesadaran seluruh komponen masyarakat akan pentingnya upaya

pelestarian alam/ lingkungan, demi kesejahteraan masyarakat dan masa depan
yang lebih baik

. Mengembangkan wahana edukasi bagi anak dan generasi muda untuk lebih

mengenal kekayaan dan keragaman kebudayaan, sehingga di harapkan dapat
menjadi energi positif dalam membentuk karakter dan identitas dirinya menjadi
manusia berbudaya.

. Mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan nilai tambah dan manfaat

bersama masyarakat desa.

. Mengintergrasikan pemajuan kebudayaan dengan pemajuan kepariwisataan

dan ekonomi kreatif yang menjadi fokus pengembangan program pariwisata
dan kebudayaan Kabupaten Ngada.

Kegiatan KBKM ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober — 22 November 2024
berupa bentuk produk dari hasil inovasi-inovasi yang dibuat oleh kaum muda yaitu
Aplikasi dan Purwarupa, dapat dilihat pada tabel berikut :

No. Desa Jenis Inisiatif Hasil
Purwarupa Bio Pestisida untuk Jamur dan
1. Boba 1 Purwarupa Penyakit Tanaman
Boba 1 Aplikasi Pendeteksian hama (www.deteksipanca.com)
2 Dadawea Aplikasi gpl|ka5| penghitung kubikasi penggunaan air
esa
3. Lengkosambi Purwarupa Revitalisai Rumah Adat
Utara
4 Tadho Aplikasi Aplikasi Budaya dan Pariwisata
5. Wogo Purwarupa Kerajinan bambu
Pengelolaan kopi non minuman (Lilin dari ampas
6. Wawowae Purwarupa kopi, briket dari kulit kopi, mesin pengemas kopi)
"3 Langagedha Aplikasi Aplikasi Cerita dan sejarah Budaya Langagedha
(Batalanga)
8. Mengeruda Aplikasi Aplikasi Geosite Arekeo
9 Watumanu PUrWarupa Pengolahan Pewarna alami tenunan dan produk
P turunannya. (Bhumi Vastra)

Untuk kegiatan KBKM yang sudah menghasilkan berbagai inovasi perlu terus
dikembangkan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Instansi yang telah menandatanagani

Berita Acara untuk intervensi anggaran.
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2. Kepemudaan Dan Olah Raga
a. Kepemudaan

Perkembangan Kepemudaan dan olahraga yang diminati generasi pemuda kedepan
harus memiliki kepribadian dan karakter yang kuat. Pemikiran dan semangat untuk terus
membangun diri dengan berkompetisi secara sehat harus terus digemakan. Dalam
membangun, pemuda-pemuda harus dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang
baik untuk mampu berdiri sebagai pemuda yang visioner kedepan mampu melahirkan
pemikiran-pemikiran cerdas untuk mengangkat harga diri, kehormatan dan kedaulatan
bangsa ditingkat Internasional.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitas untuk
memenuhi kebutuhan dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian melalui
sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan
dipedesaan untuk memberikan semangat agar para pemuda dapat menjadi penggerak roda
pembangunan. Dalam usaha untuk memberikan bekal kewirausahaan, maka dilakukan
pelatihan-pelatihan ketrampilan serta upaya menumbuhkan semangat melakukan inovasi
bisnis. Diharapkan kelak para pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai
pekerja atau pegawai namun sanggup mengembangkan usaha mandiri yang dapat bertahan
terhadap goncangan dan persaingan. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Bimtek bagi
pemuda antara lain :



=

Kelompok Pemuda Maydia yang beranggotakan 26 orang dengan jenis usaha Budidaya
tanaman singkong

Kelompok ekonomi kreatid yang beranggotakan 11 orang dengan jenis usaha kerajinan Bambu
Kelompok Temak Makmur yang beranggotakan 10 orang dengan jenis usaha Ternak Sapi
Kelompok Taruna Waebela yang beranggotakan 10 orang dengan jenis usaha Pengecer Ikan
Kelompok Mora Sama yang beranggotakan 13 orang dengan jenis usaha Termnak Kambing
Kelompok Petani Muda yang beranggotakan 13 orang dengan jenis usaha Hortikultura (Kentang
dan Cabai)

Kelompok Tunas Muda yang beranggotakan 10 orang dengan jenis usaha Tanaman
Holtikultura ((sawi, cabe, terong & tomat)

DOTAWN
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Berkaitan dengan kegiatan kelompok usaha pemuda masih banyak kendala yang yang
dihadapi pemerintah yakni kertbatasan

b. Olahraga

Olahraga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan
tubuh yang sehat dan jiwa yang sehat. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai
event OlahRagaantaralain:

1. Sepak Bola :
Kegiatan ini merupakan cabang olah raga yang paling diminati oleh masyarakat di
Kabupaten Ngada mulai dari anak-anak sampai orang Dewasa. Berbagai event sepak bola
telah diikuti :

- PSN NGADA mengikuti turnamen liga 3 putaran nasional tahun 2024 di Pekalongan (
PSN OUT DI PENYISIHAN GROUP)

-
.

LIGA 3 NASIONAL




PSN.NGADA PUNYA'§

PON ACEH-SUMUT

Dalam mengikuti aJang nga I11 Na5|onal PSN Ngada d|p|||h oleh Tim Sepak Bola PON
NTT sebanyak 5 orang yakni HERONIMUS LIKO, GERY REO, DIO SEBO,
YULIUS LOGO, ASNO RIMO untuk mengikuti PON TAHUN 2024 di Aceh dan
Sumut

- Perebutan Piala Soeratin CUP U 17 di Kupang yang bertujuan untuk mewadahi
perwujudan bakat dan minat generasi muda khususnya pelajar di bidang olahraga
sepak bola dan untuk mendorong lahirnya pemain-pemain sepak bola tingkat
Kabupaten/ Kota seluruh Provinsi NTT yang mampu berkiprah dilevel yang lebih

tinggi.

- Selain itu juga PSN Ngada Liga 3 Putaran Nasional di Pekalonganm pada bulan
Juni 2024, Turnamen Sepak bola Liga Desa di Lebijaga yang di prakarsai oleh
Camat Bajawa.Selanjutnya Turnamen Sepak bola Turbo Cup Tahun 2024 di Boua
Desa Ubedolumolo.

2. ERMELINDA MOI FONGO, putri asal NGADA SOA mengikuti event Internasional
Sea Youth Atletik Championship 2024 menghasilkan 2 medali emas pada nomor
lari 3000 ribu m putri dan 2000 m St. Chase.

3. Turnamen antar SSB di Jawa Timur : 3 SSB dari Ngada yakni Tunas Ngada,Bintang
Timur Bajawa, dan Wawomudha FC)



4. Pada Tahun 2024 Pemda Ngada yang diwakili oleh siswa siswi SMK Regina Pacis
Bajawa kembali mengikuti lomba UBS Gold Dance Competition 2024.Tim ini
kembali meraih Juara I Putri, mereka telah mengubah masalah menjadi
kesempatan sehingga bisa memberi prestasi khususnya pada Lembaga
Pendidikan.

Senin, 29 Januari 2024 - 09:05 WITA

ODOODOO

Tim Basket SMA Recis Pose bersama di halaman

sekolah, Sabtu (27/1/2024)

CLOSE

5. Lomba Pencak silat antar Perguruan Tinggi se daratan Flores di Maumere tahun
2024




6. Lomba Balap grasstrack tahun 2024.

Dari setiap pertandingan yang diikuti rata —rata belum mendapat prestasi atau juara,

hal ini disebabkan karena beberapa hal yakni :

1. Tidak memiliki pelatih yang berkompeten sesuai jenis/cabang olahraga yang
dilombakan,

2. Tidak memiliki jadwal rutin untuk pelatihan

2. Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga tersebut.

3 . Kurangnya event-event olahraga di daerah sebagai sarana untuk memilih bibit
yang berpretasi.

Selanjutnya kegiatan olahraga yang dilakukan oleh kaum muda yang berbakat
dan potensial, ada nilai yang diambil dari kegiatan ini agar siswa/i tetap rendah hati
dan tidak sombong dan terus kerja keras dan melatih diri untuk bekal mereka jika
tidak melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi, mereka sudah punya keahlian dan
bakat utk terus dikembangkan dan bisa menghasilkan uang.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Kondisi umum pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran
dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu yang mencakup layanan
urusan wajib dan pilihan.

A. Fokus Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas
hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan semakin baik juga kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM semakin baik pula kualitas hidup masyarakat.
Ukuran keberhasilan program-program pembangunan dibidang pendidikan dapat dilihat dari
ketercapaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar(APK), dan
Angka Partisipasi Murni (APM).

a. Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan anak Usia Dini ( PAUD ) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang

pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak
lahir sampai anak dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan



pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Capaian indikator Pendidikan
Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Ngada dari Tahun 2020-2024 cenderung meningkat.
Pada tahun 2020-2021 sempat mengalami penurunan yang disebabkan oleh situasi Pandemi
C-19 sehingga banyak anak usia 4-6 tahun yang tidak didaftarkan menjadi siswa PAUD/TK.
Tahun 2022-2024 persentase penduduk usia 4-6 tahun yang masuk PAUD terus meningkat.
Berikut data capaian indikator PAUD Kabupaten Ngada Tahun 2020 — 2024.

Tabel 2.35 Capaian Indikato PAUD Kab.Ngada Tahun 2020-2024

Jumlah Jumlah Penduduk Persentase

Siswa usia 4-6 Tahun PAUD
PAUD
2020 3.555 6.924 51,34
2021 3.317 7.900 41,99
2022 3.784 7.000 54,06
2023 3.671 6.654 55,17
2024 3.530 5.966 59,16

Sumber : Dinas P & K Kab.Ngada 2024
b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1. Angka Partisipasi.

Pendidikan merupakan bagian intergral dari pembangunan yang dijadikan indikator
kemajuan bangsa.Untuk dapat mengetahui seberapa banyak penduduk yang
memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut
partisipasi sekolah dengan beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS),
Angka Partisipasi Kasar ( APK), Angka Partisipasi Murni (APM).

a). Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang
pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Perhitungan APK yaitu
jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia
sekolah dikali 100%. Makin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang
bersekolah disuatu jenjang pendidikan. APK memberikan gambaran tentang tingkat
partisipasi masyarakat dalam pendidikan, termasuk di daerah yang mungkin memiliki
tantangan akses dan ekonomi. Pada Tahun 2020 — 2023, APK di jenjang pendidikan SD/MI
dan jenjang SMP/MTs cenderung mengalami peningkatan tapi tidak signifikan sedangkan
APK jenjang SMS/MA/AMK cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2024 APK pada
jenjang SD/MI/Paket A mengalami peningkatan sedangkan jenjang SMP/MTs/Paket B dan
jenjang SMA/MA/Paket C sedikit mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena
keterbatasan akses ke sekolah di daerah terpencil, kondisi ekonomi keluarga yang kurang
mampu, dan mungkin kurangnya kesadaran tentang manfaat pendidikan. Pada tahun 2020-
2023 ada APK pada semua jenjang pendidikan melebihi angka 100 persen menunjukkan
minat penduduk usia 7-12 tahun untuk bersekolah sangat tinggi dan ada penduduk yang
sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.



Grafik 2.15 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Ngada Tahun 2020 - 2024
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c) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia
sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai.
Semakin tinggi APM menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada
jenjang tertentu. APM pada jenjang SD/MI pada tahun 2020 mencapai 81,23% menjadi
86,51% ditahun 2024 trend selalu naik. APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2020
sebesar 69,82%, Tahun 2021 naik menjadi 96,04, tahun 2022 mengalami penurunan
menjadi 70,00, tahun 2023 naik menjadi 73,47 dan menjadi 73,72% ditahun 2024. APM
SMA/MA/SMK cenderung meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2023 namun di tahun
2024 mengalami penurunan APM pada jenjang SMA/MA/SMK menjadi 51,44% di tahun
2024. APM jenjang SD/MI/Paket A dan jenjang SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Ngada
mengalami peningkatan yang artinya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan
semakin baik. Namun APM jenjang SMA/MA/Paket C mengalami penurunan di tahun 2024
ini disebabkan pendapatan rendah, norma sosial yang lebih mementingkan pekerjaan
daripada pendidikan.
Grafik 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Ngada Tahun 2020 — 2024
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d) Angka Partisipasi Sekolah (APS)



Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara
jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang
pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan
dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin
banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS pada jenjang SD/MI pada
tahun 2020 sebesar 98,86% menjadi 98,20% ditahun 2024. APS pada jenjang SMP/MTs
tahun 2020 sebesar 96,91% menjadi 98,22% di tahun 2024. Tahun 2024 terdapat 98%
anak usia 7-12 Tahun yang sedang bersekolah dijenjang SD/MI, 98% anak usia 13-15 Tahun
yang sedang bersekolah dijenjang pendidikan SMP/MTs. Nilai APS berkisar antara 0-100.
Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.
APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses
pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi
dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.
Grafik 2.17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024
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2) Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan (AL) adalah perbandingan antar jumlah siswa yang lulus pada jenjang
tertentu dengan jumlah peserta ujian pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dan
dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilainya, berarti makin baik. Idealnya AL adalah
sama dengan 100% yang berarti semua siswa peerta ujian lulus seluruhnya.

Tabel 2. 36 Angka Kelulusan pada setia Jenjang Pendidikan

TAHUN
NO Jenjang Pendidikan
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 4 5 6 7 8
1 SD/MI 100 100 100 100 100
2 SMP/MTs 100 100 100 100 100
3 SMA/MA 100 100 100 100 100

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024



Tahun 2019 konsep ujian nasional digantikan dengan Konsep Merdeka Belajar yang salah
satu kebijakannya, yaitu : Ujian Nasional (UN) digantikan oleh Asesmen Kompetensi
Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan
numerasi. Literasi adalah meningkatkan pemahaman dan penguasaan individu terhadap
keterampilan membaca, menulis, berpikir kritis, dan menggunakan informasi secara efektif.
Tujuan literasi dalam konteks pendidikan adalah memastikan bahwa semua individu
memiliki keterampilan membaca dan menulis yang cukup untuk mengakses pengetahuan,
memahami materi pelajaran, dan berhasil dalam proses pembelajaran. Dalam Kurikulum
Merdeka, numerasi diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan
mengkomunikasikan informasi numerik dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup
kemampuan untuk menerapkan konsep bilangan dan keterampilan matematika dasar dalam
berbagai konteks, termasuk pemecahan masalah, interpretasi data, dan pengambilan
keputusan. Ini melibatkan pemahaman konsep matematika, penggunaan simbol, dan
kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Numerasi penting dalam
kehidupan sehari-hari dan bertujuan membantu individu dalam berbagai aspek
kehidupan, seperti mengelola keuangan pribadi, memahami informasi statistik, dan
membuat keputusan yang tepat dalam berbagai situasi. Berbeda dengan UN yang
dilaksanakan diakhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 5, 8, dan
11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses
pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Berikut hasil
capaian Assement Kabupaten Ngada Tahun 2022 sampai tahun 2024.

Grafik 2. 18 Asesment Kompetensi Siswa (LITERASI) Jenjang SD,SMP DAN SMA
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Grafik 2.19 Asesment Kompetensi Siswa ( NUMERASI ) Jenjang SD,SMP DAN SMA
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Dari hasil grafik diatas dapat dijelaskan bahwa capaian literasi jenjang SD, SMP dan SMA
cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2022 — 2024. Namun terjadi untuk jenjang
SMA pada tahun 2023 mengalami penurunan namun di tahun 2024 kembali naik capaian
literasinya. Capaian Numerasi jenjang untuk semua jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA
terus mengalami kenaikan capaian Numerasinya.

Konsep merdeka belajar yang baru diterapkan memberi dampak pada capaian Asesmen
pada jenjang SD/MI dan SMP/ MTs. Menurut para ahli dan hasil penelitian menemukan
beberapa faktor penyebab bahwa rendahnya kemampuan literasi numerasi disebabkan oleh
banyak hal, seperti kurangnya pembiasaan dari guru untuk menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan soal literasi numerasi. Kenyataan tersebut membuat peserta didik
kesulitan dalam menyelesaikan soal literasi nhumerasi. Penyebab rendahnya kemampuan
literasi siswa adalah: (1) keadaan sosial ekonomi keluarga; (2) komunikasi dan bimbingan
terhadap anak pada usia dini; (3) komunikasi dan bimbingan belajar pada masa sekolah;
(4) fasilitas/koleksi buku bacaan di rumah; (5) fasilitas HP, komputer yang kurang memadai
di sekolah.

3). Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada
jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah
dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi AM angkanya makin baik. Idealnya AM
adalah sama dengan 100% yang berarti semua lulusan dapat ditampung dijenjang
pendidikan yang lebih tinggi. Bila angkanya lebih dari 100% ini disebabkan karena ada siswa
baru yang berasal dari daerah lain. Begitupun sebaliknya bila angkanya kurang dari 100%
berarti ada siswa baru yang melanjutkan pendidikan ke Kabupaten atau Propinsi lain atau
berhenti sekolah dengan berbagai penyebab. Berikut angka melanjutkan di Kabupaten
Ngada tahun 2020 -2024.



Tabel 2.37 Angka Melanjutkan di Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator

Angka melanjutkan dari SD ke SMP | 96,711 | 107,22 100,38 | 100,61 | 104,41
Jumlah siswa baru pada jenjang | 3528 3355 3208 3134 3004
SMP/MTs

Jumlah Lulusan pada Jenjang | 3648 3129 3196 3115 2877
SD/MI pada Tahun ajaran

sebelumnya

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke | 63,319 64,465 66,338 72,626 77,027
SMA/MA

Jumlah siswa baru pada tingkat | 2156 2206 2288 2417 2451
1 pada jenjang SMA

Jumlah Lulusan pada Jenjang | 3405 3422 3449 3328 3182
SMP/MTs pada Tahun ajaran

sebelumnya

Sumber : Dinas P & K Kab.Ngada , 2024
4). Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, idealnya seorang
guru pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA bertanggung jawab atas 20 orang murid,
sementara itu pada jenjang SMK, seorang guru bertanggung jawab atas 15 orang
murid.Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per
10.000 jumlah murid. Secara umum, rasio guru dan murid dapat digunakan sebagai salah
satu indikator kualitas pendidikan. Namun, tidak menutup kemungkinan faktor lain juga
mempengaruhi kualitas pendidikan, seperti kualitas tenaga pendidik, fasilitas pendidikan,
dan kurikulum. Ratio Guru / Murid Berikut gambaran kinerja Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan di Kabupaten Ngada Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.38 Rasio Guru Murid per Jenjang Pendidikan

SD/MI SMP/MTs Rata-Rata Guru/
Sekolah
SD/M
I

Rata-Rata
Murid/Sekolah
SD/M SMP/MT

I s

‘ Ratio Guru/Murid

Jumlah  Guru Murid
Sekola

h

Jumlah | Guru
UGIE]

h

SD/M
I

SMP/MT
S

SMP/MT
S

2020 | 178 1.46 | 19.09 | 65
4 3 9

2 | 2021 | 186 143 | 1496 | 67 796 | 1051 | 9,60 | 7,50 7,74 | 11,88 83 114
9 5 6

3 | 2022 | 186 141 | 17.80 | 67 796 | 10.10 | 7,96 | 7,80 7,62 | 11,88 98 165
7 6 6

4 | 2023 | 186 152 | 1738 | 68 834 | 9.635 | 8,80 | 8,66 8,19 | 12,26 % 155
3 3

5 | 2024 | 187 159 | 17.07 | 68 122 | 9331 | 933 | 13,10 852 | 17,97 91 137
3 6 2

Sumber : Dinas Pendidikan, 2024




Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rata rata Guru/Murid SD/MI dan SMP untuk
5 tahun terakhir sebesar 1 : 11 yaitu 1 orang guru membawahi 11 murid.

Jika rasio guru dan murid tidak seimbang, maka kualitas pembelajaran akan terganggu.
Rasio yang terlalu banyak murid per satu guru dapat membuat guru kesulitan untuk
memberikan perhatian yang cukup kepada setiap murid. Sebaliknya, jika rasio terlalu banyak
guru per satu murid, maka akan mengakibatkan anggaran pendidikan menjadi lebih besar.
Untuk meningkatkan rasio guru dan murid, dapat dilakukan dengan menambah jumlah guru
atau mengurangi jumlah murid.

Rata-rata murid per sekolah untuk jenjang sekolah SD/MI dari Tahun 2020 — 2024 dapat
menampung murid 95 orang murid per sekolah dan Rata — rata murid per sekolah untuk
jenjang SMP/MTs menampung 147 orang per sekolah.

Rasio guru per murid adalah jumlah guru dan jumlah siswa usia sekolah (7-12 tahun dan
usia 13-15 tahun). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menyebutkan bahwa
idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Jenjang usia 7-12 dan usia 13-15 Tahun dari Tahun 2020- 2024, ratio guru/ murid masih
sesuai standar 1 : 13 atau satu orang guru mengampuh 8 — 13 orang murid.

Rata-rata guru per sekolah untuk jenjang SD/MI dari Tahun 2020-2024 berjumlah 9 orang
guru per sekolah dan untuk jenjang SMP, MTS berjumlah 13 orang guru per sekolah.

Jumlah guru per sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2020 -
2024 Jumlah guru jenjang pendidikan Sekolah Dasar lebih banyak dari jumlah guru jenjang
pendidikan Sekolah Menengah Pertama karena jumlah sekolah dan jumlah murid SD lebih
banyak dari jumlah Sekolah dan murid dijenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

5) Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Sesuai PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 tentang Standar Nasional
Pendidikan,pendidik pada satuan pendidikan dasar memiliki kualifikasi akademik S1/DA4.
Berdasarkan Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi yang berlaku secara
nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh
seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan /atau sertfikat keahlian yang relevan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (pasal 28 Ayat 2). Pendidik yang
memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 diharapkan dapat menggali kompetensi yang tinggi.
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dihitung dari perbandingan antara jumlah
guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah guru
seluruhnya pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dikali 100%. Secara umum
pendidik di Kabupaten Ngada yang dari jenjang PAUD sampai jenjang SMP hampir
memenuhi standar kualifikasi S1/D4. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Pendidik
memenuhi Kualifikasi S1/D4 di Kabupaten Ngada untuk jenjang PAUD, Tahun 2020 sebesar
70,33%, Tahun 2021 sebesar 70,4%, Tahun 2022 sebesar 79,0% dan Tahun 2023 sebesar
74,0% dan Tahun 2024 menjadi 77,26%. Pendidik memenuhi Kualifikasi S1/D4 di
Kabupaten Ngada untuk jenjang SD/MI Tahun 2020 sebesar 77,19%, Tahun 2021 : 78,87%,
Tahun 2022 : 80,38% dan tahun 2023 sebesar 75,44% dan Tahun 2024 sebesar 93,37%
dan untuk jenjang SMP/MTs Tahun 2020 sebesar 93,14%, Tahun 2021 sebesar 92,96%,



tahun 2022 sebesar 92,96% tahun 2023 sebesar 93,29% dan tahun 2024 naik menjadi
95,93%.
Tabel 2.39 Pendidik Dengan Kualifikasi S1/D4 Di Kabupaten Ngada
Tahun 2020-2024

TAHUN

JENJAN

G 2020 2! 3 2024
SEKOLA . o . R Jumla . Jumla
: h % o h % o h % : h % o h

Guru Guru Guru

1 SD/MI 1130 1.464 | 77,2 | 1135 1.439 | 78,9 | 1139 1.417 | 80,4 | 1149 1.523 | 754 | 1661 1.779

SMPS/MT 760 816 93,1 740 796 93 740 796 93 778 834 93,3 943 983 3

70, - 70, 79, 74, 77,2
3 305 233 4 310 245 0 316 234 0 299 387 6

Sumber : Dinas Pendidikan, 2024

3 PAUD 300 211

6). Kondisi Kelayakan Ruang Kelas

Kondisi kelayakan ruang kelas menentukan dalam proses pembelajaran. Data kondisi
kelayakan runag kelas keadaan tahun 2020-2024 menunjukkan pada semua jenjang
pendidikan PAUD hampir semua ruang kelas dalam kondisi baik. Jenjang pendidikan SD/MI
dan jenjang SMP/MTs, tahun 2020 kondisi ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 145
ruang kelas dan terus dilakukan renovasi sepanjang tahun 2020-2024 namun di tahun 2024
kondisi rusak ringan dan berat bertambah. Sedangkan pada jenjang SD/MI hampir semua
ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan atau rusak berat. Hal ini disebabkan karena
minimnya alokasi anggaran yang dialokasikan ke Pemerintah daerah sehingga sangat
berdampak pada pelaksanaan kegiatan pembangunan dan atau rehabilitasi sarana
prasarana sekolah. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah
dapat diakses dari Dana DAK yang harus didukung dengan terpenuhinya persyaratan
penting yang salah satunya adalah terinputnya Data Dapodik yang valid dan benar.Kondisi
kelayakan ruang kelas untuk masing-masing tingkat pendidikan sebagaimana pada grafik
berikut:
Grafik 2.20 Kondisi Kelayakan Ruang Kelas
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2. Kesehatan
1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada Masyarakat

Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat ditunjang oleh fasilitas kesehatan, hal ini
terwujud apabila adanya dukungan Pemerintah dan Swasta. Pada tahun 2024 jumlah rumah
sakit di Kabupaten Ngada sebanyak 1 (satu) unit, Jumlah Puskesmas sebanyak 24 (dua
puluh empat) unit dan Pustu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit.

a. Sumber Daya Kesehatan :
1) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk meningkatkan akses pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, Pemerintah
Kabupaten Ngada terus mendekatkan pelayanan kesehatan dengan menyediakan sarana
dan prasarana kesehatan berupa Puskesmas dan jaringannya ditingkat Kecamatan serta
Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa di Ibukota Kabupaten.

a. Rasio Puskesmas, Pustu dan sarana kesehatan desa per satuan Penduduk

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
Untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kementerian Kesehatan
melalui Dirjen Fasilitas Pelayanan Kesehatan menetapkan bahwa Untuk Rasio Puskesmas
adalah 1:30.000 atau 1 Puskesmas melayani 30.000 jumlah Penduduk dan 1 Kecamatan
harus memiliki minimal 1 Puskesmas. Untuk Rasio Rumah Sakit dihitung berdasarkan rasio
ketersediaan jumlah tempat tidur yaitu 1:1000 jumlah penduduk. Jumlah Puskesmas di
Kabupaten Ngada Tahun 2024 sebanyak 24 unit Puskesmas terdiri dari 5 Puskesmas Rawat
Inap dan 19 Puskesmas Rawat Jalan. Puskesmas ini yang melayani 174.088 jiwa penduduk
dengan ratio pelayanan rata-rata 1 : 7.060 jiwa penduduk atau 1 puskesmas melayani
Tahun 2024 tidak ada penambahan puskesmas dan Puskesmas Pembantu (PUSTU).
Table 2.40 Jumlah dan Penambahan Sarana Puskesmas di Wilayah Kabupaten
Ngada Tahun 2019-2024

Tahun

Uraian

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jumlah
Penambahan

(0]

1

0

0

2.

Jumlah Puskesmas

19

20

20

20

24

24

3.

Jumlah Kecamatan

12

12

12

12

12

12

Sumber Dinas Kesehatan, profil kesehatan 2024 (data diolah)
Cakupan Puskesmas dibandingkan dengan Kecamatan adalah 206 %. Cakupan ini

menunjukkan bahwa ada kecamatan yang memiliki puskesmas lebih dari 1 unit. Sesuai
Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, Penambahan puskesmas didasarkan



pada pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Berikut
jumlah sarana puskesmas di Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024.

b. Ratio Puskesmas dan Sarana Kesehatan Desa (Pustu,Polindes,Poskesdes)
per Penduduk masing-masing Kecamatan Tahun 2024

Tabel 2.41 Rasio Puskesmas dan Sarana Kesehatan Desa

Jumlah Ratio Jumlah Sarkes Ratio
Jumlah Jumlah .

Penduduk | Puskesmas di Desa ( Sarkes Desa

No | Kecamatan | Puskes Desa/Kel .

mas Tahun 2024 per urahan Pustu,Polindes, per
(jiwa) Penduduk Poskesdes) Penduduk

1 |Bajawa 4 40.564 10.141 28 17 2.386
2 |Aimere 1 11.187 11.187 11 7 1.598
3 |Inerie 1 8.849 8.849 13 5 1.770
4 |Jerebuu 2 7.929 3.965 14 13 610
S5 |Golewa 2 19.431 9.716 22 6 3.239
6 |Golewa Barat 1 12.061 12.061 13 13 928
7 |Golewa Selatan 2 13.380 6.690 18 11 1.216
8 |Soa 2 14.896 7.448 16 5 2.979
9 |Bajawa Utara 3 11.194 3.731 12 14 800
10 |Wolomeze 1 7.105 7.105 11 2 3.553
11 |Riung 3 17.695 5.898 29 12 1.475
12 |Riung Barat 2 9.797 4.899 19 9 1.089
Jumlah 24 174.088 7.254 206 114 1.527

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024 dan BPS, 2024
c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Sesuai dengan peruntukkannya sebagai fasilitas kesehatan primer, maka Puskesmas
menyediakan layanan kesehatan dasar/tingkat pertama bagi penduduk di wilayah kerjanya,
maupun penduduk dari wilayah lain yang datang berobat. Cakupan kunjungan Puskesmas
yaitu semua kunjungan pasien ke Puskesmas baik dari poli umum, poli gigi, poli kesehatan
ibu dan anak, laboratorium, UGD dan rawat inap juga kunjungan ke
Pustu/Polindes/Poskesdes.



Tabel 2.42 Cakupan Kunjungan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Tahun
NO URAIAN
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 [Jumlah Puskesmas 19 20 20 20 24 24
2 |Jumlah Kecamatan 12 12 12 12 12 12

3 |Cakupan Puskesmas ( Per Kecamatan) 158% | 166 % | 166 % | 167% | 200% | 206%

4 |Jumlah Kunjungan Puskesmas 136.582 | 91.879 | 86.123 | 59.928 | 88.898 | 97.236
5 |Cakupan Kunjungan Puskesmas 83,68% | 55,57% | 52,11% | 35,23% | 52,46% | 57,38%
6 [Jumlah Pustu 30 28 28 34 36 37
7 |Jumlah Desa/Kelurahan 151 151 151 206 206 206

Sumber ! Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan 2024 (data diolah)

Cakupan kunjungan Puskesmas dari tahun 2019-2022 mengalami penurunan yang
diakibatkan dengan pandemic Covid 19. Tahun 2023 - 2024 persentase kunjungan ke
Puskesmas mengalami kenaikan karena beberapa faktor :

1. berlakunya aturan terkait pengurusan surat sehat, surat rujukan untuk kasus-kasus
yang harus ditindaklajuti di Rumah Sakit harus mengurus surat rujukan di Puskesmas
yang semuanya di daftar melalui loket sehingga berdampak pada jumlah kunjungan
pasien di Puskesmas.

2. Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah
membuat layanan kesehatan menjadi lebih terjangkau, sehingga lebih banyak orang
yang bisa memanfaatkan fasilitas puskesmas

3. Masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan
pemeriksaan rutin.

Tahun 2024 jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 36 unit. Selain sarana kesehatan
terpusat, pemerintah juga menyediakan Puskesmas Keliling berupa mobil Pusling sebanyak
57 unit di 24 Puskesmas. Sarana Puskesmas Keliling ini bertujuan untuk mendekatkan
pelayanan dokter dan tenaga kesehatan lainnya ke desa-desa. Namun kondisi pusling saat
ini dari 57 unit yang kondisinya baik ada 37 unit, rusak ringan 12 unit dan rusak berat ada
8 unit. Pusling yang rusak berat ada di Puskesmas Watukapu (1 unit ), Puskesmas Waepana
(1unit ), Puskesmas Maronggela (1 unit), Puskesmas Surisina (1 unit ), Puskesmas Koeloda
(1 unit ), dan Dinkes (3 unit)

d. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan
kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Posyandu di Kabupaten Ngada
dimanfaatkan sebagai sarana pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi/balita dan lansia.
Kegiatan deteksi dini tumbuh kembang anak, vaksinasi bayi dan penyuluhan kesehatan
sebagian besar dilakukan di Posyandu. Pada tahun 2024 jumlah Posyandu di Kabupaten
Ngada sebanyak 381 Posyandu yang aktif hanya 379. Posyandu yang mampu melaksanakan
kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA: Ibu hamil, Ibu nifas, bayi, balita, KB,



Imunisasi, Gizi, Pencegahan dan penanggulangan diare) dengan cakupan masing-masing
minimal lebih dari 50% disebut Posyandu aktif. Dan Posyandu dengan strata purnama dan
mandiri adalah Posyandu yang bisa menjalankan kegiatan sendiri secara rutin dan mandiri
setiap bulan, mempunyai 5 orang kader terlatih dan tersedia dana sehat. Tahun 2024 ada
penambahan 2 posyandu dengan strata Pratama dari tahun 2023, karena adanya
pemekaran pelayanan kesehatan sehingga dibentuk lagi posyandu di desa tersebut. Posisi
Strata Posyandu di Ngada sampai dengan saat ini berada pada posisi strata Purnama.
Berikut data jumlah dan strata posyandu di Kab. Ngada Tahun 2020-2024

Tabel 2.43 Strata Posyandu Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

NO STRATA Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
POSYANDU

JUMLAH | % JUMLAH | % JUMLAH | %

. | Pratama |0 0 0 0 0 0 15 4 2 0,52

Madya 19 52 9 24 3 0,8 |60 16,1 0 0

2
3. | Purnama | 344 | 94,2 | 356 96,7 | 364 | 98,4 | 256 68,6 | 385 99,48
4. Mandiri 2 05 |3 08 3 0,8 |42 11,3/ 0 0

Total 365 100 | 368 100 | 370 100 | 373 100 | 387 100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Tahun 2023 Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan kementerian lain melakukan
transformasi sistem pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan
layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan
primer dengan mengintegrasikan semua program yang ada di Kementerian Kesehatan, yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023
tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. Integrasi dilakukan
kesemua program termasuk FKTP (Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama)
lainnya. Transformasi pelayanan kesehatan primer yang sedang dilaksanakan oleh
Kementerian Kesehatan ini melalui integrasi layanan primer berfokus pada tiga hal yang
pertama adalah penerapan siklus hidup, yang kedua Fokus dari integrasi layanan, dan yang
ketiga memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui
dashboard situasi kesehatan. Terkait dengan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Ngada
baru dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan kegiatan sosialisasi dan Lauching ILP pada
bulan Februari 2024 bersama lintas sektor, Pelatihan untuk Kepala Puskesmas dan
Pengelolah ILP Puskesmas, Pelatihan kompetensi Kader tentang ILP, Orientasi dengan
Petugas Pustu terkait ILP dan penetapan 5 (lima) Puskesmas sebagai lokus penerapan
layanan ILP dan 1 Puskesmas sebagai Center of excellent yaitu Puskesmas Koeloda serta
diterbitkannya SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 094/Dinkes/ 36/ 07/ 2024 tentang
Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Puskesmas di Kabupaten
Ngada. dan tahun 2025 ini semua Puskesmas dan Pustu telah laksanakan pelayanan
kesehatan sesuai layanan siklus hidup.



e. Fasilitas Kesehatan Sekunder/ Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa

Dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Ngada,
selain menyediakan fasilitas kesehatan primer (Puskesmas dan jaringannya) untuk
pelayanan kesehatan tingkat pertama, Kabupaten Ngada menyediakan 1 unit Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD). Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa adalah satu-satunya fasilitas
kesehatan sekunder yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat kedua di
Kabupaten Ngada dan menerima rujukan dari 24 fasilitas kesehatan primer yang ada.
Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang
dilakukan oleh dokter spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan
spesialistik. Fasilitas pelayanan di RSUD Bajawa ada 3 jenis yaitu Fasilitas Rawat Inap,
Fasilitas Rawat Jalan dan Fasilitas Penunjang.

> Pelayanan Rawat Jalan

Jenis pelayanan rawat jalan di RSUD Bajawa secara umum dapat dibedakan atas 4 macam
yaitu :
1) Pelayanan gawat darurat (emergency services) yakni untuk menangani pasien yang
butuh pertolongan segera dan mendadak.
2) Pelayanan rawat jalan paripurna (comprehensive hospital outpatient services) yakni
yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebutuhan pasien.
RSUD Bajawa menyediakan klinik sbb:
Klinik Spesialis Bedah
Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan
Klinik Spesialis Anak
Klinik Spesialis Penyakit Dalam
Klinik Umum
Klinik Gigi
Klinik VCT
3) Pelayanan rujukan (referral services) yakni hanya melayani pasien-pasien rujukan
oleh sarana kesehatan lain. Biasanya untuk diagnosis atau terapi, sedangkan
perawatan selanjutnya tetap ditangani oleh sarana kesehatan yang merujuk.
4) Pelayanan bedah jalan (ambulatory surgery services) yakni memberikan
pelayanan bedah yang dipulangkan pada hari yang sama.

AN N N N NN

> Pelayanan Rawat Inap

Jumlah Tempat Tidur RSUD pada fasilitas rawat inap Keadaan Desember 2021 sebanyak
130 TT terjadi penambahan jumlah ditahun 2020 sebanyak 29 Tempat Tidur untuk pasien
terkonfirmasi positif Covid 19. Ditahun 2022 menjadi 107 Tempat Tidur karena pandemic
Covid — 19 sudah tidak ada dan tahun 2023 menjadi 106 kurang 1 Tempat Tidur di ruangan
ICU. Tahun 2024 berkurang lagi 3 tempat tidur karena tidak ada lagi ruangan Covid 19.
Distribusi Tempat Tidur berdasarkan kelas perawatan yang digunakan untuk menghitung
indikator pelayanan RSUD Bajawa dapat diuraikan dengan tabel berikut ini:



Tabel 2.43 Data Tempat Tidur Keadaan Desember 2024

Nama Ruang Rawat Jumlah TT Khusus Jumlah

/1 [RuanganAnggrek |1 |1 |0 |6 6 6 |0 |0 0 0 20
2 Ruangan Mawar 1 314 |6 6 0 |6 |0 0 6 32
3 Ruang Bogenville 1 112 |3 3 3 |3 |0 0 1 17
4 Ruang Melati 1 2 12 |0 0 0 |0 |16 0 0 21
5 Ruang NICU 0 0|0 |O 0 0 [0 |0 9 0 9
6 Ruang ICU 0 00 |0 0 0 [0 |0 4 0 4

Total 4 7|8 |15 |15 |9 |9 |16 13 7 103

Sumber: RSUD Bajawa, 2024

Pemanfaatan tempat tidur di RSUD Bajawa meningkat tiap tahunnya. Dengan jumlah
tempat tidur lebih banyak di kelas 3, sehingga perlu penambahan ruang rawat inap dan
tempat tidur untuk melayani masyarakat Kabupaten Ngada dan pasien yang dirujuk dari
Kabupaten tetangga. Terkait hal ini Pemerintah Kabupaten Ngada telah membangun RSUD
Bajawa di Late yang memungkinkan untuk penambahan ruang rawat inap dan rawat jalan
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Ngada.

Tabel 2.44 Indikator Capaian Mutu Layanan RSUD Bajawa Tahun 2020-2024

NO INDIKATOR SATUAN STANDAR CAPAIAN
NORMAL | 2024 2022 2021

1 | BOR (Bed Occupancy | % 60-85 60,3 | 60,48 | 44,49% | 33,70% | 44,02
Ratio)

2 | AVLOS (Average  Hari 06-09 5 4,19 4,12 4,48 3,84
Length of Stay)

3 |TOI (Turn Over | Hari 01-03 3 3,44 | 5,14 8,75 4,9
Interval)

4 | BTO (Bed Turn Over) | Kali 40 - 50 51 41,90 39,38 25,98 41,68

5 | GDR (Gross Death | %o < 45 42 45,92 | 59,88 54 56,77
Rate)

6 | NDR (WNet Death Rate) | %o <25 30,9 | 29,71 36,4 37,24 38,24

Sumber: RSUD Bajawa, 2024

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa persentase pemakaian tempat tidur (BOR) 2024
sebesar 60,03% sedikit menurun sebesar 0,45% dari tahun 2023 sebesar 60,48%. Ini
menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan tempat tidur di tahun 2024 sedikit menurun dari
jumlah tempat tidur yang tersedia dan dapat digambarkan bahwa penanganan pasien telah
selesai dilakukan di puskesmas. Rata-rata lama pasien dirawat (AVLOS) di RSUD Bajawa
sesuai standar normal Depkes RI (2005) mengusulkan standar AvLOS antara 6-9 hari.
Trustmedis juga menyebutkan nilai idealnya sekitar 3-12 hari. Tahun 2024, AVLOS di RSUD
Bajawa pada posisi 5 hari dan ini masuk kategori ideal dan menunjukkan efisiensi dalam
pengelolaan pelayanan rumah sakit, karena pasien dapat kembali ke rumah lebih cepat.



Namun, perlu dipertimbangkan juga apakah ini berdampak pada kualitas pelayanan, seperti
pasien yang belum sepenuhnya sembuh atau belum mendapatkan perawatan yang
memadai. Selang waktu pemakaian tempat tidur dari pasien 1 ke pasien berikutnya (TOI)
pada tahun 2024 sudah sesuai standar yaitu 3 hari. Jumlah pemakaian tempat tidur ( BTO)
dalam dua tahun mengalami peningkatan karena jumlah kunjungan pasien yang naik dalam
2 tahun terakhir.

Angka Kematian Angka Kematian Kasar (GDR) untuk tiap-tiap 1000 penderita baik
hidup/mati. GDR adalah angka kematian kasar, yaitu proporsi pasien rawat inap yang
meninggal dari seluruh pasien rawat inap yang keluar dari rumah sakit. Kemenkes RI
menetapkan standar ideal GDR < 45 per 1000. GDR di RSUD Bajawa tahun 2024 sebesar
42, menunjukkan bahwa proporsi pasien yang meninggal relatif rendah dibandingkan
dengan pasien yang keluar menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut memiliki kinerja yang
baik dalam hal mengurangi risiko kematian pasien. NDR (Net Death Rate) adalah angka
kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita/ pasien keluar. NDR
mengukur kematian yang terjadi setelah pasien dirawat di rumah sakit selama 48 jam atau
lebih, bukan hanya kematian yang terjadi saat pasien dirawat. NDR RSUD Bajawa tahun
2023 dan 2024 masih pada angka 29,71 tahun 2023 dan 30,9 tahun 2024 yang artinya
setiap 1000 pasien yang keluar, 30 orang meninggal setelah dirawat di rumah sakit selama
48 jam atau lebih. Ini menjelaskan bahwa kualitas pelayanan di RSUD harus terus
ditingkatkan dari segi penyediaan sarana prasarana, kompetensi tenaga kesehatan dan
peralatan kesehatan dan obat obatannya.

> Pelayanan Penunjang Medik

Pelayanan Penunjang Medik di RSUD Bajawa adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh
tenaga medik dan paramedik untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi. Pelayanan
Penunjang Medik di RSUD Bajawa terdiri dari beberapa pelayanan, diantaranya adalah :

a. Instalasi Gawat Darurat

b Radiologi

C Laboratorium

d Unit Transfusi

e Instalasi Gizi

f. Instalasi Bedah Sentral (IBS)

g. Instalasi Pemulasaraan Jenazah (IPJ)

h Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS(IPSRS)

i Central Sterile Supply Department (CSSD)

j. Laundry
Kk Instalasi Penyehatan Lingkungan / Kesling, Incenerator
l. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
m. Pelayanan Ambulance

> Sumber Daya Manusia Kesehatan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap
orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut tenaga
kesehatan dikelompokkan menjadi :

1) Tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi spesialis)



2) Tenaga psikologi Kklinis (psikologi klinis)

3) Tenaga kesehatan tradisional (tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga

kesehatan tradisional keterampilan).

> Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam rangka pelayanan kesehatan.
Secara Ratio tenaga kesehatan per 1000 penduduk untuk 1 dokter umum per 1.000
penduduk, 1 dokter gigi per 5.000 penduduk, 1 perawat per 500 penduduk, 1 tenaga bidan
per 500 penduduk, 1 Tenaga Kefarmasian per 1.000 penduduk, 1 Apoteker per 1.000
penduduk, 1 Tenaga Kesling per 5.000 penduduk, 1 Tenaga Gizi per 3.300, 1 Tenaga
Okupasi Terapi ( fisioterapis) per 66.600, 1 Ahli Teknologi Laboratorium Medis per 3.300

penduduk dan 1 perawat gigi per 47.600 penduduk.

Tabel 2.45 Rasio Tenaga Kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2024

. Puskesm Rasio per 1.000 Target Ratio
No Jenis Tenaga RSUD as Total penduduk Ngada Ideal Ket.
0,22
1 Dokter Umum 10 36 46 2 : 10.000 atau 1:1.000 Tidak ideal
01:5.000
0,04 0,2
2 Dokter Gigi 2 5 7 4:100.000 atau 2: 10.000 Tidak ideal
atau
01:25.000 01:5.000
3,38 2,4
a Tenaga Perawat (D3 dan S1 161 410 580 Melebih
, dan Ners) 3 : 1.000 atau 2 : 1.000 atau Target
1:333 1: 500
3,01 2
) Melebih
4 Tenaga Bidan ( D3 dan D 4) 61 456 517 3 : 1.000 atau 2 : 1.000 atau
Target
06:33.3 1: 500
0,32
Tenaga Teknis Kefarmasian A
4 (D3 dan S1) 11 44 55 3 : 10.000 atau Belum ideal
1:3.333 01:01.0
0,16 0,91
9 : 10.000 atau
5 Apoteker 7 21 28 Belum ideal
'1:10.000 1:1.111
0,29 0,21
6 Tenaga Kesehatan . 42 40 Melebihi
Lingkungan ( D3 dan S1) 3 : 10.000 atau 2 : 10.000 atau Target
01:03.3 01:05.0
0,34 0,35
7 Tenga Gizi ( D3 dan S1) 6 53 59 3 : 10.000 atau 3 : 10.000 atau| Sesuai Target
01:03.3 01:03.3
0,05 0,015
Tenaga Okupasi Terapi ( 15 : 1.000.000 Melebihi
8 Fisioterapis) 8 8 5:100.000 atau atau Target
01:20.0 1: 66.600
0,5 0,35
i i 05:10.0 3 : 10.000 atau ihi
° ATML (Al‘.lll Tekno¥0g1 23 63 26 Melebihi
Laboratorium Medis) atau 1 : 2.000 01:03.3 Target
0,02 0,021
10 |[|Perawat Gigi 5 24 29 2 : 10.000 atau 21 : 1.000.000 Belum ideal
''1:5.000 1: 47.600

Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD, 2024



Dari perhitungan Ratio Tenaga Kesehatan diatas terdapat beberapa tenaga kesehatan yang
masih belum memenuhi target yaitu Ketersediaan dokter umum, Dokter gigi, Bidan, tenaga
teknis kefarmasian, Apoteker, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga okupasi terapis, ATML,
perawat gigi terhadap penduduk belum mencapai target. Ini dapat dilihat pada table berikut.
Adapun tenaga kesehatan yang sudah memenuhi target namun penyebarannya belum
merata di semua sarana kesehatan sehingga masih berdampak pada pelayanan kesehatan
yang baik yaitu tenaga perawat dan tenaga gizi.

Selain tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa (
RSUD ) dengan Tipe C tersedia juga dokter spesialis. Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun
2020 tentang klasifikasi dan perijinan rumag Sakit, RSUD Bajawa masuk pada Tipe C dan
Dokter Spesialis yang wajib ada adalah Dokter Spesialis yang melayani Pelayanan Kesehatan
Dasar dengan jumlah masing masingnya minimal 2 orang. Keempat (4) dokter spesialis itu
adalah Dokter Spesialis Obgyn, Dokter Spesialis Bedah, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan
Dokter Spesialis Anak. Tahun 2024 di RSUD Bajawa telah memiliki 4 Dokter spesialis ini
walaupun masih ada yang statusnya Kontrakatau PTT dan Dokter Spesialis lainnya. Berikut
ketersediaan dan Kebutuhan Dokter Spesialis di Kab.Ngada Tahun 2024.

Tabel 2.46 Jenis Ketersediaan Tenaga Medis di RSUD Bajawa Keadaan 2024

URAIAN JENIS TENAGA JUMLAH STATUS KEBUTUHAN/KEKURANGAN
I'-’I\JS‘I-"‘I'I"
1 Dokter Spesialis Obgyn 2 2 0
2 Dokter Spesialis Radiologi 1 1 0
3 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2 2 0
4 Dokter Spesialis Bedah 2 1 1 0
5 Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 1 0
6 Dokter Spesialis Anasthesy 1 1 0
7 Dokter Spesialis anak 2 1 1 0
8 Dokter Umum 9 5 4 0
9 Dokter Gigi 2 2 0

Sumber: RSUD Bajawa, 2024

Jenis tenaga medis tersebut di atas merupakan standard tenaga minimal sesuai Permenkes
Nomor 30 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Tenaga Dokter
Spesialis tetap kondisi saat ini di RSUD Bajawa adalah Spesialis Bedah, Spesialis Penyakit
Dalam, Spesialis Radiologi, dan Spesialis Anak, sedangkan ketersediaan Spesialis Anasthesy
dan Patologi Klinik, Spesialis Obgin dan Dermatologi dan Beneriologi merupakan tenaga
kontrak dengan Nota Kesepahaman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan
Pemerintah Kabupaten Ngada tentang Penempatan Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis.

> Sistem Pelayanan Kesehatan

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan tenaga kesehatan dan
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD, Pemerintah Kabupaten Ngada



melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, Pelayanan kerjasama yang
dilakukan yaitu:

a. Kerjasama dibidang penyediaan tenaga dokter spesialis yang dibutuhkan Pemerintah
Kabupaten Ngada di RSUD Bajawa melalui Nota Kesepahaman dengan Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia

b. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan Pasien dan Pemeriksaan Laboratorium
Kesehatan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Ngada
dengan Pemerintah Provinsi NTT.

d. Penerapan Tata Kelola BLUD Rumah Sakit Daerah yang baik pada RSUD Bajawa
Kabupaten Ngada sesuai Nota Kesepahaman antara RSUD Bajawa Kabupaten Ngada
dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi
NTT.

e. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut bagi peserta program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) sesuai Perjanjian Kerjasama antara PT. BPJS Kesehatan Cabang Ende
dengan RSUD Bajawa yang diperbaharui tiap tahun.

2. Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah adalah Angka
Kematian (Mortalitas) Angka Kesakitan (Morbiditas) dan Status Gizi masyarakat. Mortalitas
dilihat dari Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, Morbiditas dilihat dari angka
kesakitan beberapa penyakit balita dan dewasa. Makin rendah ketiga indikator tersebut
makin baik derajat kesehatannya.

A. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Kasus Kematian Ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab
kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termasuk
kecelakan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42
hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Adanya kasus kematian
ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program kegiatan yang berkaitan dengan
kesehatan ibu hamil. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel
berikut ini :

Tabel 2.47 Angka Kematian Ibu Kabupaten Ngada Tahu 2020-2024

TAHUN

2020 \ 2021 2022 2023 2024
1. Jumlah kematian ibu ( Ibu hamil,bulin,bufas) | 0 1 4 2 4
2 Jumlah Kelahiran hidup 2243 2.108 | 1943 | 1929 | 1763
3 angka kematian ibu per 100.000 KH 0,0 47,4 205,9 | 103,7 | 226,9

Sumber : Dinas Kesehatan (profil Kesehatan 2024)

Dari tabel di atas diketahui bahwa kasus kematian ibu tahun 2024 sebanyak 4 (empat)
kasus. Kasus kematian ibu yang terjadi disebabkan adanya penyakit penyerta yang diderita
ibu hamil sejak hamil sampai masa nifas , perdarahan dan kelainan jantung dan pembuluh
darah.

Selama 5 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Ngada berkomitmen untuk menekan jumlah
kasus kematian ibu. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Ngada bekerjasama dengan NGO



yang bergerak dibidang Kesehatan yaitu MOMENTUM US-AID membentuk Kelompok Kerja
( Pokja ) untuk penurunan AKI-AKB di Kabupaten Ngada.

Tabel 2.48 Jumlah Kasus Kematian Bayi Tahun 2020 -2024 Kabupaten Ngada

Uraian

Capaian Kinerja Tahun

1 | Jumlah kematian bayi 11 4 33 33 26

2 | Jumlah Kelahiran hidup 2243 2108 1943 1929 1763

3 | Angka Kematian Bayi (Per | 4,90 1,90 16,98 17,11 14,75
1000 KH)

B. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah Jumlah kematian bayi yang
berumur kurang dari satu tahun dalam tahun tertentu. Angka kematian bayi Kabupaten
Ngada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.49 Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Ngada
Tahun 2020-2024

uraian Capaian Kinerja Tahun
2020 2021 2022 2023
1 Jumlah kematian bayi 11 4 33 33 26
2 Jumlah Kelahiran hidup 2243 2108 1943 1929 1763
3 Angka Kematian Bayi (Per | 4,90 1,90 16,98 17,11 14,75
1000 KH)

Sumber : Dinas kesehatan, 2024

Tahun 2024 terjadi 26 kasus kematian bayi per 1.000 KH dan penyebab terbesar kematian
bayi usia 0-28 hari adalah BBLR, Asfiksia ,kelainan kongenital, kelainan cardiovaskuler dan
resiratori sedangkan bayi usia 28 hari — 11 bulan penyebabnya karena pneumonia dan
lainnya (aspirasi, ispa, diare, dll). Upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka
kematian bayi dimulai dengan pola perbaikan nutrisi pada ibu hamil, peningkatan kualitas
pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir.

D. Status Gizi Balita Menurut Berat Badan per Umur
Prevalensi balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap

jumlah balita. Keadaan tubuh anak dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah
bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Gizi buruk pada balita



dapat dilihat melalui kegiatan pemantauan status gizi (PSG).Penilaian status gizi balita yang
selalu dipantau setiap bulannya di Posyandu dengan cara Deteksi Dini Tumbuh Kembang
anak menggunakan format KMS.

Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan
penyakit penyerta misalnya BBLR, diare, cacingan, demam berdarah, thypus dan lain-lain.
Tahun 2024 terdapat 19 kasus balita gizi buruk di Kabupaten Ngada dan prevalensi kasus
gizi buruk lima tahun terakhir berada diposisi 1,35 %. Tahun 2024 prevalensi gizi buruk per
1000 balita adalah 1,95 yang artinya setiap 100 kelahiran ada 2 orang yang mengalami gizi
buruk dan dapat disimpulkan bahwa upaya promotif yang terkait dengan kesehatan bayi
dan balita perlu ditingkatkan sebagai upaya peningkatan status gizi bayi dan balita. Salah
satu akibat kurang gizi bayi balita dapat menyebabkan stunting.

Tabel 2.50 Kinerja Urusan Gizi Balita Kabupaten Ngada Tahun 2020 — 2024
NO VARIABEL 2020 2021 2022 2023 2024

1. Jumlah Balita ditimbang 10.466 | 10.473 11.014 | 10.715 | 9740

2. Balita Gizi Buruk (BB/U) 9 8 16 19 19

3. Prevalensi Gizi Buruk per 1000 | 0,86 0,76 1,45 1,77 1,95
Balita

4. Persentase Balita Gizi Buruk 0,09 0,08 0,15 0,18 0,20

Sumber : Dinas Kesehatan Ngada, 2024

E. Penanganan Stunting Terintegrasi

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (Bayi dibawah lima tahun) akibat
kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Berdasarkan hasil Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 prevalensi stunting bayi/balita dengan status gizi
pendek dan sangat pendek di Kabupaten Ngada mencapai 62,3% selanjutnya berdasarkan
pendataan e-PPGBM (aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat secara
elektronik) tahun 2018 prevalensi stunting menurun menjadi 32,74%.

Tahun 2021 - 2024 penanganan stunting dilakukan secara konvergensi dengan melibatkan
semua sektor terkait di Kabupaten melalui intenvensi sensitif dan spesifik.Intervensi spesifik
dilakukan oleh sektor kesehatan yang menyasar penyebab langsung seperti: asupan
makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular kekurangan nutrisi dan kesehatan
lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana serta SDM. Intervensi sensitif dilakukan
melalui kegiatan diluar sektor kesehatan seperti akses air bersih, sanitasi, layanan keluarga
berencana, JKN, PAUD universal, ketahanan pangan dan perumahan yang sehat. Tahun
2020 sampai tahun 2023 prevalensi stunting terus mengalami penurunan, namun di tahun
2024 naik sebesar 1,4 point yang disebabkan karena kurangnya asupan protein bagi ibu
hamil dan pola asuh yang tidak baik sehingga memicu bertambahnya kasus stunting baru.
Berikut grafik perkembangan prevalensi stunting di Kab.Ngada tahun 2020-2024.



Grafik 2.21 Data Sunting Kabupaten Ngada — EPPBGM 2020 -2024

Sumber : Sekber Stunting, 2024

Beberapa Perangkat Daerah yang terlibat dalam aksi Konvergensi stunting yakni BPLitbang,
Dinkes, Dinas PMD-P3A, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan, Dinas
Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas P2KB, Dinas sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian,
Dinas PUPR dan PKK. Untuk memudahkan koordinasi telah dibentuk SEKRETARIAT
BERSAMA STUNTING dibidang Sosial dan Budaya BP.Litbang KabupatenNgada.

Percepatan penurunan stunting di Kabupaten Ngada sejak tahun 2019 telah dilakukan
melalui upaya terintegrasi dan dikontrol melalui 8 Aksi konvergensi sesuai Pedoman
Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota oleh
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional Tahun 2018 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurun an Stunting tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting ( TPPS) di Kabupaten
Ngada.

Sebagai upaya dalam percepatan penurunan stunting selain dilakukan dengan konvergensi
sektor terkait ditetapkan juga Desa Lokus Stunting sejak tahun 2020 agar penanganan
stunting lebih terintegrasi. Tahun 2024 berdasarkan SK Bupati Ngada Nomor
300/KEP/HK/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Pencegahan
dan Penanganan Stunting di Kabupaten Ngada Tahun 2024 ditetapkan 89 Desa/Kelurahan
lokus stunting, bagi desa-desa dengan penyebaran kasus balita stunting diatas 9,1 % dari
balita di wilayah desa/kelurahan tersebut berdasarkan hasil e PPBGM bulan Februari 2023.
EPPBGM digunakan untuk menghitung balita stunting secara riil dan berhubungan dengan
penanganannya. Sedangkan untuk mengukur besaran masalah gizi di tingkat
kabupaten/kota dan menghasilkan estimasi tingkat kabupaten/kota atau prevalensi stunting
menggunakan Survey Kesehatan Indonesia. Tahun 2023 sesuai SKI capaiannya sebesar
21,3% terendah di Propinsi NTT sedangkan sesuai SKI tahun 2024, target prevalensi
stunting sebesar 20,5% dan belum dirilis capainnya saat ini.

D. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Dalam menjamin kualitas kesehatan masyarakat Pemerintah Kabupaten Ngada telah
menyediakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang tertuang
dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil;

b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

d) Pelayanan kesehatan balita;



e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
I) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya
tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat
peningkatan/promotif dan pencegahan.
Pelayanan tersebut di atas bersifat promotif dan preventif mencakup: peningkatan
kesehatan; perlindungan spesifik; diagnosis dini dan pengobatan tepat; pencegahan
kecacatan; dan rehabilitasi.

a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap ibu hamil disarankan untuk melakukan kunjungan antenatal yang komprehensif dan
berkualitas minimal 4 kali, yaitu 1 kali sebelum bulan ke 4 kehamilan, kemudian sekitar
bulan ke 6 kehamilan dan 2 kali kunjungan sekitar bulan ke 8 dan 9 kehamilan. Cakupan
ibu hamil dengan K4 selalu menurun dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Cakupan ibu hamil
dari tahun 2020-2022 menggunakan data riil. Tahun 2023 sesuai Permenkes Nomor 4 tahun
2019 tentang Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) cakupan ibu hamil menggunakan data
sasaran proyeksi sehingga terjadi penurunan drastic menjadi 52,88% jika menggunakan
data riil maka capaiannya sudah mencapai lebih dari 98 %. Tahun 2024 terjadi peningkatan
kembali karena cakupan ibu hami menggunakan data riil. Untuk menggunakan data riil
dalam pelaporan kinerja harus ada Peraturan Bupati terkait keabsahan datanya yang tertera
dalam Perbup No0.399/KEP/HK/2024 Tentang penetapan sasaran SPM kesehatan bidang
kesehatan di wilayah kabupaten Ngada tahun 2024 tanggal 23 Mei 2024.
Grafik 2.22 Cakupan Kunjungan Bumil K4

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Upaya percepatan penurunan Kematian Ibu dan Kematian Bayi di Kabupaten Ngada dan
Provinsi NTT telah sangat serius dilakukan melalui Revolusi KIA sesuai Peraturan Gubernur
NTT Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi KIA. Peraturan Gubernur tersebut mengatur
bahwa semua persalinan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas
kesehatan yang memadai. Pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Ngada harus
dilakukan di Puskesmas atau Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan yang memadai.
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Dengan demikian pelayanan persalinan tidak lagi dilakukan di sarana kesehatan desa
(Pustu, Polindes, Poskesdes) maupun klinik bersalin. Pelayanan pertolongan persalinan di
Kabupaten Ngada semuanya dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang
memadai dan ibu hamil dengan kompilikasi kebidanan semuanya ditangani oleh tenaga
kesehatan.

Cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Ngada dari Tahun 2019-
2021 semuanya ditangani oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu
di Puskesmas. Sedangkan tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 ada persalinan yang ditolong
oleh tenaga kesehatan tetapi tidak dilaksanakan di Puskesmas melainkan di pustu dan di
rumah ibu hamil. Hal ini disebabkan karena telah terjadi fase aktif ibu hamil yang mau
melahirkan sangat cepat sehingga ibu terlalu sakit dan tidak tahan lagi untuk ke Puskesmas
dan terjadilah persalinan spontan di rumah ( brojol ).

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) dari tahun 2020 sampai tahun 2024
berada di atas 100 persen. Ini dijelaskan bahwa banyak ibu hamil dengan komplikasi yang
terjadi di Kabupaten Ngada dan ditangani oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan Pemantauan
Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) perkiraan ibu hamil dengan
komplikasi sebesar 20% dari total ibu hamil namun riil yang terjadi diatas 100 persen.
Komplikasi kebidanan antara lain plasenta previa, Ketuban Pecah Dini, kelainan letak,
Kehamilan Etropik Terganggu / kondisi janin diluar rahim, perdarahan, abortus dan lain lain.

Tabel 2.50 Cakupan Pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Ngada Tahun 2020 — 2024

Capaian Tahun
No Uraian
2020 2021 2022 2023 2024
1 |Jumlah Ibu Bersalin 2264 2128 1944 3503 1771
2 [Jumlah persalinan ditolong oleh nakes 2264 2128 1942 1936 1768
Cak tol li leh
g | o&Fupan pertolongan persainan ole 100 100 99,90 | 55,27 99,8
Nakes (%)
Cakupan komplikasi kebidanan yang
4 . . 127,4 120,4 258,97 154,8 6,672
ditangani (%)

c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Semua bayi baru lahir (neonatal usia 0-28 hari) wajib mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar. Pelayanan tersebut berupa kunjungan neonatal oleh tenaga kesehatan
minimal 3 kali untuk mendapatkan pelayanan esensial sesuai standar. Cakupan pelayanan
kesehatan neonatal ditimbang di Kabupaten Ngada pada umumnya mencapai diatas 100%
dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Cakupan bayi mendapat kunjungan 3 kali ( KN 3 ) terus
mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 yang artinya masyarakat telah pahami
pentingnya pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
yang masih rendah adalah pada Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Rendahnya IMD ini
disebabkan karena ada bayi yang lahir dengan masalah seperti asfiksia berat, tindakan
operasi (SC) dengan ibu yang bermasalah, juga disebabkan karena ibu dengan penyakit
penyerta seperti Hepatitis, TB dan lain sebagainya.
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Tabel 2.51 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
Lahir di Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Capaian Tahun
2021 \2022 \2023

Uraian

2020

1 Jumlah Bayi Lahir Hidup 2.243 2.108 1943 1929 1763

2 Cakupan Bayi Baru Lahir 100% 100% 100% | 100% @ 100%
ditimbang

3 Cakupan Bayi 2.231 2.100 98,7 98,7 99,0
mendapatkan  kunjungan | (99,5%) (99,%6)
Neonatus 3 x (KN3)

4 Cakupan  BBL mendapat 1.810 1.592 72,8 77,2 69,2
IMD (80,%7) (75,5%)

5 Cakupan Komplikasi | 214 193 68,7 79,1 100%
Neonatal yang ditangani (63,3%) (60,7%)

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

d) Pelayanan Kesehatan Balita
Pelayanan kesehatan pada balita usia 0-59 bulan terdiri dari pelayanan kesehatan balita
sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit. Pelayanan kesehatan balita sehat sebagian
besar dilakukan di Posyandu dengan imunisasi dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak
(DDTK), sedangkan pelayanan kesehatan balita sakit di Puskesmas melalui poli MTBS
(Manajemen Terpadu Balita Sakit) dan rujukan ke RSUD di poli anak oleh Dokter Spesialis
Anak. Cakupan pelayanan kesehatan balita sehat di Posyandu dilaksanakan setiap bulan
dari Januari sampai dengan Desember sehingga akan diperoleh rata-rata cakupan balita
ditimbang dalam setahun, sedangkan cakupan pelayanan kesehatan balita untuk
pengukuran stunting dilaksanakan pada Bulan Februari dan Agustus dan semua balita wajib
ditimbang.
Tabel 2.52 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

di Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Capaian Kinerja Tahun

Uraian

1 | Jumlah Balita 11.534 10.844 10936 10666 1060

2 | Cakupan ASI 2.963 1.671 91,1 94,8 92,4
Eksklusif (99,1%) | (88,7%)

3 | Cakupan Imunisasi 1.810 1.592 94,9 104,8 90,4
Dasar Lengkap (80,7%) | (75,5%)

4  Jumlah Desa UCI 148 138 147 174 183

5 | Cakupan Balita (6-59 | 11.622 11.426 100 100 100%
bulan) Vitamin A (100%) (99,9%)

6 | Cakupan Balita| 10.466 9.723 94 94,1 96,8
ditimbang (90,7%) | (89,7%)
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7 |Balta Gizi Buruk 9 8 16 19 19
Mendapat
Perawatan
8 | Jumlah pneumonia 41 3 113 48 100
pada balita
ditemukan

9 | Cakupan 100% 100 100 100 100%
penanganan balita
pneumonia  sesuai
standar

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

e) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dilakukan melalui penjaringan kesehatan
siswa SD/MI dan siswa SMP/MTS. Penjaringan kesehatan siswa dilakukan oleh Puskesmas
sesuai wilayah kerja masing-masing. Kunjungan dilakukan oleh lintas program di Puskesmas
meliputi penilaian status gizi siswa, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, penilaian
ketajaman indera, pelayanan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) dan penyuluhan/promosi
kesehatan.

Tabel 2.53 Cakupan penjaringan anak usia pendidikan dasar dan menengah

No Uraian L ETELR M EERELTT
2023 | 2024

1 Cakupan SD/MI melakukan keg.UKGS | 61,2 61,7 89,2 |89,1 |100
(%)

2 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa | 62,3 89,5 984 97,5 97,8
SD/MI (%)

3 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa | 32,3 61,6 99,2 98,3 |98,8
SMP/MTs (%)

4 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa 99,00
SMA/MA (%)

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

f) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Pelayanan kesehatan usia produktif difokuskan pada pelayanan KB bagi Pasangan Usia
Subur, dan pelayanan skrining melalui kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan. Cakupan
KB Aktif perkembangannya tidak terlalu signifikan hal ini disesbakan beberapa factor seperti
perubahan preferensi metode kontrasepsi ( lebih banyak gunakan metode KB jangka
panjang daripada pil atau suntukan ), penurunan akses ke pelayanan KB, dan masalah
ekonomi atau sosial yang memengaruhi keputusan keluarga untuk menggunakan
kontrasepsi.
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Tabel 2.54 Capaian Kinerja Keluarga Berencana

No Uraian

Capaian Kinerja Tahun

1 | Jumlah PUS 18.623 19.808 16.711 | 18.855 | 19.733
2 | PUS peserta KB Aktif 12.795 12.371 12.080  11.300 11.280
3 | Cakupan KB Aktif ( % ) 68,7 62,5 72,29 | 59,93 | 57,2
4  Penduduk usia 15-59 56,7 76,9 57,4 48,1 58,4

tahun mendapat

pelayanan skrining

kesehatan

Sumber: Dinas Keluarga Berencana, 2024
g) Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Posyandu Lansia merupakan salah satu pelayanan bagi masyarakat lanjut usia yang
bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan mewujudkan masa tua yang bahagia, sehat,
mandiri dan berdaya guna. Program dan layanan Posyandu Lansia dapat disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Capaian pelayanan lansia dari tahun
2020-2024 mengalami peningkatan yang melambat yang artinya para lansia telah pahami
tentang pentingnya pemeriksaan dan screaning kesehatan di sarana kesehatan.

Tabel 2.55 Capaian Kinerja Pelayanan Penduduk Usia Lansia

Capaian Kinerja Tahun

Uraian

Jumlah sasaran usila (60+) 15.526 14.811 15.475 |19.901 |17.934
2 | Jumlah Usila mendapatkan | 12.185 11.485 | 12.926 | 14.820 | 14.432
pelayanan kesehatan
3 | Cakupan pelayanan usila | 79,00 78,00 83,53 74,47 80,5
(%)

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024
h) Pelayanan Penyakit Tidak Menular

Pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi,
diabetes melitus dan kanker dilakukan di sarana kesehatan Puskesmas dan rujukan ke RSUD
Bajawa. Pelayanan yang dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan rutin dan pengobatan
rutin oleh dokter umum dan dokter spesialis. Tujuan dari upaya ini ialah untuk mencegah
terjadinya penularan penyakit, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian di
masyarakat. Dari tahun 2020 — 2024 jumlah sasaran yang diperiksa semakin bertambah
jumlahnya artinya masyarakat semakin sadar untuk pemeriksaan dan screnaing kesehatan
di sarana kesehatan.
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Tabel 2.56 Capaian Kenerja Pelayanan Penyakit Tidak Menular
Capaian Kinerja Tahun
No Uraian
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Penderita Hipertensi
1 |mendapat Pelayanan di 3.263 4.608 12.299 4.367 5.279
Faskes
Jumlah Penderita Diabetes
2 [Melitus mendapat Pelayanan 616 933 984 891 964
di Faskes
Jumlah Penderita Pelayanan
3 |Pemeriksaan leher rahim dan 997 4.898 2.027 1.379 2.170
payudara

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a) Jalan

Jalan Kabupaten adalah jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Jalan Kabupaten
merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan
nasional dan jalan provinsi, yang meghubungan ibukota kabupaten dengan ibukota
kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar
pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan sekunder dalam wilayah
Kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Jalan dalam kondisi baik adalah jalan yang
mempunyai kondisi perkerasan yang mantap dan dapat berfungsi melayani transportasi
dengan baik.
Tabel 2.57 Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Kabupaten Ngada

Tahun 2020-2024
URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024

km % km % km % km % km %

Panjang 728,92 | 69,95 | 467,05 | 44,82 | 477,25 | 45,80 | 407,9 | 39,15 | 497,82 | 47,78
Jalan KM
Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Kewenangan Kabupaten

- Aspal 549,42 | 53% | 470,93 | 45% | 479,36 | 46% | 475,64 | 46% | 539,44 | 51,77%
-Tidak 492,58 | 47% | 571,07 | 55% | 562,64 | 54% | 566,36 | 54% | 502,56 | 48,23%
Aspal dan
Tanah
-Total 1042 100% 1042 | 100% | 1042 | 100% 1042 100% | 1042 100%

Sumber : Dinas PUPR, 2024

Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ngada
dengan permukaan aspal/hotmis pada tahun 2024 sepanjang 539,44 km atau 51,77% dari
total panjang jalan dan ini terjadi peningkatan permukaan jalan aspal sejak tahun 2021 —
2023. Ini disebabkan karena Covid-19, masa pemulihan ekonomi akibat Covid-19 sehingga
berdampak pada kebijakan anggaran pembangunan sarana prasarana.
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b) Irigasi

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi,
sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang
merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian,
penggunaan, dan pembuangan irigasi.

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan
pangan.Sarana pertanian juga menjadi faktor utama dalam menciptakan ketahanan pangan.
Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Pembangunan Irigasi Kabupaten Ngada
Tahun 2020-2024

\[0) Aspek/Fokus/Bidang capaian kinerja Tahun
Urusan/Indikator
Pembangunan Daerah 2020 2021 2022 2023
1 % saluran irigasi dalam | 53,05 53,74 54,21 54,37 55,07
kondisi baik
a. Jumlah saluran irigasi 86 86 86 86 86
Kab.Ngada Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi Irigasi
b. Luas Irigasi Kabupaten | 4300 Ha | 4300 Ha = 4300 Ha | 4300 Ha | 4300 Ha
Ngada
c. Luas Irigasi Kabupaten | 2281 Ha | 2311 Ha | 2331 Ha | 2338 Ha | 2368 Ha
dalam kondisi baik
Ratio Jaringan Irigasi
a. Panjang saluran irigasi | 76867,7 | 80403,1 | 82387,1 | 84259,1 | 88871,1
(m) M M M M M
b. Luas lahan budidaya | 4300 Ha | 4300 Ha | 4300 Ha | 4300 Ha | 4300 Ha
pertanian * (ha)
Panjang saluran drainase | 13243,38 | 14001,38 | 14668,88 | 15458,27 | 15554,47
(m) meter meter meter Meter Meter
Panjang jaringan tersier = - = = 1.150
meter
Luas Lahan - - - - 70 Ha
Jumlah Priduktivitas (ton) - - - - 335,8
ton

Sumber Dinas PUPR, 2024 , Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan BPS, 2020-2024

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan dan berdampak pada
peningkatan panjang saluran dari 13.243,38 meter di tahun 2020 menjadi 15.554,47 meter
di tahun 2024 atau bertambah sekitar 2.311,09 meter. Serta bertambahnya luas irigasi
dalam kondisi baik di Kabupaten Ngada dari 2.281 Ha di Tahun 2020 menjadi 2.368 Ha di
Tahun 2024.
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C. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman akan mengikutsertakan banyak aspek karena
harus dilakukan dalam suatu kerangka perencanaan pembangunan terpadu dengan sektor-
sektor lain. Penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman dilaksanakan agar
masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau
dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Aspek ini dikerjakan secara
bersama oleh beberapa Perangkat Daerah yang Capaian Kinerjanya dapat dilihat dari
beberapa indikator dalam tabel berikut:

Tabel 2.59 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Ngada Tahun 2020-2024

NO INDIKATOR Capaian kinerja Tahun
2020 2021 2022 2023
1 Cakupan ketersediaan rumah 79,21% 79,78% 77,62% 79,34% 81,10%
- jumlah rumah layak huni 21.603 21.752 21.190 21.669 38.998
Unit Unit unit Unit Unit
- jumlah rumah 27.273 27.273 27.298 27.310 44.388
Unit Unit unit unit Unit
Ratio permukiman layak huni 01:06 01:06 01:06 01:06 01:06
2 - luas permukiman layak huni 600 12.296 M | 266.000 10.290,2 8937,89
M M M M
- luas wilayah permukiman 7763,55 7763,55 7763,55 7763,55 7763,55

3 Luas lingkungan pemukiman kumuh 26.17 Ha 26.6 Ha 74.96 Ha 146,8 Ha 146,8 Ha

Pengguna Air 8.433 8.509 8.709 8.859 Di PDAM
4 Rumah Tangga pengguna air bersih 10.566 RT 11.121 10.390 14.181 RT 21.870
RT RT RT
5 Jumlah sambungan rumah tangga
- SPAM IKK 1045 KK 1312 KK 926 KK 4488 KK 5775 KK
- PDAM 9521 SR | 9809 SR | 9464 SR 9693 SR | 10107 SR
6 Rumah Tangga Pengguna Listrik 29.046 31.965 32.165 34.778 39.428
7 Persentase Rumah tangga bersanitasi 74,69 71,32 75,14 77,47 79,32
(RT)

Sumber : Dinas PUPR, 2024

> Cakupan ketersediaan rumah layak huni dari dari tahun 2020 sampai tahun 2024
mengalami peningkatan. Tahun 2020 jumlah rumah layak huni sebanyak 21.603 unit
naik menjadi 38.998 unit di tahun 2024.

> Rumah Tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan dari RT pada tahun
2020 sebanyak 10.566 RT menjadi 21.870 RT di tahun 2024. Ini dibuktikan dengan
bertambahnya juga jumlah sambungan rumah SPAM IKK dan PDAM.

> Luas lingkungan kumuh dari tahun 2020 terus mengalami peningkatan karena ada
penambahan wilayah sesuai hasil survey baru di beberapa kecamatan. Tahun 2021
kawasan kumuh yang ditangani seluas 27 Ha sesuai SK Kumuh yang lama fokus di 4
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Kelurahan saja. Tahun 2022 direvisi SK nya dengan luas kawasan sekitar 104 Ha (
termasuk Kelurahan dan Desa di Kecamatan Bajawa) dan dikurangi yang sudah
ditangani sampai tahun 2021 sebesar 27 Ha sisanya 74,9 Ha. Tahun 2023 bertambah
lagi luas kawasan permukiman kumuh ( tambah 4 kecamatan ) menjadi 146,8 Ha
sesuai Perda Kawasan Kumuh yang ditangani.

> Sementara itu Rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2019 berjumlah 24.855
dari jumlah rumah 34.778 atau 71,46 % meningkat di tahun 2024 menjadi 94,66 %

> Energqi listrik yang digunakan di Kabupaten Ngada bersumber dari pembangkit tenaga
listrik mikrohydro (PLTMH Waeroa dengan kapasitas 60 KW yang berlokasi di
Kecamatan Jerebuu dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPb) Mataloko
dengan kapasitas terpakai 1 X 1,8 MW yang berlokasi di Kecamatan Golewa serta
PLTD Faobata dengan daya 5.500 KW yang berlokasi di Kecamatan Bajawa. Gardu
Induk Bajawa memiliki kapasitas sebesar 20 MW dan tegangan 70/20 KV yang
berlokasi di Kecamatan Bajawa. Energi listrik yang tersedia dihubungkan melalui
jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUT) dengan tegangan sebesar 150
KV yang menghubungkan kota Bajawa- Ruteng-Labuan Bajo kemudian jaringan
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan sebesar 70 KV yang
menghubungkan PLTU Ulumbu Ruteng-Bajawa dan Bajawa-Ende.

> Persentase Rumah Tangga bersanitasi terus meningkat dari tahun 2020
sebesar 74,69 % menjadi 79,32% di tahun 2024. Namun masih menjadi perhatian
Pemerintah untuk tetap meningkatkan persentase RT bersanitasi melalui program
dan kegiatan STBM.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Upaya untuk menciptakan kondusivitas daerah terus dilakukan, hal ini ditujukan agar
masyarakat dapat merasa tenang dalam melakukan aktivitas keseharian. Selain itu, dengan
terciptanya kondusifitas daerah vyaitu tumbuhnya perekonomian daerah untuk
kesejahteraan masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Polisi
Pamong Praja (PolPP), juga sangat penting karena keberadaan mereka dalam menegakkan
aturan dengan berperan sebagai penegakan regulasi di daerah seperti Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan
Gangguan Keamanan Dalam Negeri, secara implisit mengatur juga tentang penanganan
proses Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara substansi perlu diperankan oleh Polisi
Pamong Praja dalam tugasnya yaitu menjelang Pemilihan, diarahkan pada operasi simpatik
dan menghindarkan operasi yang dapat menimbulkan kontra produktif dalam penciptaan
ketentraman dan ketertiban umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan
penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.
Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang
dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan
peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila
terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja
mempunyai kewenanagan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk
menyelesaikannya. Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan daerah oleh satuan
polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi
pamong praja yaitu tindakan preventif non yusdisial sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
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Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Pelanggaran terhadap perda mengandung unsur
pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat
meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah Aparat
dan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas serta Jumlah Penyelesaian Kasus dari
Tahun 2020-2024 dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pada tabel berikut :

Tabel 2.60 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman,Ketertiban, dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Uraian

1 | Aparat dan Petugas Keamanan,Ketertiban dan 1784 1798 1781 1770 1384
Ketentraman
Jumlah POL PP 108 122 123 112 108
- ASN 47 49 50 44 40
- Kontrak 61 73 73 68 68
Jumlah aparat dan petugas Linmas 1676 1676 1658 1658 1276
- Aparat linmas 166 166 148 148 206
- petugas linmas 1510 1510 1510 1510 1070

2 Penyelesaian Kasus Pelanggaran K3 dan Perda 121 1214 192 324 312
- Jumlah kasus pelanggaran K3 64 592 89 157 151
- Jumlah kasus pelanggaran K3 yang ditangani 38 592 89 157 151
- Jumlah kasus pelanggaran Perda 12 19 7 5 5
- Jumlah kasus pelanggaran Perda yg ditangani 7 11 7 5 5

Sumber : Dinas SatPol-PP dan Kebakaran Kab. Ngada, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah Personil SatPolPP tahun 2024 sebanyak 40
orang ASN dan tenaga kontrak 68 orang dari tahun 2020 sebanyak 47 orang ASN dan 61
orang tenaga kontrak. Jumlah aparat dan petugas Linmas Kabupaten Ngada dari tahun 2020
sebanyak 1676 orang ditahun 2020 dan 2024 menjadi 1.276 orang Berdasarkan
Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
Pasal (11) point (d) bahwa anggota Linmas di setiap Desa minimal sebanyak 10 orang.
Petugas Linmas bertugas membantu dalam penanggulangan bencana, membantu dalam
kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan
keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan membantu upaya pertahanan negara. Salah
satu tugas SatPolPP adalah menyelesaikan kasus pelanggaran PERDA dan pelanggaran K3.
Sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2024 telah menyelesaikan 35 kasus pelanggaran PERDA
sedangkan penyelesaian kasus pelanggaran K3 sejak tahun 2020-2024 telah diselesaikan
sebanyak 1.027 kasus. Kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena
kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan
kesehatan dan lingkungan.
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Tabel 2.61 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Ngada
Tahun 2020-2024
2020

Uraian 2021 2022 2023 2024

Jumlah Kasus Kebakaran 14 15 12 17 15

Jumlah Kasus Kebakaran 13 11 12 10 14
yang tertangani dalam waktu
15 menit

Sumber : Satpolpp, 2024

Kebakaran tahun 2024 sebanyak 15 kasus . Dari jumlah tersebut, terdapat 14 kasus
dengan respon time, yaitu waktu tanggap, sama dengan atau kurang dari 15 menit.
Sementara itu, terdapat 1 kasus kebakaran dengan respon time melebihi 15 menit.
Penyebab dari respon time yang melebihi 15 menit adalah lokasi kebakaran berada ditempat
yang jauh, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai lokasi tersebut di
Wolobobo.

6. Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang
dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,
dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga
dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS
yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu
hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan
karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya
sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan social) secara
memadai dan wajar.

Tabel 2.62 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Ngada
Tahun 2020 — 2024

NO URAIAN TAHUN
2020 2021 2022 2023

1 | Anak Korban kekerasan 14 4 13 11 17
2 | Lanjut usia terlantar 1.849 1.454 3.766 5.926 5335
3 | Komunitas adat terpencil 425 0 0 0 0
4 | Penyandang Cacat

- Tuna Rungu

- Fisik 211 212 809 835 1102

Sakit Jiwa 0 0 0 0 0

Tuna Susila 0 0 0 0 0
7 | Bekas Narapidana 0 0 0 0 0
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2020

2021

TAHUN
2022

2023

2024

Penderita HIV/AIDS 5 0 0 0 0
Pecandu Narkoba 0 0 0 0 0

10 | Fakir Miskin (Sumber Data | 13.333 22.310 23.450 | 23.167 22.330
: Data DTKS (2021-2024); | KK/64.74 | KK/78.37 | KK/82.2 | KK/80.7 | KK/78.10
sedangkan tahun 2020| 3 jiwa 3 jiwa 39 jiwa | 51 jiwa 7 jiwa
menggunakan Data SIKS-
NG Offline)

11 Bayi terlantar 0 0 0 0 0

12 | Anak terlantar 14 19 149 143 62

Sumber : Dinas Sosial , 2024

Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,
keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi
atau perubahan. Untuk mengatasi masalah PMKS Pemerintah telah melakukan berbagai
cara, salah satunya melakukan pendampingan agar para penyandang masalah sosial lebih
produktif ditengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari tabel di atas kinerja
Urusan Sosial dari Tahun 2020-2024 jumlah PMKS tertinggi didominasi pada masalah fakir
miskin dan terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 — 2022 sedangkan dari tahun
2023-2024 mengalami penurunan fakir miskin dari 80.751 jiwa menjadi 78.107 jiwa di tahun
2024. Banyaknya upaya dan strategi Pemerintah dari Pusat dan Daerah yang dilaksanakan
menjadi pemicu penurunan angka fakir miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan dan
kemiskinan ekstrem dilakukan dengan cara :

a. Melakukan program kegiatan yang terpadu dan terintegrasi ;

b. Menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);

c. Reformasi Perlindungan Sosial;

d. Menggandeng para pemangku kepentingan lainnya seperti Pemerintah Daerah
dan Kementrian/ Lembaga lainnya dalamm penanganan dan penanggulagan
kemiskinan ekstrim.

Strategi Pemerintah dalam penurunan kemiskinan ekstrem adalah :

1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat,

2) Perluasan akses perlindungan sosial,

3) Penurunan jumlah kantong kemiskinan,

4) Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi
ekstrem.

Fakir miskin dapat ditinjau dari definisi setiap katanya. Dalam hal ini, fakir merujuk
pada individu yang nyaris tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sementara itu, miskin adalah mereka yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun
tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar harian. Lanjut usia terlantar mengalami penurunan
dari tahun 2023 sebesar 5.926 jiwa menjadi 5 336 jiwa di tahun 2024. Jumlah anak terlantar
di tahun 2024 mengalami penurunan dari 143 jiwa di tahun 2023 menjadi 62 jiwa di tahun
2024 hal ini disebabkan karena adanya intervensi bantuan social dari pemerintah pusat dan
daerah. Untuk mengurangi jumlah fakir miskin sebaiknya dilakukan pemilahan data sesuai
peruntukannya dan terus melakukan updating data PMKS sehingga intervensi program yang

masyarakat miskin
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diberikan untuk menangani kemiskinan tepat sasaran,tidak ada pendobelan nama penerima
bantuan, dan yang benar-benar membutuhkan perhatian dan pendampingan dari
pemerintah. Penanganan kasus lansia terlantar di Ngada menunjukkan tren penurunan,
meskipun masih ada kasus lansia yang membutuhkan bantuan. Pemerintah dan pihak
terkait terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi lansia, termasuk
melalui berbagai program bantuan sosial dan pelayanan kesehatan.

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan jumlah lansia terlantar antara lain
sosilisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat lansia di lingkungan
keluarga dan masyarakat, penyediaan layanan program bantuan sosial dan layanan
kesehatan yang menjangkau lansia, terutama di daerah terpencil. Lansia yang mendapatkan
dukungan dari keluarga dan masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga
risiko keterlantaran berkurang.

B. Fokus Urusan Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar
1. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertujuan untuk
memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, serta meningkatkan
kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Beberapa indikator urusan tenaga
kerja Kabupaten Ngada dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63 Capaian Kinerja Urusan Ketenaga kerjaan Kabupaten Ngada
Tahun 2020- 2024

No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1 | Jumlah Pencari Kerja Orang 0 28 218 21 116
Terdaftar
2 | Jumlah Lowongan Kerja Lowongan 18 13 218 21
Terdaftar
3 | Jumlah Orang 0 8 66 9 65

Penempatan/Pemenuhan
Tenaga Kerja

4 | Jumlah Pekerja yang telah Orang 1177 1400 1688 4852 5550
terdaftar sebagai peserta
jaminan sosial tenaga
kerja

5 | Jumlah Perusahaan yang | Perusahaan 96 184 287 na
menerapkan Norma Kerja
dan Jamsos TK

6 | Besaran tenaga kerja yang 24 0 2 60 71
mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi
Sumber : E Data Base 2024 Dinas Nakertrans

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk
memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial,
budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri
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untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah,
sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan
perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Oleh karena itu,
pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang
mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada
didaerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan
atau kemiskinan.

Sedangkan tentang perlindungan anak telah diatur dalam Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa
perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan
salah lainnya. Gambaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak di Kabupaten Ngada dari tahun 2020 sampai tahun 2024 diuraikan pada
table berikut:

Tabel 2.64 Capaian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024
TAHUN Keterangan

2020 2021 2022 2023 2024

1 | Jumlah Perempuan di 917 974 1.902 2.036 | 3.095
Lembaga Pemerintah

2 | Jumlah Perempuan di 3.398 3.294 NA 12.052 Belum ada
Lembaga Swasta data
3 | Proporsi Kursi yang 4% 4% 4% 4% 0%

diduduki perempuan di
Lembaga Legislatif

4 | KDRT 20 4 12 10 10

5 | % Jumlah Tenaga Kerja NA NA NA NA NA
dibawah umur

6 | Partisipasi Angkatan Kerja | 61,60 65,19 72,23 70,47 83,57
Perempuan

7 | Penyelesaian pengaduan 100 100 100 100 100 100
Perlindungan Perempuan
dan Anak dari tindakan
kekerasan

Sumber data: BPS dan E database 2024 Dinas PMDP3A

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah perempuan dalam sektor
Pemerintah bertambah karena ada pengadaan Aparatur Sipil Negara kategori
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK Tahun 2022. Jumlah
perempuan di lembaga swasta ditahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat
signifikan dibanding tahun 2021 karena tahun 2022 tidak terdata. Proporsi kursi
yang diduduki perempuan di DPRD 0%. Jumlah KDRT sesuai data Bidang
Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak masih ada 10 kasus ditahun
2024.
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Tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sudah diatur dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga (UUKDRT) dan menjadi perhatian khusus pemerintah dalam
penanganan kasus KDRT dengan memberikan hak hak korban KDRT seperti
menyiapkan rumah aman, serta pendampingan dari P2TP2A sehingga penderita
kekerasan merasa lebih nyaman saat melaporkan kekerasan yang mereka alami.

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Ngada berkolaborasi dengan Wahana Visi
Indonesia membentuk Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD)
tingkat Desa yaitu di Desa Takatunga, Desa Sadha dan Desa Were 3 sedangkan
Tahun 2023 di Desa Uluwae 2. Selain itu, kekerasan yang terjadi baik terhadap
perempuan maupun anak di Kabupaten Ngada pada Tahun 2020 hingga Tahun
2024 seluruhnya selalu bisa terselesaikan atau tertangani. Namun demikian,
masih perlu ditinjau kembali melalui capaian jumlah kekerasan yang terjadi pada
anak dan perempuan apakah jumlahnya setiap tahun meningkat atau cenderung
menurun.

3. Urusan Pangan

Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan,
distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek Ketahanan pangan
tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan
ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan,
distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta
penanganan kerawanan pangan. Pemerintah Kabupaten Ngada, melalui Program
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan mengembangkan model
Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Lumbung Tanah telah mendorong
ketersediaan pangan Kabupaten Ngada yang membaik dari tahun ketahun.
Kinerja urusan Pangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan

World Health Organization mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan
pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.
Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang
cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki
sumberdaya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan
bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan
bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Jika dilihat dari
aspek ketersedian pangan, maka kondisi capaian Kabupaten Ngada dapat
digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.65 Capaian Kinerja Urusan Pangan Nabati Tahun 2020-2024

Jumlah

Produlksi 2020 2021 2022 2023 2024
No ro u.51 Ton/Liter/ ) . .

Komoditas Ton/Liter/ Kg Ton/Liter Ton/Liter Ton/Liter

PanganNa ~ on/ Ater /Kg /Kg

/Kg

1 | Padi 34.565 32.198 23.875 56.989 47.285
2 | Jagung 23.120 18.527 12.868 20.168 14.226
3 | UbiKayu 4.453 4.351 2.932 4.326 282
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Jumlah
Produksi
Komoditas
PanganNa

J\'[o)

4 | Ubidalar

2020

2021

Ton/Liter/

Ton/Liter/

Kg

532

2022

344

/Kg

2023

589

2024

Ton/Liter Ton/Liter Ton/Liter

¢
/Kg /Kg

39

Sumber: Dinas Pertanian, 2024

Sementara itu, produksi komoditas pangan hewani
Kabupaten Ngada dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.66 Produksi Komoditas Pang

tahun 2020-2024

an Hewani Tahun 2020-2024

Jumlah 2021 2022 2023
roduksi
Kr;moditas Ton Ton Ton
Pangan
Hewani
1 | Daging sapi dan | 304,950 | 253,130 | 258,160 385,750 {385,075
Kerbau
2 | Daging Ayam 30,280 11,570 33,560 21,990 29
3 | Ikan 2.774 3.074 4.059 6.215 6.312

Sumber Data: Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan Kabupaten Ngada

Tahun 2024

2. Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan merupakan jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh
seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. Energi konsumsi
Kalori Kabupaten Ngada Tahun 2023 sebesar 5.308 Kkal/kapita/hari
sedangkan tahun 2024 sebesar 2.174 Kkal/kapita/hari dan angka ini berada
di atas Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/kapita/hari.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Ngada bahwa data yang ada hanya tahun 2022 karena ditahun-tahun
sebelumnya tidak dilakukan analisa.

4. Urusan Pertanahan

Aset Pemerintah Daerah berupa tanah harus dibuatkan sertifikat. Hal ini

bertujuan untuk penertiban aset tanah Pemda Kabupaten Ngada, menempatkan
tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, memperoleh surat tanda bukti
hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik,yuridis
yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan
data yang ada dalam surat ukur atau buku tanah hak yang bersangkutan akan
meminimalisir persoalan tanah dan batas tanah. Gambaran Kinerja Urusan
Pertanahan Pemerintah Kabupaten Ngada dapat dijelaskan pada tabel berikut :
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Tabel 2.67 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
TAHUN

2021 2022 2023 ‘ 2024

% Penyelesaian tanah 68 0 0 0 0
Negara/Pemda
Jumlah Kasus yang terdaftar 31 11 1 0 0
Jumlah kasus yang 21 0 0 0 0]
terselesaikan
Luas Pengadaan Tanah Pemda 6.963 50.508 1.350 2.400 0
sesuai kebutuhan Pemda(m?)
% kepemilikan sertifikat tanah- 84 0 92,85 91,8 90%
tanah untuk kepentingan
umum

6 Daftar ke BPN pengurusan 25 83 42 49 9
sertifikat

7 Jumlah sertifikat yang terbit 21 0 39 45 0

Sumber:Dinas PUPR, 2024

Capaian kinerja urusan pertanahan dari tahun 2020-2024 terus mengalami
peningkatan hal ini dapat dilihat dari tingkat penyelesaian kasus tanah dan makin
banyaknya tanah Pemda untuk kepentingan umum yang telah diukur dan
diproses penerbitan sertifikat oleh BPN. Tahun 2022 terdapat 1 kasus tanah yang
belum terselesaikan dan masih dalam proses penyelesaian kasus tanah namun
belum final. Sertifikat yang belum diterbitkan disebabkan ada persoalan batas dan
kajian data yuridis yang belum lengkap. Tahun 2024 persentase kepemilikan
sertifikat tanah untuk kepentingan umum 90% menurun dibandingkan tahun
2023 karena adanya pengadaan tanah yang pengukurannya dilakukan diakhir
tahun 2024 dan proses pengkajian data-data teknis dan yuridis masih dilakukan
sampai 6 bulan kedepan. Tahun 2023 hanya dilakukan pembayaran tanah yang
proses pengadaan tanahnya dilaksanakan tahun 2023 yakni:

a.Jalan Masuk menuju Bak Air Kelurahan Turekisa sebanyak 1 bidang
dengan luas : 2000 m2.
b. Bak Air seluas 400 m2.

Sertifikasi tanah yang sudah masuk dalam data aset sampai dengan 31
Desember 2023 sebanyak 43 bidang dari total tanah yang digunakan untuk
pembangunan kepentingan umum yang belum disertifikasi sebanyak 432 bidang.
Sehingga yang belum tersertifikasi sebanyak 389 bidang. Permohonan sertifikasi
tanah yang digunakan untuk Pembangunan Kepentingan Umum tahun 2024
sebanyak 9 bidang.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan Infrastruktur perkotaan dan perdesaan harus selalu
memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan memperhatikan aspek
keberlanjutan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang
muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.
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Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran
lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi.
Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah
dan pengelolaan air limbah serta perlindungan kawasan konservasi dengan
memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.

2)

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan
kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan
periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
adalah :

1. Memberikan informasi kepada pengambil keputusan ditingkat pusat
dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang
pencapaian target program-program pemerintah dibidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah:

1. Indeks Kualitas/Pencemaran air
2. Indeks Kualitas/Pencemaran Udara
3. Indeks Tutupan Hutan/Lahan

Perhitungan IKLH dilakukan sejak tahun 2009, namun hingga saat ini telah
melakukan beberapa kali penyesuaian. Perbedaan terletak pada cara
perhitungan dan parameter yang digunakan. Indeks tutupan hutan semula
dihitung menggunakan data luas hutan primer, luas hutan sekunder dan
luas hutan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan, tetapi sejak
tahun 2012 perhitungan berubah menggunakan data luas hutan dibagi
luas wilayah administrasi yang dikonversi kedalam rumus yang tersedia.
Perhitungan IKLH adalah 100% dengan pembagian pembobotan antara lain
: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara
dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Hutan /lahan 40%. Untuk
Kabupaten Ngada tahun 2024 diperoleh angka Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup mencapai 74,4 % yang merupakan rata-rata dari Indeks Kualitas Air,
Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan. Kualitas Lingkungan di
Kabupaten Ngada lebih tinggi dari IKLH Nasional yang mencapai 73,07%
pada tahun 2024

Penanganan Persampahan

Persoalan penanganan persampahan di Kabupaten Ngada menjadi
perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Ngada. Jumlah sampah yang
tertangani terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tahun 2020
sebesar 18,39% sampah yang tertangani dan terus meningkat di tahun
2024 sebesar 22,8%. Rasio Tempat pembuangan sampah persatuan
penduduk dari tahun 2020-2022 tidak mengalami peningkatan yakni
sebesar 0,10% TPS/satuan penduduk artinya masih banyak sampah yang
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belum dibuang pada tempatnya. Persoalan tersebut akibat dari belum
optimalnya penyediaan infrastruktur pengelolaan persampahan Karena
tidak tersedianya TPST di tiap Kecamatan dan TPA hanya satu lokasi di
Tanawau Kecamatan Bajawa dan kesadaran masyarakat untuk membuang
sampah pada tempatnya masih rendah, belum ada kelompok yang mendaur
ulang sampah. Hal ini membutuhkan perhatian pemerintah untuk
menambah sarana pengangkut sampah baik roda 3 dan roda 4 untuk
ditempatkan di setiap Kecamatan, selain itu juga perlu kerjasama lintas
sektor dalam pengolahan dan daur ulang sampah sehingga dapat menyerap
tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Tabel 2.68 Capaian Kinerja Penanganan Persampahan Tahun 2020-2024

NO TAHUN JUMLAH SAMPAH YG TOTAL TIMBUNAN % PENANGANAN
TERTANGANI SAMPAH (m3) SAMPAH
1 2020 27.740 M3 150.794,3 M3 18,39%
2 2021 31.390 M3 154.128,6 M3 20,37%
3 2022 33.580 M3 154.281,85 M3 21,77%
4 2023 33.580 M3 156.198,10 M3 21,50%
5 2024 35.770 M3 156.694 M3 22,8%

Sumber: DLH, E Data Base 2024

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah
dalam melakukan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
kependudukan serta pendayagunaan publik dan pembangunan. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas
diri termasuk akte kelahiran dan KTP Nasional. Layanan Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil ditunjukkan dengan indikator kepemilikan KTP berbasis NIK,
Kepemilikan Akte Kelahiran dan Akte Nikah, dan Ketersediaan Data Base
Kependudukan Skala Kabupaten. Gambaran kinerja urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan PencatatanSipil

Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Tahun
Indikator
2021 2022

1 | Jumlah Penduduk ber-KTP 107 652 110.475 125.237 115.325 | 118.907

Jumlah Penduduk usia>17
2 Tahun atau telah menikah 123.348 125.278 128.353 133.609 | 124.987
3 | Jumlah bayi ber-Akta 41.984 44.925 8711

Kelahiran 37.458 43.749
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2023 2024

Jumlah pasangan nikah ber-

4 Akta Nikah 32837 32.900 33.050 65.337 | 42.321
Ketersediaan database

5 Kependudukan skala Provinsi v v v v A
Penerapan KKTP Nasional

6 Berbasis NIK v v v A A

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , 2025

Dari tabel di atas, untuk indikator Jumlah Penduduk ber-KTP mengalami trend
yang positif. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi kesadaran masyarakat
untuk melapor dan mengurus KTP, sedangkan untuk indicator Jumlah
Penduduk usia>17 dan Jumlah pasangan nikah ber-Akta Nikah mengalami
penurunan akibat dari perpindahan penduduk (pindah datang dan pindah keluar).

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan desa fokus pada pemberdayaan
masyarakat desa serta peningkatan kualitas pemerintahan desa. Kinerja
pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat desa dapat digambarkan dengan
menganalisis beberapa indikator salah satunya adalah Indeks Desa Membangun
(IDM) dan tingkat partisipasi masyarakat desa. Berikut data Indeks Desa
membangun Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024.

Tabel 2.70 Capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Ngada
Tahun 2020-2024

Indikator Capaian

2020 2021 2022
1 | Desa Mandiri 0 0.00 0 0.00 1 0.74 1 1 0.53 | Khusus untuk
tahun 2023
2 Desa Maju 5 3.70 18 | 1333 | 28 | 20.74 | 42 | 22.11 | 42 | 22.11 | perhitungan

dilakukan pada 190
desa sebagai akibat
adanya desa baru
sebanyak 56 desa

3 | Desa Berkembang 8 | 63.70 | 84 | 6222 | 93 | 68.89 | 92 | 48.42 | 88 | 46.32

4 | Desa Tertinggal 44 | 3259 | 33 | 24.44 | 13 9.63 43 | 22.63 | 48 | 25.26

5 | Desa Sangat Tertinggal 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 6.32 11 5.79

Jumlah 135 | 100 | 135 | 100 | 135 | 100 | 190 | 100 | 190 | 100

Sumber: Dinas PMDP3A, 2025

Secara umum, persentase Desa Berkembang di Kabupaten Ngada
mengalami peningkatan yang cukup besar dari Tahun 2020-2022. Sebaliknya
persentase Desa Tertinggal berkurang dalam kurun waktu yang sama. penurunan
Desa Tertinggal sangat signifikan dan bertambah 1 desa mandiri yaitu desa Aimere
Timur. Pada tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan persentase pada Desa Maju
sedangkan Desa Berkembang dan Tertinggal terjadi penurunan persentase dan
terdapat 12 Desa Tertinggal sebagai akibat adanya desa baru sebanyak 56 Desa.
Peningkatan persentase Desa Maju mengindikasikan peningkatan kualitas
keberdayaan dan tata Kelola pemerintahan desa di Kabupaten Ngada. Kondisi ini
disebabkan oleh peningkatan cakupan pendampingan dan kerjasama antar
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institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Pemberdayaan masyarakat
Desa/Kelurahan dititik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan
kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas
pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan
partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan serta pemeliharaan
hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan.
Pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha
ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan
teknologi tepat guna. Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Tahun
2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.71 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Tahun 2020-2024

Indikator Capaian
2022

1 Jumlah Kantor Desa 133 133 133 187 187

Kondisi Baik
2 Jumlah kelompok binaan 151 151 151 151

LPM
3 Jumlah Kelompok binaan 135 135 135 151 190

PKK
4 Jumlah LSM Aktif NA NA 54 NA NA
5 PKK Aktif 135 135 135 151 190
6 Posyandu Aktif 347 349 345 373 385

Sumber:Dinas PMD-P3A, E Data Base 2024

Dari 190 desa terdapat 2 desa kondisi kantor desa dalam keadaan rusak yaitu
desa Sambinasi Barat dan desa Lanamai kecamatan Riung. Kelembagaan LPM ada
namun untuk kelompok binaan LPM tidak ada. Pendampingan terhadap LPM tidak
terukur. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keterbatasan baik dalam SDM maupun
anggaran untuk pendampingan. Pendataan terhadap kelompok binaan PKK tidak
pernah dilakukan sehingga tidak dapat memperoleh data yang akurat. Hal ini sangat
dipengaruhi oleh  keterbatasan baik dalam SDM maupun anggaran untuk
pendampingan. Jumlah PKK aktif untuk desa 135 sedangkan 151 termasuk
kelurahan. Untuk PKK di 55 desa baru belum dilakukan pelantikan. Tahun 2020
Posyandu aktif 357 dari total 357 posyandu., Tahun 2021 Posyandu aktif 359 dari
total 369 posyandu, Tahun 2022 Posyandu aktif 367 dari total 370 posyandu, Tahun
2023 Posyandu aktif 373 dari total 373 posyandu, Tahun 2024 Posyandu aktif 379
dari total 381 posyandu.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan program dan kegiatan Keluarga Berencana (KB) berkaitan
dengan upaya untuk mengendalikan angka kelahiran serta membentuk keluarga
yang berkualitas. Beberapa indikator yang dapat mengukur kinerja urusan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, antara lain jumlah PUS, Jumlah
Akseptor KB dan jumlah PUS yang ingin ber-KB dapat dilihat pada tabel berikut :
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a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Ngada per 100 pasangan usia
subur dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Perkembangan
akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.72 Rasio Akseptor KB per100 Pasangan Usia Subur

Kabupaten Ngada 2020-2024
Tahun Jumlah Akseptor Jumlah PUS Ratio

2020 12.087 18.553 65,15
2021 12.615 18.900 66,75
2022 9.559 18.074 52,89
2023 10.220 18.644 54,82
2024 11.038 19.399 56,90

Sumber:Dinas P2KB Kab.Ngada

b. Cakupan PUS yang ingin berKB Tidak Terpenuhi (unmeetneed)

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri, yang istri berumur
antara 15 sampai dengan 49 tahun. Unmet need menurut Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah kebutuhan PUS untuk ber-KB
tetapi tidak terpenuhi dengan kata lain PUS tidak menggunakan
kontrasepsi.Tidak ber-KB-nya kelompok tersebut dengan beberapa alasan,
sedang hamil, ingin anak segera, tidak ingin anak lagi, dan kelompok ingin anak
ditunda. Kelompok PUS yang tidak ber-KB tersebut terdapat dua kelompok yang
menjadi prioritas garapan program KB agar tercegahnya kehamilan tidak
diinginkan yaitu kelompok tidak ingin anak lagi, dan ingin anak tapi ditunda.
Terhadap kelompok tersebut perlu dilakukan edukasi untuk mencari
penyebabnya sehingga dapat diberikan solusi dengan menggunakan kontrasepsi
modern.

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi adalah Jumlah PUS yang
ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah PUS dikali 100 persen.
Perkembangan cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi di Kabupaten
Ngada dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.73 Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuh (Unmeetneed)
Kabupaten Ngada tahun 2020-2024

Jumlah PUS yang ingin Cakupan PUS

Tahun ber KB tapi Jumlah PUS yang i;{lgin ber
tidak terlayani
2020 3131 18553 16,88
2021 2959 18900 15,66
2022 6984 18074 38,64
2023 5235 18644 28,08
2024 3056 19399 15,75

Sumber:Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2025
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Dari table diatas terlihat perkembangan cakupan PUS yang ingin berKB dari tahun
2020 ke tahun 2021 menurun pada tahun 2020 sebesar 16,88% menjadi 15,66%
di tahun 2021. Data ini menggunakan data statistic rutin Dinas P2KB yang
terbawa dari tahun ke tahun. Hasil pendataan keluarga tahun 2021 diperoleh data
base untuk tahun 2022 yaitu Jumlah PUS yang ingin ber-KB sebesar 6.984
dengan cakupan PUS yang ingin ber-KB sebesar 38,64%, dan tahun 2023 menjadi
28,08%, tahun 2024 cakupan PUS yang ingin ber KB mengalami penurunan
menjadi 15,75%. Peran kader (PLKB dan PPKBD) harus lebih aktif dalam
memberikan pelayanan dan menjamin penyediaan layanan kepada unmeetneed.

9. Urusan Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran
penting sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dan konsumen antar
wilayah ataupun dalam wilayah. Kinerja Urusan Perhubungan dapat dijelaskan
pada tabel berikut :

1. Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan

Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang angkutan umum ke
wilayah Kabupaten Ngada dapat dibagi menjadi 3 transportasi utama,
yaitu:bis, kapal laut dan pesawat udara. Arus keberangkatan penumpang
dan barang melalui angkutan umum di wilayah Kabupaten Ngada didominasi
oleh angkutan darat dan angkutan laut. Tahun 2024 arus keberangkatan
penumpang melalui angkutan laut menurun sedangkan angkutan udara
dan darat meningkat. Ini disebabkan karena kembalinya kepercayaan
masyarakat untuk bepergian secara aman setelah pulih dari wabah covid 19.
Untuk angkutan laut penumpang/barang yang melalui Dermaga Aimere
didominasi oleh arus penumpang/barang yang masuk dari pada yang ke luar
kabupaten Ngada. Sedangkan untuk angkutan penumpang yang melalui
darat didominasi oleh penumpang yang masuk dan arus penumpang/barang
untuk penumpang angkutan laut didominasi oleh penumpang keluar dari
pada yang masuk. Arus keberangkatan Angkutan Umum dari tahun 2020-
2024 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.74 Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan Angkutan
Umum Tahun 2020-2024

Uraian

ANGKUTAN LAUT
1 | Jumlah 17,458 16,173 87,668 96,479 84,611
Penumpang
melalui Dermaga
Masuk 11,346 10,217 46,365 61,241 37,147
Keluar 6,112 5,956 41,303 35,238 47,464
2 | Jumlah Barang 2,512 2,332 11,754 4,714 41,962
melalui Dermaga
Masuk 2,136 1,987 5,534 2,292 25,366
Keluar 376 345 6,220 2,422 16,596
ANGKUTAN
UDARA
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Jumlah 46,976 38,670 31,647 39,650 44,547
Penumpang

angkutan udara

Masuk 21,532 18,344 14,111 19,059 13,538
Keluar 25,447 20,326 17,536 20,591 31,009
Jumlah barang 137,145 117,652 71,033 248,338 196,246
menggunakan

angkutan Udara

Jumlah 30,452 54,983 60,481 50,774 55,971
Penumpang

angkutan darat

Masuk 15,789 28,923 31,815 27,634 30,271
Keluar 14,663 26,060 28,666 23,140 25,700
Jumlah barang 20,543 35,753 39,328 36,174 29,900
menggunakan

angkutan Darat T

Sumber Data :Dinas Perhubungan, 2024

2. Arus Orang dan Barang

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten
Ngada tahun 2024 nilainya mengalami penurunan dari tahun 2023 ke
tahun 2024. Begitu juga jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/
terminal baik Pelabuhan Aimere maupun Bandara Soa pertahun
berfluktuatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hal ini
disebabkan oleh Pandemi Covid 19 dan Pasca Covid 19 dimana aktivitas
ekonomi masyrakat belum tumbuh secar maksimal.
Tabel 2.75 Jumlah Arus Orang dan Barang,Tahun 2020-2024
2020 2021 2022

30,452 54,983 60,481

1 | Jumlah orang/barang yang
terangkut angkutan umum

86,948 85,871

a | Jumlah orang yang terangkut
angkutan Umum

17,458 16,173 87,668 50,774 55,971

b | Jumlah barang yang terangkut
angkutan Umum

20,543 35,753 39,328 36,174 29,900

2 | Jumlah orang/barang melalui
dermaga/bandara/terminal
pertahun

a | Jumlah orang melalui
dermaga/bandara/terminal
pertahun (Pelabuhan Aimere dan
Maumbawa)

b | Jumlah barang melalui dermaga/ 2,512 2,332
bandara/ terminal pertahun
(Pelabuhan Aimere Dan
Pelabuhan Maumbawa)

213,179 | 190,880 | 202,102 389,181 367,366

26,546 32,226 87,668 96,479 84,611

11,754 4,714 41,962

¢ | Jumlah orang melalui
dermaga/bandara/terminal
pertahun (Bandara Soa)

46,976 38,670 31,647 39,650 44,547
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Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

d | Jumlah barang melalui 137,145 | 117,652 | 71,033 248,338 196,246
dermaga/bandara/terminal
pertahun (Bandara Soa)

Sumber Data :Dinas Perhubungan, 2025

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal (28 F) UUD RI 1945
menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keterbukaan informasi kepada
masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
Aplikasi yang dikembangkan selama ini berbasis web.

Melalui sistem yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam
mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan
informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Teknologi komunikasi dan informasi
mempunyai manfaat untuk berkomuniksi menjadi lebih mudah dan cepat,
memudahkan akses informasi, mempersingkat waktu dan memangkas biaya.
Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dapat di lihat dari jumlah
pengguna HP, internet serta jumlah rumah tangga yang memiliki komputer terlihat
pada tabel berikut:

Tabel 2.76 Jumlah Pengguna HP, Internet dan Komputer Tahun 2019-2022

. Capaian Kineja Tahun
m Indikator 2019 2020 2021 2022

1 | Jumlah penduduk pengguna HP/Telp | 62.820| 64.333 | 67.931 | 69.968

2 | Jumlah RT yang memiliki akses 57.567| 64.155 | 64.882 | 66.828
Internet

3 | Jumlah RT yang memiliki komputer |68.928| 68.957 | 69.101 | 71.174
Sumber: Dinas Kominfo, 2022 (data diolah)

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat
saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam
waktu sesaat (realtime). Dari tabel di atas terlihat dari tahun 2010-2022 RT
pengguna HP terus mengalami peningkatan ditahun 2019 sebesar 62.820
pengguna HP menjadi 69.968 ditahun 2022. Seiring dengan jumlah RT yang
memiliki akses internet dari tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan yakni
tahun 2019 sebanyak 57.567 menjadi 66.828 ditahun 2022. Dengan adanya
peningkatan baik pada jumlah pengguna HP maupun RT yang memiliki akses
internet akan memudahkan akses informasi dan komunikasi untuk semua sektor
pemerintah maupun swasta. Selama kurun waktu 2019-2022 teknologi
komunikasi dan informatika sudah berkembang dan memberikan manfaat dalam
berbagai bidang terutama bidang Pemerintahan dalam membantu proses
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komunikasi dan fungsi koordinasi dalam berbagai bidang. Ditahun 2021 Dinas
Kominfo kembali mengaktifkan LPPL RSPD Ngada dan dari data terdapat S00
orang yang mendownload LPPL RSPD Ngada.

Beberapa sistem aplikasi yang telah digunakan oleh berbagai bidang di
Kabupaten Ngada antara lain: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Perencanaan dan Penganggaran, Sistem Informasi Kepegawaian/ Simpeg
(BKPSDM), Sistem FMIS (Badan Keuangan Daerah), Sistem Informasi Pemerintah
Daerah/SIPD (BPLitbang), Basis Data Statistik Pertanian/BDSP (DinasPertanian),
Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan /Pusdatin Kemenkes (Dinas
Kesehatan), Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial /Pusdatin Kemensos
dan Data Pokok Pendidikan /Dapodik (Dinas Pendidikan). Sementara dari data
pengunjung Website Pemda Ngada (portal.ngadakab.go.id) meningkat dari 52.615
ditahun 2020 pengunjung menjadi 62.478 pengunjung ditahun 2021.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi, industri kecil dan menengah ditujukan
untuk memberdayakan koperasi dan industri kecil menengah dalam upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan ini memiliki peran strategis dalam
kontribusinya bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang
yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

a. Persentase Koperasi Aktif

Secara umum persentase koperasi aktif di Kabupaten Ngada dalam kurun
waktu tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari angka
90,74 % ditahun 2019 turun menjadi 45,76 % ditahun 2023. Hal ini
dikarenakan ketidakaktifan anggota yang sudah tidak menjalankan
kewajibannya berkoperasi (menunggak pembayaran pinjaman) juga pengurus
koperasi sudah tidak bersedia untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan
dari Dinas Koperasi dan UKM. Setelah dilakukan pemutakhiran sehingga
jumlah koperasi yang aktif ditahun 2023 hanya 54 koperasi dari 118 Koperasi.
Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.77 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Tahun Jumlah Koperasi Jumlahseluruh Presentasi
Aktif Koperasi Koperasi Aktif
2020 50 118 42,37%
2021 50 118 42,37%
2022 59 118 50%
2023 54 118 45,76%
2024 54 118 45,76%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, E Data Base 2024

Tahun 2020 dan 2021 persentase Koperasi aktif menurun drastis akibat Covid
19 sehingga tidak dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan
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melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Tahun 2022 pasca Covid
19 persentase Koperasi aktif mulai naik 7,63 % menjadi 50% dari 42,37% di
tahun 2021. Tahun 2024 presentasi koperasi aktif sebesar 45,76%.

b. Perkembangan UMKM

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan usaha yang
mampu memperluas dan menciptakan peluang serta lapangan kerja dan
memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Melalui
peningkatan UMKM sangat dimungkinkan terwujudnya pemerataan dan
peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan
berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada.

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian dengan
jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM
terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja
adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Perkembangan
UMKM dari Tahun 2020 - 2024 bergerak naik yakni tahun 2019 berjumlah
2.610 menjadi 10.423 tahun 2023. Tahun 2022 UMKM yang paling tinggi
adalah UMKM sektor Perdagangan, Perhotelan, dan restaurant sebanyak 3.503
namun angka ini lebih turun dari tahun 2021 sebesar 5.311. UMKM yang
berkembang baik dan pesat yaitu UMKM sektor pengangkutan dan Komunikasi
dari 120 tahun 2021 menjadi 1.225 ditahun 2022. Sedangkan UMKM Jenis
usaha bangunan sangat turun ditahun 2022 sebanyak 35 dibanding tahun
2021 sebanyak 450. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan pada tabel berikut ini.
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Sektor Usaha

Pertanian,
Peternakan,Kehutanan
dan Perikanan

Tabel 2. 78 Data Perkembangan Umkm Kabupaten Ngada 2019-2024
Jumlah UMKM 2023

Jumlah UMKM 2020

Mikro | Kecil

Menengah

Jumlah UMKM 2021

Jumlah UMKM2022

Kecil

Menengah

Jmih

Jumlah UMKM 2024

Mikro

Menengah

Industri Pengolahan

1321

Industri Kreatif

Perdagangan,
Perhotelan, Restauran

2678

5320

5556

5657

7009

Pengangkutan dan
komunikasi

Keuangan,
Persewaan, dan Jasa
Perusahaan

Bangunan

0

0

0

0

Jasa-Jasa

1025

1025 | 1453

1453

1680

1680 | 1690

1690

1764

1764

Jumlah

6144 0

0

6144 | 9453

0 | 9453

10342

10342 | 10423

0 | 10423

12192

12192

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2025

Sektor Usaha

Tabel 2.79 Data Perkembangan Tenaga Kerja,

Tenaga Kerja

20 202
21

202

20
24

2020

2021

Omzet

2022

2023

2024

2020

2021

Tota Aset
2022

Omset Di Kabupaten Ngada 2020-2024

2023

2024

Pertanian, 11| 12 | 145 | 152

Peternakan,K | 20 | 44 2 1 916,000,0 | 1,235,000, | 3,950,238, | 15,350,00 | 48,321,00 | 1,150,000, | 1,539,000 | 7,000,000, | 79,970,000 | 65,763,400,

ehutanan dan 00 000 000 0,000 0,000 000 ,000 000 ,000 000

Perikanan

Industri 13| 14 | 165 | 165

Pengolahan 21| 36 4 5 40,000,00 | 45,550,00 | 47,000,00 | 51,950,00 | 79,221,00 | 69,250,00 | 75,500,00 | 85,350,00 | 98,790,000 | 118,918,800
0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 ,000

Industri Kreatif

Perdagangan, | 26 | 53 | 555 | 555

Perhotelan, 78 | 20 6 7 6,155,000 | 15,590,00 | 20,550,00 | 92,952,87 | 288,720,0 | 9,450,000, | 11,500,00 | 20,550,00 | 125,952,98 | 334,333,345

Restauran ,000 0,000 0,000 5,000 29,500 000 0,000 0,000 7,000 ,000




Sektor Usaha Tenaga Kerja Omzet Tota Aset

20 20 202 202 20 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 pAz
20 21 2 3 24

Pengangkutan
dan
komunikasi

Keuangan,
Persewaan,
dan Jasa
Perusahaan

Bangunan

Jasa-Jasa 10 | 14 | 168 | 169
25| 53 0 0 5,940,000 | 20,352,00 | 23,352,29 | 46,654,30 | 65,033,00 | 7,250,150, | 7,255,000 | 10,550,00 | 84,033,726 | 17,137,300,
,000 0,000 0,000 3,950 0,000 000 ,000 0,000 ,500 000

Jumlah 61 | 94 | 103 | 104
44 | 53 | 42| 23 13,051,00 | 37,222,55 | 47,899,52 | 155,009,1 | 481,295,0 | 17,919,40 | 20,369,50 | 123,450,0 | 290,055,50 A 536,152,845
0,000 0,000 8,000 28,950 29,500 0,000 0,000 00,000 3,500 ,000

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2024




12. Urusan Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk
dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut
menanamkam modalnya disuatu daerah serta serapan tenaga kerja lokal dan
asing. Tentu saja untuk tingkat daerah semakin banyak PMDN dan serapan
Tenaga kerja lokal lebih diutamakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat lokal dan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun demikian
peran PMA dan tenaga kerja asing tetap diperlukan untuk lebih mempercepat
pertumbuhan ekonomi karena seringnya pemodal asing nilai investasinya bisa
lebih besar dan dengan tenaga kerja asing yang masuk ada percepatan
pertukaran ilmu dan pemahaman teknologi baru. Berdasarkan PP No.5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan Berbasis Resiko, maka
pada Tahun 2020 ada sebanyak 59 pelaku usaha yang sudah mendaftar dan
memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan meningkat ditahun 2021 menjadi 132
pelaku usaha yang sudah mendaftar dan memiliki Nomor Induk Berusaha(NIB).
Sedangkan untuk investasi bidang pengembangan bambu pada tahun 2019
sudah ada PT. Indo Bambu yang sudah membangun pabrik pengolahan bambu
di Kecamatan Golewa. Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi di
Kabupaten Ngada menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih
mengoptimalkan peluang usaha bagi investor diantaranya pembebasan lahan,
regulasi yang jelas, menyiapkan infrastruktur yang memadai, dan iklim usaha
yang kondusif.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Perkembangan indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kinerja
urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.62
berikut. Pada Tabel terlihat bahwa Tahun 2022, jumlah organisasi pemuda yang
aktif tetap di angka 51 dari tahun 2020 dan jumlah seluruh wirausaha mengalami
penurunan menjadi 122 dari 157 wirausaha. Penurunan ini sebagai dampak dari
adanya Covid 19. Jumlah cabang olahraga di Kabupaten Ngada yang terdaftar di
Dinas Pemuda dan olahraga Tahun 2021 tidak ada yang mendaftar karena
Covid19 dan Tahun 2022 sebanyak 14 Cabang olahraga. Dari 14 Cabang olahraga
yang terdaftar ada 7 Cabang olahraga yang dibina di Tahun 2022 dan dilombakan
yaitu Cabang olahraga Basket, Atletik, Taekwondo, Kempo, Pencak Silat, Sepak
Bola dan Bola Volley. Jumlah Pelatih tahun 2022 bertambah 4 orang dan pelatih
yang ditambah ini adalah pelatih yang telah bersertifikat yaitu pelatih sepak bola
2 (dua) orang, pelatih silat 1 (satu ) orang dan atletik 1(satu) orang sehingga
bertambah pula jumlah pelatih yang bersertifikat dari 893 menjadi 897 orang
untuk semua cabang olahraga. Tahun 2020 dan 2021 akibat adanya Covid 19
maka tidak ada event-event yang dipertandingkan. Tahun 2022 pasca Covid 19
ada 17 prestasi olahraga yang dimenangkan dari pelaksanaan kegiatan Suratin
Cup, Pekan Olahraga Provinsi ( PORPROV ) dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (
POPDA ) Tingkat Provinsi NTT.
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Tabel 2.80 Capaian indikator bidang olahraga Tahun 2020-2024

CAPAIAN
INDIKATOR e T
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah organisasi pemuda
1 yang aktif 51 51 51 51 108
2 Jumlah seluruh wirausaha 151 157 122 122 129
3 Jumlah Cabang Olahraga 21 (0] 14 14 14
4 Jumlah cabang olahraga yang 11 0] 7 2 8
dibina
S Jumlah Pelatih 893 893 897 902 902
6 Jumlah Pelatih yang 11 11 15 20 20
bersertifikat
7 Jumlah atlet pelajar yang 30.39 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.500
dibina 6 3 3 3
Jumlah prestasi olahraga 3
8 (jumlah prestasi cabang 0 0 17 q
olahraga yang dimenangkan
dalam1tahun)

Sumber : Dinas Pora, 2025

14. Urusan Statistik

Pengembangan data dan informasi daerah dilaksanakan guna mendukung
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan dengan hal ini tidak
hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting validitas,
kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga
memudahkan dalamanalisa perencanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
/SPPN bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi
yang valid, akurat, up to date dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja pembangunan pada urusan statistik dari Tahun 2019 -2023 dapat
diukur dengan 2 indikator yakni Buku Ngada Dalam Angka dan Buku PDRB
Kabupaten Ngada. Selain Data yang dikeluarkan oleh BPS, pada Tahun 2014
Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014
tentang SIPD berbasis web site sehingga dapat diakses melalui browser dan
dukungan jaringan internet dengan alamat website
http://sipd.bangda.kemendagri.go.id. Selanjutnya pada Tahun 2019 Kemendagri
menggantikan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 dengan Permendagri Nomor 70
Tahun 2019 tentang SIPD melalui website : http://sipd.kemendagri.go.id. Pada
tahun 2023 telah dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)
Kabupaten Ngada dengan nilai 1,34 predikat kurang. Sesuai Surat Keputusan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024, hasil Evaluasi
penyelenggaraan statistic sectoral di Kabupaten Ngada pada tahun 2024 mencapai
nilai 2,70 dengan predikat baik.
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15. Urusan Kebudayaan

Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan Negara memajukan kebudayaan
nasional ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Keberadaan
festival sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada
dimasyarakat Kabupaten Ngada, mulai dikembangkan dengan berbagai kegiatan
festival. Selain itu festival dilakukan untuk menarik perhatian warga dan
wisatawan serta pemeliharaan benda, situs dan cagar budaya. Berdasarkan
Edatabase Pada tahun 2023 benda situs dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan sebanyak 40 dar 53 benda, situs dan cagar budaya yang ada di
Kabupaten Ngada atau 75,47%, dan jumlah cagar budaya yang dikelola secara
terpadu sebanyak 47 cagar budaya. Tahun 2024 Kabupaten Ngada ditetapkan
sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM)
Nasional yang berlangsung pada Oktober hingga November 2024. KBKM
merupakan ajang tahunan yang digagas oleh Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan tujuan mendorong
pemajuan kebudayaan di Indonesia. Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM)
memainkan peran sebagai ruang inkubator untuk inovasi pemajuan kebudayaan.
Tak hanya itu, KBKM juga sebagai ruang kerja bersama (coworking space) bagi
kaum muda yang bercorak gotong-royong, serta merupakan ruang aktivasi
pendanaan atas usaha rintisan di bidang pemajuan kebudayaan.

Kegiatan ini melibatkan delapan desa sasaran di Kabupaten Ngada, yaitu
Desa Wawowae, Langagedha, Watumanu, Wogo, Dadawea, Boba Satu, Tadho, dan
Desa Lengkosambi Utara.
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16. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat untuk belajar, mencari dan
mengembangkan informasi dan juga sebagai sarana edukasi dalam pendidikan.
Perpustakaan berfungsi untuk menyimpan koleksi, menyajikan berbagai
informasi, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi dan fungsi kultural. Peran
Perpustakaan Daerah di Kabupaten Ngada melaksanakan pelayanan peminjaman
buku/bahan pustaka yang disiapkan baik di Kantor Perpustakaan ataupun
perpustakaan keliling. Tahun 2022 telah dibangun 1( satu) unit gedung
Perpustakaan yang bersumber Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 yang sesuai
standar Perpustakaan Nasional. Namun secara peralatan TIK, meubelair dan
sarana prasarana pendukung lainnya belum sesuai standar. Kinerja Urusan
perpustakaan, sampai tahun 2024 terdapat 326 perpustakaan diseluruh wilayah
Kabupaten Ngada yang terdiri dari Perpustakaan Umum Daerah 1 wunit,
Perpustakaan Khusus 4 unit, perpustakaan sekolah 271 unit, Perpustakaan
Perguruan Tinggi 2 unit, Perpustakaan Desa 46 unit dan Taman Bacaan 2 unit,
dengan ratio jumlah pengunjung perpustakaan masih sangat rendah dan
mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu dari 4,82 % menjadi 3,07% ditahun
2024. Jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan tahun 2024 sebanyak
23.964 buku. Jumlah judul buku tahun 2024 sebanyak 12.028 terdiri dari 10
klasifikasi yaitu karya umum, filsafat/psikologi, agama, ilmu-ilmu social, bahasa,
ilmu ilmu murni, ilmu terapan dan teknologi, kesenian dan olahraga,
kesusastraan, sejarah dan geografi. Nilai indeks Pembangunan Literasi
Masyarakat tahun 2023 sebesar 62,43% sedangkan tahun 2024 belum

132



mendapatkan nilai IPLM dari Perpusnas. Jumlah Pustakawan, tenaga teknis dan
penilai yang memiliki sertifikat sebanyak 7 orang.

Tabel 2.81 Kinerja urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

No Indikator Satuan 2020 2021 | 2022 2023 2024

1 | Indeks Pembangunan Angka 60 60 63 62,43 -
Literasi Masyarakat

2 | Tingkat kegemaran Persen 1,2 1,25 15 0,8 5,8
membaca

3 | Jumlah pengunjung Orang 1,499 | 1,033 | 3,170 | 8,253.00 | 4,657
perpustakaan per tahun

4 | Jumlah rata-rata Orang 1,499 | 1,033 | 3,170 8,253 | 5,278
pengunjung
perpustakaan/tahun

5 | Rasio jumlah pengunjung Persen 0.91 0.62 1.89 4.82 3.07
perpustakaan

6 | Jumlah Perpustakaan Unit 326 326 326 326 326

8 | Rasio perpustakaan Perpustakaan/ 1.76 | 1.738 | 1.716 1.904 | 1.897
persatuan penduduk Orang

9 | Jumlah koleksi judul buku Judul 10,000 | 10,700 | 8,688 11,661 | 12,028
perpustakaan daerah

10 | Rasio pengunjung Persen 1 1 2 5 3
perpustakaan di
perpustakaan kabupaten

11 | Jumlah Koleksi Eksemplar Eksemplar 21700 | 21700 | 21746 21748 | 23964
buku yang tersedia di
perpustakaan daerah

12 | Persentase pustakawasan, Persen 1428 | 14.28 | 14.28 14.28 | 14.28
tenaga teknis, dan penilai
yang memiliki sertifikat

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Ngada Tahun 2025

17. Urusan Kearsipan

Pengelolaan kearsipan merupakan langkah awal dalam membangun sistem
informasi untuk mendukung manajemen baik swasta maupun pemerintah untuk
meningkatkan efisiensi kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan pasal(1l) disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau
peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga
negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kompleksitas permasalahan yang
dihadapi Perangkat Daerah menuntut pemberdayaan seluruh sumber daya yang
dimiliki organisasi demi terselesaikan permasalahan dengan cepat dan tepat, tidak
terkecuali pengelolaan arsip yang merekam segala informasi mengenai aktivitas
organisasi. Pengelolaan arsip telah diterapkan dilingkungan Perangkat Daerah.
Sampai dengan keadaan tahun 2024 terdapat 32 Perangkat Daerah atau 76,19%
yang telah menerapkan pengelolaan kearsipan secara baku dan telah
melaksanakan akuisisi arsip dan pendataan oleh Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan.
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Tabel 2. 82 Capaian Urusan Kerasipan 2020-2024

No Indikator Satuan 2020 2021 | 2022 2023 2024

1 | Persentase perangkat Persen 47.61 | 76.19 66.6 45.20 76.19
daerah yang mengelola arsip
secara baku

2 | Peningkatan SDM Pengelola Orang - - - - 5
Kearsipan

3 | Jumlah Kegiatan pembinaan Kegiatan
petugas pengelola
pengarsipan

4 | Jumlah Perangkat Daerah Perangkat 20 32 28 19 32
yang telah menerapkan arsip Daerah
secara baku

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Ngada Tahun 2025

D. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam suatu lingkungan
wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan nasional
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing
daerah dan Nasional.

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan
berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran telah disusun
dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu mulai
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun) sesuai Perda Kabupaten Ngada
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006
tentang RPJPD tahun 2006-2026. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah RPIMD (5 tahun) 2021-2026 sesuai Perda Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2021
serta dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (1 tahun). Konsistensi Perencanaan
pembangunan di Kabupaten Ngada dari Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.83 Capaian Indikator UrusanPerencanaan 2020-202

INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 pl p 2.

Tersedianya Perencanaan ditetapkan
dengan PERDA v v v v v

Tersedianya Dokumen
Perencanaan:RPIMD yang telah v v v v v

ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
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INDIKATOR 2021 2022 2023
Tersedianya Dokumen Perencanaan:RKPD Vv % % v v
yang telah ditetapkan dengan PERKADA
nglah Program dalam APBD yang tidak 0 0 0 0 0
dilaksanakan
Jumlah kegiatan dalam APBD 250 400 346 261 158
Jumla_h Program APBD tahun berkenaan 157 155 130 124 85
sesuai RKPD
Jumlah program RKPD tahun berkenaan 157 109 109 109 109
Jumlah program RKPD yang dilaksanakan 157 108 106 106 85
tahun berkenaan
Jl_JmIah program RPJMD yang harus 157 109 109 109 109
dilaksanakan tahun berkenaan
Penjabaran RPJMD kedalam APBD 98% 98% 98,48% | 78,48% | 77,9%
Penjabaran RKPD kedalam APBD 98 100 100% 100% 77,9%

Sumber : BP litbang, 2024

2. Urusan Penunjang Keuangan

Perwujudan Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
telah dilaksanakan melalui aplikasi e-budgeting yang merujuk pada Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri
Nomor 21 Tahun 2011. Pada Tahun 2023 Kemendagri menerbitkan Kepmendagri
Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan & Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan
dengan mengedepankan prinsip- prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis,
realistis, sistimatis, konsisten dan penyajian wajar.

Untuk meningkatkan PAD telah dilakukan strategi pendataan dan
optimalisasi pemanfaatan asset pemda dengan melakukan transaksi yang
memasukkan aset non tunai seperti tanah dari para pemegang saham untuk
dijadikan modal perusahaan/inbreng, Penyewaan tanah dan/atau bangunan milik
Pemerintah Daerah, Penggunaan Electronic Data Capture (EDC) dalam
penerimaan pembayaran dan penyetoran penerimaan daerah sehingga
mempermudah transaksi keuangan, menghindari potensi kejahatan, penertiban
penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan melalui pendataan
objek pajak bumi dan bangunan termasuk tanah ulayat atau tanah suku dan
pajak bangunan, pendataan terhadap sumber pendapatan lainnya, penetapan
proses perijinan mendirikan bangunan (IMB) masyarakat baik untuk tempat
usaha maupun bangunan-bangunan lainnya. Penegakan pelaksanaan Peraturan
Daerah terkait pemberian perijinan, optimalisasi penerimaan daerah dan
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana-dana bergulir.

135



Laporan pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) dapat
diberikan oleh auditor, karena adanya pembatasan ruang lingkup audit atau
kelainan untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tahun2018
sampai dengan tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Ngada mendapatkan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang menyatakan bahwa laporan
keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang
material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Diharapkan di Tahun
2023 dan seterusnya Pemerintah Kabupaten Ngada tetap mendapat opini WTP
yang tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dalam kaitan dengan
pengelolaan keuangan serta penanganan aset Pemerintah Daerah.

Tabel 2.83 Capaian Kinerja Urusan Keuangan

INDIKATOR
Opini BPK WTP WTP WTP
terhadap laporan WTP
Keuangan
76.266.14 | 72.690.82 | 101.528.04 80.257.341. | 79.527.652.
Total SILPA 3. 2. a, 870,47 913,77
338,47 604,19 466,97
733.689.6 | 765.464.9 966.400.77 | 916.105.60
Total APBD 27 25 2 5.839,00
.823,74 .190,00 .326,38
Presentase SILPA 10% 9% 10,51 8,75 7,56
Presentase 10% 9% 10,51 8,75 7,90
SILPA
terhadap
APBD
Presentase 23,19% 24% 26% 31,66%
belanja
Pendidikan
Presentase 14,93% 27% 30% 27,19%
belanja
Kesehatan
Belanja Langsung | 36,42% 41,53% 41,73% 46%

Sumberc: Badan Keuangan, 2024

3. Urusan Penunjang Pengawasan

Pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada
beberapa obyek pemeriksaan (obrik) yang meliputi seluruh Perangkat Daerah.
Tujuan ditetapkan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah
Daerah adalah : mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat
Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama Lembaga non Kementerian,
Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten. Meningkatkan penjaminan
mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas
pengawasan APIP. Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung
terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan reguler, non reguler
dan pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja
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yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada
aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan
barang daerah.

4. Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk
mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik,
dilaksanakan melalui diklat formal, dengan mengirim tugas belajar dan
pemberian ijin belajar, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan,
penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan
kesejahteraan bagi pegawai sesuai masa kerjanya, pemberhentian dan pensiun.
Kinerja bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Pemerintah Kabupaten
Ngada dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.84 Capain Kienerja Urusan Kepegawaian dan Diklat

INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024

Rata-rata lama pegawai -
mendapatkan  pendidikan - - - -
danpelatihan(PIMII)

Rata-rata lama pegawai
mendapatkan  pendidikan - - - -
dan pelatihan ( PIM III dan
V)

Jumlah ASN yang mengikuti Oorg Oorg Oorg 2 orang -
Pendidikan dan Pelatihan
Formal

Jumlah Pejabat ASN yang Oorg Oorg Oorg 1 Orang -
mengikuti Diklat struktural

Jumlah jabatan pimpinan 32 Orang 25 Orang
tinggi pada instansi | 31 Orang | 28 Orang | 28 Orang
pemerintahan

Jumlah jabatan administrasi | 437 Orang | 514 Orang 514 357 Orang | 364 orang
pada instansi pemerintah Orang

Jumlah pemangku jabatan 1.825 |1.9530rang 1.911 1.817 2004 orang

fungsional  tertentu pada | Orang Orang Orang
instansi pemerintah

Sumber: edatabase BKPSDM,2024.
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2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pencapaian Indikator Makro RPJMD
A. Indikator Makro RPJMD

Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Ngada 2021 - 2026 bertujuan untuk memberikan
gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ngada
periode 2021 - 2026. Indikator penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ngada secara
umum meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing.
Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan
sasaran pembangunan Kabupaten Ngada periode 2021 - 2026 yang telah direncanakan.
Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Tabel 2.85 Evaluasi Pencapaian target Makro RPJMD Tahun 2024

IKU Kepala Daerah

Realisasi

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,18 3.67

2 Indeks Gini Nilai 0,305

3 Tingkat Kemiskinan Persen 10,51 11,87

4 In.deks Kualitas Lingkungan Nilai 6836 75,92
Hidup

5 Usia Harapan Hidup Tahun 69,64 68,71

6 Indeks .Pembangunan Nilai 70.1 7204
Manusia

7 Angka Stunting Jumlah 10,34 9.6

8 Tingkat Pengangguran Persen 318 568
Terbuka
Rata-rata kecepatan tempuh . . .

9 o Km/jam 28,93 km/jam 30 km/jam
antar kawasan prioritas

10 Persentase penurunan angka Persen 20,00% 14.43%
kecelakaan
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IKU Kepala Daerah Satuan

Realisasi

Persentase kawasan
11 pariwisata yang dapat diakses Persen 100% 100%
angkutan umum layak

12 Rasio pemukiman kumuh Persen 5,1 5

13 Indeks Risiko Bencana Nilai 92,5 94.41

14 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai/ Predikat 63 (B) 36,57

15 Angka Konflik Sosial Nilai 7 7

16 Indeks Desa Membangun Nilai 0,6731 0.6341

B. Evaluasi RPIJMD per Misi

Capaian sasaran RPJMD 2021 — 2026 merupakan akumulasi hasil (outcomes)
program dan keluaran (output) kegiatan. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian masing
- masing sasaran setiap misi. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Visi dan
Misi RPJMD Tahun 2021 — 2026. Pada tahun ini masih banyak program, kegiatan dan sub
kegiatan yang belum sesuai dengan arahan pembangunan RPJMD sehingga pencapaian
RPIMD tahun ini masih belum lengkap dan sesuai dengan rencana. Adapun hasil evaluasi
capaian per misi RPJMD tergambar pada tabel 2.98 berikut:

Tabel 2.86 Hasil Evaluasi Capaian RPJMD Per Misi Tahun 2024

Misi/ Tujuan/ Sasaran / Indikator Kinerja (Tujuan, Kondisi

Awal

Program Pembangunan Sasaran, Program
Daerah Pembangunan Daerah) Realisasi

Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata
dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan: Meningkatnya

kualitas pertumbuhan Laju Pertumbuhan Ekonomi 0,04 5,18 3.67
ekonomi
Sasaran: Meningkatnya
kontribusi sektor Kontribusi sektor pertanian

. 4,2 , ,07
pertanian terhadap terhadap PDRB 34,28 35,85 350

perekonomian
Sasaran: Meningkatnya

koqtnbusn sektor Kontribusi sektor perikanan 34,28 35,85 35,07

perikanan terhadap terhadap PDRB

perekonomian

Sasaran: Meningkatnya . N

realisasi penanaman Persentase peningkatan realisasi 0,84 402 203
PMDN

modal
Persentase peningkatan realisasi 05 0,58 0,97

PMA
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Misi/ Tujuan/ Sasaran /

Program Pembangunan
Daerah

Sasaran: Meningkatnya
kontribusi sektor

Indikator Kinerja (Tujuan,
Sasaran, Program
Pembangunan Daerah)

Kontribusi sektor pariwisata

Realisasi

- 42 )
pariwisata terhadap terhadap PDRB 0 088
perekonomian
Sasaran: Meningkatnya
kontribusi sektor Kontribusi sektor perdagangan
perdagangan terhadap terhadap PDRB 759 812 885
perekonomian
Sasaran: Meningkatnya
kontribusi sektor Kontribusi sektor perindustrian
perindustrian terhadap terhadap PDRB 143 159 1,53
perekonomian
Tujuan: Meningkatnya
kualitas pertumbuhan Laju Inflasi 1,84 1,84 2.17
ekonomi
Sasaran: Meningkatnya
stabilitas harga barang Indeks Harga Konsumen 106,28 114,32 106,2
dan jasa
Sasaran: Meningkatnya Indeks ketahanan pangan 7824 80,24
ketahanan pangan
Tujuan: Meningkatnya
pemerataan Indeks Gini 0,326 0,305
kesejahteraan
Sasaran: Meningkatnya
kontribusi sektor koperasi .
dan usaha kecil ie;sfnn::isr? Ii(c;feray yang SHU- 0 1,18 13.56
menengah terhadap y 9
perekonomian
Persentasg peningkatan kelas 56 65 128
usaha kecil ke menengah

Tujuan:
Menurunnya kemiskinan Tingkat kemiskinan 12,51 10,51 11,87
Sasaran: Meningkatnya | ;i 7 ar petani 106,26 115,07
kesejahteraan petani
Sasaran: Meningkatnya -

. Nilai Tukar Nelayan 27,68 71,75
kesejahteraan nelayan
Tujuan:
Menlngkatnyf'a kualitas In.deks Kualitas Lingkungan 68,25 68,36 75.92
lingkungan hidup Hidup
Sasaran:
Meningkatnya kualitas | 16 Kualitas Udara 85,07 83.95 94.91
udara
Sasaran:
Meningkatnya kualitas air | Indeks Kualitas Air 50,00 52 61.67
Sasaran:
Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Tutupan Lahan 69,320 69,323 65.3
tutupan lahan
Program Pembangunan
Daerah:
Sasaran:
Menurunnya volume Persentase volume sampah yang 18,63 > 22 81%

sampah

tertangani
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Misi/ Tujuan/ Sasaran /

Program Pembangunan
Daerah

Indikator Kinerja (Tujuan,
Sasaran, Program
Pembangunan Daerah)

Misi 2: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Realisasi

Tujuan:

Indikator tujuan:

Meningkatnya kualitas

dan daya saing sumber Usia Harapan Hidup 68,04 69,64 68,92
daya manusia
Indeks Pembangunan Manusia 67,88 70,1 72,04
Sasaran: Indikator sasaran:
semakin baiknya derajat | |y matian tou (akD 0 102/100.000 KH | 226,89/100.000 KH
kesehatan masyarakat
Angka Kematian Bayi (AKB) 10,69/100KH 34/1000KH 14,75/1.000 KH
Angka Kematian Balita (AKABA) 10,69/100KH 34/1000KH 15,31/1.000 KH
Angka Stunting 15,7 10,34 9.62
Angka Kesakitan 7,23 543 7.96
Sasaran: Indikator sasaran:
Terkendalinya .
pertumbuhan penduduk Angka Kelahiran Total (TFR) 3,7 2,9 1.24
Sasaran: Indikator Sasaran:
Ménurunnya Keluarga Pra Persentase Keluarga Pra 6.5 23,95 1112
Sejahtera Sejahtera
Sasaran: Indikator Sasaran:
Meningkatnya akses Angka Partisipasi Kasar (APK)
pendidikan PAUD 18,50 3 >3.02
,:nga Partisipasi Murni (APM) 92,37 95,30 86.51
Angka Partisipasi Murni (APM) 83,14 86,30 79.14
SMP
Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,7 13,5 12.75
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,52 9,36 8.83
Sasaran: Indikator Sasaran:
Mempgkatnya kualitas Rata-rata nilai ujian siswa 58 68 72.76
pendidikan
Nilai Standar Penjaminan Mutu
Internal (SPMI) 6> [E 97.21
Nilai akreditasi lembaga B A A
penyelenggara PAUD
Sasaran: Indikator sasaran:
Meningkatnya kualitas Indeks Pembangunan Literasi
dan layanan Perpustakaan Masvarakat Na
Daerah y 66
Sasaran: Indikator Sasaran:
Mee;\Lnfakzgr;Z?nkontrlbum Peringkat pada event olahraga 3 5 0%
b daerah (PORPROV) °
pembangunan
Tingkat/Persentase partisipasi
pemuda dalam kegiatan ekonomi Na 20% 100%
mandiri
Sasaran: Indikator sasaran:
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender 59,22 71,71

keberdayaan perempuan
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Misi/ Tujuan/ Sasaran /

Program Pembangunan
Daerah

Indikator Kinerja (Tujuan,
Sasaran, Program
Pembangunan Daerah)

Realisasi

dan partisipasinya dalam
pembangunan
Sasaran: Indikator Sasaran:
Meningkatnya Kualitas
Kehidupan Anak Status Kabupaten Layak Anak NA Madya Madya
Tujuan: Indikator Tujuan:
Menurunnya kemiskinan Tingkat Kemiskinan 12,51 10,51 11.87
Sasaran: Indikator Sasaran:
Menurunnya tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka 4,69 3,18 2.68
pengangguran
MISI 3 MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENINGKATKAN
PELAYANAN DASAR
Tujuan: Indikator Tujuan:
Meningkatnya
kenyamanan dan Rata-rata kecepatan tempgh . 27'.78 28,93 30 km/jam
.| antar kawasan-kawasan prioritas km/jam
keselamatan transportasi
Sasaran: Indikator Sasaran:
Menllnglfat.nya akses dan Persen'Fasg panjang jalan |.oai1da' 69,45% 73,29% 78.10%
kualitas jaringan jalan ruas prioritas dalam kondisi baik
Sasaran: Indikator Sasaran:
Meningkatnya
ketersediaan dan kualitas | Persentase sarana dan prasarana 38,68% 70,68% 100%
sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik
perhubungan
Sasaran: Indikator Sasaran:
Meningkatnya
kenyamanan dan . Persentase peningkatan akses 100% 100% 100%
keselamatan transportasi | angkutan umum
umum
Tujuan: Indikator Tujuan:
Menlngkatr_\ya Rasio pemukiman kumuh 13,4 5.1 5
kelayakhunian
Sasaran: Indikator Sasaran:
Meningkatnya akses Rasio rumah layak huni 78,00 85,00 80.37%
pemukiman layak huni
Indikator Sasaran:
Persentase kawasan permukiman
dan perumahan dengan PSU NA 94,55% 90.02%
layak
Indikator Sasaran:
Persentase rumah tangga yang
memiliki ékse_s terhadap layanan 76,09% 9% 0%
sumber air minum layak dan
berkelanjutan
Indikator Sasaran:
Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap sanitasi 67,58% 78,34%
layak dan berkelanjutan
Sasaran: Indikator Sasaran:
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Misi/ Tujuan/ Sasaran /

Program Pembangunan
Daerah

Meningkatnya kualitas

Indikator Kinerja (Tujuan,
Sasaran, Program
Pembangunan Daerah)

Persentase pemanfaatan ruang

Realisasi

tata ruang dan bangunan | sesuai dengan peruntukan 62,71% 80,31% 100%
Tujuan: Indikator Tujuan:

Menurunnya risiko Indeks Risiko Bencana 1157 92,5 94.41
bencana

Sasaran: Indikator Sasaran:

Meningkatnya mitigasi

dan penanggulangan Angka korban bencana 170 40 o

bencana

MISI 4 MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN MELAYANI

Tujuan:

Indikator Tujuan:

Terwujudnya tata kelola

. ) Indeks Reformasi Birokrasi 50,06 (CC_ 63 (B) 36.57 ©
pemerintahan yang baik
Sasaran: Indikator Sasaran:
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja Nilai SAKIP 51,85 67 (B) 60.10 (B)
pemerintah daerah
Indikator Sasaran:
Nilai EKPPD 20 70 na
Sasaran: Indikator Sasaran
Meningkatnya integritas | Indeks manajemen resiko Na Level 2 Level 3
dan profesionalitas Indikator Sasaran
aparatur pemerintah - ) - .
Nilai Survei Penilaian Integritas Na 81 73.70
Indikator Sasaran
Indeks Profesionalitas ASN Na 70 85
Sasaran: Indikator Sasaran
Meningkatnya
akuntabilitas dan Opini BPK WTP WTP WTP
kapasitas keuangan
pemerintah daerah
Indeks Pengelolaan Keuangan Na 70 67,359
Daerah
Sasaran Indikator Sasaran
Men!ngkatnya pelay_anan Indeks Kepuasan Masyarakat Na 75 75
publik yang berkualitas
Sasaran: Indikator Sasaran:
Meningkatnya
transparansi pemerintah Indeks Sistem Pemerintahan 18 26 217
daerah berbasis teknologi | Berbasis Elektronik (SPBE) ' ' ’
informasi
Indikator Sasaran:
Indeks Keterbukaan Infomasi Na 68 25

Publik

MISI 5 MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI INSTITUSI BUDAYA

Tujuan:

Indikator Tujuan:
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Misi/ Tujuan/ Sasaran / Indikator Kinerja (Tujuan,

Program Pembangunan Sasaran, Program
Daerah Pembangunan Daerah) Realisasi

Meningkatnya

keberdayaan sosial Angka Kemiskinan 12,51 10,51 11,87
masyarakat

Angka Konflik Sosial 23 7 7
Sasaran: Indikator Sasaran:

Meningkatnya keberdayaan

Indeks Desa Membangun 0,6218 0,6731 0.6341
masyarakat desa

Indikator Sasaran:

Persentase PMKS yang berdaya 25 75,01 48%
Sasaran: Indikator Sasaran
Menlngkatn}/a Persentase penurunan biaya NA 15% NA
transformasi budaya sosial

Persentase budaya benda dan o

tak benda yang dilestarikan Na 70% 76.35
Sasaran: Indikator Sasaran
Meningkatnya kerukunan | Presentase konflik sosial yang Na 100% 100%

hidup masyarakat diselesaikan

2.2.2 Evaluasi Pencapain RKPD

Pencapaian RKPD tahun 2024 triwulan IV dapat disimpulkan seperti berikut, terlihat dalam
tabel terdapat ketidakseimbangan antara pencapain kinerja program kegiatan dengan
realisasi anggaran. Hasil Evaluasi Triwulan 4 RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran
RKPD ini.

Haisl Evaluais RKPD Tahun 2024 diperoleh pencapaian sebagai berikut :
e Terdapat 1 PD yang memiliki Realisasi Capaian Kinerja Program Sangat Rendah =
kurang dari 50%
Terdapat 3 PD yang memiliki Realisasi Capain Kinerja Program Rendah = 51-65%
Terdapat 3 PD yang memiliki Realisasi Capain Kinerja Program sedang = 66%-75%
Terdapat 10 PD yang memiliki Realisasi Capain Kinerja Program Tinggi= 76%-90%
Tidak terdapat 34 PD yang memiliki Realisasi Capaian Kinerja Program Sangat Tinggi
= 91%-100%
Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencapaian target yang sangat rendah adalah
sebagai berikut:
1. Ketidakpatuhan terhadap penyusunana laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan
tahunan,
2. Laporan Keuangan tidak tepat waktu yang disebabkan oleh Perangkat Daerah yang
belum optimal dalam menyesuaiakan sistem dan
3. Proses tender terlambat yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang sangat
terlambat dan tidak selesai tepat waktu,.
4. Adanya regulasi yang sering muncul di pertengahan tahun sehingga perlu
dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang berdampak pada pelaksanaan Program
dan kegiatan.
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5. Terkait belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan pada beberapa perangkat
kendala dalam pencaiaran keuangan disebabkan karena

daerah mengalami

persyaratan teknis pengajuan yang tidak lengkapi.

2.2.3 Evaluasi Pencapaian SPM

2.2.3.1 Pendidikan

SPM pendidikan diatur dalam Permendagri No. 51 Tahun 2021 dan secara lebih rinci terdapat

dalam Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022. Berikut merupakan capaian SPM urusan pendidikan

Kabupaten Ngada.

Indikator SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator Satuan 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi Persen tad tad tad tad tad
dalam pendidikan dasar
Rata-rata skor capaian kemampuan Literasi siswa jenjang angka (1-100) |tad tad 57,28| 65,87 76,38
pendidikan sekolah dasar (SD) berdasarkan hasil asesmen
nasional
Rata-rata skor capaian kemampuan Literasi siswa jenjang angka (1-100) |tad tad 53,06 66,9 74,47
pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan
hasil asesmen nasional
Rata-rata skor capaian kemampuan Literasi siswa jenjang angka (1-100) |tad tad 66,31 58,1 75,77
pendidikan sekolah menengah Atas (SMA) berdasarkan hasil
asesmen nasional
Rata-rata skor capaian kemampuan Literasi siswa jenjang angka (1-100) |tad tad 33,33 30,51 55,78
pendidikan sekolah menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan
hasil asesmen nasional
Rata-rata skor capaian kemampuan Numerasi siswa jenjang angka (1-100) |tad tad 38,43 49,6 69,58
pendidikan sekolah dasar (SD) berdasarkan hasil asesmen
nasional
Rata-rata skor capaian kemampuan Numerasi siswa jenjang angka (1-100) |tad tad 34,47 42,78 72,77
pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan
hasil asesmen nasional
Rata-rata skor capaian kemampuan Numerasi siswa jenjang angka (1-100) |tad tad 37,57| 51,32 56,93
pendidikan sekolah menengah Atas (SMA) berdasarkan hasil
asesmen nasional
Rata-rata skor capaian kemampuan Numerasi siswa jenjang angka (1-100) |tad tad 19,52 20,18 53,47
pendidikan sekolah menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan
hasil asesmen nasional
Iklim Keamanan SD/MI/Sederajat angka (1-100) |tad 60,24| 63,86/ 69,77 75,74
Iklim Keamanan SMP/MTs/Sederajat angka (1-100) |tad 63,42 67,29| 65091 71,92
Iklim Kebinekaan SD/MI/Sederajat angka (1-100) |tad tad tad 68,9 76,79
Iklim Kebinekaan SMP/MTs/Sederajat angka (1-100) |tad tad tad| 66,84 75,75
Iklim Inklusivitas SD/MI/Sederajat angka (1-100) |tad tad tad| 56,44 59,1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, 2025

Indikator SPM pendidikan secara umum mengalami peningkatan. Meskipun demikian masih
banyak yang perlu ditingkatkan terutama pada kemampuan numerasi semua siswa di semua jenjang
pendidikan, kemampuan literasi dan numerasi siswa SMK, serta pembentukan karakter untuk siswa

SD sederajat dan SMP sederajat. Selain itu, iklim inklusivitas baik SD sederajat maupun SMP

sederajat masih perlu diperhatikan.
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2.2.3.2 Kesehatan
SPM kesehatan diatur dalam Permendagri No. 51 Tahun 2021 dan secara lebih rinci terdapat
dalam Permenkes No. 6 Tahun 2024. Berikut merupakan capaian SPM urusan kesehatan Kabupaten

Ngada.
Indikator SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persen 97.75 96.29 91.69 | 100.00 90.27
kesehatan
Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Persen 100.00 | 100.00 | 100.00 99.79 99.83
kesehatan
Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Persen 99.47 99.62 98.71 98.70 99.04
kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persen 90.74 96.58 94.00 94.11 99.72
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Persen 72.57 71.01 96.24 97.08 99.42
pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining Persen 57.01 76.93 57.45 48.09 | 62.42
kesehatan sesuai standar
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas Persen 78.48 77.54 83.53 88.33 80.47
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan Persen 98.56 95.40 95.81 84.38 | 64.44
pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan Persen 21.98 18.33 42.29 50.73 63.67
pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Persen 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00
kesehatan sesuai standar
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan Persen 86.64 | 100.00 36.40 94.62 85.43
pelayanan TBC sesuai standar
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan | Persen 69.85 44.37 31.29 7192 | 84.32
deteksi dini HIV sesuai standar

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, 2025
Capaian kinerja bidang kesehatan yang dilihat dari SPM menunjukkan adanya penurunan

dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai bidang. Di antara yang menurun
khususnya pada tahun 2024 yaitu pelayanan terhadap ibu hamil, lansia, dan penderita TBC. Hal ini

menunjukkan secara umum pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngada sudah mengalami perbaikan.

2.2.3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang memiliki capaian yang cukup baik diikuti dengan peningkatan setiap tahunnya. Capaian yang
terlihat pada tabel terlampir terdiri atas empat indikator, yaitu terkait ketersediaan air minum,
layanan air limbah, cakupan rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena
relokasi. Walaupun demikian, capaian ini masih perlu ditingkatkan pada periode selanjutnya
mengingat target capaian SPM pada urusan ini adalah sebesar 100 persen. Oleh karena itu,
pemerintah daerah perlu terus melakukan peningkatan untuk bisa memberikan pelayanan dasar
yang prima bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ngada.

Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Ngada Tahun 2019-2024

Indikator Satuan| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah warga negara yang memperoleh Persen na na| 49,83| 55,78| 59,97 63,35
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kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Persentase jumlah rumah tangga yang
memperoleh layanan pengolahan air limbah Persen | 67,58| 73,51| 74,78 na na na
domestik

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Ngada, 2025

2.2.3.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Belum ada data yang tercatat untuk capaian SPM untuk urusan Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada dari tahun 2019-2024.

Indikator Satuan| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Persentase warga negara korban bencana yang |Persen na na na na na na
memperoleh rumah layak huni

Persentase warga negara yang terkena relokasi Persen na na na na na na
akibat program kabupaten yang memperolah
fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Ngada, 2025

2.2.3.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan diatur dalam Permendagri No. 51
Tahun 2021. Berikut merupakan capaian SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan
perlindungan Kabupaten Ngada:

Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari 64 592 89 157 151
penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten
Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi Persen |tad 100 100 100|tad
rawan bencana
Persentase warga negara yang memperoleh layanan Persen |tad 50 50 50|tad
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Persentase warga negara yang memperoleh layanan Persen |tad 70 70 75]tad
penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan Orang 70 75 60 85 75
dan evakuasi korban kebakaran
Persentase warga negara yang memperoleh layanan Persen 100 100 100 100 100
penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngada, 2025

Penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan berdasarkan SPM
memberikan hasil yang cukup baik. Hal ini mengindikasikan kinerja yang baik dalam urusan ini.
Meskipun demikian, perlu adanya peningkatan dan perbaikan dalam beberapa hal seperti perluasan
area pelayanan termasuk pada pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bukan hanya pada

penyelamatan dan evakuasi.

2.2.3.6 Sosial
SPM urusan sosial diatur dalam Permendagri No. 51 Tahun 2021. Indikator SPM urusan sosial

Kabupaten Ngada mengalami fluktuasi yang mengindikasikan keberlanjutan program-program
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terkait sosial belum dapat dilaksanakan secara optimal terutama dalam hal rehabilitasi sosial baik
untuk penyandang disabilitas, anak terlantar, maupun lansia.
Indikator SPM Urusan Sosial Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024

Indikator Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang Orang 211 212 809 835 1
memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar | Orang 14 19 149 143 8
panti
Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh Orang 1849 1 4| 5926 5
rehabilitasi sosial di luar panti
Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang Orang tad tad tad tad tad
memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti
Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang Orang 13 12 37 14| 1080

memperoleh jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang Persen 100 100 100 100 100
memperoleh jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota
persentase warga negara penyandang disabilitas, anak terlantar, | Persen 26,42| 21,95 56 56 72
lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang
memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Ngada, 2025

2.2.4 Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses untuk
menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat menjadi masukkan bagi
proses perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya yang didukung oleh
ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian. program
pembangunan menjadi lebih efisien. efektif. disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya
yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan
dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat
sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan
daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan
keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan permasalahan
pembangunan masing-masing urusan dan terkait pelayanan dasar dan tugas/fungsi setiap
SKPD. Identifikasi permasalahan menjelaskan yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa
mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

Tabel 2.87 Capaian Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Kriteria / Aspek / Urusan Permasalahan

1 | Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi daerah pasca Pandemi
covid 19 kembali pulih dengan niali yang
cenderung naik namun kenaikan tersebut belum
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No Kriteria / Aspek / Urusan

Permasalahan

menunjukkan pertumbuhan significant seperti

yang diprediksikan.

Pendapatan Per Kapita

Pendapatan masyarakat masih rendah dengan
distribusi perdesaan dan perkotaan yang kurang
seimbang.

Inflasi

Inflasi masih fluktuatif dan secara signifikan
dipengaruhi oleh kebijakan pusat serta
ketersediaan infrastruktur distribusi barang dan
jasa.

Kemiskinan

Angka kemiskinan mangalami penurunan dari
tahun sebelumnya namun penurunan ini belum
signifikan dan stabil. Hal ini menunjukkan
program penanganan kemiskinan  belum
memberikan  kontribusi  besar  terhadap
penanganan kemiskinan

Pengangguran

Angka pengganguran belum menunjukkan
tingkat stabilitas yang baik dan masih sangat
fluktuatif. Selain itu persoalan tenaga kerja yang
tidak berbayar masih menjadi persoalan di
daerah ini.

2 | Pelayanan Umum

A | Urusan Wajib Pelayanan
Dasar

1 Pendidikan

e Masih terdapat anak usia sekolah yang
belum tertampung baik di SD. SMP maupun
SMA serta keterbatasan kesempatan untuk
melanjutkan pendidikan ketingkat
pendidikan lebih tinggi yang tergambar dari
Angka Partisipasi Murni. Angka Partisipasi
Sekolah dan Angka Rata-Rata Harapan
Sekolah.

e Belum meratanya kualitas profesional guru
dan tenaga kependidikan serta masih
terbatasnya  kesempatan = memperoleh
pendidikan dan pelatihan bagi guru dan
tenaga kependidikan

149



No Kriteria / Aspek / Urusan

2

Kesehatan

Permasalahan

Rasio tenaga kesehatan belum sesuai
dengan kebutuhan khususnya pada sarana
prasarana kesehatan yang baru.

Masih adanya kasus kematian ibu
melahirkan dan kasus kematian bayi yang
tinggi dan belum mencapai target RPJMD

Belum optimalnya upaya promotif yang lebih
menyeluruh melibatkan sektor kesehatan
dan lintas sektor serta masyarakat sehingga
perilaku hidup bersih dan sehat belum
membudaya di dalam masyarakat.

Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Belum tersedianya sarana dan prasarana
jalan yang memadai menuju kantong-
kantong  produksi dan  pusat-pusat
pertumbuhan  ekonomi  baru  secara
memadai.

Akses air bersih masih belum dapat
memenuhi standar kelayakan. Dan Capaian
penduduk yang terlayani air bersih tahun
2024 masih 79 %.

Perumahan rakyat dan
kawasan permukiman

Belum semua masyarakat memiliki rumah
layak huni yaitu terdapat 20,46 % rumah
tidak layak huni sesuai dengan standar
rumah sehat.

Masih terdapat 5,34 % atau 1.857 RT yang
belum terlayani listrik PLN.

Ketentraman dan Ketertiban
umum serta perlindungan
masyarakat

Masih terdapat pelanggaran terhadap
PERDA yang sudah ditetapkan.

Masih terbatasnya aparatur POLPP yang
memiliki kemampuan dan keterampilan
yang memadai.

Sosial

Belum semua PMKS memperoleh Bantuan
karena keterbatasan Sumber Daya.

Belum semua Penyandang Cacat Fisik dan
Mental serta Lanjut Usia yang belum
menerima Jaminan Sosial.
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Permasalahan

e Belum tertangani dengan baik para
penderita ODGJ

B | Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar

1 | Tenaga Kerja

Mayoritas bekerja pada sektor pertanian. perlu
pengembangan sektor sekunder (Pengolahan
berbasis pertanian) yang dapat meningkatkan
penyerapan tenaga kerja secara signifikan.

2 | Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

e Keterbatasan SDM untuk menangani
permasalahan perempuan dan anak.

e Belum semua Perempuan diberdayakan
dalam konteks Pengembangan ‘Tante Nela
Paris” sesuai Visi dan Misi RPJMD

e Kabupaten Layak Anak masih menjadi
wacana belum sepenuhnya dijalankan pada
semua aspek yang dibuktikan dengan belum
adanya perda perlindungan anak.

3 | Pangan

e Kualitas kelembagaan petani masih rendah.

e Belum terlaksananya sistem informasi
pasokan. harga dan akses pangan.

e Belum terlaksananya sistem penanganan
stabilitas harga dan akses pangan.

e Masih kurang pemahaman pengelolaan
lumbung pangan yang baik.

e Pendampingan oleh PPL belum maksimal.

4 Pertanahan

Masih adanya potensi permasalahan
pertanahan terutama mengenai kondisi aset
Pemerintah Daerah terkait dengan kepastian
hukum dan administrasi pertanahan.

5 | Lingkungan Hidup

e Belum tersedianya sarana Tempat
Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) pada
semua kecamatan.

e Tempat Pemroses Akhir (TPA) yang belum
menerapkan metode Sanitary Landfill.
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Permasalahan

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan sampah rumah tangga.

Kerusakan lingkungan pada sumber mata
air dan DAS.

Administrasi kependudukan
dan catatan sipil

Rendahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya kepemilikan dokumen
kependudukan.

Kurangnya data penduduk yang akurat
(valid) sehingga sering terjadi data ganda.

Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

Belum kompetennya  aparatur  dan
kelembagaan desa/kelurahan.

Belum optimalnya pengelolaan BUMDes dan
BUMDesMa dalam peningkatan Pendapatan
Asli Desa.

Belum optimalnya peran serta Lembaga
masyarakat adat dalam  mendukung
pengembangan ekonomi rumah tangga di
desa.

Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana

Rendahnya cakupan peserta KB Mandiri dan
peserta KB aktif.

Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan PKB
belum optimal dalam melaksanakan
tugasnya sehingga berdampak terhadap
keberhasilan program.

Perhubungan

Perlu peningkatan sarana dan prasarana
untuk 3 pelabuhan laut ( pariwisata. barang
dan penumpang).

Penataan Terminal dan jalur Trayek
Angkutan perdesaan dan perkotaan belum
terkoneksi dengan baik.

10

Komunikasi dan Informatika

Keterbatasan SDM bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Belum optimalnya Pemahaman PD dalam
menerapkan UU Keterbukaan Informasi
Publik
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Permasalahan

Belum optimalnya ketersediaan sarana dan
prasarana informatika untuk mendukung
pencapaian digitalisasi tata kelola
pemerintahan.

11

Koperasi. Usaha Kecil dan
Menengah

Kurangnya pembinaan terhadap usaha
mikro kecil dan menengah.

Kurangnya keterampilan dan kewirausahaan
pelaku usaha.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia
yang tercermin dari kurangnya jiwa
kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi
kreativitas, dan disiplin kerja untuk
menciptakan peluang usaha.

12

Penanaman Modal

Keterbatasan Sarana dan Prasarana
(Infrastruktur dasar wilayah).

Peluang investasi yang dipromosikan belum
memenuhi syarat perbankan sehingga
berpengaruh terhadap calon investor yang
akan berinvestasi .

Belum adanya kepastian hukum. jaminan
keamanan berusaha dan infrastruktur yang
memadai.

Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya
memahami akan perlunya investasi

Masih rendahnya kontribusi pelayanan
perijinan terhadap peningkatan Pendapatan
Asli Daerah.

13

Kepemudaaan dan Olahraga

Belum semua cabang olahraga dibina secara
professional.

Keikutsertaan dalam even pertandingan
olahraga yang diselenggarakan disiapkan
secara mendadak tanpa program terukur
dan berkesinambungan.

Belum optimalnya keterlibatan kaum muda
dalam pembangunan daerah.
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Permasalahan

e Belum optimalnya Pengembangan

kewirausahaan bagi kaum muda

14

Statistik

e Masih ada PD yang belum memahamami
tentang indikator makro ekonomi maupun
sosial secara menyeluruh.

o Ketidaksepahaman tentang data yang
dikeluarkan oleh BPS dan PD terkait.

e Kurangnya koordinasi pengumpulan dan
updating data tingkat kabupaten.

e Integrasi data antar bidang dan instansi
belum optimal

15

Persandian

Masih minimnya aparat. sarana dan prasarana
persandian

16

Kebudayaan

e Kurangnya perawatan terhadap situs-situs
yang ada.

e Keterbatasan SDM Juru Rawat Situs.

e Terbatasnya sarana dan  prasarana
pendukung untuk perawatan situs-situs
yang ada.

e Kurangnya penyelenggaraan Festival
Kebudayaan di Kabupaten Ngada.

17

Perpustakaan

e Judul dan jumlah buku vyang belum
memadai.

e Minimnya ketersediaan perpustakaan
desa/kelurahan.

e Belum adanya penyediaan pustaka/buku
yang menggunakan teknologi informasi.

18

Kearsipan

Belum optimalnya penataan arsip di PD.
Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai
sebab seperti : kurangnya perhatian pimpinan,
kurangnya SDM Kearsipan, kurangnya sarana
dan prasarana kearsipan dan kurangnya
kesadaran akan pentingnya masalah kearsipan.

Urusan Pilihan

Kelautan dan Perikanan

e Terbatasnya jumlah tangkapan ikan.
rendahnya daya beli masyarakat, sarana dan
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prasarana penangkapan ikan yang masih
terbatas.

e Terbatasnya sarana dan  prasarana
perikanan Budi daya, terbatasnya kualitas
SDM Masyarakat, terbatasnya SDM Aparatur
penyuluh perikanan, terbatasnya sarana dan
prasarana pendukung bagi penyuluh
perikanan.

e Terbatasnya sarana dan  prasarana
perikanan tangkap dan terbatasnya kualitas
SDM Nelayan.

2 | Pariwisata e Masih sangat terbatas destinasi pariwisata
yang telah ditata secara baik yang menarik
minat kunjungan wisatawan.

e Masih kurangnnya promosi pariwisata yang
terintegrasi dengan kabupaten sekitar.

3 | Pertanian e Penerapan teknologi pertanian yang masih
rendah.

e Kemampuan petani membeli saprodi masih
rendah.

e Kurangnya pendampingan di lapangan.

e Lemahnya kemampuan petani untuk
mengakses dana dari  kelembagaan
keuangan yang ada.

e Masih terbatasnya sumber air untuk irigasi
sawah dan belum tersedianya sarana irigasi
yang memadai untuk mengairi sawah.

e Keterbatasan pupuk untuk petani.

e Masih sangat terbatasnya pengolahan pasca
panen hasil-hasil pertanian yang dapat
memberikan nilai tambah dan penyerapan
tenaga kerja.

e Kontribusi Sektor Pertanian masih cukup
tinggi yang menandakan bahwa sektor
lainnya (Sekunder) masih belum
berkembang baik sehingga perlu upaya
untuk bisa menciptakan nilai tambah sektor
pertanian.

e Masih Banyak Tanaman Kopi yang perlu
peremajaan dan acaman alih fungsi lahan.
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Permasalahan

Perkebunan kopi, cengkeh, pala, kakao dan
kelapa yang ada saat ini masih dikelola
secara konvensional.

4 | Energi dan Sumberdaya )
Mineral .

Keterbatasan sumber daya penghasil listrik.
Keterbatasan = kemampuan  masyarakat
untuk mengakses listrik.

Belum signifikannya perkembangan sektor
sekunder (pertambangan) di Kabupaten
Ngada.

5 | Perdagangan .

Belum optimalnya penataan dan
pengelolaan  pasar sebagai  sarana
perdagangan.

Masih beredarnya barang dan jasa yang
tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
Belum tertatanya sistem perdagangan di
Kabupaten Ngada melalui tata niaga yang
teratur.

6 Perindustrian °

Sektor Industri di Kabupaten Ngada belum
berkembang dengan baik. rata-rata industri
olahan untuk menciptakan nilai tambah
sektor pertanian masih rendah, kondisi ini
diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya
manusia untuk menciptakan nilai tambah
dan keterbatasan sarana pendukung
lainnya.

Masih rendahnya kemampuan manajemen
dan permodalan industri kecil menengah.
Masih rendahnya akses pemasaran produk
IKM.

7 | Transmigrasi o

Belum optimalnya fasilitasi pada kawasan
transmigrasi yang ada.

Kawasan Transmigrasi yang ada belum
berkembang sesuai rencana.

2.3 Permasalahan Umum Daerah
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Urusan
Urusan Wajib

Pelayanan Dasar

Permasalahan

Pendidikan

Masih terdapat anak wusia sekolah yang belum
tertampung baik di SD, SMP maupun SMA serta
keterbatasan kesempatan untuk melanjutkan
pendidikan ketingkat pendidikan lebih tinggi yang
tergambar dari Angka Partisipasi Murni. Angka
Partisipasi Sekolah dan Angka Rata-Rata Harapan
Sekolah.

Belum meratanya kualitas profesional guru dan
tenaga kependidikan serta masih terbatasnya
kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan

bagi guru dan tenaga kependidikan

Kesehatan

Rasio tenaga kesehatan belum sesuai dengan
kebutuhan khususnya pada sarana prasarana

kesehatan yang baru.

Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan dan
kasus kematian bayi yang tinggi dan belum

mencapai target RPJMD

Belum optimalnya upaya promotif yang lebih
menyeluruh melibatkan sektor kesehatan dan
lintas sektor serta masyarakat sehingga perilaku
hidup bersih dan sehat belum membudaya di dalam

masyarakat.

Pekerjaan Umum
dan Penataan

Ruang

Belum tersedianya sarana dan prasarana jalan yang
memadai menuju kantong-kantong produksi dan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara

memadai.

Akses air bersih masih belum dapat memenuhi
standar kelayakan. Dan Capaian penduduk yang

terlayani air bersih tahun 2024 masih 79 %.
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No Urusan Permasalahan
dan kawasan huni yaitu terdapat 20,46 % rumabh tidak layak huni
permukiman sesuai dengan standar rumah sehat.
Masih terdapat 5,34 % atau 1.857 RT yang belum
terlayani listrik PLN.
5 | Ketentraman dan Masih terdapat pelanggaran terhadap PERDA yang
Ketertiban umum sudah ditetapkan.
serta perlindungan @ Masih terbatasnya aparatur POLPP yang memiliki
masyarakat kemampuan dan keterampilan yang memadai.
6 | Sosial Belum semua PMKS memperoleh Bantuan karena
keterbatasan Sumber Daya.
Belum semua Penyandang Cacat Fisik dan Mental
serta Lanjut Usia yang belum menerima Jaminan
Sosial.
Belum tertangani dengan baik para penderita
ODGJ
B | Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar
1 | Tenaga Kerja Mayoritas bekerja pada sektor pertanian. perlu
pengembangan sektor sekunder (Pengolahan
berbasis pertanian) yang dapat meningkatkan
penyerapan tenaga kerja secara signifikan.
2 | Pemberdayaan Keterbatasan SDM untuk menangani permasalahan
Perempuan dan perempuan dan anak.
Perlindungan Anak | Belum optimalnya pemberdayaan perempuan
dalam semua sektor Pembangunan Daerah
Kabupaten Layak Anak masih menjadi wacana
belum sepenuhnya Aturan sesuai Perda Kabupaten
Layak Anak yang disebabkan masih belum adanya
peraturan turunan pelaksana Perda Kabupaten
Layak Anak.
3 | Pangan Kualitas kelembagaan petani masih rendah.
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No Urusan Permasalahan
Belum terlaksananya sistem informasi pasokan.
harga dan akses pangan.
Belum terlaksananya sistem penanganan
stabilitas harga dan akses pangan.
Masih kurang pemahaman pengelolaan lumbung
pangan yang baik.
Pendampingan oleh PPL belum maksimal.

4 | Pertanahan Masih adanya potensi permasalahan pertanahan

terutama mengenai kondisi aset Pemerintah
Daerah terkait dengan kepastian hukum dan
administrasi pertanahan.

5 Lingkungan Hidup Belum tersedianya sarana Tempat Pengelolaan

Sampah Terpadu (TPST) pada semua kecamatan.
Tempat Pemroses Akhir (TPA) yang belum
menerapkan metode Sanitary Landfill.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan sampah rumah tangga.

Kerusakan lingkungan pada sumber mata air dan
DAS.

6 Administrasi Rendahnya  kesadaran masyarakat akan
kependudukan dan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
catatan sipil Kurangnya data penduduk yang akurat (valid)

sehingga sering terjadi data ganda.

7 | Pemberdayaan Belum kompetennya aparatur dan kelembagaan

Masyarakat dan

Desa

desa/kelurahan.

Belum optimalnya pengelolaan BUMDes dan
BUMDesMa dalam peningkatan Pendapatan Asli

Desa.

Belum optimalnya peran serta Lembaga
masyarakat adat dalam mendukung

pengembangan ekonomi rumah tangga di desa.
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Urusan
Pengendalian
penduduk dan

Keluarga Berencana

Permasalahan
Rendahnya cakupan peserta KB Mandiri dan

peserta KB aktif.

Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan PKB belum
optimal dalam melaksanakan tugasnya sehingga

berdampak terhadap keberhasilan program.

Perhubungan

Perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk 3
pelabuhan laut (pariwisata, barang dan

penumpang).

Penataan Terminal dan jalur Trayek Angkutan
perdesaan dan perkotaan belum terkoneksi

dengan baik.

10

Komunikasi dan

Informatika

Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi

Belum optimalnya Pemahaman PD dalam

menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik

Belum optimalnya ketersediaan sarana dan
prasarana informatika untuk mendukung

pencapaian digitalisasi tata kelola pemerintahan.

11

Koperasi. Usaha

Kecil dan Menengah

Kurangnya pembinaan terhadap usaha mikro kecil

dan menengah.

Kurangnya keterampilan dan kewirausahaan

pelaku usaha.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang
tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan,
lemahnya motivasi, inovasi kreativitas, dan disiplin

kerja untuk menciptakan peluang usaha.

12

Penanaman Modal

Keterbatasan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur

dasar wilayah).

Peluang investasi yang dipromosikan belum
memenuhi syarat perbankan sehingga berpengaruh

terhadap calon investor yang akan berinvestasi .
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Belum adanya kepastian hukum. jaminan

Urusan

Permasalahan

keamanan berusaha dan infrastruktur yang

memadai.

Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya

memahami akan perlunya investasi

Masih rendahnya kontribusi pelayanan perijinan

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

13

Kepemudaaan dan

Olahraga

Belum semua cabang olahraga dibina secara

professional.

Keikutsertaan dalam even pertandingan olahraga
yang diselenggarakan disiapkan secara mendadak

tanpa program terukur dan berkesinambungan.

Belum optimalnya keterlibatan kaum muda dalam

pembangunan daerah.

Belum optimalnya Pengembangan kewirausahaan

bagi kaum muda

14

Statistik

Masih ada PD yang belum memahamami tentang
indikator makro ekonomi maupun sosial secara

menyeluruh.

Ketidaksepahaman tentang data yang dikeluarkan

oleh BPS dan PD terkait.

Kurangnya koordinasi pengumpulan dan updating

data tingkat kabupaten.

Integrasi data antar bidang dan instansi belum

optimal

15

Persandian

Masih minimnya aparat. sarana dan prasarana

persandian

16

Kebudayaan

Kurangnya perawatan terhadap situs-situs yang

ada.

Keterbatasan SDM Juru Rawat Situs.

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung

untuk perawatan situs-situs yang ada.
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Kurangnya penyelenggaraan Festival Kebudayaan

Urusan

Permasalahan

di Kabupaten Ngada.

17

Perpustakaan

Judul dan jumlah buku yang belum memadai.

Minimnya ketersediaan perpustakaan

desa/kelurahan.

Belum adanya penyediaan pustaka/buku yang

menggunakan teknologi informasi.

18

Kearsipan

Belum optimalnya penataan arsip di PD. Kecamatan
dan Kelurahan dengan berbagai sebab seperti :
kurangnya perhatian pimpinan, kurangnya SDM
Kearsipan, kurangnya sarana dan prasarana
kearsipan dan kurangnya kesadaran akan

pentingnya masalah kearsipan.

Urusan Pilihan

Kelautan dan

Perikanan

Terbatasnya jumlah tangkapan ikan. rendahnya
daya beli masyarakat, sarana dan prasarana

penangkapan ikan yang masih terbatas.

Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan Budi
daya, terbatasnya kualitas SDM Masyarakat,
terbatasnya SDM Aparatur penyuluh perikanan,
terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi

penyuluh perikanan.

Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan

tangkap dan terbatasnya kualitas SDM Nelayan.

Pariwisata

Masih sangat terbatas destinasi pariwisata yang
telah ditata secara baik yang menarik minat

kunjungan wisatawan.

Masih kurangnnya promosi pariwisata yang

terintegrasi dengan kabupaten sekitar.

Pertanian

Penerapan teknologi pertanian yang masih rendah.

Kemampuan petani membeli saprodi masih rendah.

Kurangnya pendampingan di lapangan.
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Lemahnya kemampuan petani untuk mengakses

Urusan

Permasalahan

dana dari kelembagaan keuangan yang ada.

Masih terbatasnya sumber air untuk irigasi sawah
dan belum tersedianya sarana irigasi yang memadai

untuk mengairi sawah.

Keterbatasan pupuk untuk petani.

Masih sangat terbatasnya pengolahan pasca panen
hasil-hasil pertanian yang dapat memberikan nilai

tambah dan penyerapan tenaga kerja.

Kontribusi Sektor Pertanian masih cukup tinggi
yang menandakan bahwa sektor lainnya (Sekunder)
masih belum berkembang baik sehingga perlu
upaya untuk bisa menciptakan nilai tambah sektor

pertanian.

Masih Banyak Tanaman Kopi yang perlu

peremajaan dan acaman alih fungsi lahan.

Perkebunan kopi, cengkeh, pala, kakao dan kelapa
yang ada saat ini masih dikelola secara

konvensional.

Energi dan
Sumberdaya

Mineral

Keterbatasan sumber daya penghasil listrik.

Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk

mengakses listrik.

Belum  signifikannya  perkembangan  sektor

sekunder (pertambangan) di Kabupaten Ngada.

Perdagangan

Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar

sebagai sarana perdagangan.

Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak

sesuai dengan standar yang berlaku.

Belum tertatanya sistem perdagangan di Kabupaten

Ngada melalui tata niaga yang teratur.
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Urusan

Perindustrian

Permasalahan
Sektor Industri di Kabupaten Ngada belum
berkembang dengan baik, rata-rata industri olahan
untuk menciptakan nilai tambah sektor pertanian
masih rendah, kondisi ini diakibatkan oleh
keterbatasan sumber daya manusia untuk
menciptakan nilai tambah dan keterbatasan sarana

pendukung lainnya.

Masih rendahnya kemampuan manajemen dan

permodalan industri kecil menengah.

Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM.

Transmigrasi

Belum optimalnya fasilitasi pada kawasan

transmigrasi yang ada.

Kawasan Transmigrasi yang ada belum

berkembang sesuai rencana.
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BAB III KERANGKA EKONOMI DAN
KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah Kabupaten Ngada menjadi informasi yang
penting dalam perencanaan dan penganggaran, serta untuk melihat
kemampuan daerah dalam merencanakan maupun melaksanakan program
kegiatan lima tahun kedepan dengan tetap menekankan 2 prinsip Tata
Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi dan akuntabilitas.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

EKonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen.
Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen;
diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69 persen; dan Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen. Sementara itu, Industri
Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,43 persen. Sedangkan
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 4,86
persen dan 0,67 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku
tahun 2024 didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,98
persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor sebesar 13,07 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,61
persen; Konstruksi sebesar 10,09 persen; serta Pertambangan dan Penggalian
sebesar 9,15 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam
perekonomian Indonesia mencapai 63,90 persen.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB menurut Lapangan Usaha (%)
Laju Pertumbuhan Distribusi

Atas Dasar Harga Konstan 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Lapangan Usaha e —
2022 2023 2024 2022 2023 2024
@ @ ©) Q) ®) (6) Q)
A. Pertanian, Kehutanan, 2,25 1,31 0,67 12,53
dan Perikanan 12,40 12,61
B. Pertambangan dan Penggalian 4,38 6,12 4,90 10,52
12,22 9,15
C. Industri Pengolahan 4,89 4,64 4,43 18,67
18,34 18,98
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Laju Pertumbuhan Distribusi
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Lapangan Usaha e EE———
2022 2023 2024 2022 2023 2024
D. Pengadaan Listrik dan Gas 6,61 491 4,77 1,04
1,04 1,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan 3,23 4,90 1,56 0,06 0,06 0,06
Sampah, Limbah, dan Daur
Ulang
F. Konstruksi 2,01 491 7,02 9,92
9,77 10,09
G. Perdagangan Besar dan 5,53 4,85 4,86 12,94
Eceran, Reparasi Mobil dan 12,85 13,07
Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 19,8 13,96 8,69 5,89 6,13
7 5,02
l. Penyediaan Akomodasi dan 11,9 10,00 8,56 2,52 2,64
Makan Minum 4 2,41
J. Informasi dan Komunikasi 7,73 7,59 7,57 4,23 434
4,15
K. JasaKeuangan dan Asuransi 1,93 4,77 4,74 4,16 4,17
4,13
L. Real Estat 1,72 1,43 2,50 2,42 2,35
2,49
M,N. Jasa Perusahaan 8,77 8,24 8,38 1,83 1,92
1,74
O. Administrasi Pemerintahan, 2,52 151 6,40 2,95 3,04
Pertah- anan, & Jaminan 3,09
Sosial Wajib
P. JasaPendidikan 0,55 1,77 3,75 2,79 2,81
2,89
Q. JasaKesehatan dan Kegiatan 2,75 4,67 8,11 1,21 1,26
Sosial 1,21
R,S,T,U. Jasa Lainnya 9,47 10,52 9,80 1,94 2,05
1,81
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar 4,95 5,05 511 95,62 95,62 95,70
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk Produk 13,83 4,94 3,24 4,38 4,38 4,30
Domestik Bruto (PDB) 5,31 5,05 5,03 100,00 100,00 100,00

Sumber : BRS, Februari 2025

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 0,53 persen (g-to-
q). Pertumbuhan terjadi pada beberapa lapangan usaha. Lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan signifikan diantaranya Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,63 persen; diikuti oleh Jasa
Pendidikan sebesar 14,94 persen; serta Jasa Lainnya sebesar 8,40 persen.
Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,49 persen

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 (y-on-y)
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tumbuh sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan
usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Jasa Lainnya sebesar
11,36 persen; diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 8,08 persen; Transportasi
dan Pergudangan sebesar 7,92 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar
7,45 persen. Sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan, Industri
Pengolahan tumbuh sebesar 4,89 persen. Sedangkan Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 5,19 persen dan 0,71 persen.

Tabel 3.2 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha

Triw 1l-2024 Triw 1V-2024 Triw 11l-2024 Triw IV-

Laju Sumber
Lapangan Usaha terhadap tgrhadap tgrhadap 2024 Pertumbuhan Pertumbuha
Triw 1I- Triw 11l-2024 Triw 1l-2023 terhadap 2024 n 2024
2024 (Q- (Q-to-Q)* (Y-on-Y)? Triw IV-
to-Q) 2023 (Y-
on-Y)?
@) @ ©) @ () (6) ()
A.  Pertanian, 0,10 -18,49 1,69 0,71 0,67 0,08
Kehutanan dan
Perikanan
B. Pertambangan 5,62 3,25 3,46 3,95 4,90 0,36
dan Penggalian
C. Industri Pengolahan 4,24 0.68 412 4,89 4,43 0.90
D Pengadaan Listrik 3,42 1,07 5,02 3,42 4,77 0,05
*  danGas
E. Pengadaan Air, -0,94 2,50 0,03 1,06 1,56 ~0
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang
F.  Konstruksi 6,06 4,19 7,48 5,81 702 | 067
G. Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi 2,13 0,09 4,82 519 4,86 0,64
Mobil dan Sepeda
Motor
H.  Transportasi 0,98 1,47 8,64 7,92 8,69 0,39
dan
Pergudanga
n
I Penyediaan 0,40 2,88 8,32 6,61 856 | 027
Akomodasi dan
Makan Minum
J.  Informasi 0,51 2,35 6,82 7,45 7,57 0,50
dan
Komunika
si
K. Jasa Keuangan -1,81 -0,91 5,49 1,74 4,74 0,19
dan Asuransi
L. Real Estat 141 0,93 2,32 2,97 2,50 0,07
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Triw 111-2024 Triw 1V-2024 Triw [11-2024 Triw V-

Laju Sumber
Lapangan Usaha terhadap tgrhadap tgrhadap 2024 Pertumbuhan Pertumbuha
Triw 11- Triw [1l-2024 Triw [1I-2023 terhadap 2024 n 2024
2024 (Q- (Q-to-Q)* (Y-on-Y)? Triw IV-
to-Q)* 2023 (Y-
MN. JasaPerusahaan -0,06 2,32 7,93 8,08 8,38 0,16
0. Administrasi -16,87 16,63 3,94 1,16 6,40 | 0,20
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan -6,41 14,94 2,56 2,95 3,75 0,11
Q. JasaKesehatan 0,97 6,19 7,65 5,20 8,11 0,11
dan Kegiatan
Sosial
RS,T,U. Jasa Lainnya -1,01 8,40 9,95 11,36 9,80 0,19
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar 1,50 -0,01 5,04 4,69 511 4,89
Harga Dasar
Pajak Dikurang Subsidi Atas 1,62 12,96 2,89 12,36 3,24 0,14
Produk
Produk Domestik Bruto (PDB) 1,50 0,53 4,95 5,02 5,03 5,03

Sumber: Berita Resmi Statistik, 2025
» q-to-q: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya
» y-on-y: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan
triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada semua
Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada PK-LNPRT sebesar
12,48 persen; diikuti Komponen PK-P sebesar 6,61 persen; Komponen Ekspor
Barang dan Jasa sebesar 6,51 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga (PK-RT) sebesar 4,94 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) sebesar 4,61 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan
Jasa (faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 7,95
persen.

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku
tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian
Indonesia didominasi oleh Komponen PK-RT dengan kontribusi sebesar 54,04
persen. Komponen PMTB memiliki kontribusi terbesar kedua yakni sebesar
29,15 persen, diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,18 persen;
Komponen PK-P sebesar 7,73 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar
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2,25 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,36 persen. Sementara itu,
Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki kontribusi sebesar 20,39 persen.

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB
Menurut Pengeluaran (Persen)

Laju Pertumbuhan Distribusi
Komponen Atas Dasar Harga Konstan 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
2022 2023 2024 2022 2023 2024
@) @ ©) @ ©) (6) )
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah | 494 4,82 4,94 51,88 53,18 54,04
Tangga
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 5,66 10,03 12,48 1,17 1,25 1,36
Pengeluaran Konsumsi -4,42 3,02 6,61 7,69 7,45 7,73
Pemerintah
4. Pembentukan Modal Tetap 3,87 3,76 4,61 29,08 29,15 29,15
Bruto
5. Perubahan Inventori — — — 0,66 1,19 2,25
6. Ekspor Barang dan Jasa 16,23 1,34 6,51 24,50 21,75 22,18
7. Dikurangi Impor Barang dan 15,00 -1,60 7,95 20,96 19,58 20,39
Jasa
Diskrepansi Statistik* — — — 5,98 5,61 3,68
Produk Domestik Bruto (PDB) 5,31 5,05 5,03 100,00 100,00 100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik, Februari 2025

3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi

Perekonomian NTT tahun 2024 tumbuh sebesar 3,73 persen. Tiga besar
pertumbuhan ekonomi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan
makan minum sebesar 11,95 persen, diikuti oleh lapangan usaha pengadaan
listrik dan gas sebesar 7,97 persen dan lapangan usaha industri pengolahan
sebesar 6,36 persen. Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi NTT pada
tahun 2024, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan
jaminan sosial wajib menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dengan
kontribusi sebesar 0,81 persen. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha
perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar
0,75 persen diikuti oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan
dengan kontribusi sebesar 0,49 persen dan lapangan usaha jasa pendidikan
sebesar 0,32 persen.
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Tabel 3.4 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun Dasar 2010 (Persen)

Lapangan Usaha Tw IV-2024 Tw IV-2024 Tahun 2024
terhadap
terhadap Tw Ill- 2024 terhadap Tw IV- 2023 terhadap Tahun
2023
(9-to-q) (y-on-y) (c-to-c)
Laju Sumber Laju Sumber Laju Sumber
Pertum Pertumbuhan Pertum Pertumbuhan Pertum- Pertum-
buhan buhan buhan buhan
-1 2 -3 -4 -5 6 -7
A Pertanian, Kehutanan, 2,66 0,72 3,49 0,92 1,75 0,49
dan Perikanan
B Pertambangan dan 0,04 ~0 4,10 0,05 4,98 0,06
Penggalian
C Industri Pengolahan 1,87 0,02 4,07 0,05 6,36 0,08
Pengadaan Listrik dan 0,87 ~0 9,04 0,01 7,97 0,01
Gas
E Pengadaan Air, -0,12 ~0 -1,60 ~0 3,81 ~0
Pengelolaan
Sampah, Limbah dan
Daur Ulang
F Konstruksi 7,67 0,81 -4,02 -0,47 1,80 0,19
G Perdagangan Besar dan 3,09 0,39 7,05 0,86 6,09 0,75
Eceran; Reparasi Mobil
dan
Sepeda Motor
H Transportasi dan -1,41 -0,07 6,04 0,28 5,55 0,26
Pergudangan
| Penyediaan Akomodasi -3,56 -0,03 13,28 0,09 11,95 0,08
dan Makan Minum
J Informasi dan 0,10 0,01 2,67 0,26 3,13 0,32
Komunikasi
K Jasa Keuangan dan -3,45 -0,14 1,42 0,06 4,16 0,17
Asuransi
L Real Estat 0,32 0,01 1,74 0,04 2,06 0,05
M,N Jasa Perusahaan 0,12 ~0 6,00 0,01 5,57 0,01
Administrasi 15,40 1,92 4,98 0,68 6,35 0,81
Pemerintahan,
(o] Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 3,46 0,28 0,42 0,03 4,05 0,32
Q Jasa Kesehatan dan 4,88 0,12 6,15 0,15 4,30 0,11
Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa Lainnya 0,01 ~0 1,39 0,02 2,26 0,04
Produk Domestik Regional Bruto 4,04 4,04 3,03 3,03 3,73 3,73

(PDRB)

Sumber: Berita Resmi Statistik, Februari 2025
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Ekonomi NTT triwulan IV-2024 dibandingkan dengan triwulan III-2024
mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen. Tiga lapangan usaha dengan
pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 15,40 persen, lapangan usaha
konstruksi sebesar 7,67 persen, dan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan
sosial sebesar 4,88 persen. Terdapat empat lapangan usaha yang mengalami
pertumbuhan negatif yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum yang
menurun sebesar 3,56 persen, jasa keuangan yang terkontraksi 3,45 persen,
transportasi dan pergudangan dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah
dan daur ulang yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,41 persen
dan 0,12 persen.

Ekonomi NTT triwulan IV-2024 dibandingkan dengan triwulan IV-2023
tumbuh sebesar 3,03 persen. Pertumbuhan ekonomi positif terjadi pada hampir
semua lapangan usaha kecuali pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan
sampah, limbah dan daur ulang dan lapangan usaha konstruksi yang mengalami
pertumbuhan negatif. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi
tertinggi pada triwulan ini adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan
makan minum sebesar 13,28 persen, selanjutnya disusul oleh lapangan usaha
pengadaan listrik dan gas sebesar 9,04 persen dan lapangan usaha perdagangan
besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,05 persen.

Bila dilihat dari penciptaan pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV-2024,
tiga lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi adalah lapangan usaha
pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang pertumbuhan
ekonomi terbesar yaitu sebesar 0,92 persen. Kemudian disusul oleh lapangan
usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor
sebesar 0,86 persen dan lapangan usaha administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 0,68 persen.

Bila dilihat dari sisi pengeluaran, sebagian komponen memiliki
pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-
LNPRT) sebesar 6,25 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,38 persen, dan Komponen Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,23 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT triwulan
IV-2024 (y- on-y), Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)
merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 3,22
persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,62 persen.
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Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010

(Persen)
Triw V- Triw V- Tahun Sumber Sumber
Komponen 2024 2024 2024 Pertumbuh Pertumbuh
Terhada Terhad Terhad an Triw V- an Tahun
p Triw ap Triw ap 2024 2024 (c-to-
[11-2024 IV-2023 Tahun (y-on-y) C)
(9-to-q) (y-on-y) 2023
(c-to-c)
1) ) ©) 4) ) (6)
1 Pengeluaran
. Konsumsi Rumah 3,76 4,38 4,05 3,22 3,01
Tangga
2 Pengeluaran 8,02 6,25 11,29 0,25 0,43
Konsumsi LNPRT
Pengeluar
3 an 36,63 2,23 7,32 0,62 1,48
Konsumsi
Pemerinta
h
4 Pembentukan 10,68 2,33 1,35 1,18 0,61
. Modal Tetap Bruto ' e ' T '
5 Perubahan - - - - -
: Inventori
6 | Ekspor Barang dan | 6,80 -21,66 -3,98 -1,68 -0,24
Jasa
- Dikurangi Impor
. Barang dan Jasa 23,18 -2,82 3,14 -1,81 1,60
Renional o< | 408 3,03 3,73 3,03 373
(PDRB)

Sumber:Berita Resmi Statistik 5 Februari 2025

Struktur PDRB NTT menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun
2024 tidak menunjukkan banyak perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga (66,70 persen) yang mencakup lebih dari separuh
PDRB NTT. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB NTT
secara berturut-turut adalah PMTB (44,21 persen), Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah (22,10 persen), Ekspor Barang dan Jasa (5,78 persen), dan
Pengeluaran Konsumsi LNPRT (3,63 persen). Sementara Komponen Impor Barang
dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 43,30
persen.
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Tabel 3.6 Struktur PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Triwulan III dan IV
Tahun 2023-2024

2024
Komponen
Triw Triw 2024
01l \Y
@) (©) ©) @)
1. Pengeluaran Konsumsi 67,19 66,13 67,48 66,16 66,27 66,70
Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi 3,30 3,55 3,41 3,46 3,74 3,63
LNPRT
3. Pengeluaran Konsumsi 21,30 29,20 21,35 22,30 29,01 22,10
Pemerintah
4, Pembentukan Modal 45,43 50,17 45,87 44,61 47,31 44,21
Tetap Bruto
5. Perubahan Inventori 0,83 0,84 0,87 0,90 0,80 0,88
6. Ekspor Barang dan Jasa | 7,37 8,36 6,51 5,67 5,74 5,78
7. Dikurangi Impor Barang | 45,42 58,25 45,49 43,10 52,87 43,30
dan Jasa
Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah

3.1.3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang
digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah.
Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar
harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang
dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang
ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Ngada pada
tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 2,49 triliun rupiah pada tahun
2023 menjadi 2,58 triliun rupiah. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2024
perekonomian Kabupaten Ngada mengalami pertumbuhan sebesar 3,67 persen,
naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang mencapai 3,49
persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada hampir
semua lapangan usaha tanpa dipengaruhi oleh inflasi.
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Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 seluruh lapangan
usaha yang ada mengalami pertumbuhan yang positif. Tujuh lapangan usaha
mengalami pertumbuhan positif di atas lima persen sedangkan sepuluh
lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif di bawah lima persen.

Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi di tahun 2024
adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan
sebesar 18,74 persen. Pertumbuha yang tinggi pada kategori ini didorong oleh
peningkatan konsumsi listrik yang didukung oleh penambahan jumlah
pelanggan listrik.

Sementara itu, lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah
Jasa Pendidikan. Lapangan usaha ini kembali mengalami pertumbuhan positif
sebesar 0,39 persen pada tahun 2024 setelah sebelumnya mengalami kontraksi
sebesar 0,09 persen di tahun 2023. Pertumbuhan positif ini didorong oleh
bertambahnya jumlah murid pada jenjang pendidikan menengah dan jumlah
mahasiswa pada perguruan tinggi di Kabupaten Ngada pada tahun 2024.

Sumber pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha menunjukkan
besaran kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pertumbuhan
ekonomi pada suatu periode.

Pada tahun 2024, lapangan usaha Administrasi = Pemerintahan
Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi terbesar
terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada yaitu sebesar 1,01 persen
(mengalami peningkatan 0,73 persen dibandingkan tahun 2023). Sumber
pertumbuhan terbesar berikutnya didorong oleh lapangan usaha Perdagangan
Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,67 persen serta
lapangan usaha Konstruksi sebesar 0,52 persen.

Tabel 3.7 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngada (Harga Konstan) dan
Kontribusi sector terhadap PDRB (Harga Berlaku) menurut Lapangan
Usaha. 2020- 2024

Lapangan Usaha 2020 2021 2023* 2024**
share r share share share
%
A Pertanian,Kehutanan dan 0.04 3429 189 3454 377 3507 414 3533 1.43 35.07
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 273 175 1.90 1.76 218 1.73 3.06 1.71 3.54 1.62
c Industri Pengolahan 397 143 189 138 476 1.37 7.24 1.47 5.79 1.53
D Pengadaan Listrik dan Gas 1706 005 0.78 0.05 474 005 1125 0.05 18,74 0.06
E Pengadaan Air, Pengelolaan 252 010 651 010 223 0.10 3.72 0.10 3.19 0.09
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
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Lapangan Usaha 2023* 2024*
share share
Kontrusksi -7.73 1215 533 1279 047 1275  5.01 12.81 3.85 12.57
G Perdagangan Besar dan 595 7.59 3.48 7.85 5.20 8.03 5.20 8.38 7.86 8.68
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan ~ -510 435  0.86 433 195 444 3.7 4.62 5.52 4.90
042 569 043 1229 046 970 0.48 9.09 0.49

| Penyediaan Akomodasi dan -
Makan Minum 20.92

Informasi dan Komunikasi 1152 4.64 6.58 484 5.76 484 2.71 4.64 3.22 4.48
K Jasa Keuangan dan Asuransi 683 668 142 684 095 685 1.61 6.58 3.66 6.39
L Real Estate -0,93 1.80 1.94 1.75 2.06 1.73 2.24 1.74 2.39 1.76
M,N Jasa Perusahaan - 0.03 -13.01 0.03 1.39 0.03 2.92 0.03 6.51 0.03
29.46
o Administrasi 507 2070 -582 1927 297 1869 149 18.27 5,59 18.57
Pemerintahan,Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Jasa Pendidikan 252 1.9 -1.69 185 -0.12 1.76 -0.09 1.68 0.38 1.61
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 497 143 695 153 263 1.47 2.56 1.49 3.31 1.50
Sosial
R,S,T,U Jasa Lainnya - 069 -0.51 0.67 1.20 0.65 3.66 0.64 3.85 0.64
13.57
Pertumbuhan PDRB 0.04 100 1.13 100 3.06 100 3.49 100 3.67 100

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
r: pertumbuhan, share: kontribusi
Sumber : Ngada Dalam Angka 2021-2025

Tabel 3.8 PDRB Kabupaten Ngada (Harga Konstan) Menurut Lapangan Usaha.
2020-2024 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Industry 2020 2021 2022 2023

A Pertanian, Kehutanan, dan 769,72 784,24 813,79 847,51 859,67
Perikanan/Agriculture, Forestry,
and Fishing

B Pertambangan dan 37,26 37,97 38,80 39,99 41,40
Penggalian/Mining and
Quarrying

C Industri Pengolahan/ 30,32 29,74 31,16 33,41 35,35
Manufacturing

D Pengadaan Listrik dan Gas/ 1,11 1,12 1,17 1,30 1,54
Electricity and Gas

E Pengadaan Air; Pengelolaan 2,68 2,85 2,91 3,02 3,12
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Lapangan Usaha/Industry

Sampah, Limbah, dan Daur

2022 2023*

Ulang/ Water Supply; Sewerage,

Waste Management, and

Remediation Activities
F Konstruksi/ Construction 303,17 319,33 320,81 336,87 349,84
G Perdagangan Besar dan Eceran; 185,26 191,69 201,67 212,16 228,83

Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor/Wholesale and Retail

Trade; Repair of Motor Vehicles

and Motorcycles

H Transportasi dan Pergudangan/ 99,68 100,53 102,49 105,74 111,58
Transportation and Storage

I Penyediaan Akomodasi dan 8,99 9,51 10,67 11,71 12,77
Makan Minum/Accommodation
and Food Service Activities

J Informasi dan Komunikasi/ 145,19 154,74 163,65 168,09 173,50
Information and
Communication

K Jasa Keuangan dan Asuransi/ 143,57 145,61 147,00 149,37 154,84
Financial and Insurance
Activities

L Real Estat/Real Estate Activities 42,65 43,48 44,38 45,37 46,46

M,N  Jasa Perusahaan/Business Activities 0,84 0,73 0,74 0,76 0,81
O Administrasi Pemerintahan, 456,24 429,67 442,42 449,00 474,11

Pertahanan, dan Jaminan

Sosial Wajib/Public

Administration and Defence;

Compulsory Social Security

P Jasa Pendidikan/Education 36,59 35,97 35,93 35,90 36,03

Q  JasaKesehatan dan Kegiatan 31,66 33,86 34,75 35,64 36,82
Sosial/Human Health and Social
Work Activities

R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities 15,28 15,20 15,38 15,95 16,56

Produk Domestik Regional 2.310,19 2.336,24 2.407,73 2.491,80 2.583,24
Bruto/Gross Regional
Domestic Product

Sumber: Ngada Dalam Angka 2025
Keterangan: *)Angka Sementara**)Angka Sangat Sementara
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3.1.3.2 Perkiraan Tahun 2025 dan Harapan Tahun 2026

Berdasarkan gambaran pertumbuhan ekonomi Ngada tahun 2023-2024
terlihat adanya trend positif hampir disemua lapangan usaha sejalan dengan

kembali berjalannya aktifitas ekonomi dan social masyarakat.

Tabel 3.9 PDRB Kabupaten Ngada (Harga Konstan) Menurut Pengeluaran.

2022-2024 (miliar rupiah
PENGELUARAN 2022 2023* r 2024** r

PengeluaranKonsumsi 1.631,42 1.687,75

Rumah Tangga 1.580,61 3,21 3,45

PengeluaranKonsumsi

LNPRT 78,33 82,60 5,46 92,24 11,67

PengeluaranKonsumsi 458,46 450,66 473,82

Pemerintah -1,70 5,14

Pembentukan ModalTetap Bruto 608,36 635,16 4,41 655,26 3,16

Perubahanlnventori 82,23 81,10 - 85,00 -

Net EksporBarangdanJasa -400,27 -389,16 - -410,83 -
PDRB 2.407,73 2.491,80 3,49 2.583,24 3,67

Sumber: Ngada Dalam Angka 2025
Keterangan:*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara. r: pertumbuhan LNPRT:

Lembaga Non Privat Melayani Rumah Tangga

Pertumbuhan Tahun 2025 dan 2026 diprediksikan tetap meningkat
sejalan dengan terbukanya akses dan masyarakat bisa beraktifitas secara
normal. Penerapan program prioritas daerah dengan mendorong percepatan
peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri,
koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan dengan
strategi hilirisasi produk pertanian/perkebunan guna meningkatkan nilai
tambah dengan pendekatan One Village One Product, diprediksikan dapat
mengungkit pertumbuhan sektor pertanian, penyediaan akomodasi dan makan
minum serta perdagangan besar dan eceran, serta berdampak multiplier pada
sektor-sektor lain seperti Industri Pengolahan, Transportasi, Informasi dan
Komunikasi serta Jasa Keuangan dan Asuransi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada Tahun 2025 dan 2026
berada pada kisaran 4-5%, dengan tingkat inflasi diharapkan berada pada
kisaran 2-3%. Dampak kenaikan harga juga masih berdampak dimasa
mendatang. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program kegiatan yang
ada memainkan peran dalam dua sisi bersamaan yakni Pertama: Menjamin
konsumsi rumah tangga (masyarakat) secara stabil dan semakin terjangkau
melalui penyediaan fasilitas publik seperti Pendidikan, kesehatan,
transportasi, dukungan sektor pertanian untuk menjamin ketersediaan
pangan, perumahan dan kebutuhan pokok lainnya. Peran kedua adalah
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melalui dukungan pembentukan modal tetap bruto melalui penyediaan sarana
prasarana konstruksi, jalan, bangunan, irigasi, dan lain-lain sebagai bagian
dari investasi pemerintah melalui sektor swasta, juga sebagai penunjang untuk
investasi murni pihak swasta lainnya. Dari aspek pemerataan ekonomi,
Pemerintah diberi tugas untuk memberikan pelayanan kepada semua
masyarakat Ngada, serta mendorong berbagai sektor untuk tumbuh seperti
usaha sektor tekstil, Perdagangan, informasi, dan komunikasi. Pemerintah juga
diberi peran untuk melakukan maupun mempermudah investasi. Namun
dengan kapasitas fiskal yang terbatas, maka kehadiran Investor swasta dengan
kepemilikan modal (kapital) yang lebih mencukupi baik dari dalam daerah
sendiri maupun dari luar daerah tentu sangat dibutuhkan. Prinsipnya adalah
kehadiran para investor dapat memberi nilai tambah dan dampak yang lebih
besar bagi masyarakat dan daerah kita baik dampak ekonomi langsung
maupun dampak ekonomi ikutan (multiplier effect).

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah dapat diukur dari Penerimaan Pendapatan
Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
umum yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu
tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Ngada masih terus digali sumber penerimaannya, dengan
melakukan hal-hal strategis yaitu :

1. Penataan dan optimalisai semua asset Pemda untuk mendukung
peningkatan PAD.

2. Mendorong Inovasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan Pandapatan
daerah, dengan prinsip kewirausahaan birokrasi (entrepreneurship).

3. Menerapkan system pembayaran Non Tunai dalam
pemungutan/pembayaran Pajak dan Retribusi.

4. Memaksimalkan peran Perangkat Daerah yang memiliki obyek retribusi
dan pajak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah.

5. Mendorong Kewirausahaan Birokrasi untuk mendukung upaya
peningkatan Pendapatan Asli daerah melalui pengembangan komoditi
unggulan.

6. Memaksimalkan peran UPT Perangkat Daerah sesuai tupoksi untuk
Pengembangan komoditi unggulan daerah berupa kopi, jahe, tenun,dan
bambu. yang berdampak pada peningkatan PAD.

7. Penguatan produktivitas dan kemandirian BUMDes, BUMDesMa dan
lembaga ekonomi desa serta membangun kerjasama kewirausahaan
dengan Pihak Ketiga (Kelompok Petani, Koperasi, Kelompok Pemuda,
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BUMDesma atau Pengusaha) untuk pengembangan komoditi Unggulan
dalam bentuk Pembiayaan dengan system perjanjian kerjasama.
8. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan
provinsi untuk mendapatkan pembiayan kementerian dan lembaga
9. Membangun kemitraan dengan lembaga donor, LSM, sektor swasta, dan
masyarakat dalam pembangunan masyarakat.
10. Mendorong investasi sektor swasta di Kabupaten Ngada.
11. Memperbaiki data objek penerimaan daerah terutama dari sektor pajak
daerah.
Perkembangan Realisasi Pendapatan tahun 2023-2024 serta proyeksi
pendapatan daerah Kabupaten Ngada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 3.10

Perkembangan Realisasi 2023 sampai 2024, Pendapatan Daerah 2025 dan
Proyeksi Pendapatan 2026

Uraian Realisasi APBD Realisasi 2024 APBD 2025 Proyeksi 2026
2023
4 PENDAPATAN
850,542,965,209.6 | 1,051,596,656,058.7 | 969,198,806,847.9 | 1,017,658,747,190.3
1 5 0 0
4.1 Pendapatan Asli
Daerah 50,927,385,393.61 44,852,561,375.75 64,583,449,642.90 67,812,622,125.05
4.1.0 Pajak Daerah
1 8,890,817,319.55 10,663,409,255.00 22,849,140,142.90 23,991,597,150.05
4.1.0 Retribusi Daerah
2 4,993,580,690.00 4,576,661,789.00 32,009,709,500.00 33,610,194,975.00
4.1.0 Hasil Pengelolaan
3 Kekayaan Daerah 2,092,317,064.00 1,132,734,946.00 3,800,000,000.00 3,990,000,000.00
yang dipisahkan
4.1.0 | Lain lain Pendapatan 5.924.600.000.00
4 Asli Daerah yang Sah 34,950,670,320.06 28,479,755,385.75 6,220,830,000.00
4.2 Pendapatan Transfer
793,172,440,815.0 999,434,645,879.00 896,997,969,266.0 941,847,867,729.30
0 0
4.2.0 | Pendapatan Transfer
1 Pemerintah Pusat 769,343,185,540.0 973,662,168,370.00 885,826,884,000.0 930,118,228,200.00
0 0
4.2.0 | Pendapatan Transfer
2 antar Daerah 23,829,255,275.00 | 25,772,477,509.00 11,171,085,266.00 | 11,729,639,529.30
4.3 Lain - Lain
Pendapatan Daerah 6,443,139,001.00 7,309,448,804.00 7,617,387,939.00 7,998,257,335.95
yang Sah
4.3.0 | Lain Lain Pendapatan
1 Daerah Yang Sah 6,443,139,001.00 7,309,448,804.00 7,617,387,939.00 7,998,257,335.95
sesuai ketentuan
Perundang undangan

Sumber: Badan Keuangan, 2025
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*) 2024 Laporan Realisasi Sementara
**) Proyeksi

Mempertimbangkan Realisasi APBD Tahun 2024 dan Alokasi APBD Tahun
2025, maka Pendapatan Daerah tahun Tahun 2026 diproyeksikan mengalami
penambahan sebesar Rp. 48.459.940.342,40,-miliar dengan asumsi Pendapatan
Asli Daerah rata-rata meningkat 5 % dari alokasi 2025 termasuk Pendapatan
transfer. Beberapa asumsi yang digunakan antara lain: 1) Meningkatnya
aktifitas perekonomian Nasional dan regional sebagai akibat status endemi Covid
19, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan Nasional maupun
Regional. 2) Meningkatnya alokasi dana transfer pusat ke daerah- daerah. 3)
Meningkatnya aktifitas perekonomian masyarakat Kabupaten Ngada yang
berdampak pada kontribusi pajak dan retribusi daerah.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis
standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

2) Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan
Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal.

3) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan
daerah.

4) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan
dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki
daerah.

5) Untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara
lain besaran alokasi belanja untuk fungsi Pendidikan, anggaran kesehatan,
dan insfrastruktur

6) Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan jenis, objek, rincian objek dan sub
rincian objek belanja daerah.

Berikut realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ngada selama kurun waktu Tahun
2023, 2024, 2025 serta Proyeksi Belanja tahun 2026.
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Tabel 3.11 Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2024, Belanja 2025
dan Proyeksi Tahun 2026

2,202,537,665.0
0

3,513,033,000.0
0

4,500,000,000.0
0

Uraian Realisasi APBD Realisasi 2024 APBD 2025 Proyeksi 2026
2023
5 BELANJA
832,676,576,10 | 1,006,704,495,2 | 988,744,126,126 | 1,038,181,332,43
2.69 12.85 .90 3.25
5.1 Belanja Operasi
517,237,495,91 | 595,499,445,185 | 679,397,666,265 | 713,367,549,579.
0.64 .20 .90 20
5.1. Belanja Pegawai
01 294,673,584,63 | 364,084,945,380 | 479,978,352,063 | 503,977,269,667.
7.00 .04 94 | 14
5.1. Belanja Barang dan Jasa
02 191,962,733,22 | 197,006,043,622 | 195,344,058,201 | 205,111,261,112.
3.64 .16 .96 06
5.1. Belanja Bunga
03 4,885,156,250.0 | 1,716,406,250.0 | - -
0 0
5.1. | Belanja Hibah
05 23,019,521,800. | 30,916,949,933. | 1,835,256,000.0 | 1,927,018,800.00
00 00 0
5.1. | Belanja Bantuan Sosial
06 2,696,500,000.0 | 1,775,100,000.0 | 2,240,000,000.0 | 2,352,000,000.00
0 0 0
5.2 Belanja Modal
160,823,228,38 | 205,413,683,785 | 102,706,252,181 | 107,841,564,790.
2.05 .65 .00 05
5.2. | Belanja Modal Tanah
01 250,000,000.00 | 493,108,795.00 - -
5.2. | Belanja Modal Peralatan
02 dan Mesin 29,169,514,601. | 39,803,093,054. | 18,335,879,481. | 19,252,673,455.0
00 20 00 5
5.2. | Belanja Modal Gedung
03 dan Bangunan 60,193,530,455. | 95,922,204,919. | 16,139,500,000. | 16,946,475,000.0
62 42 00 0
5.2. | Belanja Modal
04 Jalan,Jaringan dan Irigasi | 60,246,132,795. | 61,513,044,587. | 63,894,475,000. | 67,089,198,750.0
43 03 00 0
5.2. | Belanja Modal Aset
05 Tetap Lainnya 10,964,050,530. | 5,344,238,480.0 | 2,230,397,700.0 | 2,341,917,585.00
00 0 0
5.2. | Belanja Modal Aset
06 Lainnya - 2,337,993,950.0 | 2,106,000,000.0 | 2,211,300,000.00
0 0
5.3 Belanja Tak Terduga

4,725,000,000.00
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Realisasi APBD Realisasi 2024 APBD 2025 Proyeksi 2026
2023

5.4 Belanja Transfer
152,413,314,14 | 202,278,333,242 | 202,140,207,680 | 212,247,218,064.
5.00 .00 .00 00

5.4. | Belanja Bagi Hasil

01 780,881,256.00 | 658,216,937.00 1,111,486,800.0 | 1,167,061,140.00

0

5.4. | Belanja Bantuan

02 Keuangan 151,632,432,88 | 201,620,116,305 | 201,028,720,880 | 211,080,156,924.
9.00 .00 .00 00

Sumber: Badan Keuangan, 2025

Belanja operasi di Kabupaten Ngada diproyeksikan menjadi sumber
pengeluaran terbesar dengan kontribusi mencapai 68,71% persen pada tahun
2026. Belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai dengan kontribusi 70,65
% dan belanja barang dan jasa dengan kontribusi sebesar 28,75 %. Sedangkan
Belanja Modal sebesar 10,39 %.

Belanja Transfer yang merupakan Dana Desa diprediksikan meningkat
dengan bertambahnya jumlah desa definitif. Beberapa asumsi terkait proyeksi
belanja tahun 2026 sebagai berikut: Pelaksanaan APBD Tahun 2025 bisa
dilaksanakan tepat waktu, sehingga bisa memberi aspek manfaat pada tahun
2026 dalam bentuk kontibusi PAD maupun peningkatan aktifitas ekonomi
masyarakat.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi.
Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Ngada Tahun 2026 berupa
Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
tahun anggaran sebelumnya yang diperkirakan sebesar Rp 23,612,346,742.95
miliar.

Tabel 3.12 Realisasi Pembiayaan Tahun 2023-2024, Pembiayaan 2025 dan
Proyeksi 2026

Realisasi APBD

Uraian 2023 Realisasi 2024 APBD 2025 Proyeksi 2026
6 Pembiayaan

6.1 Pener_lmaan 104,640,952,763. | 80,683,271,400.9 22,487,949,279.00 23,612,346,742.9
Pembiayaan 51 1 5
Sisa Lebih

6.1. | Perhitungan 101,640,952,763. | 80,683,271,400.9 22,487,949 279.00 23,612,346,742.9

01 | Anggaran Tahun 51 1 5
Sebelumnya
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Realisasi APBD

Uraian 2023 Realisasi 2024 APBD 2025 Proyeksi 2026
Penerimaan i i
Pinjaman -
Pencairan Dana 3,000,000,000.00 ) )
Cadangan

6.2 Penge.luaran 42,249,999,999.9 | 46,047,779,333.0 2,942,630,000.00 | 3,089,761,500.00
Pembiayaan 6 4
Pembentukan Dana 42,249,999,999.9 i i
Cadangan 6
Penyertaan Modal 3,797,779,333.00 2 942,630,000.00 3,089,761,500.00

Daerah

(disesuaikan
dengan Perda)

Pembayaran Cicilan
Pokok Utang yang
Jatuh Tempo

42,250,000,000.0
4

Pembiayaan Netto

62,390,952,763.5

34,635,492,067.8

19,545,319,279.00

20,522,585,242.9

5 7 5
Sisa Lebih
Pembiayaan 80,257,341,870.4 | 79,527,652,913.7
0 -
Anggaran Daerah 7 7

Tahun Berkenaan

Sumber : Badan Keuangan, 2025
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BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Tujuan dan sasaran pembangunan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan
setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan
wajib. urusan pilihan maupun penunjang urusan. Perumusan tujuan dan
sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMN
2025 - 2029 menuju Visi Indonesia Emas 2045, Rancangan RPJMD Provinsi
NTT Tahun 2025 -2029, RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2025 -2045,
Rancangan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025 - 2029.

Tema pembangunan Kabupaten Ngada pada Tahun 2026 telah diselaraskan
dengan tema pembangunan Nasional Tahun 2026 dan tema pembangunan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026. Tema pembangunan Nasional
Tahun 2026 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan
dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Sedangkan
tema pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 adalah
“Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif’. Selaras dengan Tema RKP dan
RKPD Provinsi NTT Tahun 2026 maka tema pembangunan Kabupaten Ngada
Tahun 2026 difokuskan pada pencapaian visi daerah yakni “Terwujudnya
Ngada yang Unggul, Mandiri Dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber
daya manusia Berkualitas Dan Sumber daya alam Berkelanjutan”.

Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi
diuraikan dalam matriks, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4.1 berikut
ini.

Tabel 4.1 Keselarasan Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Ngada Tahun 2026

Visi: Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas

dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Misi 1

Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri,
koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan

Meningkatkan Meningkatnya Optimalisasi pertanian Mempermudah akses petani
pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dan nelayan kecil terhadap
daerah unggulan untuk meningkatkan modal, teknologi dan pasar
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Visi: Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas

dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

pendapatan masyarakat
petani

Optimalisasi potensi lokal
dan inovasi teknologi dalam
pengembangan sektor
pertanian untuk
memperkuat ketahanan
pangan dan agroindustri
untuk meningkatkan nilai
tambah produk

Meningkatkan produksi,
produktivitas, serta
diversifikasi produk pertanian
dan agroindustri melalui
penggunaan inovasi dan
teknologi ramah lingkungan

Meningkatkan ketersediaan,
akses, distribusi, keamanan
dan penguatan cadangan
serta konsumsi pangan yang
beragam

Meningkatnya investasi

Peningkatan iklim investasi
dan kemudahan berusaha

Menyederhanakan perizinan
dan meningkatkan
transparansi proses investasi

Meningkatkan promosi
investasi daerah dan
kemitraan

Meningkatkan infrastruktur
pendukung investasi di sektor
pertanian, agroindustri, dan
pariwisata

Pembentukan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD)

Meningkatnya daya saing
koperasi dan UMKM
sebagai penggerak ekonomi
berbasis komunitas

Peningkatan akses
permodalan dan teknologi

Meningkatkan fasilitasi akses
kredit mikro dan permodalan
bagi koperasi dan UMKM

Optimalisasi kelembagaan
dan kapasitas SDM koperasi

Revitalisasi koperasi dengan
manajemen modern dan
berbasis digital

Peningkatan kemitraan dan
kolaborasi strategis UMKM

Mendorong kemitraan antara
koperasi dan UMKM dengan
perusahaan besar dalam
rangka memperkuat rantai
nilai

Peningkatan akses pasar

Mengembangkan pemasaran
digital

Meningkatnya nilai tambah
pariwisata dan ekonomi
kreatif

Pengembangan destinasi
wisata berbasis kearifan lokal

Mengembangkan kualitas dan
kuantitas desa wisata berbasis
produk ekonomi kreatif dan
berkelanjutan

Peningkatan kapasitas
masyarakat lokal

Meningkatkan kapasitas dan
kualitas SDM pariwisata

Pemasaran digital dan
jejaring pariwisata

Meningkatkan promosi wisata
pedesaan melalui platform
digital, media sosial, dan
marketplace pariwisata

Pengembangan kolaborasi
dan kemitraan strategis

Mengembangkan pariwisata
pedesaan berbasis
community-based tourism
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Visi: Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas

dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

pemerintah daerah, swasta
dan kelompok wisata lokal

yang berorientasi pada
partisipasi aktif masyarakat
dan kelestarian lingkungan

Misi 2
Mempercepat peningkatan k
yang tinggi

ualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan

berkarakter serta etos kerja

Mewujudkan sumber daya
manusia yang berkualitas

Meningkatnya kualitas
pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan
berkualitas dan merata

Meningkatkan ketersediaan
pendidik yang memenuhi
standar kualifikasi dan
kompetensi

Meningkatkan ketersediaan
sarana prasarana dan akses
layanan pendidikan

Mengintegrasikan pendidikan
karakter dalam kurikulum
pendidikan

Meningkatkan mutu
pembelajaran berbasis
muatan lokal

Meningkatkan akses biaya
pendidikan

Meningkatnya derajat
kesehatan

Peningkatan pelayanan
kesehatan yang berkualitas

Meningkatkan aksesibilitas
layanan kesehatan

Meningkatkan UHC (Universal
Health Coverage)

Meningkatkan ketersediaan
sarana prasarana pelayanan
kesehatan yang memadai

Meningkatkan ketersediaan
SDM dan sarana prasarana
pelayanan kesehatan

Meningkatkan upaya
kesehatan promotif dan
preventif

Peningkatan pelayanan
kesehatan ibu dan anak

Meningkatkan aksesibilitas
layanan kesehatan ibu dan
anak

Meningkatkan perilaku hidup
sehat

Meningkatkan kualitas gizi

Menurunnya tingkat
pengangguran

Peningkatan akses
kesempatan kerja

Memperluas informasi
lowongan kerja

Meningkatnya akses lapangan
kerja

Meningkatkan program
magang

Peningkatan kompetensi
tenaga kerja

Meningkatnya kualitas
lembaga pelatihan

Meningkatnya kompetensi
pencari kerja

Mengembangkan jiwa
kewirausahaan

Misi 3
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Visi: Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas

dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan
aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah

Terwujudnya infrastruktur
berkualitas dan lingkungan
hidup yang berkelanjutan

Meningkatnya
pembangunan infrastruktur

Meningkatnya infrastruktur
sumber daya air yang
berkualitas dan berfungsi
dengan baik

Meningkatkan kualitas
jaringan irigasi

Peningkatan kualitas dan
kuantitas perumahan
permukiman perkotaan dan
perdesaan

Meningkatkan kualitas ruang
kawasan perkotaan

Meningkatkan kualitas dan
kuantitas rumah layak huni

Meningkatkan ketersediaan
listrik rumah tangga

Meningkatkan cakupan dan
kualitas layanan air minum

Meningkatkan akses
penduduk terhadap sanitasi
aman

Meningkatkan layanan
persampahan

Meningkatnya konektivitas
wilayah

Meningkatkan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana
transportasi

Peningkatan kualitas dan
kuantitas jaringan jalan

Peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana transportasi

Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup

Peningkatan pengelolaan
lingkungan hidup
berkelanjutan

Meningkatkan pengendalian
kerusakan dan pencemaran
lingkungan

Peningkatan kesesuaian
pemanfaatan ruang

Meningkatkan kesesuaian
pemanfaatan ruang

Memantapkan regulasi
pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatnya ketahanan
bencana dan mitigasi
perubahan iklim

Peningkatan kualitas
penanganan bencana

Meningkatkan ketahanan
terhadap risiko bencana

Optimalisasi mitigasi
perubahan iklim

Meningkatkan pengendalian
perubahan iklim melalui
mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim secara
berkelanjutan

Meningkatkan keterlibatan
dan kapasitas stakeholder
dalam mitigasi perubahan
iklim

Misi 4

Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi
dalam pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk hak perempuan dan anak

Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat

Peningkatan pemberdayaan
usaha masyarakat

Memperkuat BUMDes

Meningkatnya daya saing IKM
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Visi: Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas

dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya
pemberdayaan masyarakat
desa

Optimalisasi modal sosial,
modal manusia dan
kemandirian kelembagaan
sosial

Membangun solidaritas
kelembagaan sosial dan
budaya

Memperkuat peran lembaga
masyarakat adat dalam
penyelesaian konflik

Meningkatkan pendampingan
lembaga ekonomi masyarakat

Meningkatkan toleransi dan
kearifan lokal

Meningkatkan rasa aman bagi
masyarakat

Meningkatnya perlindungan
sosial

Optimalisasi perlindungan
sosial

Memperkuat pelaksanaan
jaminan sosial

Meningkatkan pemberdayaan
PMKS

Memperkuat implementasi
Standar Pelayanan Minimal
bidang sosial untuk
memenuhi kebutuhan dasar
penduduk

Optimalisasi pemberdayaan,
pemenuhan hak dan
perlindungan perempuan,
anak, pemuda, penyandang
disabilitas dan lansia

Meningkatkan pemberdayaan
perempuan dalam semua
sektor

Meningkatkan peran pemuda
dalam pembangunan dan
olahraga

Meningkatkan perlindungan
anak

Meningkatkan keberdayaan
penyandang disabilitas dan
lansia

Misi 5

Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis melalui
pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat

Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif,
efisien, dan akuntabel

Meningkatnya akuntabilitas
kinerja tata kelola
pemerintah daerah

Peningkatan fungsi dan
kinerja pemerintah daerah
yang akuntabel

Meningkatkan pelaporan
kinerja berbasis elektronik

Meningkatnya kualitas
pelayanan publik berbasis
digital

Peningkatan kualitas
pelayanan publik yang prima

Meningkatkan implementasi
SOP

Meningkatkan pelayanan
publik hingga tingkat desa

Peningkatan penguasaan
teknologi informasi untuk
pelayanan publik

Meningkatkan pendidikan dan
pelatihan teknologi informasi

Meningkatnya kualitas dan
kapasitas SDM aparatur

Peningkatan kualitas dan
kapasitas aparatur
pemerintah daerah

Meningkatkan kapasitas SDM

Meningkatkan profesionalitas
sistem birokrasi manajemen
karir berbasis sinkronisasi
regulasi
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Visi: Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas

dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya perencanaan | Peningkatan efisiensi dan Meningkatkan sistem
dan pengelolaan keuangan akuntabilitas keuangan pengawasan internal
daerah daerah Meningkatkan tata kelola

keuangan daerah yang efektif,
efisien, transparan dan
akuntabel

Sumber : Rankir RPIJMD 2025 -2029

“4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional 2026

Sinkronisasi pusat ke daerah adalah kunci dalam mewujudkan Asta Cita
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, demi menuju cita - cita mulia
“‘Indonesia Emas 2045.” Oleh karena itu, menjadi hal mutlak bagi Pemerintah
Provinsi NTT beserta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT
untuk bersinergi dalam menciptakan program yang selaras dengan Asta Cita,
dengan tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat NTT.

Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka yang saat ini dikerjakan di tingkat pusat, terdiri dari:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
(HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi
kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong
kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, dan melanjutkan
pengembangan infrasturktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,
serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai
tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,
alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama
untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Tahun 2026 sebagai tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan tahun yang
sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan
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mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan
dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif’, RKP Tahun
2026 diwujudkan melalui 3 (tiga) arah kebijakan prioritas pembangunan yang
meliputi:

1. Peningkatan Produktivitas

2. Swasembada Pangan dan Energi

3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Sesuai Arahan Presiden, Tema RKP 2026 ini harus :

1. bisa menciptakan lapangan kerja,

2. bisa memberi terobosan teknologi,

3. mengarah kepada swasembada pangan dan energi
4. serta meningkatkan produktivitas terukur.

Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada
pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight
pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen. Selain menargetkan pertumbuhan
ekonomi 6,3 persen, beberapa sasaran pembangunan RKP 2026 ialah Gross
National Income (GNI) per kapita 5.870 dolar Amerika Serikat (AS), penurunan
intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 37,14 persen, indeks kualitas
lingkungan hidup 76,67 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 6,5-7,5
persen, rasio gini 0,377-0,380, serta indeks modal manusia 0,57.

Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan

GNI per Capita
5470

®

Pomurunan intonsitas
Emisi GRX

314 %) “

Incdeks Kuatdas
LUngkungan Midup

Tingkat
Komiskinan
85-1.56()

Rasio Gini
0,377 - 0,380 ;1;

Tahun 2026 Sasaran pembangunan Indonesia secara umum terfokus pada
pertumbuhan eknomi terdistribusi secara spasial seperti pada gambar beikut :
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4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT tahun
2025 - 2029. Dengan Visi NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan
Berkelanjutan. Visi Gubernur dan wakil cubernur terpilih telah diuraikan
dalam 5 Misi Pembangunan yang meliputi :

1. Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi
berbasis potensi daerah yang berdaya saing;

2. Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif,
terjangkau, dan mudah diakses;

3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat
sasaran,;

4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup
yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat, serta;

5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber
daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk
melanjutkan masa depan yang inklusif.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, program-program kerja telah
disusun semaksimal mungkin untuk diwujudkan dalam bentuk 7 (tujuh) pilar
utama untuk kita kerjakan bersama-sama selama 5 (lima) tahun ke depan.
Pilar-pilar tersebut antara lain adalah
pilar ekonomi berkelanjutan,
pilar kesehatan,
pilar pendidikan,
pilar pemberdayaan komunitas,
pilar pemerataan infrastruktur berkelanjutan,

ah L=
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6. pilar reformasi birokrasi dan hak asasi manusia,
7. serta pilar kolaborasi.

Mengacu pada Asta-Cita tersebut yang menekankan kemandirian

bangsa, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, telah
diterjemahkan dalam “Dasa Cita Ayo Bangun NTT” sebagai Program Prioritas
daerah selama lima tahun ke depan. Program ini mencakup:

1.

10.

Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern, dan Aman, termasuk
melakukan revitalisasi BUMDes dan Koperasi, merehabilitasi cold
storage, serta mengembangkan program One Village, One Product (OVOP).
Millennial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal, memberikan
pelatihan, bantuan modal usaha, youth campaign, inkubator bisnis,
serta bantuan promosi produk lokal untuk generasi muda dan
perempuan di NTT.

Wisata NTT, Penggerak Ekonomi Lokal, melakukan pemberian
pelatihan pemandu wisata dan pengelola destinasi wisata, pelatihan
peningkatan keterampilan untuk pengrajin dan pelaku kuliner
pendukung pariwisata, serta promosi destinasi wisata di tingkat nasional
dan internasional.

Sejahtera Bersama: Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk
Masyarakat, memberikan BPJS ketenagakerjaan untuk para pekerja
informal.

Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting,
pembuatan sistem pemantauan deteksi dini oleh masyarakat melalui
posyandu, serta penguatan kelembagaan dan layanan posyandu sebagai
pos komando pusat layanan kesehatan dasar.

Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis Potensi Daerah, peningkatan
keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi dan penguatan
sarana serta prasarana sekolah vokasi.

Jalan, Air, Listrik, Rumah Layak Huni: Mewujudkan NTT yang
Sejahtera, membangun akses air bersih, bantuan meter listrik gratis,
penyiapan data calon penerima bantuan rumah layak huni, serta
pemetaan dan studi kelayakan proyek strategis yang memerlukan
kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta.

Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN
Terjamin, inventarisasi lengkap terhadap aset daerah untuk
meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, serta
pemberian tambahan TPP ASN berbasis kinerja.

Pembangunan NTT Digital: Akses Merata, Komunikasi Lancar,
pengadaan modem dan perangkat digital di sekolah-sekolah dan pusat
pembelajaran.

Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama, pembentukan sekretariat
bersama kolaborasi “Ayo Bangun NTT” di NTT dan di luar NTT dengan
warga NTT dalam jumlah besar
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Untuk mencapai Sasaran Indikator dan target yang telah ditetapkan
dalam RPD 2024 — 2026 Provinsi NTT. Maka setiap tahunnya dijabarkan dalam
tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan disinkronkan dan
mendukung pencapain indikator dan target nasional. Secara makro, indikator
dan target Nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2026 sebagaimana
terlihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2026

Provinsi NTT

Tujuan Sasaran Indikator Target
. Mewujudkan 1. Meningkatnya produksi | Pertumbuhan 4,55-5,35
masyarakat yang dan produktivitas serta | PDRB (%)
mandiri, makmur, pengolahan produk
sejahtera dan untuk meningkatkan
berkeadilan sosial nilai Tambah
2. Meningkatnya Kontribusi 7,77
peranan pariwisata untuk | pariwisata
mendukung perekonomian pada PDRB (%)
Nilai Tambah | 85.119,30
Ekonomi
Kreatif (Rp.
Juta)
3. Meningkatnya Realisasi Nilai 5,7
investasi dan neraca |investasi (Rp.
perdagangan Trilyun)
Neraca -27,64
perdagangan
(Rp Triliun)
4. Terciptanya lapangan | Tingkat 2,51-2,35
kerja dan meningkatnya | Pengangguran
kesempatan kerja terbuka (%)
S. Meningkatkannya Pengeluaran 7.762
daya beli masyarakat per kapita (Rp
000)
Inflasi 3,5%1
6. Menurunnya Persentase 19,35-
kemiskinan masyarakat Penduduk di 18,85
bawah garis
kemiskinan (%)
7. Menurunkan Indeks Gini 0,337-
ketimpangan pendapatan | (Poin) 0,335
antar kelompok
masyarakat
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Tujuan Sasaran Indikator Target
8. Meningkatnya Ratio PAD 25,8
Kontribusi PAD terhadap | terhadap
Pendapatan daerah perdapatan

daerah (%)
9. Terjaminnya Indeks 94
kesetaraan gender dan | Pembangunan
perlindungan anak, | Gender (%)
Disabilitas dan inklusi
sosial
10. Terwujudnya Skor Pola 68,25
Ketahanan dan Kedaulatan | Pangan
Pangan Harapan
(SPPH) (Poin)

1. Meningkatkan Meningkatnya akses dan Indeks 66,65-
kualitas SDM yang |kualitas SDM NTT yang tinggi | Pembangunan 67
berdaya saing dan berdaya saing Manusia (IPM)

(Poin)
Rata-rata lama 7,93
sekolah (Poin)
Harapan lama 14,6
sekolah
(Poin)
Meningkatnya akses dan Usia Harapan 68
kualitas pelayanan Kesehatan | Hidup (Poin)
Prevelensi 10-9,5
Stunting (%)
2. Mewujudkan 1. Memperkuat Persentase 100
pembangunan infrastruktur untuk | anjang  jalan
infrastruktur yang mendukung provinsi dalam
berkelanjutan dengan pengembangan ekonomi | kondisi mantap
memperhatikan aspek dan pelayanan dasar (%)
lingkungan hidup, Ratio 94
kewilayahan dan Elektrifikasi
mitigasi bencana (%)
2. Meningkatnya Indeks Kualitas 73,95
kualitas tata ruang dan | Lingkungan
lingkungan hidup Daerah Hidup (Poin)
3. Meningkatnya Indeks Resiko 138
ketangguhan bencana | Bencana (Poin)
daerah dan Adaptasi
terhadap Perubahan Iklim
3. Mewujudkan 1. Meningkatnya  kualitas | Indeks 64-65
Birokrasi yang tatakelola Reformasi
Berorientasi penyelenggaraan Birokrasi (Poin)
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Tujuan Sasaran Indikator Target

pelayanan, Akuntabel, pemerintahan yang | OPINI BPK WTP
Kompeten, Harmonis, Berorientasi pelayanan, | Nilai A
Loyal, Adaptif dan Akuntabel, Kompeten, | Akuntabilitas
Kolaboratif Harmonis, Loyal, Adaptif Kinerja

dan Kolaboratif (Predikat)

Indeks Sistem 2,5
Pemerintah
Berbasis
Elektronik
(SPBE) (Skor)

Tingkat 90
Keterbukaan
Informasi
Publik (Nilai)
Indeks 90
Kepuasan
Masyarakat
(Poin)
Indeks 82,5
Demokrasi
Indonesia
(Poin)

Sumber: RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun kedua kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati
terpilih untuk periode 2025 - 2029. sehingga penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman
pada Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2026, Prioritas Provinsi NTT dalam
rancangan RKPD Provinsi NTT Tahun 2026 serta Arah Kebijakan Tahun 2026 dalam
Rancangan RPIJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029.

Sesuai Spirit “"MEMBANGUN DESA MENATA KOTA” dengan Visi
“Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri Dan Berbudaya Berbasis
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Sumber Daya Alam
Berkelanjutan.” Visi ini kemudian dijabarkan dalam 5 Misi pembangunan. Misi adalah
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
Kabupaten Ngada memiliki lima misi yang salin terkait. Rumusan Misi disebut sebagai
“Panca Cita Pembangunan” Kabupaten Ngada Tahun 2025 -2029. Berikut adalah
rumusan Misi Kabupaten Ngada:

1. Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu
pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan
yang inklusif dan berwawasan lingkungan;
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2. Mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas,
produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi;

3. Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah
PEDESAAN DAN PERKOTAAN untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi
disparitas antar wilayah,

4. Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya,
keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak
Masyarakat, termasuk hak Perempuan dan anak

5. Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien,
efektif, bersih dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan
mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat

Dari kelima Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam
tabel berikut :

Tabel 4.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Dalam RKPD tahun 2026

Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu

pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan
yang inklusif dan berwawasan lingkungan;

Meningkatnya kualitas Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian

Tujuan pertumbuhan ekonomi terhadap perekonomian

Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan
terhadap perekonomian

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian
terhadap perekonomian

Meningkatnya kontribusi sektor Ekonomi Kreatif
terhadap perekonomian

Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata
terhadap perekonomian

Meningkatnya realisasi penanaman modal
Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa
Meningkatnya ketahanan pangan

Meningkatnya pemerataan
kesejahteraan dan S Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan
asaran : :
menurunkan angka usaha kecil menengah terhadap perekonomian
kemiskinan

Tujuan

Meningkatnya kesejahteraan petani
Meningkatnya kesejahteraan nelayan

Mempercepat peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas,

produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi;
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Tujuan

Meningkatnya Kualitas dan
Daya Saing Sumber Daya
Manusia

Sasaran

Semakin Baiknya Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Akses Pendidikan

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Meningkatnya kualitas dan layanan
Perpustakaan Daerah

Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk

Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera

Tujuan

Tujuan

Menurunnya kemiskinan

Sasaran

Menurunnya tingkat pengangguran

Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayahPEDESAAN DAN

PERKOTAAN untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah

Meningkatnya Penetaan Kota
Bajawa menjadi kota yang
bersih dan asri

Sasaran

Menciptakan Kota Bajawayang berdaya hidup
(liveable), termasuk "RAMAH ANAK"” dengan
rekayasa ruang spasial dan arsitektur kota yang
tertuang dalam masterplan

Merencanakan dan mendesain taman kota,
jaringan jalan, drainase, dan landmarkKota
Bajawayang dinamis serasi dengan lanskap alam
kota, misalnya mengembalikan Bajawasebagai
KOTA BUNGA

Mempertahankan (preservasi) dan
memanfaatkan secara selayaknya bangunan,
situs, dan kawasan yang memiliki nilai sejarah
dan kebudayaan masyarakat Ngada.

Menciptakan keharmonisan kehidupan
bermasyarakat Kota Bajawadengan membentuk
imagekota melalui perencanaan dan rekayasa
desain.

Membentuk ruang-ruang aktif /ruang publik
yang dapat mengakomodasi kegiatan
kebudayaan, pariwisata, ekonomi lokal/UMKM,
dan keagamaan melalui rekayasa dan desain
arsitekturalKota Bajawa

Memastikan terwujudnya kota yang nyaman
baik di waktu siang dan di waktu malam dengan
memastikan KOTA TERANG

Tujuan

Meningkatkan dan
memelihara infrastruktur
terbangun untuk
mempermudah akses

Sasaran

Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur
jalan

Meningkatnya Kualitas Air Bersih dan Sanitasi

Meningkatnya kualitas Jaringan Irigasi

Meningkatnya kualitas Lingkungan Permukiman

Meningkatnya kualitas infrastruktur Wilayah
Transmigrasi

Tujuan

Meningkatnya kelayakhunian

Sasaran

Meningkatnya akses pemukiman layak huni
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Meningkatnya kualitas tata ruang dan bangunan

Tujuan | Menurunnya risiko bencana Sasaran | Meningkatnya mitigasi bencana
Meningkatnya Tanggap Darurat bencana
Penanganan pasca bencana

Tujuan Meningkatnya kualitas Sasaran | Meningkatnya kualitas udara

lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas air

Meningkatnya kualitas tutupan lahan

Tujuan

Menurunnya volume sampah

Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan

Mendorong partisipasi semua
elemen kelembagaan sosial
masyarakat dengan
memanfaatkan modal sosial
yang ada sebagai penggerak
pembangunan

Sasaran

olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak Masyarakat,

Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan
Partisipasinya dalam Pembangunan

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Anak

Meningkatnya kontribusi pemuda dalam
pembangunan

Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa

Meningkatnya peran pemerintah dalam
mengurangi TPPO

Meningkatnya transformasi pelestarian budaya

Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat

Tujuan

Menurunkan angka
kemiskinan

Sasaran

Meningkatnya keberdayaan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial

Perlindungan sosial bagi Kaum Miskin dan anak
terlantar serta kaun difabel

Meningkatkan Kulitas data dan informasi
pembangunan

Tujuan

Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Miskin

Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif,

bersih dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif,

Pemantapan tata kelola
pemerintahan yang efektif
dan efisien

Sasaran

Penataan Organisasi Birokrasi yang efektif dan
efisien

Meningkatkan management aparatur yang
bersih dan berwibawa

Meningkatnya kualitas pelayanan dan
pembangunan desa
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‘ ‘ ‘ ‘ Peningkatan Kulitas Pelayanan Publik

Sumber : Rancangan awal RPJMD Kabupaten Ngada 2025-2029

Sasaran dan Tujuan pembangunan diuraikan lagi dalam indikator Sasaran dan tujuan
pembangunan yang diperoleh berdasarkan evaluasi pencapaian RPIJMD periode
sebelumnya dan pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan di tahaun 2024 sebagai
berikut :

Tabel 4.4 Pencapaian Sasaran Pembangunan Tahun 2024 dan Indikator Sasaran
Pembangunan Tahun 2026
Indikator Satuan Kondisi 2024 Target 2026

(Rankir RPIMD 2025 —

2029)
PDRB per Kapita Juta 25.67 31,83
Kontribusi PDRB industri Persen 1.53 1.55
pengolahan
Tingkat kemiskinan Persen 11.87 11.55
Rasio gini Indeks NA 0,31
Persentase Pertumbuhan Persen 3.67 3.295
PDRB
Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 49 55.6
(IRB)
Indeks Daya Saing Daerah Indeks 2,97 3.28
(IDSD)
Indeks Pembangunan Indeks 72.04 72.88
Manusia (IPM)
Indeks Kualitas Lingkungan Indeks 75.92 78.95
Hidup (IKLH)

Sumber : Rankir RPIJMD 2025 -2029
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4.2 Prioritas Tahun 2026

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2026

Strategi dan Langkah-langkah dalam mempercepat Pencapaian Target Pertumbuhan
Ekonomi Tahun 2026 yang akan dilakukan Pemerintah Pusat dalam RKP 2026 adalah
sebagai berikut :

1. Peningkatan Produktivitas: Industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan
program padat karya melalui :
e Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam unggulan (nikel,
tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, dll)
e Pembangunan 3 juta rumah
2. Peningkatan Produktivitas Pertanian menuju Swasembada Pangan melalui :
e Kawasan Food Estate/Sentra Produksi Pangan
e Makan Bergizi Gratis
e Modernisasi dan digitalisasi pertanian
e Pengembangan pangan lokal dan pangan akuatik
e Subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan bahan bakar, irigasi pertanian dan
perikanan, mesin pertanian
Swasembada Energi melalui Ekonomi Hijau melalui Energi terbarukan
4. Peningkatan Inovasi Teknologi melalui Transformasi Digital melalui :
e Penguatan Sumber Daya Manusia Digital
e Digitalisasi sektor ekonomi dan layanan publik
e Kajian/penelitian dalam rangka penguasaan teknologi
5. Peningkatan Investasi Produktif Utamanya FDI Berorientasi Ekspor dan Investasi
Non-APBN Melalui :
e Pemberian Insentif dan Fasilitasi Investasi sesuai dengan karakteristik
sektor dan wilayah
e Peningkatan Iklim Investasi melalui kepastian kebijakan dan hukum,
e serta sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan

w

Selain strategi dan langkah percepatan, Pemerintah juga menerapkan Kebijakan
Effisiensi anggran yang meliputi :

1. EFISIENSI BELANJA "“Belanja produktif daerah sejalan dengan fokus prioritas di
dalam RPJMN 2025-2029"
2. Pengembangan Inovasi Pendanaan Daerah yang dilakukan melalui kebijakan :
a) Optimalisasi dan Perluasan Sumber Pendanaan
b) Pengembangan Skema Pendanaan Inovatif
c) Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pembangunan
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3.

d) Efisiensi Belanja di Daerah dan Mendorong Belanja Produktif Daerah
Sinergi dan Kolaborasi Pendanaan Pembangunan

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Terdapat 7 Priroitas Pembanguanan Provinsi Nusa Tengagra Timur pada tahun 2026
yang diraikan sebagai berikut :

NounhwNE

Pemangunan Ekonomi Berkelanjutan;
Pemberdayaan Komunitas;

Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan;
Pemerataan Akses dan Layanan Kesehatan;
Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
Reformasi Birokrasi dan HAM; dan
Kolaborasi Ayo Bangun NTT.

Selain Prioritas yang merupakan pilar dari Gubernur dan Wakil Gubernur juga terdapat
dasa cita yang merupakan Program Pembangunan Daerah antara lain:

No !

9.

1. Dasa Cita 1 : Dari lading dan Laut ke Pasar:Efisien, Modern, dan Aman;

2. Dasa Cita 2 : Milenial dan Perempuan Motot Kreativitas Lokal;

3.

4. Dasa Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan

Dasa Cita 3 :Wisata NTT Pengerak Ekonomi Lokal;

untuk masyarakat;
Dasa Cita 5 : Posyandu Tanguh, Masyarakat Sehat dan bebas Stunting
Dasa Cita 6 : Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis Potensi Unggulan;

. Dasa Cita 7 : Jalan, Air, Listrik, Rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang

Sejahtera

. Dasa Cita 8 : Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Pubblik dan Kesejahteraan ASN

Terjamin
Dasa Cita 9 : Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar

10.Dasa Cita 10 : Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama

Ke tujuh prioritas daerah tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan

persoalan-persoalan strategis yang belum terselesaikan yang merupakan isu strategis
pembangunan dalam RKPD 2026 antara lain:

1. Isu Strategis Daerah

Berdasarkan permasalahan serta isu global dan nasional, maka dapat dirumuskan isu-isu

strategis daerah yang dipetakan pada beberapa transformasi sebagai berikut:
a. Isu Strategis Transformasi Sosial: Peningkatan kualitas hidup manusia pada seluruh
siklus hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif (
Belum Optimalnya Mutu dan Akses Pendidikan dan Belum Optimalnya Pelayanan
Kesehatan dan Jaminan Sosial;

Tercapainya transformasi sosial bertumpu pada upaya pemenuhan pelayanan dasar serta

pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya yang berkaitan dengan kesehatan untuk
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semua, pendidikan yang berkualitas dan merata, dan perlindungan social yang adaptif. Karena
itu, transformasi sosial di NTT adalah upaya untuk; mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di
daerah, dan menciptakan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama
terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta
masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Kesehatan untuk semua dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat dengan mengoptimalkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui; optimalisasi
penanganan stunting dan penyakit endemic (malaria), dan; pemerataan dan peningkatan akses
serta kualitas fasilitas kesehatan; optimalisasi peningkatan umur harapan hidup; optimalisasi
penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, dan; optimalisasi penurunan angka wasting yaitu
gizi buruk, gizi kurang, dan underweight.

Pendidikan yang berkualitas dan merata dihadapkan pada upaya untuk mengoptimalkan
bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia NTT yang berkualitas agar
dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang melalui;
peningkatan mutu pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah untuk penduduk usia
sekolah termasuk disabilitas, peningkatan angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan
yang lebih tinggi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah,
mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan vokasional, peningkatan cakupan SMA dan SMK yang
terakreditasi, peningkatan digitalisasi sektor pendidikan, dan peningaktan SPM sektor
pendidikan.

Perlindungan social yang adaptif dihadapkan pada upaya untuk memperluas perlindungan
yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip
keadilan dan inklusif adaptif. Uapaya tersebut dilaksanakan melalui; penurunan angka
kemiskinan; optimalisasi pembangunan Gender, Equalitu, Disabilitas, dan Social Inkluasi (GEDSI),
peningkatan perlindungan social bagi PMKS; optimalisasi cakupan jaminan kesehatan dan
jaminan ketenagakerjaan; optimalisasi akurasi data untuk ketepatan intervensi; optimalisasi
pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; fasilitas umum yang ramah GEDSI, dan;
Mengurangi jumlah masyarakat yang masuk kategori rumah tidak layak huni.

b. Isu Strategis Transformasi Ekonomi: Peningkatan produksi dan produktifitas sektor
primer untuk mendukung hilirisasi (1) Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi
Daerah, (2) Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan
Berkelanjutan; (3) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan
dasar)

Terciptanya transformasi ekonomi bertumpu pada upaya penciptaan kemampuan dan daya
saing ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor primer, sektor indutri, sektor
pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, serta BUMD. Upaya tersebut ditunjang
dengan penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan
pembangunan pada berbagai sektor.

Peningkatan produksi dan produktifitas pada sektor primer dihadapkan pada upaya untuk;
perbaikan pola pertanian, peternakan, dan perikanan yang bersifat subsisten kepada pola
pertanian yang berorientasi komersil; optimisiasi adopsi teknologi pada sektor pertanian,
peternakan, dan perikanan; optimalisasi penguatan sentra produksi dikawasan pedesaan, serta
sentra-sentra pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan; perbaikan insentif pada system
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pasar sektor primer; optimalisasi ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasana termasuk
ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi; optimalisasi penanganan
hama penyakit pada sektor pertanian dan peternakan, dan optimalisasi ketahanan sektor primer
terhadap dampak perubahan iklim.

Peningkatan produksi dan produksi pada sektor primer memberikan dukungan terhadap
pengembangan industri pengolahan (hilirisasi). Selain itu, ketersediaan dan kontinuitas produksi
dan produktifitas sektor primer juga diperlukan agar dapat menjamin keberlanjutan supply bahan
baku bagi pengembangan industry di NTT. Apa lagi NTT memiliki komoditas berbasis Core
Competence Komoditas Unggulan Wilayah, antara lain; padi, mete, kopi, kakao, jagung, babi,
sapi, rumput laut, perikanan tangkap, dan garam. Komoditas- komoditas ini perlu diperkuat guna
mendukung indutri pariwisata dan ekonomi kreatif.

c. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola: Peningkatan efektifitas, akutantabilitas dan
profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah,
kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan public, manajemen talenta, dan keberlanjutan
pembangunan (Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan )

Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah
bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif da akuntabel sehingga bisa menyediakan
pelayanan public yang berkualitas. Hal ini ditempuh melalui; peningkatan kemampuan fiskal
daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan public, manajemen talenta, dan
keberlanjutan pembangunan.

Penguatan terhadap drajat kemandrian fiskal dihadapkan pada upaya; optimalisasi
pengelolaan potensi PAD; mengembangkan investasi pengelolaan keuangan daerah, dan;
penguatan pengelolaan asset daerah. Penguatan terhadap pelayanan publik ditempuh melalui
upaya; peningkatan akses pelayanan publik berbasis digital yang merata bagi masyarakat;
peningkatan pelayanan yang berbasis kepuasan pelanggan, dan; optimalisasi inovasi pelayanan
publik. Peningkatan manajemen talenta ditempuh melalui; optimalisasi pengembangan SDM
birokrasi berbasis manajamen talenta. Keberlanjutan pembangunan ditempuh melalui;
pengintagrasian proses bisnis perencanaan, pengaggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan
evaluasi, dan; peningkatan perencanaan dan penganggaran dalam memastikan keberlanjutan
pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan
Daya Dukung Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,
memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang
lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi NTT
triwulan IV-2023 dibandingkan dengan triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 4,14 persen
(yoy), namun angka tersebut masih lebih rendah dari capaian nasional yaitu 5,04 %.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan ini dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan
Listrik dan Gas sebesar 16,39 persen, selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Konstruksi
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sebesar 14,73 persen dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
sebesar 14,57 persen. Struktur Ekonomi NTT pada tahun 2023 masih didominasi oleh
lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,32
persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga yaitu sebesar 67,48 persen.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran
perkapita penduduk yang mencapai Rp 7,8 juta jauh di bawah rata-rata nasional yang
mencapai Rp.11,47 juta dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita
mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata rata nasional.

Selanjutnya,  pertumbuhan dan  pemerataan  pembangunan  harus
mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam
dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi
yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan
menimbulkan  permasalahan  pembangunan dikemudian hari. Pembangunan
berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap
mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan
Yang Berkelanjutan

Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian
terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga
kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi
pertanian. Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar,
namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari
angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017. Menurut Bank
Indonesia, struktur ekonomi NTT pada Triwulan I 2018 masih didominasi oleh lapangan
usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%.

Dari keseluruhan luas (NTT dalam angka, 2017) Provinsi NTT 47.931,54 km2 atau
4.739.174 ha lahan kering ada sekitar 3 juta ha lahan kering. Potensi lahan kering yang
potensial untuk pertanian adalah 1,5 juta Ha dan ada potensi padang penggembalaan
untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha (RPIJMD, 2018).
Namun, luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70%
pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan
46% (2.667.705 ha.) dari luas NTT pada tahun 2006.

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%.
Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna,
cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil (Dinas
Perikanan Propinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka
potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan
secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah
terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu
maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya
akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan.
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Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin
berkurang dimasa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai
tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan
teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan
bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik
tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah
dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total
jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD.

Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri
perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian
dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan
kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem
produksi pertanian dari subsistem dan intermedier/semi komersial atau komersial yang
akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan
cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang
belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor
pertaniandengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat
kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani
dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan.

3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1,141,110 orang pada tahun 2023
meningkat dibandingkan dengan dengan tahun 2022 yaitu 1,131,620 orang, namun
secara presentase menurun dari 20,05 menjadi 19,96 tahun 2023. Data ini menunjukkan
penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 0,09%. Persoalan
kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait
dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta
kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya
ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan
perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya
masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan
melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
Kelompok Rentan (RAD PD), anak, perempuan, PD.

4. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh
kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah
mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI
2017). Sebanyak 75% dari bencanabencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis,
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seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim,
dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim.

Sejumlah ancaman dan risiko tersebut sudah menjadi pengalaman empiris NTT
dari tahun ke tahun. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops PB) Penanggulangan
Bencana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi NTT mencatat sejak 1 Januari
hingga 31 Agustus 2023 ada 100 kejadian di seluruh NTT. Kejadian bencana alam yang
mendominasi adalah bencana banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor. Korban
meninggal sebanyak 15 jiwa, hilang 2 jiwa, luka-luka 9 orang dan korban terdampak
sebanyak 21.737 orang. Masyarakat NTT memiliki pengalaman terbaru terkait bencana
yaitu Siklon Seroja pada 4 April 2021 yang dampaknya dirasakan di 21 kabupaten/kota
dari 22 kabupaten/kota. Bencana ini menyebabkan 182 orang meninggal dunia, 115 luka-
luka, 47 orang hilang, 56,652 rumah rusak, 3,508 fasilitas publik rusak serta kerusakan
lahan petanian dan peternakan.

Bencana tersebut selain menyebabkan jatuhnya korban jiwa juga merusak aset-
aset penghidupan masyarakat dan karena terjadi secara musiman. Jenis bencana akan
memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka
pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat
perubahan iklim. Selanjutnya, penanggulangan bencana juga harus memperhatikan
Kelompok yang paling rentan terkena dampak bencana seperti penyandang disabilitas.
Hal ini penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak dalam
penanggulangan bencana tidak memperburuk kondisi rentan yang sudah dialami dalam
kondisi tidak ada bencana. Sebagai contoh, Seorang bapak sedang mempersiapkan
bendera berwarna merah, kuning dan hijau, sebagai petunjuk tingkatan air di Kali
Siumate dalam simulasi kesiapsiagaan menghadapi banjir. Penggunaan bendera berbeda
warna adalah upaya masyarakat memastikan informasi peringatan dini banjir bisa
dipahami oleh warga yang tuli.

5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan
dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM
menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai
dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Pada tahun
2023 IPM NTT telah mencapai 66,68. Angka ini meningkat sebesar 0,78 poin
dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2022 sebesar 65,90. Seluruh dimensi
pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama dimensi pengetahuan dan
dimensi standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang
lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun,
meningkat 0,27 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun
sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk
umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,21
menjadi 13,22 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25
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tahun ke atas meningkat 0,12 tahun, dari 7,70 tahun menjadi 7,82 tahun pada tahun
2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran
riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 371 ribu rupiah (4,71 persen)
dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan
rata-rata Nasional sebesar 74,39% tahun 2023 dan juga masih menjadi urutan ke
32 dari 34 Provinsi di Indonesia.

6. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi
jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta
melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan,
terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan,
serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi
segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas
tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi,
bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang
teguh nilainilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi
dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal
penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya:
peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih
kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari
penataan kelembagaan yang right-sizing adalah tanggapan terhadap permasalahan
terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada
peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang
harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas
juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan
menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. Right-sizing organisasi
bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan
penajaman tugas dan fungsi.

Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan
penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah
dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi
keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan
jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari “kebiasaan
lama” ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi
tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat
tersebut menjadi tidak efektif.

Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu
dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang
wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.

Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat
berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat
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diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SOP
bermanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah
untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya,
SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah
membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan
mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang
berdampak pada biaya yang sangat mahal. Reformasi birokrasi juga perlu
menerapkan sistem e-government untuk mengintegrasikan perangkat daerah (PD)
dalam satu sistem secara digital sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen
pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak pada
terstandardisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk
hukum daerah dan mencegah tumpang-tindih antara regulasi regulasi yang memiliki
tujuan yang sama.

3. Prioritas Lokasi Pembangunan RKPD 2026

Selain lokasi prioritas yang telah ditetapkan dalam RKP 2025, lokasi prioritas pada
RKPD 2026 ditetapkan untuk dua isu strategis yaitu Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrem dan
Stunting. Dilihat dari tingkat kemiskinan, Kabupaten Sumba Tengah, Sabu Raijua dan
Sumba Timur tercatat dengan tingkat kemiskinan tertinggi sementara posisi terendah
ditempati Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur dan Ngada. Namun jika dilihat dari
sebaran jumlah penduduk miskin, Kabupaten TTS, Sumba Barat Daya dan Kabupaten
Kupang memiliki penduduk miskin terbanyak sementara Kabupaten Nagekeo, Ngada dan
Sumba Tengah dengan jumlah penduduk miskin terendah. Dengan demikian, priotitas
lokasi untuk isu kemiskinan yakni Kabupaten Sumba Tengah, Sabu Raijua, Sumba Timur,
Sumba Barat Daya dan Kabupaten Kupang dengan memperhatikan dua aspek yaitu
persentase dan jumlah penduduk miskin yang tinggi.

Selanjutnya terkait isu stunting, lokasi yang menjadi prioritas yaitu kabupaten TTS,
Belu dan malaka dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu masing-masing 50%, 48%
dan 47% seperti tergambar pada Grafik 4.5.

Grafik 4. 5 Prevalensi stunting kab/kota di NTT
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Seperti Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada merupakan wilayah yang
memiliki potensi besar pengembangan tanaman perkebunan. Lokasi dari
Kabupaten yang berada di bawah kaki Gunung Inerie memberikan keuntungan dalam
bentuk tanah yang subur dan iklim yang baik yang sangat membantu dalam
mengupayakan tanaman-tanaman perkebunan berharga tinggi. Selain potensi di sektor
perkebunan, Ngada sendiri memiliki potensi untuk pengembangan tanaman hortikultura
dan peternakan khususnya ternak babi. Selain itu, Kabupaten Ngada juga
dapatdikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang penting di NTT. Daya tarik
alam dan adat istiadat di Ngada telah menarik ribuan turis untuk berkunjung setiap
Tahunnya. Situs-situs budaya yang masih terjaga baik di Ngada masih dapat
dikembangkan untuk dapat secara lebih besar memberikan dorongan bagi perkembangan
industri pariwisata di daerah ini. Selain itu Penetapan Kawasan Wolobobo sebagai Kebun
Raya melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor
SK.438/Men.lhk/Setjen/PLA.0/6/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan
Khusus sebagai Kebun Raya Wolobobo untuk Hutan Penelitian, Pengembangan dan
Pendidikan Lingkungan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Ngada Provinsi
NTT seluas £ 100 Ha, memberikan “keuntungan” tersendiri bagi Kabupaten Ngada,
karena kawasan Kebun Raya Wolobobo juga menjadi salah satu destinasi paariwisata
minat khusus, yang tidak ada di kabupaten/kota lain di Provinsi NTT. Lokasi Wolobobo
yang berada di gunung tertinggi di Pulau Flores memungkinkan untuk itu.

Membesarnya pariwisata di Ngada diharapkan dapat memberikan insentif bagi
berkembangnya industri kreatif di daerah ini yang akan banyak menciptakan lapangan
kerja baru. Kabupaten Ngada juga termasuk dalam wilayah yang memiliki kinerja
pembangunan yang cukup baik relatif sehingga diyakini akan dapat merealisasikan target
makro pembangunan pada Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

< 3893 33 4 5+

.
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Sumber: SKI 2023
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Tabel. 4.5 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Ngada

Tahun 2026
Indikator makro Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%) 5,17
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 2,58
Tingkat Kemiskinan (%) 9,54
Indeks Pembangunan Manusia 71,1

Sumber data olahan Bapperida Prov NTT dari RPD Prov NTT 2024-2026

Ekonomi Ngada ditargetkan tumbuh sebesar 5,17% pada Tahun rencana 2026 dan
tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berkisar antara 2,58%. Tingkat kemskinan di
daerah ini termasuk kecil relatif dibandingkan dengan wilayah lain di NTT, dan ditargetkan
turun menjadi 9,54%, sementara IPM ditargetkan berkisar antara 71,1.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Ngada

Tahun 2026 merupakan tahun Kedua pelaksanaan RPIJMD Periode Tahun 2025
sampai 2029. Tema Pembangunan kabupaten Ngada Tahun 2026 disesuikan dengan Visi
Kabupaten Yakni “Terwujudnya Ngada Yang Unggul, Mandiri Dan Berbudaya
Berbasis Pengelolaan Sumberdaya Manusia Berkualitas Dan Sumber Daya
Alam Berkelanjutan”.

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RKPD tersebut ditetapkan 7 arah Kebijakan
Pembangunan prioritas di Kabupaten Ngada pada tahun 2026 yakni :

1. Hilirisasi produk pertanian dan ketahanan pangan

2. Penguatan lembaga keuangan (perbankan dan koperasi) dan UMKM sebagai basis
ketahanan ekonomi

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke sektor pendidikan dan kesehatan

4. Terwujudnya Kota Bajawa yang harmoni, dimana alam dan budaya berinteraksi
secara dinamik dan seimbang, dan menciptakan lingkungan kehidupan yang damai
dan inspiratif

5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana yang berorientasi pada
pelayanan dan kebutuhan mendesak

6. Peningkatan Partisipasi semua elemen kelembagaan sosial masyarakat dalam
pembangunan

7. Reformasi birokrasi yang efisien, efektif, bersih dan demokratis melalui
pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima
kepada masyarakat

Ketujuh prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan untuk mencapai target makro
pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2026 sebagai berikut :
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Indikator Satuan Kondisi 2024 Target 2026
(Rankir RPJMD 2025 -

2029)
PDRB per Kapita Juta 25.67 31,83
Kontribusi PDRB industri Persen 1.53 1.55
pengolahan
Tingkat kemiskinan Persen 11.87 11.55
Rasio gini Indeks NA 0,31
Persentase Pertumbuhan Persen 3.67 3.295
PDRB
Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 49 55.6
(IRB)
Indeks Daya Saing Daerah Indeks 2,97 3.28
(IDSD)
Indeks Pembangunan Indeks 72.04 72.88
Manusia (IPM)
Indeks Kualitas Lingkungan Indeks 75.92 78.95
Hidup (IKLH)

Sumber : Rankir RPIMd 2025 -2029

Untuk mencapai Arah kebijakan Tahun 2026 tersebut. kemudian diuraikan dalam
prioritas -prioritas pembangunan Tahun 2026 Kabupaten Ngada sebagai berikut :

1. Hilirisasi produk pertanian dan ketahanan pangan dilaksanakan melalui :

e Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui penyediaan bibit
unggul Dbersertifikat, penyediaan Saprodi berkualitas, Peningkatan
ketersediaan pupuk dan obat tanaman untuk mendukung ketahanan
pangan dan MBG.

e Peningkatan Nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan
untuk mendukung Ketahanan pangan dan Program Makan Bergizi Gratis.

e Peningkatan Daya saing Produk Unggulan Pertanian, perkebunan,
Perikanan dan peternakan untuk mendukung One Village One Product.
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Pemanfaatan Potensi Bumdes dan Bumdesma dalam mendukung
ketahanan pangan dan One Village One Product

Digitalisasi Pemasaran Produk Pertanian, Peikanan, Peternakan dan
Pariwisata

2. Penguatan lembaga keuangan (perbankan dan koperasi) dan UMKM sebagai basis
ketahanan ekonomi melalui :

Penyediaan Pedum /PTO Pendukung Program Pemberian Bantuan Modal
Dan Pembentukan Kelompok Petani, Peternak Dan Nelayan

Kolaboarasi lintas sektor dengan berbagai lembaga keuangan seperti
perbankan dan koperasi dalam penyediaan permodalan bagi UMKM
Peningkatan Kapasitas dan management UMKM

Optimalisasi Perijinan untuk mendukung pemberdayaan UMKM

Digitalisasi pemasaran UMKM

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke sektor pendidikan dan kesehatan

Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi seluruh Masyarakat Ngada
secara berkala

Peningkatan Kapasitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan

Kemandirian Fasilitas Kesehatan melalui ketersediaan obat dan perbekalan
kesehatan

Penyediaan Sarana dan Prasara Pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM
Peningkatan Kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas
Pengembangan Perpustakaan Daerah untuk mendukung peningkatan
indeks literasi Daerah

Akses ke pendidikan non-formal/vokasi

4. Terwujudnya Kota Bajawa yang harmoni, dimana alam dan budaya berinteraksi
secara dinamik dan seimbang, dan menciptakan lingkungan kehidupan yang damai
dan inspiratif melalui :

e Membangun lingkungan permukiman yang sehat dan aman (pengelolaan
persampahan, sanitasi, drainase yang baik, mitigasi bencana)

e Menciptakan keharmonisan kehidupan bermasyarakat Kota Bajawa dengan
membentuk image kota melalui perencanaan dan rekayasa desain.

e Memastikan terwujudnya kota yang nyaman baik di waktu siang dan di waktu
malam dengan memastikan KOTA TERANG

5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana yang berorientasi pada
pelayanan dan kebutuhan mendesak
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Membangun rumah layak huni untuk masyarakat tidak mampu

Penyedian air minum sampai ke permukiman (Sambungan Rumah)

3. Pencegahan Pencemaran air, tanah dan udara (pengelolaan
persampahan/limbah)

4. Pelestarian sumber-sumber air (konservasi sumber air/bibit tanaman/sumur

resapan)

N

6. Peningkatan Partisipasi semua elemen kelembagaan sosial masyarakat dalam
pembangunan

e Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Partisipasinya dalam
Pembangunan

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Anak

Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan

Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa

Meningkatnya peran pemerintah dalam mengurangi TPPO

Meningkatnya transformasi pelestarian budaya

Perlindungan sosial bagi Kaum Miskin dan anak terlantar serta kaun difabel

7. Reformasi birokrasi yang efisien, efektif, bersih dan demokratis melalui
pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima
kepada masyarakat

Penataan Organisasi Birokrasi yang efektif dan efisien
Meningkatkan management aparatur yang bersih dan berwibawa
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembangunan desa
Peningkatan Kulitas Pelayanan Publik

4.3 Inovasi Daerah

Tahun 2024 Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ngada sesuai dengan SK Kemendagri
Nomor 400.10.11 - 4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten
dan Kota Tahun 2024 adalah sebsar 33,26 dan mausk dalam kategori Kurang Inovatif.
Hal ini menjadi Catatan perbaikan untuk Kabupaten Ngada Tahun 2025 agar lebih selektif
memasukan Inovasi dan verifikasi hasil.

Berdasarkan hasil penilain dihitung 10 Inovasi terbiak tahun 2024 sebagai berikut :
1. Live Steraming Soeratine Cup U — 17

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada merupakan salah satu unsur
pelaksana Pemerintah Kabupaten Ngada Urusan Pemerintah di bidang Komunikasi dan
Informatika. Selain infrastruktur TIK, salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas

213



RKPD 2026

Komunikasi dan Informatika adalah mempublikasikan informasi pembangunan daerah
Kabupaten Ngada, selain melalui media elektronik milik Pemerintah Kabupaten Ngada
LPPL RSPD Ngada, adalah melalui sosial dengan youtube channel “"Dinas Kominfo
Ngada”.

Tujuan Inovasi LIVE STREAMING SOERATIN CUP U-17, adalah :

1. menyebarluaskan informasi kegiatan Pemerintah Daerah secara digital, melalui
media sosial (Youtube Channel);

2. memberikan tontonan up to date bagi masyarakat dalam daerah Kabupaten Ngada
maupun di luar daerah kabupaten Ngada;

3. meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. peningkatan pelayanan publik;

5. peningkatan daya saing daerah.

Manfaat Inovasi ini :

1. Masyarakat dalam daerah Kabupaten Ngada maupun di luar Kabupaten Ngada dapat
menyaksikan siaran pertandingan sepak bola secara langsung;
2. Masyarakat mendapatkan akses informasi serta pelayanan publik yang dibutuhkan.

2. Sentra IKM Bambu

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam membina, menumbuhkan dan
mengembangkan industri dan usaha kecil dan menengah, melalui (a) pengembangan
iklim usaha, (b) pemberian bantuan teknis, dan prasarana/sarana penunjang, (c)
pemberdayaan SDM (pendidikan dan pelatihan), (d) kelembagaan, (e) kegiatan lain
berupa kajian/studi, dan lain-lain. Pembinaan dilakukan Pemerintah melalui Kementerian
Perindustrian di tingkat Pusat dan di daerah dilakukan oleh Dinas Perindustrian. Selain
itu pembinaan juga dilakukan secara lintas sektoral bekerja sama dengan berbagai
instansi pembina. Namun berbagai upaya pembinaan tersebut belum sepenuhnya dapat
menjangkau serta mengatasi permasalahan yang dihadapi pengusaha dan pengrajin
selama ini. Pengembangan usaha bambu di Ngada masih memiliki berbagai macam
kendala sehingga tingkat berkelanjutan industri bambu dari permintaan pasar belum
mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Tidak teroganisirnya para pengrajin, dan
cenderung kesulitan mendapatkan suntikan modal ketika pesanan melunjak dan atau
akan melakukan ekspansi pasar yang lebih luas. Sehingga pemasaran dilakukan secara
tradisional dan pribadi. Pemasaran yang dilakukan masih berkutat pada pasar sekitar dan
belum merambah penawaran barang ke daerah luar.

Pemberdayaan yang dilakukan agar pengorganisasian pengrajin di Ngada teroganisir dan
dapat menjadi sentra penghasil kerajinan bambu, selain itu perlu dilakukan
pendampingan untuk membentuk galeri setelah pengrajin teroganisir. Pengorganisiran
ini bertujuan supaya antar pengrajin satu dengan yang lain mampu berkomunikasi dan
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saling terikat. Dengan adanya sentra IKM nantinya diharapkan menjawabi permasalahan
permodalan pengrajin dan juga mampu membuat produk unggulan yang lebih kreatif dan
bernilai guna, misalnya seperti keranjang buah, tas, vas bunga, bahkan furnitur. Hal ini
tidak lepas dari peran pemerintah yang aktif dalam pemberdayaan industri kerajinan
bambu melalui program yang diselenggarakan. Berdasarkan ulasan tersebut diatas, maka
Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Perindustrian Kabupaten Ngada Tahun 2017
mencanangkan terbentuknya suatu sentra yang mampu menghimpun sejumlah IKM
Bambu, yang akan dikembangkan secara terpusat dengan pola Sentra IKM. Pola Sentra
IKM dimaksudkan agar Pemerintah dengan mudah melakukan pengawasan dan
pembinaan serta dapat melakukan intervensi terhadap tumbuh dan kemabng IKM-IKM
Bambu tersebut.

Pembangunan Sentra IKM Bambu berlokasi di Kecamatan Golewa Kelurahan Todabelu
yang berada pada ruas jalan negara Bajawa — Ende telah ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Nomor 188/DISPERIN/117/12/2018 tentang
Penetapan Sentra Industri Kecil dan Menengah Bambu berlokasi di bekas/ex Pasar
Mataloko Kelurahan Todabelu Kecamatan Golewa atas petunjuk dan persetujuan Bupati
Ngada. Selanjutnya pada Tahun 2019, Bupati Ngada mengeluarkan Surat Pembebasan
Lahan pada lokasi ex Pasar Mataloko tersebut dengan luas lahan secara keseluruhan +
5.620 m . 2 Dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian RI
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yakni Tahun 2019, 2020, 2021, 2023, dan 2024
Kabupaten Ngada dikucurkan anggaran £+ Rp.12.000.000.000,-

Tujuan inovasi :

1. Terjadinya peningkatan pemanfaatan potensi daerah terutama Bambu

2. Menjadikan bambu sebagai salah satu potensi unggulan Kabupaten Ngada
3. Menciptakan peluang investasi baru di Kabupaten Ngada

4. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Hasil Inovasi :

1. Bambu menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Ngada
2. Peningkatan pendapatan dari sektor hulu hingga sektor hilir

3. SIMMENTAL (Sistem Informasi Inseminasi Buatan Pada Sapi Secara Digital)

Salah satu pelayanan publik yaitu Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Puskeswan
merupakan unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan. Salah
satu tugasnya yaitu pelaksanaan penyehatan hewan sebagai upaya medik yang
kegiatannya meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan medik
reproduksi. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan
kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan. Salah satu teknologi di bidang reproduksi
hewan adalah Inseminasi Buatan. Inseminasi Buatan berasal dari kata Artificial yang
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berarti tiruan dan Inseminatus yang berarti memasukkan air mani. Inseminasi Buatan
dapat didefinisikan sebagai cara memasukkan air mani/semen ke dalam saluran alat
kelamin betina menggunakan ala-alat bantuan manusia. Untuk menunjang keberhasilan
program inseminasi buatan harus pula disertai pencegahan dan pemberantasan
kemajiran, bimbingan dan penyuluhan terpadu kepada petani peternak (Susilo, S. at all.
2010).

Tujuan utama penerapan Inseminasi Buatan yaitu untuk meningkatkan mutu genetik
ternak, mengurangi risiko penyebaran penyakit kelamin menular, meningkatkan populasi
dan produksi ternak serta perbaikan pendapatan petani peternak. Sedangkan manfaatnya
antara lain produktivitas ternak dapat ditingkatkan melalui perbaikan kualitas genetik
yang berlangsung dalam waktu yang relatif singkat (cepat), meningkatkan kemampuan
seekor pejantan unggul2 untuk melayani betina, mengurangi biaya atau resiko
pemeliharaan sapi pejantan, mengurangi resiko penularan penyakit kelamin menular,
merangsang peternak untuk rajin melakukan pencatatan (recording) tentang produksi
dan reproduksi dari setiap kejadian yang dialami ternak mereka, terjalin hubungan yang
akrab antara peternak dengan petugas IB yang bermanfaat dalam informasi kejadian dan
upaya pemberantasan penyakit, radius pelayanan IB tidak terbatas, dengan teknik
pembekuan, semen dari seekor sapi pejantan unggul dapat disimpan dalam waktu yang
lama (15-25 tahun), sangat memungkinkan untuk dilakukan perkawinan antara beberapa
jenis ternak dalam satu spesies (Hardijanto. at all, 2010).

Inovasi membuat Website Inseminasi Buatan sangat penting untuk menjawab isu aktual
yaitu kurangnya pemahaman peternak di Kabupaten Ngada tentang Inseminasi Buatan
(IB). Inovasi membuat Website Inseminasi Buatan sangat penting karena selama ini
kurangnya media inovasi edukasi tentang Inseminasi Buatan di Kabupaten Ngada. Oleh
karena itu inovasi membuat website Inseminasi Buatan sangat penting agar masyarakat
peternak tidak perlu mencari pejantan untuk kawin alam dan materi edukasi dalam
website ini cukup banyak dan lengkap mengenai Inseminasi Buatan.

Tujuan Inovasi adalah Meningkatkan pemahaman masyarakat peternak di Kabupaten
Ngada tentang Inseminasi Buatan.

Hasil Inovasi

1. Tersedianya layanan informasi Digital Inseminasi Buatan pada Peternak berupa
ketersediaan bibit, inseminator, dan prosedur Inseminasi Buatan

Tercapainya perbaikan mutu genetik ternak sapi di masyarakat

Pencegahan terhadap penyakit menular pada ternak

Tercapainya Pemenuhan kebutuhan daging di masyarakat

I JEE AR

. E-SKBT (Elektronik Surat Keterangan Bebas Temuan)
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Surat Keterangan Bebas Temuan merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada bagi Aparat Sipil Negara (ASN) dalam urusan
Kenaikan Pangkat, Pelantikan untuk menduduki jabatan. Surat Keterangan Bebas
Temuan juga merupakan prasyarat bagi warga masyarakat khususnya para kontraktor
dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta masyarakat desa dalam kaitan
pendaftaran pemilihan perangkat desa. Jika, tidak terdapat nama sebagai pelaku
kerugian, maka Surat Keterangan bebas Temuan dapat diterbitkan. ASN dan masyarakat
umum dapat mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Ngada serta mengisi Formulir
Permohonan.

Seiring dengan kemajuan tehknologi dan mengikuti trend digitalisasi saat ini, Inspektorat
Kabupaten Ngada harus memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien serta
memanfaatkan tehknologi yang ada dengan memberikan inovasi berupa pengurusan
surat keterangan bebas temuan secara online dimana pemohon tidak perlu lagi
mendatangi kantor tetapi bisa mengurusnya hanya dengan menggunakan handhone atau
laptop dengan terhubung ke jaringan internet saja. Inovasi E-SKBT (Elektronik Surat
Keterangan Bebas Temuan) ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang
berbasis digital dan mengimplementasikan tugas Inspektorat sebagai Institusi yang
memberikan pelayanan dengan cepat dan efektif.

Tujuan Inovasi Daerah

1. Meningkatkan pelayanan
2. Mendukung dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut
3. Mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN

Hasil Inovasi

1. akses formulir pendaftaran pada aplikasi Google Form
2. Surat Keterangan bebas temuan

5. SIODFER (Silase Rumput Odot dan Indigofera) Solusi pakan ruminansia
bernutrisi tinggi

Dalam upaya meningkatkan populasi ternak maka penyediaan pakan berkualitas dan
kontinuibilitas merupakan hal utama dalam menunjang kebutuhan pokok, produksi serta
reproduksi ternak terutama untuk menjawab persoalan peternak terhadap kekurangan
ketersediaan pakan ternak bernutirsi saat musim kemarau. Rumput odot dan legum
Indigofera merupakan jenis hijuan pakan ternak unggulan yang memiliki nutrisi yang
tinggi untuk pemenuhan kebutuhan pakan ternak. Dua jenis ini sudah banyak
dikembangkan oleh para peternak di Kabupaten Ngada lewat lahan-lahan pribadi mereka
yang bibitnya diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Ngada. Saat musim hujan,
hijauan pakan ternak sangat berlimpah namun saat kemarau peternak mengalami
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kesulitan dalam pemenuhan pakan ternak karena ketersediaan hijuan pakan ternak yang
semakin sedikit.

Melihat fenomena diatas maka perlu adanya inovasi Pengolahan Hijauan Pakan ternak
Dengan Memanfaatkan Dua Jenis Hijuan Berkualitas yaitu rumput Odot dan Legum
Indigofera untuk diolah menjadi SILASE (Fermentasi Hijauan Pakan Ternak) sebagai
pemenuhan kebutuhan pakan ternak ruminansia terutama pada saat musim kemarau.
Inovasi ini sudah direalisasikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pakan. Kegiatan
ini diawali dengan Sosialisasi dan Demonstrasi pengolahan pakan ternak “SIODFER”
(Silase Rumput Odot dan Indigofera). Sehingga di harapkan masyarakat mampu untuk
menerapkan inovasi SIODFER ini dan dapat memberikan dorongan bagi peternak untuk
terus mengembangkan tanaman pakan ternak karena jika tidak maka akan terjadi
ketidakseimbangan antara ketersedian pakan dan pertumbuhan populasi ternak

Tujuan Inovasi Daerah

1. SIODFER Sebagai teknologi alternatif dibidang pengolahan dan pengawetan pakan
ternak

2. SIODFER mampu sebagai alternatif untuk menjaga continuebilitas ketersediaan pakan
ternak ruminansia saat musim paceklik pakan

3. SIODFER mampu meningkatkan nilai nutrisi bahan baku pakaan sebagai akibat proses
fermentasi Unaerob yang terjadi sehingga membantu peternak dalam upaya
peningkatan bobot badan ternak

4. dengan SIODFER makan peternak mampu memanfaatkan kelimpahan Hijauan pakan
ternak (Rumput Odot dan Indigofera) yang berkelimpahan saat musim hujan dan
digunakan saat musim kemarau

Hasil Inovasi

1. Tersedianya Hijauan pakan ternak berkualitas untuk ternak ruminansia
2. Pakan ternak Hasil Inovasi (SIODFER) aman dan tidak mengganggu Kesehatan ternak
3. Manajemen Pakan ternak dalam usaha peternakan menjadi lebih mudah.

6. PEMBAJAKAN MASYARAKAT NGADA

Guna mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, Pemerintah
Kabupaten Ngada terus melakukan langkah strategis dalam kinerjannya. Seperti yang
dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Ngada yang berinovasi dalam memberikan pelayanan
terhadap masyarakat. Melalui Kegiatan Inovasi PEMBAJAKAN MASYARAKAT NGADA (
Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan ) Masyarakat Kabupaten Ngada dimana kegiatan
ini melibatkan seluruh aparat Desa/Kelurahan karena merekalah yang langsung
bersentuhan dengan masyarakat sehingga mereka sangat mengetahui masyarakat yang
layak untuk mendapatkan bantuan sosial baik itu dalam Program PKH, BPNT/ SEMBAKO
maupun PBI JK.
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Penerapan yang diawali dengan pemberian Bimbingan Teknis bagi Aparat
Desa/Kelurahan serta semua operator dari 206 desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten
Ngada terkait dengan Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next
Generation). Setelah mendapatkan bimbingan teknis, para operator desa langsung
menginput Data fakir Miskin ke dalam aplikasi tersebut. Fungsi dari operator SIKS-NG di
Dinas Sosial Kabupaten Ngada untuk memfinalisasi dan Mengapprove usulan data DTKS
dari Desa / Kelurahan untuk kemudian diteruskan kepada Kementerian Sosial RI dengan
SK Kepala Daerah Tentang Usulan DTKS, Penerima Bantuan Sosial dan Ketidaklayakan
masyarakat penerima bantuan sosial.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan inovasi ini yakni agar menghasilkan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial yang valid sehingga menjadi acuan dalam program
penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngada
terutama untuk masyarakat Penerima Bantuan Iuran / PBI JK yang tepat Sasaran.

Hasil dari inovasi ini adalah Data Penerima Bantuan Jaminanan Kesehatan (PBI JK) bagi
Masyarakat Kabupaten Ngada yang Valid dan Reliabel.

7. URC NGADA (Penyedia Data Melalui Unit Respon Cepat Rabies di Kabupaten
Ngada)

Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit zoonosis berbahaya yang dapat
menimbulkan kematian pada hewan dan manusia (Tagueha AD dan Heru S, 2002). Virus
rabies dikeluarkan bersama air liur hewan yang terinfeksidan ditularkan melalui gigitan
atau jilatan Hewan Penular Rabies (HPR). Sejak tahun 2004 hingga Desember 2009 rabies
telah menyebar pada 24 propinsi. Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya pulau
Flores tergolong daerah bebas rabies. Berawal dari masuknya 3 ekor anjing yang dibawa
dari Sulawesi yang merupakan daerah endemis rabies, pada September 1997. Kasus
rabies pertama kali terjadi di Larantuka, ibu kota kabupaten Flores Timur pada tahun
1997. Setelah 3 (tiga) tahun dari kasus gigitan pertama dan dinyatakan positif rabies oleh
Balai Besar Veteriner Maros, dari sampel kepala anjing yang dikirim, rabies sudah
menyebar keseluruh kabupaten di pulau Flores. Kabupaten Ngada dinyatakan positif
terjangkit rabies sejak tahun 2000. Perkembangan 5 tahun terakhir (2004 sampai Agustus
2008) kejadian kasus gigitan cukup tinggi terdapat 79 kasus (53,74%) di puskesmas
Watumanu dan kasus meninggal di puskesmas Koeloda dan Kota masingmasing 1 kasus
dan populasi anjing tertinggi di kecamatan Riung 4599 ekor (35,51%) sedangakan
cakupan imunisasi terendah 2523 ekor ( 10,77%) dari jumlah populasi 6210 ekor (Mau F
dan Desato Y, 2011).

Sejak awal tahun sampai dengan keadaan bulan Agustus 2019 kasus gigitan hewan
penular Rabies (HPR) mencapai 1.280 kasus, dan dua orang meninggal dunia. Tahun
2019 telah ada 2 korban meninggal akibat gigitan anjing rabies di Kabupaten Ngada.
Kejadian meninggal korban akibat gigitan anjing rabies adalah 2 orang anak masing-
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masing di wilayah kerja Puskesmas Mangulewa yakni seorang anak berumur 11 tahun,
warga Desa Turekisa yang meninggal dunia pada 8 Juli 2019 dan dua hari sebelumnya
adalah anak berumur 10 tahun dari Desa Beawae, Kecamatan Golewa Barat. Kasus rabies
di Kabupaten Ngada cukup tinggi, mencapai 1.280 gigitan pada keadaan bulan agustus
2019. Korban gigitan sebagian besar adalah anak umur 5 sampai 15 tahun sehingga perlu
hewan penular rabies perlu diikat (Naru, A, 2019). Namun kasus ini muncul kembali dan
terus mengalami peningkatan sejak bulan Februari tahun 2023 hingga saat ini
berdasarkan data dari Dinas Peternakan Kabupaten Ngada. Hal ini bermula dari
dikirimnya 22 sampel otak anjing ke Balai Besar Veteriner Denpasar, dan berdasarkan
hasil uji laboratorium diketahui bahwa sebanyak 14 sampel otak anjing dinyatakan positif
rabies. Sebagai bentuk respon cepat terhadap kejadian kasus ini, Unit Respon Cepat
(URC) rabies pun kembali dibentuk di tiap kecamatan.

URC yang telah ada memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan rabies center
(puskesmas) terkait data kasus gigitan anjing per hari. Namun, pada masa awal
pelaksanaannya masih terdapat hambatan, yaitu terkait akses data atau pelaporan yang
belum optimal terkait kasus gigitan anjing pada manusia sehingga petugas mengalami
kesulitan melakukan observasi dan investigasi lanjutan. Atas dasar latar belakang diatas,
maka sangat perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalikan penyediaan data kasus
kejadian gigitan anjing melalui penguatan Unit Respon Cepat (URC) rabies di kabupaten
Ngada

Tujuan Inovasi Daerah

1. Agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengetahui tentang penyakit rabie

2. Agar akses informasi terkait data kasus kejadian gigitan anjing lebih mudah diperoleh
petugas kesehatan hewan di Kabupaten Ngada sehingga dapat dilakukan observasi
dan investigasi lanjutan

3. Agar masyarakat dan lintas sektor dapat bekerja sama dalam melaporkan setiap kasus
gigitan anjing yang terjadi

Manfaat Yang Diperoleh

1. Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit rabies

2. Penyediaan data kasus kejadian gigitan anjing di Kabupaten Ngada lebih optimal dan
efisien melalui Unit Respon Cepat (URC) rabies dan rabies center

3. Berjalannya tugas dan fungsi medik veteriner di Dinas Peternakan Kabupaten Ngada
sesuai ketentuan tugas pokok pada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner yakni meningkatkan pengendalian penyakit pada hewan/
ternak, dalam hal ini yaitu berkaitan dengan pencegahan penyakit dengan
memberikan edukasi terkait penyakit rabies

8. SiPeNa (Sistem Penanganan Pengaduan)
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Sehubungan dengan pengaduan masyarakat maka diperlukan penanganan dan tindakan
yang tepat yang sesuai dengan prosedur yaitu dengan menyediakan layanan pengaduan
yang diberi nama SiPeNa (Sistem Penanganan Pengaduan) atau whistleblowing system
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum maupun ASN untuk menyampaikan
pengaduan terkait pelanggaran/tindakan penyimpangan yang diketahuinya. Penyediaan
layanan ini dapat memudahkan masyarakat atau pelapor dalam menyampaikan laporan
yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan identitas pelapor dapat dirahasiakan.
SiPeNa (Sistem Penanganan Pengaduan) atau whistleblowing System adalah mekanisme
penyampaian pengaduan Tindak Pidana Korupsi, tindakan kecurangan laninya dan
pelanggaran kode etik ASN yang melibatkan ASN atau masyarakat umum di lingkungan
pemerintahan Kabupaten Ngada. Sedangkan, Orang yang menyampaikan pengaduan
dikenal dengan nama Whistleblower/Pelapor Pengaduan.

Inspektorat Kabupaten Ngada sebagai instansi pemerintah yang menyediakan layanan
pengaduan telah menyediakan Unit Pengelola Pengaduan (UPP), yang terdiri atas:
Administrator Pengaduan Masuk, Tim Penelaah Laporan Pengaduan, dan Tim Audit
Laporan Pengaduan dengan fungsinya masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam
Surat Keputusan Inspektur. Masyarakat Umum/ASN vyang berperan sebagai
whistleblower/pelapor pengaduan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran
pengaduan yang disediakan oleh Inspektorat Kabupaten Ngada, yaitu dalam bentuk
Email resmi: wbsinspektoratkabngada@gmail.com dan kotak pengaduan.

Adapun syarat penyampaian pengaduan oleh masyarakat adalah : Pengaduan harus
memuat informasi dan bukti yang memadai terkait dengan indikasi pelanggaran atau
tindakan penyimpangan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

What : Apa jenis pelanggaran atau tindakan penyimpangan yang dilaporkan; Who : Siapa
pelaku pelanggaran (Nama, jabatan, dan alamat);

Where : Dimana pelanggaran/tindakan penyimpangan terjadi (unit kerja);
When : Kapan terjadinya pelanggaran/tindakan penyimpangan;
Why : Mengapa pelanggaran/tindakan penyimpangan terjadi; dan

How : Bagaimana pelanggaran/tindakan penyimpangan dilakukan atau modus
operandinya. Tindak lanjut dari SiPeNa ini adalah Audit dengan tujuan tertentu atau audit
Investigasi berdasarkan pengaduan yang disampaikan

Tujuan Inovasi ini adalah menyediakan layanan Pengaduan melaui SiPeNa (Sistem
Penanganan Pengaduan) atau whistleblowing System pada Inspektorat Kabupaten Ngada

Hasil Inovasi Tersedianya layanan Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Kabupaten
Ngada.
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9. DISTRIBUSI INFORMASI TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
(SLF) BANGUNAN GEDUNG

Bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan
dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang ditetapkan atau
yang sering disebut sebagai capain kehandalan bangunan. Pelaksanaan terpenuhinya
kehandalan bangunan gedung diawali dari proses penerbitan Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) dan Sertifikat laik Fungsi (SLF). Sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2021
Pasal 1 Poin 17, PBG artinya perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk
membangun baru, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung
sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Sedangkan SLF adalah sertifikat yang
diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kalaikan fungsi bangunan Gedung
sebagai syarat untuk dimanfaatkan. Dalam prakteknya, masih banyak bangunan gedung
yang belum memiliki perizinan baik itu PBG maupun SLF. Oleh karena itu, diharapkan
output dari proses aktualisasi ini dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran
Masyarakat dalam penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan gedung. Berdasarkan analisis
penentuan isu dengan menggunakan metode analisis APKL, maka rumusan masalah
dalam aktualisasi ini adalah: Bagaimana meningkatkan distribusi informasi terkait Tata
Cara Permohonan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF) Bangunan Gedung pada Dinas PUPRP Kabupatern Ngada.

Adapun isu-isu yang berkaitan dengan PBG dan SLF adalah:

a) Belum adanya inventarisasi data bangunan gedung yang telah dan belum memiliki
PBG dan SLF secara digital dan terintegrasi di Kabupaten Ngada.

b) Kurangnya distribusi informasi kepada masyarakat terkait tata cara permohonan
penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan gedung. kurangnya pengetahuan
masyarakat mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi hingga prosedur yang harus
dilaksanakan dalam penerbitan PBG dan SLF menjadi salah satu kendala yang
menyebabkan masih banyaknya bangunan dan gedung yang tidak dilakukan
pengurusan penerbitan PBG dan SLF.

c) Masih banyaknya kabupaten atau kota yang belum memiliki PERDA terkait bangunan
Gedung. Perda Bangunan Gedung merupakan dasar hukum untuk pelaksanaan tertib
bangunan gedung di kabupaten atau kota, termasuk di dalamnya terkait aspek
tertibnya PBG dan SLF bangunan gedung untuk menciptakan kualitas tata kota yang
baik.

Tujuan Inovasi Daerah Memahami cara mendistribusikan informasi tata cara permohonan
penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
bangunan gedung.

Hasil Inovasi Pamflet panduan tata cara pengurusan PBG

222



RKPD 2026

10. Penerapan Pelaksanaan K3 Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan
Pada Bidang Bina Marga

Berdasarkan Peraturan Bupati Ngada Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada adalah: Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan dalam arti merumuskan kebijakan teknis di bidang
pekerjaan umum, tata ruang, kawasan permukiman dan pertanahan yang handal,
bermanfaat dan bersinergi dengan sektor lain.

Berdasarkan uraian tugas diatas, beberapa isu yang telah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dalam melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di
Pekerjaan Kontrsuksi Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina
Marga.

2. Pelaksanaan Pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan yang belum sesuai dokumen
perencanaan di akibatkan oleh kurangnya SDM Penyedia sebagai pihak ke 3.

3. Keterlambatan Penyelesaian pekerjaan kontrsuksi sesuai Kontrak kerja dalam hal ini
pada pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan. Berdasarkan hasil pemilihan isu dan
bukti-bukti diatas, isu yang diangkat adalah Kurangnya kesadaran dalam
melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Pekerjaan Kontrsuksi Jalan
dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga.

Kurang Optimalnya Penerapan K3 Pada Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan Pada
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Pertanahan Bidang Bina Marga, sehingga
selalu menimbulkan permasalahan di lokasi pekerjaan kontsruksi baik yang beraal dari
pihak penyedia maupun masyarakat. Berdasarkan isu prioritas Kurang Optimalnya
Penerapan K3 Pada Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan Rakyat Dan Pertanahan Bidang Bina Marga maka yang menjadi
gagasan kreatif pemecahan isu yang diusulkan ada 3 yaitu :

1. Membuat pedoman pelaksanaan K3 sesuai standar yang berlaku .

2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan lapangan terkait penerapan K3 di Lokasi pekejaan
kontsruksi .

3. Pendampingan serta pengawasan pelaksanan Penerapan K3 secara optimal di loksi
pekerjaan. Berdasarkan analisis gagasan kreatif diatas, kita dapat menentukan
gagasan kreatif yang diprioritaskan menggunakan metode McNamara.

Metode ini menggunakan tiga kriteria yang akan dinilai yakni Efektivitas (E): Seberapa
tepat dan cepat solusi yang akan di angkat berdampak pada pemecahan masalah,
Kemudahan (K): Seberapa mudah solusi yang dihasilkan untuk dilaksanakan guna
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memecahkan masalah, dan Biaya (B): Seberapa Efisien dana yang perlu dikeluarkan
untuk menjalankan solusi yang telah dirumuskan.

Tujuan Inovasi Daerah Meningkatkan dan mengoptimalkan Penerapan Kesehatan Dan
Keselamatan Kerja (K3) Pada Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan Pada Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Pertanahan Kabupaten Ngada Bidang Bina
Marga.

Hasil Inovasi Meningkatnya pemahaman tentan K3 pada rekanan.
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BAB V RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN

5.1 Usulan Perangkat Daerah dan Review Rancangan RKPD 2026

Berdasarkan hasil telaahan Rancangan Renja terhadap Rancangan Awal RKPD terdapat
beberapa usulan kegiatan baru. sebagai implikasi hal-hal sebagai berikut:

1.

Adanya usulan masyarakat melalui reses DPRD untuk diakomodir, dengan tetap
memperhatikan sinergi dan konsistensi dengan indikator Rancangan Awal RPJMD
2025 -2029 dan Prioritas Daerah Tahun 2026.

Keseluruhan usulan baru diarahkan untuk tetap menjawab program sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Rancangan awal RPJMD 2025 -2029 dan dalam
Prioritas Daerah dalam RKPD Tahun 2026.

Terkait perubahan sebagaimana tersebut diatas berimplikasi pada penyesuaian
perkiraan maju RKPD Tahun 2026.

Adanya isu — isu pembangunan yang berkembang saat penyelenggaraan
Musrenbang sebagai berikut :

a) Optimalisasi berbagai sumber pendanaan dengan melakukan kerjasama multi
pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Kabupaten lain serta
organisasi/kelembagaan lainnya.

b) Kemampuan PAD kita sangat rendah berkisar 5,04% dari total pendapatan daerah.
untuk itu para kepala desa/kelurahan didorong memperoleh PAD dari Pajak dan
retribusi, membagi peran untuk memperoleh akses pembiayaan untuk membiayai
program/kegiatan yang telah direncanakan.

c) Ciptakan inovasi sebagai hal yang wajib dilakukan, karena jika tidak berinovasi kita
akan ditinggal. Inovasi juga perlu dilakukan untuk mengakomodasi seluruh potensi
daerah yang kita miliki untuk kesejahteraan masyarakat.

d) Semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah harus
berkolaborasi dan bersinergi untuk menghasilkan produk-produk perencanaan
yang berpihak pada rakyat.

e) Kopi sebagai salah satu komoditas unggulan daerah perlu menjadi perhatian
mengingat produksi dan produktivitas kopi yang menurun seiring dengan isu alih
fungsi lahan.

f) Effisiensi belanja daerah sesuai arahan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
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5.2 Sinkronisasi Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir RPJMD 2025 -
2029 Dengan RKPD Tahun 2026

Sinkronisasi antara Rankir RPIJMD dengan RKPD dibutuhkan agar (1) terjadinya sinergi
antara tujuan dan sasaran Rankir RPJMD dengan sasaran pokok pembangunan dalam RKPD
tahun 2026; (2) terjadinya kesesuaian strategi pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMD
dengan tema pembangunan dalam RKPD tahuan 2026; dan (3) terjadinya kesesuaian arah
kebijakan dalam Rankir RPJMD dengan Program dan Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2026. Selain
itu sinkronisasi dibutuhkan dalam mengawal pencapaian target — target pembangunan RPJMD
supay dapat dilaksanakan pada setaiap tahun Perencanaan RKPD.

Tabel 5.1 Sikronisasi Tujuan dan Sasaran

RPJMD Tahun 2026 RKPD Tahun 2026
N Keteran
® Tujuan Sasaran Indikator SERl | el Tujuan Sasaran Indikator SRl el gan
an et an et
Meningka Laju Meningka Laju
tnya Pertumbuh Pers 498 tnya Pertumbuh Pers 498
pertumbu an en ’ pertumbu an en ’
han Ekonomi han Ekonomi
ekonomi Milia ekonomi Milia
daerah PDRB per r 31,8 | daerah PDRB per r 31,8
kapita Rupi 3 kapita Rupi 3
ah ah
Kontribusi Kontribusi
L ;szlr(ttgr:ian pers | 359 L lsagl:ttgrrmian pers | 359
Meningkat terhadap en 5 Meningkat terhadap en 5
nya PDRB nya PDRB
pertumbu pertumbu
han . Kontribusi han . Kontribusi
ekonomi pariwisata ekonomi pariwisata
unggulan | terhadap Pers | 946 unggulan | terhadap Pers | 946
ekonomi en ekonomi en
(PAD) (PAD)
2. 2.
Meningkat | Realisasi Pers | 27,4 Meningkat | Realisasi Pers | 27,4
nya investasi en 3 nya investasi en 3
investasi investasi
3. 3.
Meningkat Meningkat
nya daya nya daya
saing saing
koperasi Persentase koperasi Persentase
dan ) Pers dan ) Pers
UMKM UMKM naik en 10 UMKM UMKM naik en 10
. kelas . kelas
sebagai sebagai
penggerak penggerak
ekonomi ekonomi
berbasis berbasis
komunitas komunitas
Terwujud Indeks Terwujud Indeks
nya Pembangu Nilai 72,8 | nya Pembangu Nilai 72,8
sumber nan 8 sumber nan 8
daya Manusia daya Manusia
manusia 1. Indeks 0,65 | manusia 1. Indeks 0,65
yang Meningkat | Pendidikan 0 yang Meningkat | Pendidikan 0
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RPJMD Tahun 2026 RKPD Tahun 2026
N Keteran
o . . Satu | Targ . . Satu | Targ an
Tujuan Sasaran Indikator an ot Tujuan Sasaran Indikator an ot g
berkualita | nya Angka Angk 20 berkualita | nya Angka Angk 40
s kualitas PAUD HI a s kualitas PAUD HI a
pendidika Literasi Angk | 74,4 pendidika Literasi Angk | 74,4
n a 3 n a 3
Numerasi Angk | 67,6 Numerasi Angk | 67,6
a 7 a 7
2. Usia 2. Usia
Meningkat | harapan Tahu | 74.9 Meningkat | harapan Tahu | 74.9
. n 1 . n 1
nya hidup nya hidup
derajat Prevalensi Pers 184 derajat Prevalensi Pers 18.4
kesehatan | stunting en ' kesehatan | stunting en '
3. . 3. )
Menurunn -Iggr?k:rtl u Pers Menurunn -Fl;lenr?k:; u | Pers
ya tingkat ran gangg en 2,37 ya tingkat ran 9angg en 2,37
PeNGangs | terpuka PeNgands | terpuka
uran uran
Terwujud Terwujud
nya nya
infrastrukt ks infrastrukt ek
ur Infrastruktu Nilai 61,9 | ur Infrastruktu Nilai oL
berkualita . 0 berkualita . 0
s dan s dan
lingkunga lingkunga
n hidup n hidup
yang 1 yang 1
berkelanj Meningkat | Indeks berkelanj Meningkat | Indeks
utan nya Kepuasan utan nya Kepuasan
pembangu | Layanan Nilai 60 pembangu | Layanan Nilai 60
nan Infrastruktu nan Infrastruktu
infrastrukt | r infrastrukt | r
ur ur
2. 2.
Meningkat | Indeks Meningkat | Indeks
nya Konektivita Nilai 1,8 nya Konektivita Nilai 1,8
konektivita | s konektivita | s
s wilayah s wilayah
3. 3.
Meningkat | Indeks Meningkat | Indeks
nya Kualitas Nilai 78,9 nya Kualitas Nilai 78,9
kualitas Lingkungan 5 kualitas Lingkungan 5
lingkunga | Hidup lingkunga | Hidup
n hidup n hidup
4. 4.,
Meningkat Meningkat
nya nya
ketahanan | Indeks ketahanan | Indeks
bencana Risiko Nilai | 93,5 bencana Risiko Nilai | 93,5
dan Bencana dan Bencana
mitigasi mitigasi
perubaha perubaha
n iklim n iklim
Meningka Tingkat Pers | 11,5 | Meningka Tingkat Pers | 11,5
tnya Kemiskinan | en 5 | thya Kemiskinan | en 5
kesejahte kesejahte
;i‘g;‘yarak Indeks Gini | Nilai | 0,31 ;";‘ggyarak Indeks Gini | Nilai | 0,31
at Meningkat at Meningkat
nya nya
pemberda Bzr;aentase Pers 157 pemberda g(;r;entase Pers 157
yaan . en ’ yaan - en ’
masyarak Mandiri masyarak Mandiri
at desa at desa
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RPJMD Tahun 2026 RKPD Tahun 2026
N Keteran
. . Satu | Targ . . Satu | Targ
o gan
Tujuan Sasaran Indikator an ot Tujuan Sasaran Indikator an ot
Cakupan Cakupan
kepesertaa kepesertaa
n jaminan Pers n jaminan Pers
Meningkat | sosial 7 Meningkat | sosial 7
en en
nya ketenagake nya ketenagake
perlindung | rjaan perlindung | rjaan
an sosial kabupaten an sosial kabupaten
Persentase Pers Persentase Pers
PMKS en 7 PMKS en 7
Mandiri Mandiri
Meningkat Meningkat
nya Indeks nya Indeks
pemberda | Pemberday .. | 55,4 pemberda | Pemberday .. | 55,4
Nilai Nilai
yaan aan 9 yaan aan 9
perempua | Gender perempua | Gender
n n
Terwujud Terwujud
nya tata nya tata
kelola kelola
. Indeks . Indeks
Egnmsg:;';a Reformasi Nilai 5%’6 Egnmsgr?;a Reformasi Nilai 550’6
efektif, Blrokrasi efekiif, Blrokrasi
efisien, efisien,
dan dan
akuntabel | Meningkat Nilai SAKIP | Nilai 61,0 | akuntabel | Meningkat Nilai SAKIP | Nilai 61,0
nya 0 nya 0
akuntabilit akuntabilit
as kinerja as kinerja
tata kelola | Opini BPK Lelve V\F/,T tata kelola | Opini BPK Lelve V\g—
pemerinta pemerinta
h daerah h daerah
. Indeks . Indeks
rl\‘/lenlngkat Kepuasan Nilai 92 nMenlngkat Kepuasan Nilai 92
va Masyarakat va Masyarakat
kualitas kualitas
pelayanan Indeks pelayanan Indeks
: Pelayanan Nilai 82 : Pelayanan Nilai 82
publik : publik 2
. Publik . Publik
berbasis Indeks berbasis Indeks
digital SPBE Nilai | 2,79 digital SPBE Nilai | 2,79
Meningkat Meningkat
nya nya
kualitas Indeks kualitas Indeks
dan Merit Nilai l?éo’ dan Merit Nilai 13;0’
kapasitas Sistem kapasitas Sistem
SDM SDM
aparatur aparatur
Meningkat Meningkat
nya Indeks nya Indeks
perencana | pengelolaa perencana | pengelolaa
an dan 9 .. | 69,5 an dan 9 .. | 69,5
engelola n Nilai 3 pengelola n Nilai 3
p Keuangan Keuangan
an an
Daerah Daerah
keuangan keuangan
daerah daerah

5.3 SINKRONISASI PROGRAM RANKIR RPJMD 2025 - 2029 DENGAN
PROGRAM DALAM RKPD 2026

Sinkronisasi Program dalam Rankir RPJMD dan RKPD 2026 bertujuan untuk memastikan

program yang dilaksanakan perangkat daerah adalah program yang sesuai dengan

selaras dengan RPJMD.
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Tabel 5.2 Sikronisasi Program Rankir RPJMD 2025 — 2029 dengan RKPD 2026

URUSAN/PROGRAM PERANG
= SRVUSAN/RROGRAM (OUTCORIE INDIKATOR s TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR SAl TARGET bEUA KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN

2026 DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai cc
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD
Kabupaten/Kota
Angka Angka
- Partisipasi Perse Program Pengelolaan Partisipasi Perse
Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah SD n 98,24 Pendidikan Sekolah SD n 98,2
sederajat sederajat
Angka Angka
Partisipasi Perse Partisipasi Perse
Sekolah SMP n 7.8 Sekolah SMP n 97,16 _
sederajat sederajat o D(;r']c?'sk
L Indeks L Indeks endidikan
E;%%Eﬁ?;aiend'd'k dan Tenaga Pemerataan Rasio 11,78 .T.;?,lgara:qumfé?k'g:an Pemerataan Rasio 10,79 dan
Guru 9 Guru Kebudaya
Persentase Persentase an
guru yang guru yang
memiliki Perse | 256 memiliki Perse | 20,35
sertifikat sertifikat
pendidik pendidik
Persentase Persentase
Satuan Satuan
Pendidikan Perse Program Pendidikan Perse
Program Pengembangan Kurikulum yang n 92 Pengembangan yang n 88
mengembangk Kurikulum mengembangk
an kurikulum an kurikulum
muatan lokal muatan lokal
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
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URUSAN/PROGRAM PERANG
e SRVUSAN/RROGRAM /(OUTCORIE INDIKATOR U TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR SAll TARGET LU KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai 64.68 Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai 62.1
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD ' Daerah SAKIP PD '
Kabupaten/Kota
Cakupanan Cakupanan
Program Pemenuhan
Program Pemenuhan Upaya pelayanan Perse Upava Kesehatan pelayanan Perse
Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan n 100 Pgroyran an dan Upava kesehatan n 92.23
Kesehatan Masyarakat pada ibu hamil 9 pay pada ibu hamil
. Kesehatan Masyarakat .
sesuai standar sesuai standar
Cakupan Cakupan
pelayanan pelayanan
kesehatan Perse kesehatan Perse
pada ibu n 100 pada ibu n 99.86
bersalin sesuai bersalin sesuai
standar standar
Cakupan Cakupan
pelayanan pelayanan
kesehatan Perse 100 kesehatan Perse 92.23 Dinas
pada bayi baru n pada bayi baru n ’ Kesehatan
lahir sesuai lahir sesuai Dan RSUD
standar standar
Cakupan Cakupan
pelayanan pelayanan
kesehatan Pe;se 100 kesehatan Per:se 99.05
pada balita pada balita
sesuai standar sesuai standar
per . per
. . Program Peningkatan
Program Peningkatan Kapasitas . 1000 . . 1000
Sumber Daya Manusia Rasio dokter pendu 0.51 I\K/Iapas[tas Sumber Daya | Rasio dokter pendu 0.27
anusia
duk duk
per per
R§a§|o dokter 1000 0.11 R.aS.IO dokter 1000 0.06
gigi pendu gigi pendu
duk duk
per per
Rasio perawat 1000 3.68 Rasio perawat 1000 3.68
pendu pendu
duk duk
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URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
per per
_— 1000 - 1000
Rasio bidan pendu 3.3 Rasio bidan pendu 3.3
duk duk
Rasio tenaga 1%?;0 Rasio tenaga 1%((3;0
promosi endu 0.24 promosi endu 0.21
kesehatan P kesehatan P
duk duk
per per
Rasio 1000 Rasio 1000
epidemiolog pendu 0.09 epidemiolog pendu 0.04
duk duk
per per
Rasio perekam 1000 97 Rasio perekam 1000 0.08
medik pendu medik pendu ’
duk duk
per per
Rasio 1000 Rasio 1000
sanitarian pendu 0.33 sanitarian pendu 0.33
duk duk
per per
Rasio 1000 Rasio 1000
nustrisionist pendu 0,38 nustrisionist pendu 0.38
duk duk
per per
. 1000 . 1000
Rasio apoteker pendu 0.47 Rasio apoteker pendu 0.25
duk duk
per per
Rasio asisten 1000 0.42 Rasio asisten 1000 0.28
apoteker pendu ’ apoteker pendu ’
duk duk
per per
. . 1000 . . 1000
Rasio analis pendu 0.54 Rasio analis pendu 0.54
duk duk
Program
Program Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Perse 9949 Pemberdayaan Cakupan Perse 99.49
Bidang Kesehatan posyandu aktif n ) Masyarakat Bidang posyandu aktif n ’
Kesehatan
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multikomoditas

multikomoditas

URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
. . Cakupan Program Sediaan Cakupan
Program Sedlaar_1 Farmasi, Alkes ketersediaan Perse 87.2 Farmasi, Alkes ketersediaan Perse 84
makanan dan minuman n ; n
obat makanan dan minuman | obat
Cakupan Perse Cakupan Perse
ketersediaan n 100 ketersediaan n 100
BMHP BMHP
Cakupan Perse Cakupan Perse
ketersediaan n 42.1 ketersediaan n 37.56
alat kesehatan alat kesehatan
Cakupan Cakupan
produk Perse produk Perse
makanan dan n 46.7 makanan dan n 33.33
minuman yang minuman yang
sesuai standar sesuai standar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai cc
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD
Kabupaten/Kota
Persentase Persentase
peningkatan peningkatan
Program Pengelolaan Sumber Daya perlindungan Perse 20 Program Pengelolaan perlindungan Perse 0
Air kawasan n Sumber Daya Air kawasan n
permukiman permukiman Dinas
rawan banjir rawan banjir PUPRPKP
Persentase Persentase
peningkatan peningkatan
perlindungan 20 perlindungan 0
kawasan dari kawasan dari
abrasi dan abrasi dan
banjir rob banjir rob
Persentase luas Perse Persentase luas Perse
layanan irigasi n 55.53 layanan irigasi n 55.07
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URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Persentase Persentase
. Program Pengelolaan .
Program Pengelolaan dan peningkatan Perse dan penaembandan peningkatan Perse
pengembangan Sistem Penyediaan Air | kapasitas yang 68.09 an peng ngan kapasitas yang 63.35
- A n Sistem Penyediaan Air S n
Minum terlayani air Minum terlayani air
minum (SPAM) minum (SPAM)
Persentase Persentase
peningkatan Program peningkatan
Program Pengembangan Sistem dan sampah yang Perse Pengembangan Sistem | sampah yang Perse
. - h 1 ; ) 0
Pengelolaan Persampahan regional dikelola di n dan Pengelolaan dikelola di n
TPA/TPST Persampahan regional TPA/TPST
regional regional
Persentase Persentase
peningkatan peningkatan
rumah tangga rumah tangga
yang yang
Pengelolaan dan Pengembangan menempati Perse Pengelolaan dan . menempati Perse
. o . 80.67 Pengembangan Sistem . 79.32
Sistem Air Limbah hunian dengan n o hunian dengan n
g Air Limbah g
akses sanitasi akses sanitasi
(air limbah (air limbah
domestik layak domestik layak
dan aman) dan aman)
Persentase Persentase
Program pengelolaan dan cakupan Perse Program pengelolaan cakupan Perse
. . . 55 dan pengembangan ] 50
pengembangan sistem drainase drainase dalam n - . drainase dalam n
o sistem drainase o
kondisi baik kondisi baik
Persentase Persentase
cakupan cakupan
- Program )
Program Pengembangan Permukiman mfrastrgktur Perse 61.82 Pengembangan mfrastrgktur Perse 59.82
permukiman n Permukiman permukiman n
dalam kondisi dalam kondisi
baik baik
Persentase Persentase
penataan Perse Program Penataan penataan Perse
Program Penataan Bangunan Gedung bangunan dan n 53 Bangunan Gedung bangunan dan n 50
lingkungan lingkungan
Tingkat Perse Program Tingkat Perse
Program Penyelenggaraan Jalan kemantapan 47.86 P 9 | Jal kemantapan 36.6
jalan n enyelenggaraan Jalan jalan n
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URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
A Persentise Program Persentise
Program Pengembangan Jasa tenaga kerja Perse tenaga kerja Perse
Konstruksi konstruksi n 100 Eg:g; Tl?s aimgan Jasa konstruksi n 0
kualifikasi ahli kualifikasi ahli
Persentase Persentase
penyelesaian penyelesaian
kasus Program kasus
Erogram Penyelengaraan Penataan pelanggaran Perse 100 Penyelengaraan pelanggaran Perse 0
uang n n
pemanfaatan Penataan Ruang pemanfaatan
ruang ruang
kabupaten kabupaten
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase Persentase
warga negara warga negara
korban Perse Program korban Perse
Program Pengembangan Perumahan bencana yang n 20 Pengembangan bencana yang n 0
memperoleh Perumahan memperoleh
rumah layak rumah layak
huni huni
Persentase Persentase
warga negara warga negara
yang terkena yang terkena
relokasi akibat relokasi akibat
program program
kabupaten Perse 20 kabupaten Perse 0
yang n yang n
memperolah memperolah Dinas
fasilitasi fasilitasi PUPRPKP
penyediaan penyediaan
rumah yang rumah yang
layak huni layak huni
Persentase Persentase
p . kawasan Perse Program Kawasan kawasan Perse
rogram Kawasan Permukiman . 12 - . 0
permukiman n Permukiman permukiman n
yang ditangani yang ditangani
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URUSAN/PROGRAM PERANG
) e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Persentase . Persentase
Program Peningkatan Prasarana, permukiman Perse Program Peningkatan permukiman Perse
e 68 Prasarana, Sarana dan 60
Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang sudah n Utilitas Umum (PSU) yang sudah n
dilengkapi PSU dilengkapi PSU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai - Urusan Pemerintahan Capaian nilai .
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Nilai 60 | paerah SAKIP PD Nilai | 56.85 SATPOLPP
Kabupaten/Kota
Capaian nilai - Capaian nilai .
SAKIP PD Nilai CcC SAKIP PD Nilai CcC BPBD
Persentase Program Peninakatan Persentase
Program Peningkatan Ketenteraman gangguan Perse 100 Ketgnteraman gan gangguan Perse 100
dan Ketertiban Umum trantibum yang n - trantibum yang n
. ) Ketertiban Umum . ;
ditangani ditangani
SATPOLPP
Persentase Persentase
Perda dan Perse 100 Perda dan Perse 100
Perkada yang n Perkada yang n
ditegakkan ditegakkan
Persentase Persentase
gzl:\l:/zigran Perse Program ;ael:\L:/ZEI;ran Perse
Program Penanggulangan Bencana : - 100 Penanggulangan : - 61,67
informasi dan n informasi dan n
) Bencana .
edukasi rawan edukasi rawan
bencana bencana
e e
tanggap Perse 100 tanggap Perse NA
n n
darurat darurat
bencana bencana
Persentase Persentase
Perse Perse
penanganan n 100 penanganan n NA
pasca bencana pasca bencana
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URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Presentasi Presentasi
kebakaran dan Pencegahan, kebakaran dan
Pencegahan, Penganggulangan envelamatan Perse Penganggulangan envelamatan Perse
Penyelamatan Kebakaran dan Non peny 100 Penyelamatan peny 100 SATPOLPP
non kebakaran n non kebakaran n
Kebakaran yang Kebakaran dan Non yang
tertangani Kebakaran tertangani
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Perse B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Perse BB
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD n Daerah SAKIP PD n
Kabupaten/Kota
Persentase Persentase
penerima penerima
Program Perlindungan dan Jaminan manfaat yang Perse Program Perlindungan manfaat yang Perse
- ! 54.72 . - ! 43.4
Sosial terpenuhi n dan Jaminan Sosial terpenuhi n
kebutuhan kebutuhan
dasar dasar
Persentase Persentase Dinas
penerima penerima Sosial
manfaat yang Perse manfaat yang Perse
. 1.04 . na
meningkat n meningkat n
kemandirian kemandirian
ekonomi ekonomi
Persentase Persentase
daerah yang daerah yang
melaksanakan melaksanakan
pengelolaan Pei:se 85.44 pengelolaan PeI:se 74.76
dan pendataan dan pendataan
data fakir data fakir
miskin miskin
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URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH

Persentase Persentase
SDM SDM
kesejahteraan kesejahteraan
sosial yang sosial yang
meningkat meningkat
kompetensinya kompetensinya
dalam dalam

Program Pemberdayaan Sosial pela_lyanan Perse 100 Program . pelgyanan Perse na
sosial n Pemberdayaan Sosial sosial n
kesejahteraan kesejahteraan
sosial yang sosial yang
meningkat meningkat
kompetensinya kompetensinya
dalam dalam
pelayanan pelayanan
sosial sosial
Persentase Persentase
penyandang penyandang
disabilitas I disabilitas

Program Rehabilitasi Sosial terlantar yang Perse 70.87 Program Rehabilitasi terlantar yang Perse 86.77

: n Sosial ; n

terpenuhi terpenuhi
kebutuhan kebutuhan
dasarnya (PKH) dasarnya (PKH)
Persentase Persentase
anak terlantar Perse anak terlantar Perse
yang terpenuhi n 32.31 yang terpenuhi n 15.08
kebutuhan kebutuhan
dasarnya dasarnya
Persentase Persentase
lanjut usia lanjut usia
terlantar yang Perse terlantar yang Perse
terpenuhi n 52.07 terpenuhi n 48.33
kebutuhan kebutuhan
dasarnya dasarnya
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dan luar negeri

dan luar negeri

URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR SAll TARGET LU KAT
o RPIMD 2026 AN 2026 AN NGAN DAERAH
Persentase Persentase
korban korban
bencana alam, bencana alam,
sosial dan atau sosial dan atau
non alam yang non alam yang
terpenuhi terpenuhi
kebutuhan kebutuhan
Penanganan Bencana dasarnya pada Perse 100 Penanganan Bencana dasarnya pada Perse 100
saat dan n saat dan n
setelah setelah
tanggap tanggap
darurat darurat
bencana bencana
daerah daerah
kabupaten/kot kabupaten/kot
a a
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai 60 Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai 55
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD
Kabupaten/Kota
Persentase Persentase
tenaga kerja di tenaga kerja di
Program Pelatihan Kerja dan sektor prioritas perse Program Pelatihan sektor prioritas perse
Produktivitas Tenaga Kerja yang n 1 Kerja dan Produktivitas | yang n > Dinas
meningkat Tenaga Kerja meningkat Nakertrans
produktivitasny produktivitasny
a a
Persentase Persentase
tenaga kerja tenaga kerja
. yang perse Program Penempatan yang perse
Program Penempatan tenaga kerja ditempatkan di n Y tenaga kerja ditempatkan di n 8
dalam negeri dalam negeri
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URUSAN/PROGRAM PERANG
g LA l:gﬁfsgleg nrelils INDIKATOR S::;U TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR S::;U TARGET KIEIiIIE\TVA KAT
2026 DAERAH
Persentase Persentase
pekerja yang pekerja yang
terlindungi dan terlindungi dan
mendapatkan erse Program Hubungan mendapatkan erse
Program Hubungan Industri hak-hak P 205 I dg tri 9 hak-hak P 237
pekerja sesuai n hdustn pekerja sesuai n
dengan aturan dengan aturan
ketenagakerjaa ketenagakerjaa
n n
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai 100 Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai 100
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD
Kabupaten/Kota
Persentase Persentase
perempuan perempuan
korban korban
. kekerasan dan Perse Program Perlindungan kekerasan dan Perse
Program Perlindungan Perempuan TPPO yang n 100 Perempuan TPPO yang n 100
mendapatkan mendapatkan .
layanan layanan Dinas
komprehensif komprehensif PMDP3A
Persentase E;?]gg?rrﬂsutamaan Persentase
Program Pengarusutamaan Gender Anggaran Perse 3 Gender dan Anggaran Perse NA
dan Pemberdayaan Perempuan Responsif n Pemberdayaan Responsif n
Gender (ARG) Gender (ARG)
Perempuan
Tingkat Tingkat
Partisipasi Partisipasi
Angkatan Kerja Peizse 70,77 Angkatan Kerja Peizse 72%';37
(TPAK) (TPAK) (2023)
perempuan perempuan
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rawan pangan

rawan pangan

URUSAN/PROGRAM PERANG
) e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Persentase Persentase
anak anak
memerlukan memerlukan
Program Perlindungan Khusus Anak perlindungan Perse 100 Program Perlindungan perlindungan Perse 100
9 9 khusus yang n Khusus Anak khusus yang n
mendapatkan mendapatkan
layanan layanan
komprehensif komprehensif
Indeks Indeks
Pemenuhan Hak Anak Eﬁﬂ?udsuﬂﬁgg Intiek 52,54 Pemenuhan Hak Anak Eﬁﬂ?udsuzggz In(iek NA
(IPKA) (IPKA)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program Penaelolaan Sumber Dava Persentase Program Pengelolaan Persentase
gram 9 y jumlah Perse Sumber Daya Ekonomi | jumlah Perse
Ekonomi untuk Kedaulatan dan 20 0
Kemandirian Pangan cadangan n untuk Kgdaulatan dan cadangan n
pangan Kemandirian Pangan pangan
Program Peningkatan
Program Peningkatan Diversifikasi dan - Diversifikasi dan -
Ketahanan Pangan Masyarakat Skor PPH Nilal 83.09 Ketahanan Pangan Skor PPH Nilal 82.2 Dinas
Masyarakat Pertanian
Persentase Persentase K tDﬁn
pangan segar pangan segar ‘;a anan
yang yang angan
Programa Pegawasan Keamanan memenuhi Perse 100 Programa Pegawasan memenuhi Perse 96.63
Pangan persyaratan n Keamanan Pangan persyaratan n '
dan mutu dan mutu
keamanan keamanan
pangan pangan
Persentase Persentase
Program Penanganan Kerawanan daerah rentan Perse 49.67 Program Penanganan daerah rentan Perse 49.67
Pangan n Kerawanan Pangan n

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANAHAN
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URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Persentase Persentase
tahapan tahapan
persiapan persiapan
pengadaan pengadaan
tanah bagi Program Pengadaan tanah bagi
Erec;)%r:t?:\;::%anﬂiz’] Tanah untuk pembangunan Per:se 27.6 Tanah untuk pembangunan Per:se 25.6
untuk Kepentingan Umum untuk
kepentingan kepentingan
umum yang umum yang
diselesaikan diselesaikan
tepat waktu tepat waktu
Persentase Persentase
tanah ulayat Perse Program Penetapan tanah ulayat Perse )
Program Penetapan Tanah Ulayat yang n 10 Tanah Ulayat yang n 0 PBIF?F?EP
ditetapkan ditetapkan
Persentase Program Survey Persentase
Program Survey, Pengukuran dan kejelasan hak Perse 10 Penauk d ! kejelasan hak Perse
o gukuran dan o 0
Pemetaan milik atas n Pemetaan milik atas n
tanah tanah
Ditetapkannya Ditetapkannya
hak atas tanah hak atas tanah
dalam dalam
Program Pengurusan hak - hak atas penguasaan M2 737.8 Program Pengurusan penguasaan M2 0
tanah dan ’ hak - hak atas tanah dan
pengelolaan pengelolaan
pemerintah pemerintah
daerah daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai 62 Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai 61.2
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD '
Kabupaten/Kota .
Dinas
b b dali Lingkunga
. rogram Pengendalian n Hidu
Program Pengendallan_Pencemaran Indeks Kualitas . Pencemaran dan /atau Indeks Kualitas . P
dan /atau Kerusakan Lingkungan . Nilai 71.55 ] . Nilai 61.67
- Air Kerusakan Lingkungan | Air
Hidup Hidup
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URUSAN/PROGRAM PERANG
N LU A e foln el ]2 INDIKATOR =ard TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =ard TARGET RElERS KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Indeks Kualitas Nilai 88.42 Indeks Kualitas Nilai 94.91
Udara Udara
Ketaatan Ketaatan
penanggung Program Pembinaan penanggung
. jawab usaha dan pengawasan jawab usaha
Program F_’e_mt?maan dan pengawasan dan/atau terhadap izin dan/atau
terhadap izin lingkungan dan izin : Perse . . : Perse
. kegiatan 100 lingkungan dan izin kegiatan 100
perlindungan dan pengelolaan hadap izi n lind d hadap izi n
lingkungan hidup (PPLH) t_er adap izin perlindungan dan t_er adap izin
lingkungan, izin pengelolaan lingkungan | lingkungan, izin
PPLH dan hidup (PPLH) PPLH dan
PUULH PUULH
Indeks Kinerja Penaelolaan Indeks Kinerja
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Nilai 24.5 9 Pengelolaan Nilai 24.4
Persampahan
Sampah Sampah
Pengendalian bahan
Pengendalian bahan berbahaya dan Persentase Perse berbahaya dan beracun | Persentase Perse
beracun (B3) Limbah bahan limbah B3 yang n 86 (B3) Limbah bahan limbah B3 yang n 86
berbahaya dan beracun (Limbah B3) terkelola berbahaya dan beracun | terkelola
(Limbah B3)
Program Pengelolaan Persentase Perse Program Pengelolaan Persentase Perse
. 1.749 Keanekaragaman 1.749
Keanekaragaman Hayati RTH n - RTH n
Hayati
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai B
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD
Kabupaten/Kota i
Dinas
Persentase Persentase Kependud
kepemilikan kepemilikan ukan dan
Program Pendaftaran Penduduk identitas Perse 12 Program Pendaftaran identitas Perse 0,38 Catatan
n Penduduk n
kependudukan kependudukan Sipil
digital digital
Persen.tz.ase Perse 33 Persen.t.ase Perse 2344
kepemilikan n kepemilikan n
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URUSAN/PROGRAM PERANG
g LR I:’g:?l\fslz‘:.\:zlg el INDIKATOR S::;U TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR S::;U TARGET KIEIiIIE\TVA KAT
2026 DAERAH
kartu identitas kartu identitas
anak anak
Persentase Persentase
akta kematian akta kematian
- yang Perse Program Pencatatan yang Perse
Program Pencatatan Sipil diterbitkan bagi n 100 Sipil diterbitkan bagi n 100
yang yang
melaporkan melaporkan
Persentase Persentase
akta kelahiran akta kelahiran
yang Perse yang Perse
diterbitkan bagi n 100 diterbitkan bagi n 100
yang yang
melaporkan melaporkan
Persentase Persentase
akte akte
perkawianan Perse perkawianan Perse
yang n 100 yang n 100
diterbitkan bagi diterbitkan bagi
yang yang
melaporkan melaporkan
Persentase Persentase
akte perceraian akte perceraian
yang Perse yang Perse
diterbitkan bagi n 100 diterbitkan bagi n 100
yang yang
melaporkan melaporkan
Persentase Persentase
Pengelolaan Informasi Administrasi :(nforma5| Perse Peng_el_olaan_ Informasi informasl Perse
Kependudukan ependudukan n 100 Administrasi kependudukan n 100
yang Kependudukan yang
dimanfaatkan dimanfaatkan
Cakupan Cakupan
Pengelolaan Profil Kependudukan pengelolaan Perse 50 Pengelolaan Profil pengelolaan Perse 0
profil n Kependudukan profil n
kependudukan kependudukan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

243 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

Kabupaten/Kota

URUSAN/PROGRAM PERANG
) e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Persentase Perse Program penataan Persentase Perse
Program penataan desa fasilitasi 0.99 9 P fasilitasi NA
n desa n
penataan desa penataan desa
Persentase Persentase
aparatur desa aparatur desa
Administrasi Pemerintah Desa dan anggota Perse 14,59 Admnnn_strasn dan anggota Perse 27,13
BPD yang n Pemerintah Desa BPD yang n
ditingkatkan ditingkatkan
kapasitasnya kapasitasnya
Persentase Persentase
fasilitasi tata Perse 100 fasilitasi tata Perse 100
n n
kelola desa kelola desa
Program
pesetee remerayean | e .
Program Pemberdayaan Lembaga emberdayaan | Perse Lembaga emberdayaan | Perse Dinas
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan | P 4 20 Kemasyarakatan, p Y 8,64 PMDP3A
Lembaga n Lembaga n
Masyarakat Hukum Adat Lembaga Adat dan
Kemasyarakata Masvarakat Hukum Kemasyarakata
n Desa (LKD) A dag, n Desa (LKD)
Persentase Persentase
fasilitasi fasilitasi
pemberdayaan pemberdayaan
lembaga adat Perse 69,54 lembaga adat Perse 69,04
desa dan n desa dan n
lembaga lembaga
masyarakat masyarakat
hukum adat hukum adat
Persentase Perse Peningkatan Kerjasama Persentase Perse
Peningkatan Kerjasama Desa fasilitasi 71,05 9 ) fasilitasi 71,05
- n Desa . n
kerjasama desa kerjasama desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Penunjang Dinas
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai P Pengendali
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD gan
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URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN 2026 AN NGAN DAERAH
Persentase Persentase Penduduk
perangkat perangkat dan KB
daerah daerah
pemanfaatan pemanfaatan
parameter . parameter
Program Pengendalian Penduduk kependudukan Per:se 0 E;%%rjcmlf engendalian kependudukan Per:se 0
untuk untuk
perencanaan perencanaan
pengendalian pengendalian
penduduk di penduduk di
daerah daerah
Angka Angka
. revalensi ) revalensi
Program Pembinaan Keluarga Eontrasepsi Angka 585 Program Pembinaan Eontrasepsi Angka 55 45
Berencana ! Keluarga Berencana !
modern modern
(mCPR) (mCPR)
Persentase Persentase
kebutuhan ber- Perse kebutuhan ber- Perse
KB tidak 13,75 KB tidak 15,75
. n . n
terpenuhi terpenuhi
(Unmetneed) (Unmetneed)
Persentase Persentase
mengitst Program mengitst
Program Pemberdayaan dan keIor?"l ok Perse 24 Pemberdayaan dan kelor?n ok Perse 2227
Peningkatan Keluarga Sejahtera ke iatzn n Peningkatan Keluarga ke iatgn n !
9 Sejahtera 9
ketahanan ketahanan
keluarga keluarga
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai 62 Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai 61
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD Dinas
Kabupaten/Kota Perhubung
. - Penyelenggaraan Lalu . an
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Konektivitas Bobot 1.8 Lintas dan Angkutan Konektivitas Bobot 1.41
Angkutan Jalan darat Jalan darat
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URUSAN/PROGRAM PERANG
) e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Persentase Persentase
kelengkapan kelengkapan
jalan yang Perse 41.38 jalan yang Perse 3941
telah terpasang n telah terpasang n
terhadap terhadap
kondisi ideal kondisi ideal
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai B
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD
Kabupaten/Kota
Persentase Persentase
tingkat tingkat
kepuasan kepuasan
masyarakat masyarakat Dinas
Program Pengelolaan Informasi Dan terhadap akses | Perse Program _Pengelolaan terhadap akses | Perse Kominfo
. - . 40 Informasi Dan . 0
Komunikasi Publik dan kualitas n o . dan kualitas n
h . Komunikasi Publik h .
informasi informasi
publik publik
pemerintah pemerintah
daerah (survei) daerah (survei)
Program Pengelolaan Aplikasi Indeks SPBE | Point | 2.33 | FrogramPengelolaan |y 4o coppe | point | 2.17
Informatika Aplikasi Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai cc
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD Din
Kabupaten/Kota as
Koperasi
Proporsi UKM Proporsi UKM dan UMKM
menjalin Perse Program menjalin Perse
Program Pengembangan UMKM kemitraan dan n 10 Pengembangan UMKM kemitraan dan n >
ekspor ekspor
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URUSAN/PROGRAM PERANG
g PRUSAN, I:F"!:?I\EI;UZ‘:;IZI: SICUE INDIKATOR S::;U TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR S::;U TARGET Kﬁéiw KAT
2026 DAERAH
Persentase Persentase
usaha keci rogram usaha keci
Program Pemberdayaan Usaha ha kecil Prog ha kecil
Mer?engah Kecil dgn Usaha Mikro yang Perse 26.73 Pemberdayaan Usaha yang Perse 8.91
(UMKM) ! ! bertransformas n ' Menengah, Kecil, dan bertransformas n '
i dari informal Usaha Mikro (UMKM) i dari informal
ke formal ke formal
Pertumbuhan Perse Pertumbuhan Perse
wirausaha n 6.63 wirausaha n 1.63
Persentase Program Persentase
Program Pemberdayae_an dan menlnglfatnya Perse 50 Pemberdayaan dan menlnglfatnya Perse 45
Perlindungan Koperasi koperasi yang n Perlindunaan Koperasi koperasi yang n
berkualitas 9 P berkualitas
. Persentase/jum Program Penilaian Persentase/jum
Ersc;g}rljzg; I:(im:earfs? Kesehatan lah koperasi Per:se 50 Kesehatan KSP/USP lah koperasi Per:se 45
P aktif Koperasi aktif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai B
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD
Kabupaten/Kota
Program Pendembanaan Iklim Realisasi total Program Realisasi total
Pen%naman Iglo dal 9 terhadap target % 40 Pengembangan Iklim terhadap target % 10,94
investasi Penanaman Modal investasi
Persentase Persentase Dinas
Program Promosi Pennaman modal penlngkatan % 4.8 Program Promosi Penlngkatan % 0,48 PMDPTSP
investor yang Pennaman modal investor yang
berinvestasi berinvestasi
Persentase Persentase
pelaku usaha pelaku usaha
Program Pelayanan Penanaman Modal yang % 60 Program Pelayanan yang % 80
memperoleh Penanaman Modal memperoleh
ijin sesuai ijin sesuai
ketentuan ketentuan
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URUSAN/PROGRAM PERANG
) e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Persentase Persentase
penyelesaian penyelesaian
permasalahan permasalahan
Program Pengendalian Pelaksanaan dan hambatan Program Pengendalian dan hambatan
9 g yang dihadapi % 25 Pelaksanaan yang dihadapi % 1.25
Penanaman Modal
pelaku usaha Penanaman Modal pelaku usaha
dalam dalam
membuka membuka
usaha usaha
Persentase Persentase
pemanfaatan Progaram Pengelolaan pemanfaatan
Progaram Pengelolaan data dan data dan data dan sistem data dan
h . - h - % 100 : ; ) - % 100
sistem informasi penanaman modal informasi informasi penanaman informasi
penanamn modal penanamn
modal modal
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD
Kabupaten/Kota
. . . Pengembangan .
Ezngﬁ:l]gzggan Kapasitas baya aing E:vsvli?ausahaan Rasio 100 Kapasitas Daya Saing IFj:\?vli?ausahaan Rasio 0,2
P Kepemudaan Dinas
Pemuda
Program
Program Pengembangan Kapasitas Persentase Perse Pengembangan Persentase Perse dan
. atlet yang 100 . . atlet yang 60 Olahraga
Daya Saing Keolahragaan n Kapasitas Daya Saing n
masuk platnas masuk platnas
Keolahragaan
Persentase Persentase
. partisipasi Pengembangan partisipasi
Ein?:gff:‘_?:n Kapasitas peserta didik Pel:se 100 Kapasitas peserta didik PeI:se na
P dalam Kepramukaan dalam
kepramukan kepramukan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
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URUSAN/PROGRAM PERANG
) e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
- Indeks Program Indeks ;
2;?(%;?2? Penyelenggaraan Statistik Pembangunan Point 3.19 Penyelenggaraan Pembangunan Point 2.71 KoDrlm?ii s%o
Statistik (IPS) Statistik Sektoral Statistik (IPS)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Tingkat Tingkat
kesiapan Program kesiapan
Program Penyelenggaraan Persandian | pengamanan Perse Penyelenggaraan pengamanan Perse Dinas
h : - 35 - : ] 0 -
Untuk Keamanan Informasi informasi n Persandian Untuk informasi n Kominfo
pemerintah Keamanan Informasi pemerintah
daerah daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Persentase Program Penaelolaan Persentase
Program Pengelolaan dan Pelestarian warisan Perse 85.4 dangPeIestarign Cagar warisan Perse 8532
Cagar Budaya budaya yang n ! 9 budaya yang n !
. . Budaya ) .
dilestarikan dilestarikan
Persentase Persentase
cagar budaya cagar budaya Dinas
dan warisan Perse 1,17 dan warisan Perse 0,88 Pendidikan
budaya tak n budaya tak n dan
benda yang benda yang Kebudaya
ditetapkan ditetapkan an
Tingkat Tingkat
i ke
Program Pengembangan Kebudayaan Y Angka 1170 Pengembangan Y Angka 1150
terhadap terhadap
Kebudayaan
pengembangan pengembangan
kebudayaan kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Program Penunjang Dinas
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai cc Perpusarsi
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD P
Kabupaten/Kota P
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URUSAN/PROGRAM PERANG
) e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Nilai tingkat Nilai tingkat
. kegemaran - Progam Pembinaan kegemaran -
Progam Pembinaan Perpustakaan membaca Nilai 50 Perpustakaan membaca Nilai 5.8
masyarakat masyarakat
Persentase Persentase
. . . koleksi nasional Program Pelestarian koleksi nasional
(Ftl’;?\glr\laan;kzﬁlf(sjﬁgan Koleksi Nasional dan naskah Per:se 33.33 Koleksi Nasional dan dan naskah Per:se 16.67
kuno yang Naskah Kuno kuno yang
dimiliki dimiliki
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Tingkat Tingkat
Program Pengelolaan Arsip ketersediaan pe;se 75.06 Z;(s)ig;ram Pengelolaan ketersediaan pe;se 75
arsip P arsip
Persentase Persentase Dinas
cakupan Program Perlindunaan cakupan Perpusarsi
Program Perlindungan dan perlindungan Perse 9 9 perlindungan Perse p
. 19 dan Penyelamatan na
Penyelamatan Arsip dan n Arsi dan n
penyelamatan P penyelamatan
arsip arsip
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai . Urusan Pemerintahan Capaian nilai .
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Poin B (76) Daerah SAKIP PD Poin cc
Kabupaten/Kota
Jumlah Jumlah
Program Pengelolaan Perikanan produksi K 4,802,00 | Program Pengelolaan produksi K 4,577,07
Tangkap perikanan 9 0 Perikanan Tangkap perikanan 9 2 Dinas
tangkap tangkap Perikanan
Jumlah Jumlah
Program Pengelolaan Perikanan produksi K 1,778,00 | Program Pengelolaan produksi K 1,735,00
Budidaya perikanan budi 9 0 Perikanan Budidaya perikanan budi 9 0
daya daya
Meningkatnya Program Pengelolaan Meningkatnya
Program_PengeIoIaan dan Pemasaran angka Nilai 38.83 dan Pemasaran Hasil angka Nilai 37.25
Hasil Perikanan . - -
konsumsi ikan Perikanan konsumsi ikan
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URUSAN/PROGRAM PERANG
p LU A e foln el ]2 INDIKATOR =ard TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =ard TARGET RElERS KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai cc
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD
Kabupaten/Kota
Persentase Proaram Peninakatan Persentase
Program Peningkatan Daya Tarik pertumbuhan Perse 9 - gkatal pertumbuhan Perse
T - 36.13 Daya Tarik Destinasi - 32.47
Destinasi Pariwisata kunjungan n Pariwi kunjungan n
- ariwisata -
wisatawan wisatawan
Persentase Persentase
pelaku Program pelaku
Program Pengembangan Sumber pariwisata dan Perse 5592 Pengembangan pariwisata dan Perse 45.92
Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif ekonomi kreatif n ' Sumber Daya Manusia ekonomi kreatif n ' .
yang aktif dan dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan Dinas
tervalidasi tervalidasi Pariwisata
Persentase Persentase
peningkatan peningkatan
Program Pemasaran Pariwisata media Perse 51.47 Progrgm Pemasaran media Perse 32.47
n Pariwisata n
pemasaran pemasaran
pariwisata pariwisata
Persentase Program Persentase
Program Pengembangan Ekonomi pelaku Pengembangan pelaku
Kreatif Melalui Pemanfaatan dan ekonomi kreatif | Perse Ekonomi Kreatif Melalui | ekonomi kreatif | Perse
: g 55.92 A 45.92
Perlindungan Hak Kekayaan yang memiliki n Pemanfaatan dan yang memiliki n
Intelektual kekayaan Perlindungan Hak kekayaan
intelektual Kekayaan Intelektual intelektual
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Program Penunjang Dinas
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai BB Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai BB Peternaka
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD n
Kabupaten/Kota
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URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Dinas
Capaian nilai Nilai CC (53) Capaian nilai Nilai CC (50) Pergz:ian
SAKIP PD SAKIP PD
Ketahanan
Pangan
Peningkatan Proaram Penvediaan Peningkatan
Program Penyediaan dan produksi 9 Y produksi
. dan Pengembangan
Pengembangan Sarana Pertanian tanaman Sarana Pertanian tanaman
pangan: pangan:
Dinas
55 53 Pertanian
- Padi Perse | (48230 - Padi Perse | (47,285 dan
n Ton) n Ton) Ketahanan
42 40 Pangan
- Jagung Perse | (14.520 - Jagung Perse | (12.226
Ton) Ton)
Perse 43 Perse 40 (12
- Kedelai (12,36 - Kedelai
n n Ton)
Ton)
- Hortikultura Pe;se 25 - Hortikultura Per:se 20
Peningkatan Peningkatan Dinas
produksi perse produksi perse 2 Peternaka
komoditas n komoditas n
n
peternakan peternakan
Cakupan luas Cakupan luas Dinas
Program Penyediaan dan lahan pertanian Hekta | 14,880.3 Program Penyediaan lahan pertanian Hekta 14,880.3 Pertanian
Pengembangan Prasarana Pertanian yang r 3 dan Pengembangan yang r 3 dan
ditetapkan Prasarana Pertanian ditetapkan Ketahanan
menjadi LP2B menjadi LP2B Pangan
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URUSAN/PROGRAM PERANG
N LU A e foln el ]2 INDIKATOR =ard TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =ard TARGET RElERS KAT
o RPIMD 2026 AN 2026 AN NGAN DAERAH
Persentase . Persentase
Program Pengendalian dan penanganan Perse Program Pengendalian penanganan Perse
. 70 dan Penanggulangan 65
Penanggulangan Bencana Pertanian bencana n Bencana Pertanian bencana n
pertanian pertanian
Persentase Persentase
penanganan penanganan
dampak Perse 20 dampak Perse 15
perubahan n perubahan n
iklim terhadap iklim terhadap
pertanian pertanian
Persentase Persentase
kelembagaan Perse Program Penyuluhan kelembagaan Perse
Program Penyuluhan Pertanian koperasi tani n 20 Per?anian y koperasi tani n 0
yang dibentuk yang dibentuk
dan beroperasi dan beroperasi
Persentase Persentase
kelembagaan Perse kelembagaan Perse Dinas
koperasi tani n 5 koperasi tani n 5 Peternaka
yg dibentuk yg dibentuk n
dan beroperasi dan beroperasi
Persentase Persentase Pe?‘égﬁisan
SDM penyuluh Perse SDM penyuluh Perse
pertanian yang n 80.8 pertanian yang n 76 dﬁn
ditingkatkan ditingkatkan Ki?ng::n
Tingkat Tingkat
\H/:tv; zrai:eDran Kesehatan Masyarakat hewan menular n 12 Kesehatan Masyarakat hewan menular n 12 Peterr]naka
strategis Veteriner strategis
(PHMS) (PHMS)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
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URUSAN/PROGRAM PERANG
) e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN 2026 AN NGAN DAERAH
Persentase Persentase
sarana Program Peningkatan sarana
Program Peningkatan Sarana perdagangan Perse 9 reningk perdagangan Perse
At 78.53 Sarana Distribusi 76.18
Distribusi Perdagangan yang n Perdagangan yang n
ditingkatkan ditingkatkan
kualitasnya kualitasnya
Persentase Persentase
stabilitas harga Stabilisasi harga stabilitas harga
Stabilisasi harga barang kebutuhan barang Perse 4.82 barang kebutuhan barang Perse 508
pokok dan barang penting kebutuhan n ' pokok dan barang kebutuhan n ’
pokok dan penting pokok dan
barang penting barang penting Dinas
- . . . Perindag
Program Pengembangan Ekspor Nilai ekspor Rupia | 7.811.17 | Program Nilai ekspor Rupia | 5.000.00
barang h 1.429 Pengembangan Ekspor | barang h 0.000
Persentase I Persentase
L Program Standarisasi
Program Standarisasi Dan penanganan Perse 14.22 Dan Perlindungan penanganan Perse 13.15
Perlindungan Konsumen pengaduan n ) Konsumen 9 pengaduan n ’
konsumen konsumen
Persentase Persentase
Program Penggunaan dan Pemasaran E)T;?:'nzmdm( Perse 2.58 z;?]ggzr:q:;r;ggu;r%?ﬂk f;rg}'?:lnzroduk Perse 1.13
Produk Dalam Negeri difasilitasi/dilak | " Dalam Negeri difasilitasi/dilak | "
sanakan sanakan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai cc
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD
Kabupaten/Kota
Persentase Persentase
realisasi Program Perencanaan realisasi Dinas
Program Perencanaan dan investasi sektor | Perse investasi sektor | Perse Perind
i . ; 5.72 dan Pembangunan . ; 5.26 erindag
Pembangunan Industri industri dan n ’ Industri industri dan n ’
kawasan kawasan
industri industri
Program Pengendalian Izin Usaha Persentase izin Perse 13.42 Program Pengendalian Persentase izin Perse 2
Industri usaha industri n ’ 1zin Usaha Industri usaha industri n
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URUSAN/PROGRAM PERANG
p LU A e foln el ]2 INDIKATOR =ard TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =ard TARGET RElERS KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
yang yang
diterbitkan diterbitkan
Tersedianya Tersedianya
Program Pengelolaan infromasi informasi Perse Program Pengelolaan informasi Perse
perindustrian Nasional industri secara n 8.88 infromasi perindustrian | industri secara n 2.42
lengkap, akurat Nasional lengkap, akurat
dan terkini dan terkini
URUSAN TRANSMIGRASI
Persentase Persentase
Program Perencanaan Kawasan program Perse Program Perencanaan program Perse
) ) transmigrasi 0.33 . ; transmigrasi NA
Transmigrasi n Kawasan Transmigrasi n
yang yang
dilaksanakan dilaksanakan
Persentase Persentase
Program Pengembangan Kawasan transm_ig_r an Program transm_ig_r an Dinas
Transmigrasi yang dibina KK 0.34 Pengembangan yang dibina KK 0.24 Nakertrans
dan Kawasan Transmigrasi dan
diberdayakan diberdayakan
Persentase luas Persentase luas
Program Pembangunan Kawasan kawasan Program Pembangunan kawasan
. - transmigrasi HA 189 : - transmigrasi HA 18
Transmigrasi Kawasan Transmigrasi
yang yang
berkembang berkembang
UNSUR SEKRETARIAT DAERAH
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai 65 Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai 63.75
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD ’
Kabupaten/Kota
Indeks Indeks Setda
Kematangan Nilai 35 Kematangan Nilai 0
Organisasi Organisasi
Program Pemerintahan dan Persentase Perse Program Pemerintahan | Persentase Perse
Keseiah produk hukum 100 dan Kesejahteraan produk hukum 98.2
esejahteraan Rakyat L n L n
yang dihasilkan Rakyat yang dihasilkan
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Kabupaten/Kota

URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR SAll TARGET LU KAT
o RPIMD 2026 AN 2026 AN NGAN DAERAH
Terlaksananya Terlaksananya
pelaksanaan pelaksanaan
kegiatan perse 100 kegiatan perse 100
otonomi n otonomi n
daerah daerah
Terlaksananya Terlaksananya
pelaksanaan Perse 100 pelaksanaan Perse 100
fasilitasi kerja n fasilitasi kerja n
sama daerah sama daerah
Indeks tata Indeks tata
Program Perekonomian dan EZ':; daan Nilai 65 Program Perekonomian ';ZE’; daan Nilai 42.22
Pembangunan barang dan dan Pembangunan barang dan
jasa jasa
Efektivitas Efektivitas
pelaksanaan Perse 100 pelaksanaan Perse 91
kebijakan n kebijakan n
perekonomian perekonomian
Efektivitas Efektivitas
pemantuan pemantuan
kebijakan Perse | 100 kebijakan Perse 91
sumber daya n sumber daya n
alam alam
Efektivitas Efektivitas
pelaksanaan pelaksanaan
kebijakan Nilai 65 kebijakan Nilai 65
administrasi administrasi
pembangunan pembangunan
Tingkat Tingkat
kematangan Level 3 kematangan Level 2
UKPBJ UKPBJ
UNSUR SEKRETARIAT DPRD
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai - Urusan Pemerintahan Capaian nilai .
Pen?erintahan DJae?ah Kabupaten/Kota SAEIP PD Nilai B Daerah SAEIP PD Nilai cc Setwan
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URUSAN/PROGRAM PERANG
N LU A e foln el ]2 INDIKATOR =ard TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Ketetapan Ketetapan
Program Dukungan Pelaksanaan penetapan Perse 100 E;?gg;];ﬁk%ggg dan penetapan Perse 100
Tugas dan Fungsi DPRD Perda APBD n F : Perda APBD n
ungsi DPRD
tahun N tahun N
Persentase Persentase
penetapan Perse 100 penetapan Perse 100
Ranperda n Ranperda n
tahun N tahun N
Persentase Persentase
pengawasan Perse 100 pengawasan Perse 100
penyelenggara n penyelenggara n
an pemerintah an pemerintah
UNSUR PERENCANAAN
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai B
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD
Kabupaten/Kota
Persentase Program Perencanaan Persentase
Program Perencanaan Pengendalian keselarasan Perse 100 Pengendalian dan keselarasan Perse 100
dan Evaluasi Pembangunan Daerah RPJMD dengan n Evaluasi Pembangunan | RPIMD dengan n
RKPD Daerah RKPD
Persentase Persentase
keselarasan Perse 100 keselarasan Perse 100 i
RPIMD dengan n RPIMD dengan n Bapperida
Renstra PD Renstra PD
Persentase Persentase
keselarasan keselarasan
RKPD dengan RKPD dengan
Renja Program Koordinasi Renja
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perangkat Perse 100 dan Sinkronisasi Perangkat Perse 100
Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah bidang n Perencanaan Daerah bidang n
pemerintahan Pembangunan Daerah pemerintahan
dan dan
pembangunan pembangunan
manusia manusia

257 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

URUSAN/PROGRAM PERANG
N LU A e foln el ]2 INDIKATOR =ard TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =ard TARGET RElERS KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Persentase Persentase
keselarasan keselarasan
RKPD dengan RKPD dengan
Renja Renja
Perangkat Perr‘se 100 Perangkat Perr]se 100
Daerah bidang Daerah bidang
infrastruktur infrastruktur
dan dan
kewilayahan kewilayahan
Persentase Persentase
keselarasan keselarasan
RKPD dengan RKPD dengan
Renja Renja
Perangkat Pe;se 100 Perangkat Pelzse 100
Daerah bidang Daerah bidang
perekonomian perekonomian
dan sumber dan sumber
daya alam daya alam
URUSAN KEUANGAN
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai cc BKAS dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD Bappenda
Kabupaten/Kota
Persentase Persentase
belanja belanja
Program Pengelolaan Keuangan ?uer?;\;]va;:' IE?L: Perse 35 Program Pengelolaan ?uer?'z\ga;r?l Iﬂfur Perse 305
Daerah yan]g 9an g n Keuangan Daerah yan]g gang n !
dialokasikan dialokasikan
melalui TKD melalui TKD BKAD
Persentase Persentase
alokasi belanja Perse alokasi belanja Perse
infrastruktur n 25 infrastruktur n 21,61
pelayanan pelayanan
publik publik
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URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Persentase Persentase
realisasi realisasi
anggaran anggaran
belanja urusan Pe;se 91 belanja urusan Pelzse 89,66
wajib wajib
pelayanan pelayanan
dasar dasar
Persentase Persentase
Perse Perse
penurunan n -5 penurunan n -1,3
SILPA SILPA
Persentase Persentase
laporan Perse 100 laporan Perse 88,9
keuangan tepat n keuangan tepat n
waktu waktu
Persentase Perse Pengelolaan Baran Persentase Perse
Pengelolaan Barang Milik Daerah penambahan o 9 penambahan
P n Milik Daerah o n
nilai aset tetap nilai aset tetap
Persentase Persentase
Program Pengelolaan Pendapatan PAD terhadap Perse Program Pengelolaan PAD terhadap Perse
4,76 4,26
Daerah pendapatan n Pendapatan Daerah pendapatan n
daerah daerah
Cakupan Cakup Cakupan Cakup
pembinaan dan an pembinaan dan an 4 obiek
pengawasan objek 8 pengawasan objek P AIJD
pengelolaan pajak pengelolaan pajak Bappenda
pendapatan (PBB) pendapatan (PBB)
Persentase Persentase
penerapan penerapan
sistem Perse sistem Perse
informasi n 96,1 informasi n 959
keuangan keuangan
berbasis digital berbasis digital

URUSAN KEPEGAWAIAN
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URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai 70 Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai 61.2
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD '
Kabupaten/Kota
Persentase Persentase
Program Kepegawaian Daerah kebutl_.lhan ASN | Perse 100 Program Kepegawaian kebutghan ASN | Perse 100
sesuai dengan n Daerah sesuai dengan n
usulan formasi usulan formasi
Persentase Persentase
penempatan penempatan
ASN sesuai Pe;se 100 ASN sesuai Pelzse 100
dengan dengan
kompetensi kompetensi
Persentase Persentase
ASN Perse ASN Perse
berpendidikan n 62.35 berpendidikan n 62.35
minimal S1 minimal S1
Persentase Persentase BKPSDM
ASN dengan Perse ASN dengan Perse
SKP minimal n 67.24 SKP minimal n 67.24
bernilai baik bernilai baik
Persentase Persentase
penurunan Perse 0.23 penurunan Perse 0.23
pelanggaran n pelanggaran n
disiplin ASN disiplin ASN
Indeks Indeks
Kepuasan Nilai 0 Kepuasan Nilai 0
Masyarakat Masyarakat
Persentase Persentase
jabatan jabatan
fungsional fungsional
bersertifikat Program bersertifikat
E;o%ralawn;:uesr?gembangan Sumber kompetensi Pel:se 25 Pengembangan kompetensi Perr]se 22.41
Y (PNS tidak Sumber Daya Manusia | (PNS tidak
termasuk guru termasuk guru
dan tenaga dan tenaga
kesehatan) kesehatan)
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dimanfaatkan

dimanfaatkan

URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Persentase Persentase
pejabat pejabat
struktural yang Perr‘se 34.47 struktural yang Perr]se 31.84
lulus Diklat Pim lulus Diklat Pim
TK 2, PKA, PKP TK 2, PKA, PKP
Persentase Persentase
ASN yang lulus Perse 100 ASN yang lulus Perse 100
Diklat Dasar n Diklat Dasar n
(LATSAR) (LATSAR)
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Persentase Persentase
rekomendasi rekomendasi
kebijakan kebijakan
pembangunan pembangunan
Program Penelitian dan d?erah yang Perse Program Penelitian dan d?erah yang Perse
dijadikan 5 dijadikan 0
Pengembangan Daerah . n Pengembangan Daerah ; n
sebagai sebagai
landasan landasan
dalam dalam
implementasi implementasi
pembangunan pembangunan
Persentase Persentase
kajian berbasis kajian berbasis .
buki dalam buki dalam Bapperida
pengembangan pengembangan
potensi potensi
unggulan yang pe;se 5 unggulan yang per:se 0
termanfaatkan termanfaatkan
dalam dalam
kebijakan kebijakan
pembangunan pembangunan
daerah daerah
Persentase Persentase
Program Riset dan Inovasi Daerah produk inovasi perse 10 Program Riset dan produk inovasi perse 7,69
yang n Inovasi Daerah yang n
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URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Persentase Persentase
kajian berbasis kajian berbasis
bukti dalam bukti dalam
pengembangan pe;se 5 pengembangan pe;se 0
potensi potensi
unggulan unggulan
daerah daerah
URUSAN PENGAWASAN
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai 70 Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai 68.15
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD !
Kabupaten/Kota
Persentase Persentase
pengawasan pengawasan
internal yang Program internal yang
Erogram Penyelenggaraan dilaksanakan Perse 76 Penyelenggaraan dilaksanakan Perse 75.8 Inspektora
engawasan n n t
tepat waktu Pengawasan tepat waktu
dan sesuai dan sesuai
regulasi regulasi
Persentase unit Persentase unit
. . kerja yang Perumusan Kebijakan kerja yang
g:;uxijsstae |:1é<ieb|Jakan Pendampingan mendapatkan Pei:se 13,3 Pendampingan dan mendapatkan PeI:se 0
predikat WBK- Asistensi predikat WBK-
WBBM WBBM
URUSAN KEWILAYAHAN
_ _ o Program Penu!'l]ang ) o Kecamata
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai B Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai cc n dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD
Kelurahan
Kabupaten/Kota
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URUSAN/PROGRAM PERANG
g LR I:F"!:?I\EI;UZ‘:;IZI: el INDIKATOR S::;U TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR S::;U TARGET Kﬁ;i‘:\f KAT
2026 DAERAH
Persentase Persentase
pelaksanaan Program pelaksanaan
Program Penyelengaraan Pemerintah Essa?:an Perse 100 Penyelengaraan E:anjanan Perse 100
dan Pelayanan Publik ; n Pemerintah dan ; n
masyarakat di . masyarakat di
A Pelayanan Publik .
wilayah wilayah
kecamatan kecamatan
Persentase Persentase
efektivitas efektivitas
kegiatan Pemberdayaan kegiatan
pemberdayaan asyarakat Desa dan pemberdayaan
Ezm:)aer:gﬁyaan Masyarakat Desa dan berd Per:se 100 M kat Desa d berd Per:se 100
masyarakat di Kelurahan masyarakat di
wilayah wilayah
kecamatan kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Capaian nilai Nilai 60 Urusan Pemerintahan Capaian nilai Nilai 543
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | SAKIP PD Daerah SAKIP PD !
Kabupaten/Kota
. Persentase Program PenmgkaFan Persentase
Program Peningkatan Kewaspadaan - - Kewaspadaan Nasional - -
> : - konflik sosial Perse - konflik sosial Perse
Nasional dan Peningkatan Kualitas an n 55 dan Peningkatan an n 100
dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial yang Kualitas dan Fasilitasi yang
diselesaikan ) . diselesaikan
Penangan Konflik Sosial Badan
ada
Kesbangp
Cakupan Cakupan ol
penguatan Proaram Penquatan penguatan
Program Penguatan Ideologi Pancasila | ideologi Jumla grarr gue ideologi Jumla
: 277 Ideologi Pancasila dan f 250
dan Karakter Kebangsaan Pancasila dan h K Pancasila dan h
karakter Karakter Kebangsaan karakter
kebangsaan kebangsaan
Program Peningkatan Peran Partai Persentase Program Peningkatan Persentase
Politik dan Lembaga Pendidikan pendidikan Perse Peran Partai Politik dan | pendidikan Perse
melalui Pendidikan Politik dan politik pada n 100 Lembaga Pendidikan politik pada n 100
Pengembangan Etika serta Budaya kader partai melalui Pendidikan kader partai
Politik politik Politik dan politik
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URUSAN/PROGRAM PERANG
] e e INDIKATOR =l TARGET /OUTCOME RKPD INDIKATOR =l TARGET RERE KAT
o RPIMD 2026 AN AN NGAN
2026 DAERAH
Pengembangan Etika
serta Budaya Politik
Persentase Persentase
kebijakan kebijakan
bidang bidang
ketahanan ketahanan
ekonomi, ekonomi,
sosial, budaya sosial, budaya
dan fasilitasi dan fasilitasi
. pencegahan Program Pembinaan pencegahan
Program Pembinaan dan penyalahgunaa Perse dan Pengembangan penyalahgunaa Perse
Pengembangan Ketahanan Ekonomi, n narkotika, n 100 Ketahanan Ekonomi, n narkotika, n 100
Sosial dan Budaya P - A
fasilitasi Sosial dan Budaya fasilitasi
kerukunan kerukunan
umat umat
beragama, dan beragama, dan
penghayatan penghayatan
kepercayaan di kepercayaan di
daerah yang daerah yang
dilaksanakan dilaksanakan
Program Pemberdavaan dan Persentase Program Persentase
9 yaar organisasi Perse Pemberdayaan dan organisasi Perse
Pengawasan Organisasi 45 N 45
kemasyarakata n Pengawasan Organisasi | kemasyarakata n
Kemasyarakatan . .
n yang aktif Kemasyarakatan n yang aktif
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5.4 Program Prioritas Daerah Dalam RKPD Tahun 2026
Program Prioritas sesuai dengan pencapaian Visi dan Misi Bupati dalam RKPD 2026

disesauiakan dengan prioritas, target dan pagu dalam Rancangan AKhir RPJMD 2025 -
2029

penyediaan Saprodi
berkualitas, Peningkatan
ketersediaan pupuk dan
obat tanaman untuk
mendukung ketahanan
pangan dan MBG.

1 Hilirisasi Peningkatan Produksi Penyediaan dan Peningkatan Produksi
produk dan Produktivitas Pengembangan Sarana Tanaman Pangan
pertanian Pertanian, Peternakan Pertanian Peningkatan Produksi
dan dan Perikanan melalui Holtikultura
ketahanan penyediaan bibit unggul Peningkatan Produksi
pangan bersertifikat, Peternakan

Penyediaan dan
pengembangan Prasarana
Pertanian

Cakupan Luasan Lahan
Pertanian yang
ditetapkan menjadi
LP2B

Pengelolaan Perikanan
Tangkap

Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap

Pengelolaan Perikanan
Budidaya

Jumlah Produksi
Perikanan Budidaya

Pengelolaan Sumber Daya
Ekonomi untuk
Kedaulatan dan
Kemandirian

Pangan

Persentase Jumlah
Cadangan Pangan

Peningkatan Diversifikasi
dan Ketahanan Pangan
Masyarakat

Skor Pola Pangan
Harapan

Penanganan Kerawanan
Pangan

Persentase Daerah
Rentan
Rawan Pangan

Peningkatan Nilai
tambah produk
pertanian, peternakan

Penyediaan dan
Pengembangan Sarana
Pertanian

Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan

Peningkatan Produksi

dan perikanan untuk Holtikultura
mendukung Ketahanan Peningkatan Produksi
pangan dan Program Peternakan

Makan Bergizi Gratis.

Pengendalian Kesehatan
Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Tingkat Pengendalian
Penyakit Hewan
Menular Strategis
(PHMS)

Persentase Unit Usaha
Pangan Asal Hewan
Yang memiliki Sertifikat
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Pra NKV dan NKV
(Nomor Kontrol
Veteriner)
Pengelolaan dan Angka Konsumsi ikan
pemasaran hasil
perikanan
Peningkatan Daya saing | Peberdayaan Usaha Persentase yang
Produk Unggulan Menenngah. Usaha Kecil bertransformasi dari
Pertanian, perkebunan, | dan Usaha Mikro (UMKM) | Informal kr Formal
Perikanan dan Usaha Kecil
peternakan untuk Pertumbuhan
mendukung One Village Wirausaha
One Product. Pengembanagn UMKM Proporsi Ukm menjalin
Kemitraan dan Eksport
Pemanfaatan Potensi Peningkatan Kerjasama Persentase Fasilitasi
Bumdes dan Bumdesma | Desa Kerjasama Desa
dalam mendukung
ketahanan pangan dan
One Village One
Product
Penyuluh Pertanian
Digitalisasi Pemasaran Penggunaan dan Persentase Promosi
Produk Pertanian, Pemasaran Produk Dalam | Produk Lokal yang
Perikanan, Peternakan Negeri difasilitasi atau
dan Pariwisata dilaksankaan
Pengembangan Peningkatan Daya Tarik Persentase
Destinasi Pariwisata Destinasi Pertumbuhan
Pariwisata Kunjungan
Wisatawan
Pemasaran Pariwisata Persentase
Peningkatan Media
Pemasaran Pariwisata
2 Penguatan Penyediaan Pedum Pemberdayaan Usaha Persentase yang
lembaga /PTO Pendukung Menengah, Usaha Kecil bertransformasi dari
keuangan Program Pemberian dan Usaha Mikro (UMKM) | Informal kr Formal
(perbankan | Bantuan Modal Dan Usaha Kecil
dan Pembentukan Kelompok
koperasi) Petani, Peternak Dan
dan UMKM | Nelayan
sebagai Kolaboarasi lintas sektor | Pemberdayaan Usaha Pertumbuhan
basis dengan berbagai Menengah, Usaha Kecil Wirausaha
ketahanan lembaga keuangan dan Usaha Mikro (UMKM)
ekonomi seperti perbankan dan
koperasi dalam
penyediaan permodalan
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bagi UMKM

Peningkatan Kapasitas
dan management
UMKM
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Optimalisasi Perijinan
untuk mendukung
pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil
dan Usaha Mikro (UMKM)

Pertumbuhan
Wirausaha

Pelayanan Penanaman
Modal

Persentase Pelaku
Usaha yang
memperolah lzin sesuai
Ketentuan

Digitalisasi pemasaran
UMKM

Pengembanagn UMKM

Proporsi Ukm menjalin
Kemitraan dan Eksport

Penggunaan dan
Pemasaran Produk Dalam
Negeri

Persentase Promosi
Produk Lokal yang
difasilitasi atau
dilaksankaan

3 Meningkatk
an
aksesibilitas
masyarakat
ke sektor
pendidikan
dan
kesehatan

Penyediaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
bagi seluruh Masyarakat
Ngada secara berkala

Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan
Masyarakat

Angka Kematian lbu

Prevelensi Stunting
(Pendek dan Sanagat
Pendek Pada Balita

Peningkatan Kapasitas
dan kesejahteraan
tenaga kesehatan

Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia

Persentase
Peningkatan
Kompetensi SDM
Bidang Kesehatan

Kemandirian Fasilitas
Kesehatan melalui
ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan

Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan makanan
minuman

Persentase Cakupan
Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan dan
Makanan Minuman

Penyediaan Sarana dan
Prasara Pendidikan
untuk peningkatan
kualitas SDM

Pengelolaan Pendidikan

Persentase anak usia 4
-15 yang berpartisipasi
dalam Pendidikan
Dasar (APS)

Persentase anak usia 4
-15 tahun penyandang
disabilitas yang
berpartisipasi dalam
Pendiidkan Khusus
(APS)

Peningkatan
Kompetensi guru,
kepala sekolah dan
pengawas

Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Indeks Pemerataan
Guru

Persentase Guru yang
memiliki sertifikat
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Pendidik
Pengembangan Pembinaan Perpustakaan | Nilai Tingkat
Perpustakaan Daerah Kegemaran Membaca
untuk mendukung Masyarakat

peningkatan indeks
literasi Daerah

Akses ke pendidikan
non-formal/vokasi

Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase Tenaga
Kerja Sektor Prioritas
yang meningkat
produktivitasnya

Pendidikan dan Pelatihan
Perkoperasioan

Persentase Koperasi
yang diberikan
dukungan Falitas

Pelatihan
Pengembangan Kapasitas | Rasio Wirausaha
Daya saing kepemudaan Pemuda

Pengembangan
Sumberdaya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

Persentase Pelaku
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif yang
aktif dan Tervalidasi

Peningkatan Kualitas
Keluarga

Pengendalian Penduduk

1. Angka Kelahiran
Total (Total Fertility
Rate/ TFR)

Angka Kelahiran
Remaja Umur 15-19
Tahun (Age Specific
Fertility Rate/ASFR 15-
19)

Pembinaan Keluarga
Berencana (KB)

Angka Prevalensi
Kontrasepsi
Modern/Modern
Contraceptive (mCPR)

Persentase Kebutuhan
Ber- KB yang tidak
Terpenuhi (Unmet
Need)

Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS)

Presentase Keluarga
yang Mengikuti
Kelompok Kegiatan
Ketahanan Keluarga

4 Terwujudny
a Kota
Bajawa yang
harmoni,
dimana

Membangun lingkungan
permukiman yang sehat

dan aman (pengelolaan
persampahan, sanitasi,
drainase yang baik,

Pengelolaan Persampahan

Indeks Kinerja
Pengelolaan
Persampahan

Pengembangan Sistem
dan Pengelolaan

Persentase
Peningkatan Sampah
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alam dan
budaya
berinteraksi
secara
dinamik dan
seimbang,
dan
menciptaka
n
lingkungan
kehidupan
yang damai
dan
inspiratif

mitigasi bencana)
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Persampahan Regional

yang dikelola di
TPA/TPST Regional

Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem
Drainase

Persentase Cakupan
Drainase dalam Kondisi
Baik

Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem air
Limbah

Persentase
Peningkatan Rumah
Tangga yang
menenmpati hunian
dengan akses sanitasi
(air limbah domestik
layak dan aman)

Pengembangan Persentase cakupan
Permukiman infrastruktur
permukiman dalam
kondisi baik
Peningkatan Persentase Perda dan
Ketenteraman dan Perkada yang
Ketertiban Umum Ditegakkan
Persentase

Penyelenggaraan
Tibumtranmas

Persentase Cakupan
Perlindungan
Masyarakat

Persentase PPNS yang
Ditingkatkan
Kompetensinya

Penanggulangan Bencana

Persentase Cakupan
Penyebaran Informasi
dan Edukasi Rawan
Bencana

Persentase
Penanganan Tanggap
Darurat Bencana

Persentase
Penanganan Pasca
Bencana

Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran
dan Non Kebakaran

Cakupan Penyebaran
Informasi dan Edukasi
Rawan

Kebakaran

Cakupan Layanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
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Kebakaran

Menciptakan
keharmonisan
kehidupan
bermasyarakat Kota
Bajawa dengan
membentuk image kota
melalui perencanaan
dan rekayasa desain.

Penataan Bangunan dan
lingkungan

Persentase penataan
Bangunan dan
Lingkungan

Penyelengaraan Jalan

Tingkat Kemantapan
Jalan

Penataan Bangunan
Gedung

Persentase Bangunan
Gedung dalam Kondisi
Baik

Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum

Persentase Tahapan
Persiapan Pengadaan
Tanah bagi
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
yang DiselesaikanTepat
Waktu

Penatagunaan Tanah

Persentase Luas Lokasi
Konsolidasi Tanah

Penyelesaian Ganti
Kerugian dan Santunan
Tanah untuk
Pembangunan

Persentase
Penyelesaian Ganti
Kerugian dan Santunan
Tanah untuk
Pembangunan

Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ)

1. Konektivitas Darat

2. Persentase
Kelengkapan Jalan yang
telah Terpasang
terhadap Kondisi Ideal

Pembangunan Kawasan
Transmigrasi

Persentase Luas
Kawasan Transmigrasi
yang

Berkembang

Memastikan
terwujudnya kota yang
nyaman baik di waktu
siang dan di waktu
malam dengan
memastikan KOTA
TERANG

Peningkatan Sarana,
Prasarana dan Utilitas

Persentase
Permukiman yang

Umum (PSU) sudah dilengkapi
dengan PSU
(Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum )

Pemberdayaan Persentase

Masyarakat Kelurahan

Permukiman Kelurahan
yang sudah dilengkapi
dengan PSU
(Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum )
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Peningkatan
kualitas
infrastruktur
dan sarana
prasarana
yang
berorientasi
pada
pelayanan
dan
kebutuhan
mendesak

Membangun rumah
layak huni untuk
masyarakat tidak
mampu
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Pengembangan
Perumahan

Persentase Warga
Negara Korban
Bencana yang
memperolah rumah
layak huni

Persentase Warga
Negara yang terkena
relokasi akibat program
Kabupaten yang
memperoleh Fasilitas
penyediaan runah yang
layak huni

Penyedian air minum
sampai ke permukiman
(Sambungan Rumah)

Pengelolaan dan
pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

Persentase
Peningkatan Kapasitas
yang terlayani melalui
Penyaluran Air Minum
Curah Lintas
Kabupaten/Kota

Pencegahan
Pencemaran air, tanah
dan udara (pengelolaan
persampahan/limbah)

Pengendalian Pencemaran
dan / atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Udara

Pengendalian bahan
berbahaya dan beracun
(B3) Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3)

Persentase Limbah B3
yang terkelola

Pelestarian sumber-
sumber air (konservasi
sumber air/bibit

Pengendalian Pencemaran
dan / atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Udara

tanaman/sumur

resapan)
Peningkatan | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Persentase anggran
Partisipasi Keberdayaan dan Pemberdayaan Responsif Gender
semua Perempuan dan Perempuan (ARG)
elemen Partisipasinya dalam Tingkat Partisipasi
kelembagaa | Pembangunan Angkatan Kerja (TPAK)
n sosial Perempuan
masyarakat Perlindungan Perempuan | Persentase Perempuan
dalam Korban Kekerasan dan
pembangun TPPO yang mendapat
an layanan komprehensif

Peningkatan Kualitas
Keluarga

Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA) yang
berprespentif gender
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dan hak anak sesuai
standar

Meningkatnya Kualitas
Kehidupan Anak

Pemenuhan Hak anak

Indeks Pemenuhan Hak
Anak (IPHA)

Perlindungan Khusus Anak

Persentase Anak
memerlukan
perlindungan khusus
mendapatkan layanan
komprehensif

Indeks Perlindungan
Khusus Anak (IPKA)

Meningkatnya
kontribusi pemuda
dalam pembangunan

Pengembangan Kapasitas
Daya saing kepemudaan

Rasio Wirausaha
Pemuda

Pengembangan Daya
saing Keolahragaan

Persentase atlet yang
masuk Platnas

Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat desa

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga
Adat dan Lembaga Hukum
Adat

Persentase Fasilitasi
Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakat
Desa (LKD)

Persentase Falsitasi
Pemberdayaan
Lembaga Adata Desa
dan Lembaga
Masyarakat Hukum
Adat

Administrasi
Pemerintahan Desa

Persentase Aparatur
Desa dan Anggota BPD
yang ditingkatkan
kapasitasnya

Persentase Faslitasi
Tata Kelola Desa

Meningkatnya peran
pemerintah dalam
mengurangi TPPO

Penempatan Tenaga Kerja

Persentase Tenaga
Kerja yang
Ditempatkan di Dalam
Negeri

Penanganan Warga
Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan

Persentase Warga
Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan yang
Tertangani

Meningkatnya
transformasi pelestarian
budaya

Pengembangan
kebudayaan

Tingkat Partisipasi
Masyarakat terhadap
pengembangan
Kebudayaan
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Perlindungan sosial bagi
Kaum Miskin dan anak
terlantar serta kaun
difabel

Pemberdayaan Sosial
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Persentase Pekerja
Sosial/ Tenaga
Kesejahteraan Sosial
yang Melaksanakan
Pelayanan Sosial di
Dalam Panti
Rehabilitasi Sosial

Persentase Pekerja
Sosial/ Tenaga
Kesejahteraan

Sosial yang
Melaksanakan
Pelayanan Sosial di
Dalam Panti
Rehabilitasi Sosial bagi
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS) Lainnya di luar
HIV/AIDS dan NAPZA

Persentase Pekerja
Sosial /Tenaga
Kesejahteraan Sosial
dan/atau Relawan
Sosial yang
Melaksanakan
Penanganan Korban
Bencana Provinsi pada
Masa Tanggap Darurat
dan Pasca Bencana
Sesuai Standar

Rehabilitasi Sosial

1. Persentase
Penyandang Disabilitas
Terlantar yang
Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Dalam
Panti

2. Persentase Anak
Terlantar yang
Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Dalam
Panti

3. Persentase Lanjut
Usia Terlantar yang
Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Dalam
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Panti

4. Persentase
Gelandang dan
Pengemis yang
Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Dalam
Panti

5. Persentase Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS) lainnya di luar
HIV/AIDS dan NAPZA

yang Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya di

Dalam Panti
Perlindungan dan Jaminan | 1. Persentase Penerima
Sosial Manfaat yang

Terpenuhi Kebutuhan
Dasar

2. Persentase Penerima
Manfaat yang
Meningkat
Kemandirian Ekonomi

Penanganan Bencana

Persentase Korban
Bencana Alam, Sosial
dan/atau Non Alam
yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasar Pada
Saat dan

Setelah Tanggap
Darurat Bencana

Indentifikasi dan
Redistribusi tanah
Ulayat melalui
Pendataan

Penetapan Tanah Ulayat

Persentase
Tanah Ulayat yang
Ditetapkan

Peningkatan Keamanan
dan Ketertiban
mayarakat

Pemberdayaan dan

Persentase Organisasi

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Kemasyarakatan yang Aktif
Pembinaan dan Persentase Kebijakan
Pengembangan di Bidang Ketahanan

Ketahanan Ekonomi,
Sosial, dan Budaya

Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
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Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di Daerah
yang

Dilaksanakan

Peningkatan Kewaspadaan
Nasional dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitasi

Penanganan Konflik Sosial

Persentase Konflik
Sosial yang
Diselesaikan

Reformasi
birokrasi
yang efisien,
efektif,
bersih dan
demokratis
melalui
pendekatan
kolaboratif
dan adaptif,
dengan
mengutama
kan
pelayanan
prima
kepada
masyarakat

Penataan Organisasi
Birokrasi yang efektif
dan efisien

Penyelenggaraan Statistik
Sektoral

Indeks Pembangunan
Statistik (IPS)

Penataan Organisasi

Indeks Kematangan
Organisasi

Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

Efektivitas Kerja Sama
Daerah

Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan

Kesejahteraan Rakyat

Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan
KesejahteraanRakyat

Fasilitasi dan Koordinasi
Hukum

Persentase Produk
Hukum yang Dihasilkan

Perekonomian dan
Pembangunan

Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan Pengelolaan
Perekonomian dan
Pembangunan

Kebijakan Pelayanan
Pengadaan
Barang dan Jasa

Tingkat Kematangan
UKPBJ

Kebijakan Administrasi
Pembangunan

Efektivitas Kebijakan
Administrasi
Pembangunan

Dukungan Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi DPRD

Ketepatan Penetapan
Perda APBD Tahun N
4. Persentase
Penetapan

Ranperda Tahun N

Persentase
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
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Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Persentase Keselarasan
RKPD dengan Renja PD
pada Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Persentase Keselarasan
RKPD dengan Renja PD
pada Bidang
Infrastruktur

dan Kewilayahan

Persentase Keselarasan
RKPD dengan Renja PD
pada Bidang
Perekonomian

dan SDA

Pengelolaan Keuangan
Daerah

Persentase Belanja
Pegawai di Luar
Tunjangan Guru yang
Dialokasikan melalui
TKD

Persentase Alokasi
Belanja Infrastruktur
Pelayanan Publik

Persentase Realisasi
Anggaran Belanja
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar

Persentase Penurunan
SILPA

Persentase laporan
keuangan tepat

waktu
Pengelolaan Barang Milik | Persentase
Daerah Penambahan

Nilai Aset Tetap

Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah

Cakupan pembinaan
dan pengawasan
pengelolaan
pendapatan

Persentase Penerapan
Sistem Informasi
Keuangan Berbasis
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yang bersih dan
berwibawa

Digital
Meningkatkan Kepegawaian Daerah Persentase
management aparatur Perencanaan

Kebutuhan yang sesuai
dengan Formasi

Persentase ASN yang
Ditingkatkan
Kompetensinya

Persentase
Pengembangan Karir
ASN sesuai dengan
Kompetensinya

Persentase Pegawai
dengan SKP Bernilai
Baik

Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Persentase ASN yang
Mendapatkan
Pengembangan
Kompetensi Dasar,
Manajerial, dan
Fungsional

Persentase Realisasi
Pendidikan dan
Pelatihan yang
Dilaksanakan

Persentase ASN yang
Memiliki Sertifikasi
Kompetensi

Persentase ASN yang
Mendapatakan
Pengembangan
Kompetensi

Teknis

Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Persentase
Rekomendasi
Kebijakan
Pembangunan Daerah
yang Dijadikan sebagai
Landasan dalam
Implementasi
Pembangunan

Persentase Kajian
Berbasis Bukti dalam
Pengembangan Potensi
Unggulan yang
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Termanfaatkan dalam
Kebijakan
Pembangunan Daerah

Persentase Bukti
dalam Penyelesaian
Permasalahan Daerah
yang Termanfaatkan
dalam Kebijakan
Pembangunan Daerah

Persentase Fasilitasi,
Pembinaan, Bimbingan
Teknis dan Supervisi
terkait
Penelitian,Pengembang
an,Pengkajian dan
Penerapan di Daerah

Riset dan Inovasi Daerah

Persentase Produk
Inovasi yang
Dimanfaatkan

Persentase Kajian
Berbasis Bukti dalam
Pengembangan Potensi
Unggulan Daerah

Persentase Kajian
Berbasis Penyelesaian
Permasalahan Daerah

Persentase
Fasilitasi,Bimbingan
Teknis dan Supervisi
terkait Riset dan
Inovasi di Daerah

Penyelenggaraan
Pengawasan

Tindaklanjut
Rekomendasi BPK
Tahun Anggaran N-1

Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan
Asistensi

1. Maturitas
Penyelenggaraa n
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
(SPIP)

2. Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)

Meningkatnya kualitas
pelayanan dan
pembangunan desa

Program Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan
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Peningkatan Kulitas
Pelayanan Publik

Pendaftaran Penduduk

Persentase
Kepemilikan Identitas
Kependudukan Digital

Persentase
Kepemilikan Kartu
Identitas Anak

Pencatatan Sipil

Persentase Akta
Kematian yang
Diterbitkan bagi yang
Melaporkan

Persentase Akta
Kelahiran yang
Diterbitkan bagiyang
Melaporkan

Persentase Akta
Perkawinan yang
Diterbitkan bagiyang
Melaporkan

Persentase Akta
Perceraian yang
Diterbitkan bagiyang
Melaporkan

Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik

Persentase Tingkat
Kepuasan Masyarakat
Terhadap Akses dan
Kualitas

Informasi Publik

Pemerintah
Daerah (survei)
Pengelolaan Indeks SPBE
Aplikasi Informatika
Promosi Penanaman Persentase
Modal Peningkatan
Investor yang

Berinvestasi

Pelayanan Penanaman
Modal

Persentase Pelaku
Usaha yang
Memperoleh Izin
Sesuai Ketentuan

Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi
Penanaman Modal

Persentase
Pemanfaatan Data dan
Informasi Penanaman
Modal
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Kerja Sama Penanaman Persentase Kerja Sama

Modal Penanaman Modal
yang Ditindaklanjuti

Pengelolaan Arsip Tingkat Ketersediaan
Arsip

5.5 Program SPM Dalam RKPD Tahun 2026

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh
setiap Warga Negara secara minimal. Batasan pengertian SPM secara tekstual tidak
berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan
Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal,
namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan
Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan
SPM. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja
Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka
SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat.

NO SPM NAMAS;?\)I(ANAN NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
SPM DINAS Pengelolaan Rehabilitasi
Bidang Angka Partisipasi | PENDIDIKAN g. . Sedang/Berat

1 . Pendidikan Anak
Pendidik | Sekolah DAN Usia Dini (PAUD) Ruang Kelas -
an KEBUDAYAAN Sekolah
SPM DINAS Pengelolaan Penvelensgaraan

) Bidang Angka Partisipasi | PENDIDIKAN Pendidikan Prosyes Beglg'ar
Pendidik | Sekolah DAN Nonformal/Keset ba iPesert; Didik 12,904,305.00
an KEBUDAYAAN | araan &
SPM DINAS Pengelolaan

3 Bldan.g. Angka Partisipasi | PENDIDIKAN Pendidikan Pembangunan 450,433,000.0
Pendidik | Sekolah DAN Sekolah Dasar Ruang Kelas Baru 0
an KEBUDAYAAN
SPM DINAS Pengelolaan Pengadaan

4 Bldan'g. Angka Partisipasi | PENDIDIKAN Pendidikan Perlengkapan 3,899,658,000
Pendidik | Sekolah DAN Sekolah Dasar Peserta Didik 00
an KEBUDAYAAN ’
SPM DINAS Pengelolaan Rehabilitasi

5 Bldan.g- Angka Partisipasi | PENDIDIKAN Pendidikan Sedang/Berat 417,293,000.0
Pendidik | Sekolah DAN Sekolah Dasar Ruang Kelas 0
an KEBUDAYAAN Sekolah
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NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Pemerataan Penataan
Kuantitas dan Pendistribusian
Kualitas Pendidik Pendidik dan
SPM DINAS zzneT:cTiiI?Ifan EZnZiZidikan
o | Bidang | Literasidan PENDIDIKAN bapi i bapi e
Pendidik | Numerasi DAN & . 8 L 27,020,000.00
an KEBUDAYAAN Pendidikan Dasar, | Pendidikan Dasar,
PAUD, dan PAUD, dan
Pendidikan Pendidikan
Nonformal/Keset | Nonformal/Keset
araan araan
Pemerataan Perhitungan dan
Kuantitas dan Pemetaan
Kualitas Pendidik Pendidik dan
s (T e
; | Bidang | Literasidan PENDIDIKAN bagi Satuan Satuan 645,421,000.0
Pendidik | Numerasi DAN L "
an KEBUDAYAAN Pendidikan Dasar, | Pendidikan Dasar, | O
PAUD, dan PAUD, dan
Pendidikan Pendidikan
Nonformal/Keset | Nonformal/Keset
araan araan
SPM DINAS pengelolaan Pengadaan Alat
Bidang Literasi dan PENDIDIKAN g' . Praktik dan
8 . . Pendidikan
Pendidik | Numerasi DAN Sekolah Dasar Peraga Peserta -
an KEBUDAYAAN Didik
Pengembangan
SPM DINAS Pengelolaan Eg:q'ztramgd;dlk
Bidang | Literasi dan PENDIDIKAN gex a8
9 . . Pendidikan Kependidikan
Pendidik | Numerasi DAN Sekolah Dasar ada Satuan i
an KEBUDAYAAN paca e
Pendidikan
Sekolah Dasar
Penyediaan
SPM DINAS Pengelolaan :’:::;Ik e
10 | Bidane | Literasidan PENDIDIKAN Pendidikan Kependidikan 75,553,534,44
Pendidik | Numerasi DAN Sekolah Dasar bagi Satuan 2.00
an KEBUDAYAAN gl >a '
Pendidikan
Sekolah Dasar
SPM DINAS Pengelolaan Penyelenggaraan
11 Bldan.g. Literasi d.an PENDIDIKAN Pendidikan Proses Belajar 1,622,559,800
Pendidik | Numerasi DAN Sekolah Dasar Bagi Peserta Didik | .00
an KEBUDAYAAN & '
SPM Keamanan DINAS Pengelolaan Pembinaan
12 Bldan.g. Kebhinekaan, dan PENDIDIKAN Pendidikan Kelembagaan dan 6,041,867,500
Pendidik Inklusivitas DAN Sekolah Dasar Manajemen 00
an KEBUDAYAAN Sekolah ’
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NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
SPM DINAS Pengelolaan Pembinaan
13 Bldan.g' Kekhususan PENDIDIKAN pendidikan Anak Kelem.bagaan dan 164,225,850.0
Pendidik | PAUD DAN Usia Dini (PAUD) Manajemen 0
an KEBUDAYAAN PAUD
SPM DINAS Pengelolaan Pengadaan Alat
Bidang Kekhususan PENDIDIKAN g- . Praktik dan
14 . Pendidikan Anak
Pendidik | PAUD DAN Usia Dini (PAUD) Peraga Peserta -
an KEBUDAYAAN Didik PAUD
SPM DINAS Pengelolaan Rehabilitasi
15 Bldan.g. Kekhususan PENDIDIKAN pendidikan Anak Sedang/Berat 1,147,285,250
Pendidik | PAUD DAN Usia Dini (PAUD) Sarana, Prasarana 00
an KEBUDAYAAN dan Utilitas PAUD | °
Penyediaan
Layanan
SBIiDdl\:n Pelayanan DINAS Kesehatan untuk Ezlr;gzl::;an
16 & | Kesehatan Ibu UKM dan UKP Y 227,939,650.0
Kesehata . KESEHATAN . . Kesehatan Ibu
Hamil Rujukan Tingkat . 0
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan ZZZEZSan untuk Pengelolaan
17 | Bidane Kese&;atan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . KOTA . . Kesehatan Ibu 54,432,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
18 Bidang Keseyhatan lbu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . SURISINA . . Kesehatan lbu 99,120,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
19 Bidang Keseyhatan lbu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . KOELODA . . Kesehatan lbu 75,600,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
o | s | P s | S o
Kesehata . LAJA . . Kesehatan lbu 25,920,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
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NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
o | e | | PUSKESMAS | (LETERN LR | Peleyanan
Kesehata . WATUMANU . . Kesehatan lbu 37,728,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
22 | Bidane 1y cehatan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan 119,365,000.0
Kesehata . INERIE . . Kesehatan Ibu
Hamil Rujukan Tingkat . 0
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
s | e | (O | PUSKESMAS | (TR LR | Peleyanan
Kesehata . WAEPANA . . Kesehatan Ibu 40,080,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZ;ZSan untuk Pengelolaan
24 | Bidang Kese&;atan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . NATARANDANG . . Kesehatan Ibu 46,800,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
25 Bidang Keseyhatan lbu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . MARONGGELA . . Kesehatan lbu 79,080,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
26 Bidang Keseyhatan lbu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . RAWANGKALO . . Kesehatan lbu 34,114,397.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
v (P s | S oo
Kesehata . RIUNG . . Kesehatan lbu 92,755,901.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
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NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
| Bns | PO s | S o
Kesehata . MANGULEWA . . Kesehatan lbu 89,280,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
o | s | PO s | SO o
Kesehata . WATUKAPU . . Kesehatan lbu 40,005,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
o | vime [T s | S o
Kesehata . AIMERE . . Kesehatan lbu 24,167,751.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZ;ZSan untuk Pengelolaan
37 | Bidang Kese&;atan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . BOBA . . Kesehatan Ibu 31,920,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
32 Bidang Keseyhatan lbu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . LANGA . . Kesehatan lbu 39,533,199.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
33 Bidang Keseyhatan lbu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . DONA . . Kesehatan lbu 24,960,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
o v (PO usasas | S oo
Kesehata . RADABATA . . Kesehatan lbu 88,374,454.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
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NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
o | s | P s | S o
Kesehata . LINDI . . Kesehatan lbu 60,120,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
o | s | PO puscss | SO o
Kesehata . WOLOWIO . . Kesehatan lbu 35,472,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
| s | R s | SO o
Kesehata . SOA . . Kesehatan lbu 68,400,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZ;ZSan untuk Pengelolaan
3 | Bidang Kese&;atan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . INELIKA RAYA . . Kesehatan lbu 42,803,892.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
39 Bidang Keseyhatan lbu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . ULUWAE RAYA . . Kesehatan lbu 61,590,000.00
Hamil Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SB': d'\;'ng Pelayanan PUSKESMAS Kesehatan untuk Ezlr;gyzlr?;an
40 | Kesehata | Kesehatan lbu LENGGKOSAMB | UKM dan UKP Kesehatan Ibu 19,441,732.00
Hamil Il Rujukan Tingkat .
n Hamil
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SBI:d':In Pelayanan DINAS Kesehatan untuk Ezlr;gzl;);an
41 & | Kesehatan Ibu UKM dan UKP v 202,860,000.0
Kesehata . KESEHATAN . . Kesehatan lbu
Bersalin Rujukan Tingkat . 0
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
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NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
42 | Bidang 1y ehatan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . KOTA . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
a3 | BldANE o ehatan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . SURISINA . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
agq | B193M8 |y cohatan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . KOELODA . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZ;ZSan untuk Pengelolaan
g5 | Bldang 1y ehatan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . LAJA . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
46 Bidang Keseyhatan lbu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . WATUMANU . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZEZ?an untuk Pengelolaan
47 | BldaNE o cehatan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . INERIE . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
o | Bme T usasas | S oo
Kesehata . WAEPANA . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota

286 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
v | BomE | | PUSKESMAS | (TR RE | Pelevanan
Kesehata . NATARANDANG . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
(o | s | RO puscs | S o
Kesehata . MARONGGELA . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
T e e T S et ol
Kesehata . RAWANGKALO . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZ;ZSan untuk Pengelolaan
52 | Bidang | o cehatan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . RIUNG . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
53 Bidang Keseyhatan lbu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . MANGULEWA . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
54 Bidang Keseyhatan lbu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . WATUKAPU . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
Bid PUSKESMAS Pel
55 | 01948 | Kesehatan Ibu UKM dan UKP elayanan
Kesehata . AIMERE . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota

287 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
56 | BN |\ ocehatan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . BOBA . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
57 | BIaNE | o cehatan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . LANGA . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
sg | Bidang |y ehatan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . DONA . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZ;ZSan untuk Pengelolaan
5 | Bidang Kese&;atan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . RADABATA . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
60 Bidang Kesehatan Ibu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . LINDI . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
61 Bidang Keseyhatan lbu PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . WOLOWIO . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
Bid PUSKESMAS Pel
62 | 094" | Kesehatan Ibu UKM dan UKP elayanan
Kesehata . SOA . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota

288 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
o | Bdme | (O | PUSKESMAS | (TR LR | Pelevanan
Kesehata . INELIKA RAYA . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
o | Bdme | (O | PUSKESMAS | (TR RE | Pelevanan
Kesehata . ULUWAE RAYA . . Kesehatan Ibu
Bersalin Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SBIiDdl\:n Pelayanan PUSKESMAS Kesehatan untuk Ezlr;gzl::;an
65 & | Kesehatan Ibu LENGGKOSAMB | UKM dan UKP Y
Kesehata . . . Kesehatan Ibu
Bersalin Il Rujukan Tingkat .
n Bersalin
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM dyanan Pengelolaan
Bidan Pelayanan DINAS Kesehatan untuk Pelavanan
66 € | Kesehatan Bayi UKM dan UKP y .
Kesehata . KESEHATAN . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
67 Bidang Kesehatan Bayi PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan .
Kesehata . KOTA . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
68 Bidang Kesehatan Bayi PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan .
Kesehata . SURISINA . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
Bid PUSKESMAS Pel
69 dang Kesehatan Bayi UKM dan UKP elayanan .
Kesehata . KOELODA . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota

289 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
Bid PUSKESMA Pel
70 | 2'99"8 | Kesehatan Bayi USKESMAS UKM dan UKP elayanan
Kesehata . LAJA . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat )
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
Bidang Pelayanan . PUSKESMAS Kesehatan untuk Pelayanan
71 Kesehatan Bayi UKM dan UKP .
Kesehata . WATUMANU . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
B PUSKESMA Pel
72 | Bidane |y cehatan Bayi USKESMAS UKM dan UKP elayanan
Kesehata . INERIE . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZ;ZSan untuk Pengelolaan
73 | Bidang | cehatanBayi | PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . WAEPANA . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
74 | Bidang Keseyhatan Bayi | DUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . y NATARANDANG . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
75 Bidang Keseyhatan Bayi PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . y MARONGGELA . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
o | v (PO usasas | S oo
Kesehata . y RAWANGKALO . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota

290 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
Bid PUSKESMA Pel
77 | 2'9%"8 | Kesehatan Bayi USKESMAS UKM dan UKP elayanan
Kesehata . RIUNG . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat )
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
Bid PUSKESMA Pel
78 | 2'9%"8 | Kesehatan Bayi USKESMAS UKM dan UKP elayanan
Kesehata . MANGULEWA . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
B PUSKESMA Pel
79 | Bidane 1y cehatan Bayi USKESMAS UKM dan UKP elayanan
Kesehata . WATUKAPU . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZ;ZSan untuk Pengelolaan
go | Bldang |\ cohatanBayi | DUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . AIMERE . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
81 Bidang Kesehatan Bayi PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan .
Kesehata . BOBA . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
82 Bidang Kesehatan Bayi PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan .
Kesehata . LANGA . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
Bid PUSKESMAS Pel
83 dang Kesehatan Bayi UKM dan UKP elayanan .
Kesehata . DONA . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota

291 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
gq | BidaNE | ehatanBayi | DUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . RADABATA . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat )
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
Bid PUSKESMA Pel
g5 | 0'99N8 | \asehatan Bayi USKESMAS UKM dan UKP elayanan
Kesehata . LINDI . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
B PUSKESMA Pel
86 | B9aN8 |y ehatan Bayi USKESMAS UKM dan UKP elayanan
Kesehata . WOLOWIO . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZ;ZSan untuk Pengelolaan
g7 | Bldang |\ ehatanBayi | DUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . SOA . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
88 Bidang Kesehatan Bayi PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan .
Kesehata . INELIKA RAYA . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
89 Bidang Kesehatan Bayi PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan .
Kesehata . ULUWAE RAYA . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SBI:d':In Pelayanan PUSKESMAS Kesehatan untuk Ezlr;gzl;);an
90 & Kesehatan Bayi LENGGKOSAMB | UKM dan UKP Y .
Kesehata . . . Kesehatan Bayi
Baru Lahir Il Rujukan Tingkat .
n Baru Lahir
Daerah
Kabupaten/Kota

292 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
Layanan
SPM Kesehatan untuk Pengelolaan
91 Bidang Pelayanan DINAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata | Kesehatan Balita KESEHATAN . . . 86,943,000.00
N Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM tzzzuz:an untuk Pengelolaan
Bidang Pelayanan PUSKESMAS
92 Kesehata | Kesehatan Balita KOTA UKM dan UKP Pelayanan -
0 Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM tzzae?\;;?an untuk Pengelolaan
Bidang Pelayanan PUSKESMAS
3 Kesehata | Kesehatan Balita | SURISINA UKM dan UKP Pelayanan -
0 Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM ZZZEZSan untuk Pengelolaan
Bidang Pelayanan PUSKESMAS
94 Kesehata | Kesehatan Balita KOELODA UKM dan UKP Pelayanan -
0 Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM t‘zzazgn untuk Pengelolaan
Bidang Pelayanan PUSKESMAS
9 Kesehata | Kesehatan Balita LAJA UKM dan UKP Pelayanan -
" Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM t‘zzazgn untuk Pengelolaan
96 Bidang Pelayanan PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata | Kesehatan Balita WATUMANU . . . -
" Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM ll;aezzrwz:an untuk Pengelolaan
Bidang Pelayanan PUSKESMAS
97 . UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata | Kesehatan Balita INERIE . . . -
" Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota

293 | 474
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NO

SPM

NAMA LAYANAN
SPM

NAMA OPD

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

PAGU

98

SPM
Bidang
Kesehata
n

Pelayanan
Kesehatan Balita

PUSKESMAS
WAEPANA

Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Balita

99

SPM
Bidang
Kesehata
n

Pelayanan
Kesehatan Balita

PUSKESMAS
NATARANDANG

Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Balita

100

SPM
Bidang
Kesehata
n

Pelayanan
Kesehatan Balita

PUSKESMAS
MARONGGELA

Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Balita

101

SPM
Bidang
Kesehata
n

Pelayanan
Kesehatan Balita

PUSKESMAS
RAWANGKALO

Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Balita

102

SPM
Bidang
Kesehata
n

Pelayanan
Kesehatan Balita

PUSKESMAS
RIUNG

Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Balita

103

SPM
Bidang
Kesehata
n

Pelayanan
Kesehatan Balita

PUSKESMAS
MANGULEWA

Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Balita

104

SPM
Bidang
Kesehata
n

Pelayanan
Kesehatan Balita

PUSKESMAS
WATUKAPU

Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Balita

294 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
SPM tzzzuz:an untuk Pengelolaan
Bidang Pelayanan PUSKESMAS §
105 Kesehata | Kesehatan Balita | AIMERE UKM dan UKP Pelayanan
N Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM tzzzuz:an untuk Pengelolaan
106 | vcooiota | KesonatonBalita | 60BA | UKMdanUKP | pelayanan
0 Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM tzzae?\;;?an untuk Pengelolaan
0 Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM ZZZEZSan untuk Pengelolaan
0 Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM t‘zzazgn untuk Pengelolaan
Bidang Pelayanan PUSKESMAS &
109 Kesehata | Kesehatan Balita RADABATA UKM dan UKP Pelayanan
" Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM t‘zzazgn untuk Pengelolaan
110 Bidang Pelayanan . PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata | Kesehatan Balita LINDI . . .
" Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM ll;aezzrwz:an untuk Pengelolaan
Bidang Pelayanan PUSKESMAS &
111 . UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata | Kesehatan Balita WOLOWIO . . .
" Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota

295 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
SBPdM Pel PUSKESMAS tzzzuz:an untuk Pengelolaan
112 K:esaeuita Kzsaefarjcz: Balita SOA UKM dan UKP Pelayanan -
N Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM tzzzuz:an untuk Pengelolaan
Bidang Pelayanan PUSKESMAS
113 | (esehata | Kesehatan Balita | INELIKA Raya | UM dan UKP Pelayanan -
0 Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM tzzae?\;;?an untuk Pengelolaan
114 Bidang Pelayanan _ PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
sesehata Kesehatan Balita ULUWAE RAYA Rujukan Tingkat Kesehatan Balita -
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Layanan
Bidang Pelayanan PUSKESMAS Kesehatan untuk Pengelolaan
115 Kesehata | Kesehatan Balita LENGGKOSAMB | UKM dan UKP Pelayanan )
0 Il Rujukan Tingkat Kesehatan Balita
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
o | o
116 Bidang Ke.sehatan. P.ada DINAS UKM dan UKP Kesehatan pada
Kesehata | Usia Pendidikan KESEHATAN . . . L -
" Dasar Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
e | o
117 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan pada
Kesehata | Usia Pendidikan KOTA . . . . 96,960,000.00
" Dasar Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM | pelayanan Cesohatan untok | pelspanan
118 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan pada
Kesehata | Usia Pendidikan SURISINA . . . - 42,240,000.00
0 Dasar Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota

296 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
| oo
119 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan | KOELODA ) ) : P 87,360,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| oo
120 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan | LAJA ) \ ) P 38,880,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| o
151 | Bidang | Kesehatan Pada | PUSKESMAS VR Keseyhatan d
Kesehata | Usia Pendidikan WATUMANU . . . . p 55,200,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM | Pelayanan eanagan untok | e
122 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan INERIE . . . . p 64,200,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| pen
123 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan WAEPANA . . . . p 65,280,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM | Pelayanan enanagan untok | e
124 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan NATARANDANG . . . . p 47,400,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| oo
125 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan MARONGGELA . . . . p 33,600,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
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Penyediaan
| oo
126 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan | RAWANGKALO ) ) ) P 43,920,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| oo
127 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan | RIUNG ) ) ) P 31,320,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM | Pelayanan cesanatan ok | pelmpanan |
Lyg | Bidang | Kesehatan Pada | PUSKESMAS VR Keseyhatan d
Kesehata | Usia Pendidikan MANGULEWA . . . . p 59,040,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM | Pelayanan eanagan untok | e
129 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan WATUKAPU . . . . p 14,400,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM | Pelayanan enanagan untok | e
130 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan AIMERE . . . . p 62,880,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| pen
131 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan BOBA . . . . p 31,680,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM | Pelayanan cesehatan ok | pelmpanan
132 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan | LANGA ) ) ) P 44,280,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota

298 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
| oo
133 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan | DONA ) . ) P 28,320,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| oo
134 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan | RADABATA ) ) ) P 44,160,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| o
135 | Bidang | Kesehatan Pada | PUSKESMAS VR Keseyhatan d
Kesehata | Usia Pendidikan LINDI . . ) . p 25,920,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
ik | pen
136 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan WOLOWIO . . . . p 26,880,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| pen
137 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan SOA . . . . p 64,320,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| pen
138 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan INELIKA RAYA . . . . p 27,840,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM | Pelayanan cesehatan ok | pelmpanan
139 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan ada
Kesehata | Usia Pendidikan ULUWAE RAYA . . . . p 39,840,000.00
Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
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Penyediaan
Layanan Pengelolaan
SPM Pelayanan PUSKESMAS Kesehatan untuk | Pelayanan
140 | Bidang | KesehatanPada |\ o\ oo ncamp | UKM dan UKP Kesehatan pada
Kesehata | Usia Pendidikan . . . . p 33,120,000.00
Il Rujukan Tingkat Usia Pendidikan
n Dasar
Daerah Dasar
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
Sde':ln Pelayanan DINAS Kesehatan untuk Ezlr;gzlr?lae:‘an
141 & | Kesehatan Pada UKM dan UKP y
Kesehata . . KESEHATAN . . Kesehatan pada -
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
122 | BI938 | o cehatan Pada | USKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . KOTA . . Kesehatan pada -
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan ZZZEZSan untuk Pengelolaan
143 | BdaN8 |\ cehatan Pada | PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . SURISINA . . Kesehatan pada -
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
144 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . KOELODA . . Kesehatan pada -
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
145 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . LAJA . . Kesehatan pada -
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
146 | Bl9aN8 |y cehatan pada | DUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . WATUMANU . . Kesehatan pada -
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
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Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
147 | BldaN8 |y cehatan pada | DUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . INERIE . . Kesehatan pada
Usia Produktif Rujukan Tingkat ) .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
1ag | Bldane |y ehatan pada | DUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . WAEPANA . . Kesehatan pada
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
149 | Bldane |y ehatan pada | PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . NATARANDANG . . Kesehatan pada
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZ;ZSan untuk Pengelolaan
150 | BI9AaNE |y cehatan Pada | PUOKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . MARONGGELA . . Kesehatan pada
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
151 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . RAWANGKALO . . Kesehatan pada
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
152 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . RIUNG . . Kesehatan pada
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
153 | Bldane |y cehatan pada | PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . MANGULEWA . . Kesehatan pada
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
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Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
154 | Bldane |y cehatan pada | DUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . WATUKAPU . . Kesehatan pada
Usia Produktif Rujukan Tingkat ) .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
155 | Bldane |y cehatan pada | PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . AIMERE . . Kesehatan pada
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
156 | Bldan8 |y cehatan pada | DUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . BOBA . . Kesehatan pada
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan ZZZEZSan untuk Pengelolaan
157 | BN 1y cehatan Pada | PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . LANGA . . Kesehatan pada
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
158 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . DONA . . Kesehatan pada
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
159 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . RADABATA . . Kesehatan pada
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
160 | Bl9a8 |y cehatan pada | TUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . LINDI . . Kesehatan pada
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
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Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
161 | Bl9an8 |y cehatan pada | DUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . WOLOWIO . . Kesehatan pada -
Usia Produktif Rujukan Tingkat ) .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
162 | Bl9an8 |y cehatan pada | TUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . SOA . . Kesehatan pada -
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
163 | Bldan8 |y cehatan pada | TUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . INELIKA RAYA . . Kesehatan pada -
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZ;ZSan untuk Pengelolaan
164 | BI9ANE |y cehatan Pada | PUOKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . ULUWAE RAYA . . Kesehatan pada -
Usia Produktif Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SB': d'\:n Pelayanan PUSKESMAS Kesehatan untuk Ezlr;gzlr?;an
165 € | Kesehatan Pada | LENGGKOSAMB | UKM dan UKP Y
Kesehata . . . . Kesehatan pada -
Usia Produktif Il Rujukan Tingkat . .
n Usia Produktif
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Layanan Pengelolaan
Bidang Pelayanan DINAS Kesehatan untuk Pelayanan
166 | (esehata | KESEN3taN Pada |\ e or aran UKM dan UKP Kesehatan pada | 32,640,000.00
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
Bidang PUSKESMAS Pelayanan
167 | Kesehata | KesehatanPada | p, UKM dan UKP Kesehatan pada | 6,480,000.00
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
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Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
168 | Bl9aM8 |\ ehatan pada | PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . KOELODA . . Kesehatan pada
Usia Lanjut Rujukan Tingkat ) .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
160 | Bldane |y cehatan pada | TUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . LAJA . . Kesehatan pada
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
170 | BI938 | (o cehatan Pada | DUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . WATUMANU . . Kesehatan pada
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZ;ZSan untuk Pengelolaan
171 | BldaN8 |y ocehatan Pada | PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . INERIE . . Kesehatan pada
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
172 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . WAEPANA . . Kesehatan pada
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
Bidang PUSKESMAS Pelayanan
17 Keseh P KM KP
3 Kesehata e.se at:?n ada NATARANDANG v . dan U Kesehatan pada
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
Bidang PUSKESMAS Pelayanan
1
74 Kesehata Ke'sehata'ln Pada MARONGGELA UK.M dan .UKP Kesehatan pada
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
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Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
175 | Bldane |y cehatan pada | DUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . RAWANGKALO . . Kesehatan pada 7,200,000.00
Usia Lanjut Rujukan Tingkat ) .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
Bidang PUSKESMAS Pelayanan
176 Kesehata Ke.sehata'm Pada RIUNG UK.M dan .UKP Kesehatan pada 14,400,000.00
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
177 | BI938 | o cehatan Pada | T USKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . MANGULEWA . . Kesehatan pada -
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZ;ZSan untuk Pengelolaan
178 | BN |y cehatan Pada | PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . WATUKAPU . . Kesehatan pada -
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
179 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . AIMERE . . Kesehatan pada -
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
180 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . BOBA . . Kesehatan pada -
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
Bid PUSKESMAS Pel
181 | 02" | Kesehatan Pada UKM dan UKP elayanan
Kesehata . . LANGA . . Kesehatan pada -
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
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Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
182 | Bldane |y cehatan pada | PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . DONA . . Kesehatan pada -
Usia Lanjut Rujukan Tingkat ) .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
183 | Bldan8 |\ cehatan pada | PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . RADABATA . . Kesehatan pada -
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
Bidang PUSKESMAS Pelayanan
184 Kesehata Ke.sehatz:.m Pada LINDI UK.M dan .UKP Kesehatan pada 17,280,000.00
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
L
SPM Pelayanan KZZ;ZSan untuk Pengelolaan
185 | BldaN8 |\ cehatan Pada | PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . WOLOWIO . . Kesehatan pada -
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
186 Bidang Kesehatan Pada PUSKESMAS UKM dan UKP Pelayanan
Kesehata . . SOA . . Kesehatan pada -
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk Pengelolaan
Bidang PUSKESMAS Pelayanan
187 Keseh P KM KP
87 | Kesehata | OSehatan Pada 1\ apays | UKMdanU Kesehatan pada | 8,400,000.00
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan
SPM Pengelolaan
. Pelayanan Kesehatan untuk
Bidang PUSKESMAS Pelayanan
1
88 Kesehata Ke'sehata'ln Pada ULUWAE RAYA UK.M dan .UKP Kesehatan pada -
Usia Lanjut Rujukan Tingkat . .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
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Penyediaan
Layanan
Sde'\gn Pelayanan PUSKESMAS Kesehatan untuk E;”agea'r‘:';a”
189 & Kesehatan Pada LENGGKOSAMB | UKM dan UKP v
Kesehata . . . . Kesehatan pada
Usia Lanjut Il Rujukan Tingkat ) .
n Usia Lanjut
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan Layanan Pengelolaan
Bidan Kesehatan DINAS Kesehatan untuk | Pelayanan
190 & ) UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita KESEHATAN . ) h
n Hipertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| e
197 | Bidang | Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita KOTA ) ) h
n Hipertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
oM | Pelayanan eanagan untok | e
197 | Bidang | Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita SURISINA . ) h
n Hipertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
oM | Pelayanan enanagan untok | e
193 sidang Keseha.tan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita KOELODA ) . .
n Hipertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
oM | Pelayanan enanagan untok | e
194 Bidang Keseha.tan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita LAJA , ) h
n Hipertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
oM | Pelayanan Cesohatan untok | pelspanan
195 Sidan Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan
Kesehata | Penderita WATUMANU . . .
. . Rujukan Tingkat Penderita
n Hipertensi - .
Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
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Penyediaan
g | Koamyeer coanatan untuk | e
196 | Bidang | Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita INERIE . . .
. . Rujukan Tingkat Penderita
n Hipertensi . .
Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
g | Koagoer conanatan untok. | e
Bidang Kesehatan PUSKESMAS y
197 . UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita WAEPANA ) ) h
n Hipertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Sng | Kot cesanatan ok | pelmpanan |
19g | Bidang | Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan
Kesehata | Penderita NATARANDANG ) ) h
n Hipertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
oM | Pelayanan eanagan untok | e
199 | Bidang | Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan
Kesehata | Penderita MARONGGELA ) ) h
n Hipertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
o Pelayanan t‘zzazgn untuk :l’;g‘j:;a”
200 Bidang Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan
Kesehata | Penderita RAWANGKALO . . .
n Hipertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
o Pelayanan t‘zzazgn untuk :Ir;gy(:l:;an
201 Bidang Keseha.tan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita RIUNG A ) h
n Hipertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
oM | Pelayanan cesehatan ok | pelmpanan
202 Bidang Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan
Kesehata | Penderita MANGULEWA ) . .
. . Rujukan Tingkat Penderita
n Hipertensi - .
Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota

308 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
e | "
Bidang Kesehatan PUSKESMAS y
203 . UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita WATUKAPU . . .
. . Rujukan Tingkat Penderita
n Hipertensi . .
Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
204 | Bidang | Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita AIMERE . . .
n Hioertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| e
205 Bidang Kesehafcan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita BOBA . . .
n Hioertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan ZZZEZSan untuk Izglr;gyzlr?;an
206 Bidang Keseha.tan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita LANGA . . .
n Hioertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk IIZEIr;gy?:;an
207 Bidang Keseha.tan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita DONA . . .
n Hipertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan t‘zzazgn untuk :l’;g‘j:;a”
208 Bidang Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan
Kesehata | Penderita RADABATA . . .
n Hioertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
M | pelayanan Cesohatan untok | pelspanan
Bidang Kesehatan PUSKESMAS y
209 . UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita LINDI . . .
. . Rujukan Tingkat Penderita
n Hipertensi . .
Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota

309 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
o |
Bidang Kesehatan PUSKESMAS y
210 . UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita WOLOWIO . . .
. . Rujukan Tingkat Penderita
n Hipertensi . .
Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
o |
211 | Bidang | Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita SOA . . .
0 Hivertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| e
Bidang Kesehatan PUSKESMAS y
212 . UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita INELIKA RAYA . . .
0 Hivertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
T | o
,13 | Bidang | Kesehatan PUSKESMAS UK o U Keseyhatan
Kesehata | Penderita ULUWAE RAYA . . .
0 Hivertensi Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan Pengelolaan
SPM Pel
Bidan K:saenaarlz: PUSKESMAS Kesehatan untuk Pelayanan
214 & . LENGGKOSAMB | UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita . . .
" Hivertensi Il Rujukan Tingkat Penderita
P Daerah Hipertensi
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan Layanan Pengelolaan
Bidang Kesehatan DINAS Kesehatan untuk Pelayanan
215 Kesehata | Penderita KESEHATAN UK.M dan .UKP Kesehajcan
" Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
o i |
Bidang Kesehatan PUSKESMAS y
216 . UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita KOTA . . .
0 Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota

310 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN
NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
| oo
217 | Bidang | Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita SURISINA . . .
n Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| oo
Bidang Kesehatan PUSKESMAS y
218 . UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita KOELODA . . .
0 Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| e
219 | Bidang | Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita LAJA . . .
0 Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
T | o
Bidang | Kesehatan PUSKESMAS y
220 . UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita WATUMANU . . .
0 Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM_ | pelayanan coanatan untu | peimjaran
271 Bidang Keseha.tan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita INERIE . . .
" Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
o | oo
Bidang Kesehatan PUSKESMAS ¥
222 . UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita WAEPANA . . .
" Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| oo
223 Bidang Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan
Kesehata | Penderita NATARANDANG . . .
0 Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota

311 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN
NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
T k| e
224 Bidang Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan
Kesehata | Penderita MARONGGELA . . .
n Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM_ | pelayanan cotanatan untuk | Pelmaan
275 Bidang Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan
Kesehata | Penderita RAWANGKALO . . .
0 Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| e
226 | Bidang | Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita RIUNG . . .
0 Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| o
Bidang | Kesehatan PUSKESMAS y
227 . UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita MANGULEWA . . .
0 Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM_ | pelayanan coanatan untu | peimjaran
Bidang Kesehatan PUSKESMAS ¥
228 . UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita WATUKAPU . . .
" Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| pen
229 Bidang Keseha.tan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita AIMERE . . .
" Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| oo
Bidang Kesehatan PUSKESMAS y
230 . UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita BOBA . . .
0 Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
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RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN
NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
| oo
231 | Bidang | Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita LANGA . . .
n Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| oo
23 | Bidang | Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita DONA . . .
0 Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| e
Bidang Kesehatan PUSKESMAS y
233 . UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita RADABATA . . .
0 Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
T | o
234 | Bidang | Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita LINDI . . .
0 Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
o | o
Bidang Kesehatan PUSKESMAS ¥
235 . UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita WOLOWIO . . .
" Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
o | oo
236 Bidang Keseha.tan PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita SOA . . .
" Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| oo
237 Bidang Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan
Kesehata | Penderita INELIKA RAYA . . .
0 Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota

313 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
SPM | Pelayanan eaanatan untuk | petmparan
738 Bidang Kesehatan PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan
Kesehata | Penderita ULUWAE RAYA . . . -
n Diabetes Melitus Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan Pengelolaan
Sde'\gln Ezlsaefarjcz: PUSKESMAS Kesehatan untuk Pelayanan
239 & . LENGGKOSAMB | UKM dan UKP Kesehatan
Kesehata | Penderita . . . -
" Diabetes Melitus Il Rujukan Tingkat Penderita
Daerah Diabetes Melitus
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan Layanan Pengelolaan
Bidan kesehatan oran DINAS Kesehatan untuk Pelayanan
240 & & UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | KESEHATAN . . -
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
o k| e
a1 Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | KOTA . . 12,960,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
AR Foosen
242 Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | SURISINA . . 13,200,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
AN Foson
243 Bidang kesehatan orang PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan Oran
Kesehata | dengan gangguan | KOELODA . . 8 36,000,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM | Pelayanan Cesohatan untok | pelspanan
Bid kesehat PUSKESMAS
244 dang esenatan orang UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | LAJA . . 8,640,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
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RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
e | o
Bid kesehat PUSKESMA
245 cang esehatan orang USKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | WATUMANU . . 12,960,000.00
N Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
e |
Bid kesehat PUSKESMA
246 | 0928 esehatan orang USKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | INERIE . . 54,000,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SM | Pelayanan Cesahagan untok | perspanan
Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS
247 Kesehata | dengan gangguan | WAEPANA UK.M dan .UKP Kesehatan Orang 34,560,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
e |
948 Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan Oran
Kesehata | dengan gangguan | NATARANDANG . . 8 21,120,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
e |
249 Bidang kesehatan orang PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan Oran
Kesehata | dengan gangguan | MARONGGELA . . g 14,400,000.00
. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
M | Pelayanan Cesaatan untuk | pelopanan
250 Bidang kesehatan orang PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan Oran
Kesehata | dengan gangguan | RAWANGKALO . . 8 4,320,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| o
Bid kesehat PUSKESMAS
251 dang esenatan orang UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | RIUNG . . 31,680,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota

315 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
e | o
Bid kesehat PUSKESMA
252 'dang esenatan orang USKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | MANGULEWA . . 4,800,000.00
N Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k|
Bid kesehat PUSKESMA
253 'dang esenatan orang USKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | WATUKAPU . . 28,800,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
AR s
254 Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | AIMERE . . 23,040,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
o k| e
255 Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | BOBA . . 13,440,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
AR Foosen
Bidang kesehatan orang PUSKESMAS ¥
256 UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | LANGA . . 28,800,000.00
. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
AN Foson
257 Bidang kesehatan orang PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | DONA . . 5,760,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| o
Bid kesehat PUSKESMAS
258 dang esenatan orang UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | RADABATA . . 18,720,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota

316 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
M | Pelayanan cerahatsn untuk | pemanan
Bid kesehat PUSKESMA
259 'dang esenatan orang USKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | LINDI . . 22,080,000.00
N Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
M | Pelayanan cerahatsn untuk | pemanan |
260 Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | WOLOWIO . . 15,840,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SM | Pelayanan Cesahagan untok | perspanan
261 Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan | SOA . . 36,000,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
M | Pelayanan cesaatan untuk | pelopanan
262 Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan Oran
Kesehata | dengan gangguan | INELIKA RAYA . . 8 19,200,000.00
.. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
M | Pelayanan Cesaatan untuk | pelopanan
263 Bidang kesehatan orang PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan Oran
Kesehata | dengan gangguan | ULUWAE RAYA . . g 17,280,000.00
. Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan Pengelolaan
SBI:dl\;ln Ezlsae\:g;:: oran PUSKESMAS Kesehatan untuk | Pelayanan
264 & & | LENGGKOSAMB | UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | dengan gangguan . . 8,640,000.00
N Il Rujukan Tingkat dengan Gangguan
n jiwa berat .
Daerah Jiwa Berat
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM Pelayanan Layanan Pengelolaan
Bidang kesehatan orang DINAS Kesehatan untuk Pelayanan
265 | vesehata | terduga KESEHATAN UKM dan UKP Kesehatan Orang | 1 55 000.00
" tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
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RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
o |
Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS
266 | \ecehata | terduga KOTA UKM dan UKP Kesehatan Orang | 3, g4 600.00
n tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
o |
Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS
267 | (esehata | terduga SURISINA UKM dan UKP Kesehatan Orang | ) 280 000.00
0 tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| e
Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS
268 | (esehata | terduga KOELODA UKM dan UKP Kesehatan Orang | g 190 000.00
0 tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
O | o
Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS
269 UKM dan UKP Kesehatan O
Kesehata | terduga LAJA v aan - esehatan Urang | 54 280,000.00
0 tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
o | o
270 Bidang kesehatan orang PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | terduga WATUMANU . . 30,720,000.00
" tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
o | oo
Bidang kesehatan orang PUSKESMAS
271 | esehata | terduga INERIE UKM dan UKP Kesehatan Orang | 5 506 000.00
" tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM | Pelayanan Cesohatan untok | pelspanan
Bidang kesehatan orang PUSKESMAS
272
/ Kesehata | terduga WAEPANA UK.M dan .UKP Kesehatan Orang 9,600,000.00
0 tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
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RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Penyediaan
T k| pein
273 Bidang kesehatan orang PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | terduga NATARANDANG . . 20,880,000.00
n tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| oo
Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS
274 | (esehata | terduga MARONGGELA | KM dan UKP Kesehatan Orang | ) 140,000.00
0 tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| e
Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS
275 | (esehata | terduga RAWANGKALO | UKM dan UKP Kesehatan Orang |, 214 600.00
0 tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| o
Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS
276 UKM dan UKP Kesehatan O
Kesehata | terduga RIUNG vaan esehatan Drang | »1,600,000.00
0 tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| o
277 Bidang kesehatan orang PUSKESMAS UKM dan UKP Keseyhatan Oran
Kesehata | terduga MANGULEWA . . & 12,960,000.00
" tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| pen
278 Bidang kesehatan orang PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | terduga WATUKAPU . . 18,720,000.00
" tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM | Pelayanan Cesohatan untok | pelspanan
Bidang kesehatan orang PUSKESMAS
279 Kesehata | terduga AIMERE UK.M dan .UKP Kesehatan Orang 12,240,000.00
0 tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
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Penyediaan
| oo
Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS
280 | (esehata | terduga BOBA UKM dan UKP Kesehatan Orang | 1 446 000.00
n tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
| oo
Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS
281 | (esehata | terduga LANGA UKM dan UKP Kesehatan Orang | 7 5,1 000.00
0 tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
k| e
Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS
282 Kesehata | terduga DONA UK.M dan .UKP Kesehatan Orang 27,120,000.00
0 tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
O | o
»83 Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | terduga RADABATA . . 24,960,000.00
0 tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM | pelayanan Cesaatan untuk | pelopanan
Bidang kesehatan orang PUSKESMAS
284 KM KP Keseh
84 | Kesehata | terduga LINDI UKM dan U esehatan Orang | 3 110,000.00
" tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM | pelayanan Cesaatan untuk | pelopanan
285 Bidang kesehatan orang PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | terduga WOLOWIO . . 12,240,000.00
" tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
SPM | Pelayanan Cesohatan untok | pelspanan
Bidang kesehatan orang PUSKESMAS
2
86 Kesehata | terduga SOA UK.M dan .UKP Kesehatan Orang 8,400,000.00
0 tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
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Penyediaan
o |
Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS
287 | (esehata | terduga INELIKA RAYA | UKM dan UKP Kesehatan Orang | 1, 584 000.00
n tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
o |
Bidang kesehatan orang | PUSKESMAS
288 | (esehata | terduga ULUWAE RAYa | UKM dan UKP Kesehatan Orang | ¢ 14 000.00
0 tuberkulosis Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan Pengelolaan
SBIiDdl\:n E:lsaeiaa::: oran PUSKESMAS Kesehatan untuk Pelayanan
289 & & | LENGGKOSAMB | UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | terduga . . 13,200,000.00
0 tuberkulosis Il Rujukan Tingkat Terduga
Daerah Tuberkulosis
Kabupaten/Kota
Pelayanan
kesehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus ¥ &
Bidang yang DINAS Kesehatan untuk Pelayanan
290 | kesehata | melemahkan KESEHATAN UKM dan UKP Kesehatan Orang | ¢ 356,000.00
" dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
¥ . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
k
esehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus KeZehatan untuk Pelagyanan
291 Bidang yang PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan KOTA . . . -
" dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
v . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan .
Penyediaan
kesehatan orang
. Layanan Pengelolaan
SPM dengan risiko Kesehatan untuk Pelayanan
Bid terinfeksi vi PUSKESMAS
292 dang erintexst virus UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | yang SURISINA . . . -
Rujukan Tingkat dengan Risiko
n melemahkan

daya tahan tubuh
manusia (Human

Daerah
Kabupaten/Kota

Terinfeksi HIV
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Immunodeficienc
y Virus)
Pelayanan
keseh
ese ata.n.orang Penyediaan
dengan risiko Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus KeZehatan untuk Pelagyanan
293 Bidang yang PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan KOELODA . . ..
N dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
v . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human
. Kabupaten/Kota
Immunodeficienc
y Virus)
Pelayanan
k
esehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus KeZehatan untuk Pelagyanan
Bi PUSKESMA
294 idang yang USKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan LAJA . . .
0 dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
y . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
k
esehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko
. . Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus Kesehatan untuk Pelayanan
Bi PUSKESMA
295 idang yang USKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan WATUMANU . . .
N dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
Y . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
kesehata'n'orang Penyediaan
dengan risiko
. O Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus Kesehatan untuk Pelayanan
Bid PUSKESMAS
296 dang yang UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan INERIE . . .
0 dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
Y . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human
Kabupaten/Kota

Immunodeficienc
y Virus)

322 | 474




RKPD 2026 | Kabupaten Ngada

NAMA LAYANAN

NO SPM SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU
Pelayanan
kesehata'n'orang Penyediaan
dengan risiko Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus KeZehatan untuk Pelagyanan
Bid PUSKESMA
297 cang yang USKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan WAEPANA . . .
0 dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
Y . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
kesehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko
. o Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus Kesehatan untuk Pelayanan
Bidang yang PUSKESMAS
298 | Kesehata | melemahkan NATARANDANG | KM dan UKP Kesehatan Orang
N dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
Y . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
kesehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko
. o Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus Kesehatan untuk Pelayanan
Bidang yang PUSKESMAS
299 Kesehata | melemahkan MARONGGELA UK.M dan .UKP KeSEhataI.’] prang
N dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
Y . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
keseh
ese ata.n.orang Penyediaan
dengan risiko Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus KeZehatan untuk Pelagyanan
Bidang yang PUSKESMAS
300 Kesehata | melemahkan RAWANGKALO UK.M dan .UKP Kesehatalj\ prang
0 dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
v . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
ki
esehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko
. . Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus Kesehatan untuk Pelayanan
301 Bidang yang PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan RIUNG Ruiukan Tinekat dengan Risiko
n daya tahan tubuh ) & &

manusia (Human
Immunodeficienc
y Virus)

Daerah
Kabupaten/Kota

Terinfeksi HIV
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Pelayanan
kesehata'n'orang Penyediaan
dengan risiko Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus KeZehatan untuk Pelagyanan
Bidang yang PUSKESMAS
302 Kesehata | melemahkan MANGULEWA UK,M dan .UKP Kesehatap prang -
0 dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
Y . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
kesehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko
. o Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus Kesehatan untuk Pelayanan
Bi PUSKESMA
303 idang yang USKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan WATUKAPU . . . -
N dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
Y . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
kesehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko
. o Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus Kesehatan untuk Pelayanan
304 Bidang yang PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan AIMERE . . . -
N dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
Y . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
k
esehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus KeZehatan untuk Pelagyanan
Bid PUSKESMAS
305 | '9ané | vang UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan BOBA . . . -
0 dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
v . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
ki
esehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko
. . Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus Kesehatan untuk Pelayanan
306 Bidang yang PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan LANGA . . . -
Rujukan Tingkat dengan Risiko
n daya tahan tubuh

manusia (Human
Immunodeficienc
y Virus)

Daerah
Kabupaten/Kota

Terinfeksi HIV
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Pelayanan
kesehata'n'orang Penyediaan
dengan risiko Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus KeZehatan untuk Pelagyanan
Bid PUSKESMA
307 cang yang USKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan DONA . . .
0 dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
Y . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
kesehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko
. o Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus Kesehatan untuk Pelayanan
Bi PUSKESMA
308 idang yang USKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan RADABATA . . .
N dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
Y . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
kesehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko
. o Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus Kesehatan untuk Pelayanan
Bid PUSKESMAS
309 | '9eNé | vang UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan LINDI . . .
N dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
Y . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
keseh
ese ata.n.orang Penyediaan
dengan risiko Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus KeZehatan untuk Pelagyanan
310 Bidang vang PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan WOLOWIO . . .
0 dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
v . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
ki
esehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko
. . Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus Kesehatan untuk Pelayanan
311 Bidang yang PUSKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan SOA Rujukan Tingkat dengan Risiko
n daya tahan tubuh ) & &

manusia (Human
Immunodeficienc
y Virus)

Daerah
Kabupaten/Kota

Terinfeksi HIV
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Pelayanan
kesehata'n'orang Penyediaan
dengan risiko Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus KeZehatan untuk Pelagyanan
Bid PUSKESMA
312 'dang yang USKESMAS UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan INELIKA RAYA . . . -
0 dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
Y . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
kesehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko
. o Layanan Pengelolaan
SPM terinfeksi virus Kesehatan untuk Pelayanan
Bidang yang PUSKESMAS
313 Kesehata | melemahkan ULUWAE RAYA UK.M dan pKP Kesehatah prang -
n dava tahan tubuh Rujukan Tingkat dengan Risiko
Y . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
Pelayanan
k
esehata.n.orang Penyediaan
dengan risiko
SPM terinfeksi virus Layanan Pengelolaan
Bidan an PUSKESMAS Kesehatan untuk | Pelayanan
314 § |vang LENGGKOSAMB | UKM dan UKP Kesehatan Orang
Kesehata | melemahkan . . . -
" dava tahan tubuh Il Rujukan Tingkat dengan Risiko
¥ . Daerah Terinfeksi HIV
manusia (Human Kabupaten/Kota
Immunodeficienc P
y Virus)
PM P lol P lol
dang | pengomtangan. | DINAS rengemtngan | Pembangunan
& ene 8 PEKERJAAN eng & Sistem
Pekerjaa | Sistem UMUM Sistem Penvediaan Air
315 | nUmum | Penyediaan Air ¢ Penyediaan Air . Y 10,852,640,13
. . | PERUMAHAN . .| Minum (SPAM)
Dan Minum (SPAM) di Minum (SPAM) di . 3.00
RAKYAT DAN Jaringan
Penataa Daerah PERTANAHAN Daerah Perpinaan
n Ruang | Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota PP
SPM
. Pengelolaan dan | DINAS Pengelolaan dan .
Bidang Penyediaan Sub
) Pengembangan PEKERJAAN Pengembangan .
Pekerjaa Sistem Air UuMuM Sistem Air Limbah Sistem
316 | nUmum | i ah Domestik | PERUMAHAN | Domestik dalam | cngolahan Air 1 5,125,766,000
Dan Limbah Domestik | .00
Penataa dalam Daerah RAKYAT DAN Daerah (SPALD) Setempat
n Ruang Kabupaten/Kota PERTANAHAN Kabupaten/Kota P
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SPM
Bidang .
Perumah Penyediaan dan DINAS Pembangunan
an rehabilitasi PEKERJAAN dan Rehabilitasi Pembaneunan
317 | Rakvat rumah yang layak | UMUM, Rumah Korban Rumah bga i
dany huni bagi korban | PERUMAHAN Bencana atau Korban Beicana -
Kawasan bencana RAKYAT DAN Relokasi Program
. kabupaten/kota PERTANAHAN Kabupaten/Kota
Pemukim
an
SPM
Bidang .
Perumah Penyediaan dan DINAS Pembangunan
rehabilitasi PEKERJAAN dan Rehabilitasi e
an Rehabilitasi
318 | Rakvat rumah yang layak | UMUM, Rumah Korban Rumah bagi
dany huni bagi korban | PERUMAHAN Bencana atau Korban Beicana -
Kawasan bencana RAKYAT DAN Relokasi Program
. kabupaten/kota PERTANAHAN Kabupaten/Kota
Pemukim
an
Pencegahan
Gangguan
Ketenteraman
SPM Penanganan dan Ketertiban
Bidang Pelayananan SATUAN POLISI Gangguan Umum.MfeI?Iw
Ketentra Ketenteraman PAMONG Ketenteraman Deteksi Dini dan
319 dan Keteriban dan Ketertiban Cegah Dini, 720,740,000.0
man dan PRAJA DAN .
. Umum Umum dalam 1 Pembinaan dan 0
Ketertiba KEBAKARAN
n Umum Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Penyuluhan,
Kabupaten/Kota Pelaksanaan
Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan
Peningkatan
Kapasitas SDM
Penanganan Satuan Polisi
SPM Pelayananan Gan ian Pamongpraja dan
Bidang y SATUAN POLISI £8 Satuan
Ketenteraman Ketenteraman .
Ketentra . PAMONG . Perlindungan
320 dan Keteriban dan Ketertiban
man dan Umum PRAJA DAN Umum dalam 1 Masyarakat -
Ketertiba KEBAKARAN Termasuk dalam
Kabupaten/Kota (Satu) Daerah
n Umum Pelaksanaan
Kabupaten/Kota
Tugas yang
Bernuansa Hak
Asasi Manusia
o
Bidang Pelayanan BADAN Pelayanan Informasi d;n
31 Ketentra Inforymasi Rawan PENANGGULAN | Informasi Rawan Edukasi (KIE)
man dan Bencana GAN BENCANA | Bencana Rawan Bencana -
Ketertiba DAERAH Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
n Umum .
(Per Jenis
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Ancaman
Bencana)
SPM .
Bidang Ezlr?g:gnaahnan dan BADAN EZ:?!;;aahnan dan (K;|ei(ija:psiagaan
322 Ketentra Kesiapsiagaan PENANGGULAN Kesiapsiagaan Terhadap
man dan GAN BENCANA -
. terhadap Terhadap Bencana
Ketertiba DAERAH
Bencana Bencana kabupaten/kota
n Umum
SPM Pel Pel
Bidang P::g:gnaahnan dan BADAN PZ:!:;aahnan dan Pelatihan
323 Ketentra Kesiapsiagaan PENANGGULAN Kesiapsiagaan Pencegahan dan
man dan terhadap GAN BENCANA Terhadap Mitigasi Bencana -
Ketertiba DAERAH Kabupaten/Kota
Bencana Bencana
n Umum
SPM Pelayanan Pelayanan Egpﬁian
Bidang Pencegahan dan BADAN Pencegahan dan Perlindungan dan
324 Ketentra Kesiapsiagaan PENANGGULAN Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan
man dan GAN BENCANA -
Ketertiba terhadap DAERAH Terhadap Terhadap
n Umum Bencana Bencana Bencana
kabupaten/kota
SPM Pelayanan Pelayanan
Bidang Pencegahan dan BADAN Pencegahan dan Penyusunan
325 Ketentra Kesiapsiagaan PENANGGULAN Kesiapsiagaan Rencana
man dan terhadap GAN BENCANA Terhadap Kontijensi -
Ketertiba DAERAH Kabupaten/Kota
Bencana Bencana
n Umum
SPM Pencarian
Bidang Pelayanan BADAN Pelayanan Pertolong;n dan
Ketentra | Penyelamatan PENANGGULAN | Penyelamatan .
326 man dan | dan Evakuasi GAN BENCANA | dan Evakuasi E\;tl;izl Korban 375’664’000‘0
Ketertiba | Korban Bencana DAERAH Korban Bencana
Kabupaten/Kota
n Umum
SPM Penyediaan
Bidang Pelayanan BADAN Pelayanan Logistik
327 Ketentra | Penyelamatan PENANGGULAN | Penyelamatan Penyelamatan
man dan | dan Evakuasi GAN BENCANA | dan Evakuasi dan Evakuasi -
Ketertiba | Korban Bencana DAERAH Korban Bencana Korban Bencana
n Umum Kabupaten/Kota
SPM
Bidang Pelayanan BADAN Pelayanan
378 Ketentra | Penyelamatan PENANGGULAN | Penyelamatan g:SrE(:;t(;izii;na
man dan | dan Evakuasi GAN BENCANA | dan Evakuasi Kabupaten/Kota -
Ketertiba | Korban Bencana DAERAH Korban Bencana
n Umum
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SPM
Bidang Pelayanan BADAN Pelayanan E;S;;chffaa:
329 Ketentra | Penyelamatan PENANGGULAN | Penyelamatan Biasa
man dan | dan Evakuasi GAN BENCANA | dan Evakuasi Penyakit/Wabah -
Ketertiba | Korban Bencana DAERAH Korban Bencana N
Zoonosis Prioritas
n Umum
Pemberdayaan
SPM Pelayanan Pemberdayaan (I;/;Tasﬁrakat
Bidang SATUAN POLISI
Penyelamatan Masyarakat Pencegahan dan
330 Ketentra dan Evakuasi PAMONG dalam Penanggulangan
man dan PRAJA DAN 3,846,500.00
Ketertiba Korban KEBAKARAN Pencegahan Kebakaran
Kebakaran Kebakaran Melalui Sosialisasi
n Umum .
dan Edukasi
Masyarakat
Pencegahan,
Pengendalian,
SPM Pelayanan Pemadaman, Pemadaman dan
Bidang SATUAN POLISI | Penyelamatan, .
Penyelamatan Pengendalian
331 Ketentra dan Evakuasi PAMONG dan Penanganan Kebakaran dalam
man dan Korban PRAJA DAN Bahan Berbahaya Daerah 26,960,000.00
Ketertiba Kebakaran KEBAKARAN dan Beracun Kabupaten/Kota
n Umum Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan,
Pengendalian,
SPM Pelayanan Pemadaman, Penanganan
Bidang Penyelamatan SATUAN POLISI | Penyelamatan, Bahan Berbahaya
332 Ketentra dan Evakuasi PAMONG dan Penanganan dan Beracun
man dan Korban PRAJA DAN Bahan Berbahaya | Kebakaran dalam | -
Ketertiba Kebakaran KEBAKARAN dan Beracun Daerah
n Umum Kebakaran dalam | Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan,
Pengendalian,
SPM Pelayanan Pemadaman,
Bidang Penyelamatan SATUAN POLISI | Penyelamatan, Pencegahan
333 Ketentra dan Evakuasi PAMONG dan Penanganan Kebakaran dalam
man dan Korban PRAJA DAN Bahan Berbahaya | Daerah 7,459,500.00
Ketertiba KEBAKARAN dan Beracun Kabupaten/Kota
Kebakaran
n Umum Kebakaran dalam

Daerah
Kabupaten/Kota
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Pencegahan,
Pengendalian,
SPM Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan
Bidang y SATUAN POLISI | Penyelamatan, Y :
Penyelamatan dan Evakuasi
Ketentra . PAMONG dan Penanganan
334 dan Evakuasi Korban
man dan Korban PRAJA DAN Bahan Berbahaya Kebakaran dan -
Ketertiba KEBAKARAN dan Beracun
Kebakaran Non Kebakaran
n Umum Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial
Dasar Dasar
Penyandang Penyandang
Disabilitas Disabilitas .
SPM Terlantar, Anak Terlantar, Anak EeeTabZr:;r:\ Akses
335 | Bidang Terlantar, Lanjut DINAS SOSIAL Terlantar, Lanjut y . 267,293,000.0
. . . Pendidikan dan
Sosial Usia Terlantar, Usia Terlantar, 0
Kesehatan Dasar
serta serta
Gelandangan Gelandangan
Pengemis di Luar Pengemis di Luar
Panti Sosial Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial P?mk?erlan .
Bimbingan Sosial
Dasar Dasar
kepada Keluarga
Penyandang Penyandang
L L Penyandang
Disabilitas Disabilitas Disabilitas
SPM Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar. Anak
336 | Bidang Terlantar, Lanjut DINAS SOSIAL Terlantar, Lanjut ’ .
. . . Terlantar, Lanjut -
Sosial Usia Terlantar, Usia Terlantar, .
Usia Terlantar,
serta serta serta
Gelandangan Gelandangan
L Lo Gelandangan
Pengemis di Luar Pengemis di Luar .
. . . . Pengemis dan
Panti Sosial Panti Sosial
Masyarakat
Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial
Dasar Dasar
Penyandang Penyandang
Disabilitas Disabilitas
SPM Terlantar, Anak Terlantar, Anak Pemberian
337 Bldz.ang Te'rlantar, Lanjut DINAS SOSIAL Ter.'lantar, Lanjut Layanan 20,000,000.00
Sosial Usia Terlantar, Usia Terlantar, Kedaruratan

serta
Gelandangan
Pengemis di Luar
Panti Sosial

serta
Gelandangan
Pengemis di Luar
Panti Sosial
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Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial
Dasar Dasar
Penyandang Penyandang
Disabilitas Disabilitas
SPM Terlantar, Anak Terlantar, Anak Penyediaan Alat
338 | Bidang Terlantar, Lanjut DINAS SOSIAL Terlantar, Lanjut
. . . Bantu -
Sosial Usia Terlantar, Usia Terlantar,
serta serta
Gelandangan Gelandangan
Pengemis di Luar Pengemis di Luar
Panti Sosial Panti Sosial

5.6 Program Kemiskinan Dalam Rkod Tahun 2026

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan
dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun
sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah
global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara
yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi
memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

NO NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU
s rmoonn | eS|
DAN KEBUDAYAAN yat & | Langsung | 368,784,500.00
Sekolah Kemiskinan
, | DINASPENDIDIKAN | Pengelolaan Dana BOS g/'ei';gn“ra"g' Tidak
DAN KEBUDAYAAN Sekolah Dasar Langsung | 16,833,548,000.00
Pengeluaran
, | DINASPENDIDIKAN | Pengadaan Perlengkapan g/'eir;gn“rang' Lanesun
DAN KEBUDAYAAN Peserta Didik 83UNE | 3 899,658,000.00
Pengeluaran
, | DINASPENDIDIKAN | Pembangunan Ruang \'fvﬁ;"';‘mzl:f:n Tidak
DAN KEBUDAYAAN Kelas Baru y . g Langsung | 450,433,000.00
Kemiskinan
, [omsromomn | FE et |
DAN KEBUDAYAAN rana, yar & | Langsung | 2,995,000.00
Utilitas Sekolah Kemiskinan
v .
6 DINAS PENDIDIKAN Penyelenggaraan Proses Beir;iurangl Langsun
DAN KEBUDAYAAN Belajar Bagi Peserta Didik 8SUNE | 1 622,559,800.00
Pengeluaran
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| DINASPENDIDIKAN | Rehabilitasi Sedang/Berat wﬁ?';’maa':?:n Tidak
DAN KEBUDAYAAN Ruang Kelas Sekolah y . & Langsung | 417,293,000.00
Kemiskinan
, [orusrammon | et T
DAN KEBUDAYAAN yar & | Langsung | 150,000,000.00
Sekolah Kemiskinan
o | DINASPENDIDIKAN | Rehabilitasi Sedang/Berat cﬂvﬁ?';m?:?:n Tidak
DAN KEBUDAYAAN Ruang Kelas Sekolah y . g Langsung | 554,850,644.00
Kemiskinan
jo | DINASPENDIDIKAN | ERVREEEE AR Tsentl | TEREUIEEL | eeun
DAN KEBUDAYAAN 8548 | 199,950,000.00
Menengah Pertama Pengeluaran
11 | DINAS PENDIDIKAN z;':g;f 'lfﬂa:nz:”:hBos g"eir;gn“ra"g' Tidak
DAN KEBUDAYAAN g Langsung | 10,563,009,000.00
Pertama Pengeluaran
L, | DINASPENDIDIKAN | Penyelenggaraan Proses gﬂeir;i“ra"g' Lanesun
DAN KEBUDAYAAN | Belajar bagi Peserta Didik 85UNE | 1 454,099,850.00
Pengeluaran
13 | DINASPENDIDIKAN | Pembangunan Ruang \'\A/'/ﬁ?';‘ﬂzl:?:n Tidak
DAN KEBUDAYAAN Kelas Baru y . g Langsung | 1,159,143,324.00
Kemiskinan
v .
14 | DINASPENDIDIKAN | Pengadaan Perlengkapan Bei';gn“ra"g' Lanesun
DAN KEBUDAYAAN Peserta Didik 85UNE | 1 747,918,000.00
Pengeluaran
15 | DINASPENDIDIKAN | Pengelolaan Dana BOP g"eir;i“ra"g' Tidak
DAN KEBUDAYAAN PAUD Langsung | 1,850,520,000.00
Pengeluaran
L6 | DINASPENDIDIKAN | Rehabilitasi Sedang/Berat \'\A/'/ﬁ?';‘r':lzl:?:n Tidak
DAN KEBUDAYAAN Ruang Kelas Sekolah y . & Langsung
Kemiskinan
17 DINAS PENDIDIKAN Esﬁgleallf?laan pane BoF gﬂei)r;iurangl Langsun
DAN KEBUDAYAAN 85UNE | 463,700,000.00
Nonformal/Kesetaraan Pengeluaran
1g | DINASPENDIDIKAN | Penyelenggaraan Proses g/'eir;gn“rang' Lanesun
DAN KEBUDAYAAN | Belajar bagi Peserta Didik 85UN8 | 12 904,305.00
Pengeluaran
Mengurangi
Pengelolaan Pelayanan
19 | DINAS KESEHATAN Kesehatan Ibu Hamil Beban Langsung | 557 939,650.00
Pengeluaran
Mengurangi
Pengelolaan Pelayanan
20 DINAS KESEHATAN Kesehatan Ibu Bersalin Beban Langsung 202,860,000.00
Pengeluaran
Mengurangi
21 | DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan | g ) Langsung
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengeluaran
Mengurangi
22 | DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Beban Langsung

Kesehatan Balita

Pengeluaran

86,943,000.00
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Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
23 DINAS KESEHATAN Kesehatan pada Usia Beban Langsung
Pendidikan Dasar Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
24 DINAS KESEHATAN Kesehatan pada Usia Beban Langsung
Produktif Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
25 DINAS KESEHATAN Kesehatan Penderita Beban Langsung
Hipertensi Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
26 DINAS KESEHATAN Kesehatan Penderita Beban Langsung
Diabetes Melitus Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
27 DINAS KESEHATAN Kesehatan Orang dengan Beban Langsung
Gangguan Jiwa Berat Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
28 DINAS KESEHATAN Kesehatan Qrang Terduga | Beban Langsung 10,260,000.00
Tuberkulosis Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
29 DINAS KESEHATAN Kfes:ehatar.\ Oran-g dengan Beban Langsung 16,320,000.00
Risiko Terinfeksi HIV Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Tidak
30 DINAS KESEHATAN Kesehatan Gizi Beban Langsung | 18,420,000.00
Masyarakat Pengeluaran
| Menuran
31 DINAS KESEHATAN Masalah Kesehatan Jiwa E::aZIuaran Langsung 11,050,000.00
(ODMK) g
Pelayanan Kesehatan Mengurangi .
. Penunjan
32 DINAS KESEHATAN Penyakit Menular dan Beban
. g 180,371,200.00
Tidak Menular Pengeluaran
. Mengurangi
Pengelolaan Jaminan
DINAS KESEHATAN B L
33 S KES Kesehatan Masyarakat eban angsung | 17 958,478,831.00
Pengeluaran
Mengurangi
Pengelolaan Pelayanan
34 | PUSKESMAS KOTA Kesehatan Ibu Hamil Beban Langsung | 5, 432,000.00
Pengeluaran
Mengurangi
35 | PUSKESMAS KOTA Pengelolaan Pelayanan Beban Langsung
Kesehatan Ibu Bersalin
Pengeluaran
Mengurangi
P lol Pel
36 | PUSKESMAS KOTA engelolaan relavanan i gopan Langsung
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengeluaran
Mengurangi
37 | PUSKESMAS KOTA Pengelolaan Pelayanan Beban Langsung
Kesehatan Balita
Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
38 PUSKESMAS KOTA Kesehatan pada Usia Beban Langsung

Pendidikan Dasar

Pengeluaran

96,960,000.00
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Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
39 PUSKESMAS KOTA Kesehatan pada Usia Beban Langsung -
Produktif Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
40 PUSKESMAS KOTA Kesehatan Penderita Beban Langsung -
Hipertensi Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
41 PUSKESMAS KOTA Kesehatan Penderita Beban Langsung -
Diabetes Melitus Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
42 PUSKESMAS KOTA Kesehatan Qrang dengan Beban Langsung 12,960,000.00
Gangguan Jiwa Berat Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
43 PUSKESMAS KOTA Kesehatan Qrang Terduga | Beban Langsung 32,880,000.00
Tuberkulosis Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
44 PUSKESMAS KOTA Kesehatan Orang dengan Beban Langsung -
Risiko Terinfeksi HIV Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Tidak
45 PUSKESMAS KOTA Kesehatan Gizi Beban Langsung | 582,380,000.00
Masyarakat Pengeluaran
P lol Pel
(esehatan Orang dengan | Me"Erane!
46 PUSKESMAS KOTA Masalah Kesehatan Jiwa E::agluaran Langsung 9,600,000.00
(ODMK) g
Pelayanan Kesehatan Mengurangi .
. Penunjan
47 PUSKESMAS KOTA Penyakit Menular dan Beban
. g 184,511,000.00
Tidak Menular Pengeluaran
Pengelolaan Jaminan Mengurangi
4 PUSKESMAS KOTA B L
8 USKESMAS KO Kesehatan Masyarakat eban angstung 890,778,530.00
Pengeluaran
Mengurangi
Pengelolaan Pelayanan
49 PUSKESMAS SURISINA Kesehatan Ibu Hamil Beban Langsung 99,120,000.00
Pengeluaran
Mengurangi
50 | PUSKESMAS SURISINA | Pengelolaan Pelayanan Beban Langsung -
Kesehatan Ibu Bersalin
Pengeluaran
Mengurangi
51 | PUSKESMAS SURISINA | "engelolaan Pelayanan 1 o o0 Langsung ;
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengeluaran
Mengurangi
P lol Pel
52 | PUSKESMAS SURISINA | | cgelotaan relayanan Beban Langsung -
Kesehatan Balita
Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
53 PUSKESMAS SURISINA KesehaFan pada Usia Beban Langsung 42,240,000.00
Pendidikan Dasar Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
54 PUSKESMAS SURISINA | Kesehatan pada Usia Beban Langsung -

Produktif

Pengeluaran
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Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
55 PUSKESMAS SURISINA | Kesehatan Penderita Beban Langsung -
Hipertensi Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
56 PUSKESMAS SURISINA | Kesehatan Penderita Beban Langsung -
Diabetes Melitus Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
57 PUSKESMAS SURISINA | Kesehatan Qrang dengan Beban Langsung 13,200,000.00
Gangguan Jiwa Berat Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
58 PUSKESMAS SURISINA | Kesehatan Qrang Terduga | Beban Langsung 20,880,000.00
Tuberkulosis Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
59 PUSKESMAS SURISINA | Kesehatan Orang dengan Beban Langsung -
Risiko Terinfeksi HIV Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Tidak
60 PUSKESMAS SURISINA | Kesehatan Gizi Beban Langsung | 373,146,000.00
Masyarakat Pengeluaran
| Menuran
61 PUSKESMAS SURISINA Masalah Kesehatan Jiwa E::a(:luaran Langsung 7,200,000.00
(ODMK) g
Pelayanan Kesehatan Mengurangi .
. Penunjan
62 PUSKESMAS SURISINA | Penyakit Menular dan Beban
. g 59,855,000.00
Tidak Menular Pengeluaran
Pengelolaan Jaminan Mengurangi
63 PUSKESMAS SURISINA Beb L
Kesehatan Masyarakat eban angsung 543,298,934.00
Pengeluaran
64 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan g/leebr;gnurangl Lanesun
KOELODA Kesehatan Ibu Hamil 85UNE | 75 ,600,000.00
Pengeluaran
65 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan IE\;/Iingnurangl Lanesun i
KOELODA Kesehatan Ibu Bersalin eba angstung
Pengeluaran
cc | PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan g/'eir;gn“rang' Lanesun )
KOELODA Kesehatan Bayi Baru Lahir gsung
Pengeluaran
67 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan g/leebr;gnurangl Lanesun i
KOELODA Kesehatan Balita gsung
Pengeluaran
6o | PUSKESMAS senatanpads s | bebon+ | Langsun
KOELODA - P gsung 87,360,000.00
Pendidikan Dasar Pengeluaran
PUSKESMAS Pengelolaan Pelaya.nan Mengurangi
69 Kesehatan pada Usia Beban Langsung -
KOELODA .
Produktif Pengeluaran
70 | PUSKESMAS Cesenatan pendorta. | Boban+ | angaun :
KOELODA gsung

Hipertensi

Pengeluaran
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PUSKESMAS Pengelolaan Pelayfaman Mengurangi
71 Kesehatan Penderita Beban Langsung -
KOELODA . .
Diabetes Melitus Pengeluaran
P I I P
KOELODA orang deng 85UN8 | 36 ,000,000.00
Gangguan Jiwa Berat Pengeluaran
sy [pusceouns [ ey e
KOELODA -rang ferdug 8SUN8 | 58,080,000.00
Tuberkulosis Pengeluaran
PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
74 KOELODA Kesehatan Orang dengan Beban Langsung -
Risiko Terinfeksi HIV Pengeluaran
s |pusces [ per e enns g
KOELODA Langsung | 398,629,000.00
Masyarakat Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
76 PUSKESMAS Kesehatan Orang dengan Bebagn & Langsun
KOELODA Masalah Kesehatan Jiwa | /=00 85UN8 | 8,400,000.00
(ODMK) g
(s [pemm e R o
KOELODA Tidak Menular Pengeluaran & 71,016,900.00
78 PUSKESMAS Pengelolaan Jaminan IE\;/Ieir;gnurangl Langsun
KOELODA Kesehatan Masyarakat gsung 625,000,000.00
Pengeluaran
Mengurangi
Pengelolaan Pelayanan
79 | PUSKESMAS LAJA Kesehatan Ibu Hamil Beban Langsung | »5 920,000.00
Pengeluaran
Mengurangi
80 | PUSKESMAS LAJA Pengelolaan Pelayanan Beban Langsung ;
Kesehatan Ibu Bersalin
Pengeluaran
Mengurangi
81 | PUSKESMAS LAJA Pengelolaan Pelayanan | g\ 0 Langsung ;
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengeluaran
Mengurangi
82 | PUSKESMAS LAJA Pengelolaan Pelayanan Beban Langsung -
Kesehatan Balita
Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
83 PUSKESMAS LAJA Keseha.tan pada Usia Beban Langsung 38 880,000.00
Pendidikan Dasar Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
84 PUSKESMAS LAJA Kesehatan pada Usia Beban Langsung -
Produktif Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
85 PUSKESMAS LAJA Kesehatan Penderita Beban Langsung -
Hipertensi Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
86 PUSKESMAS LAJA Kesehatan Penderita Beban Langsung -

Diabetes Melitus

Pengeluaran
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Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
87 PUSKESMAS LAJA Kesehatan Qrang dengan Beban Langsung 8,640,000.00
Gangguan Jiwa Berat Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
88 PUSKESMAS LAJA Kesehatan Qrang Terduga | Beban Langsung 20,280,000.00
Tuberkulosis Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
89 PUSKESMAS LAJA Kesehatan Orang dengan Beban Langsung
Risiko Terinfeksi HIV Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Tidak
90 PUSKESMAS LAJA Kesehatan Gizi Beban Langsung | 256,602,000.00
Masyarakat Pengeluaran
P lol Pel
Kesehatan Orang dengan | Me"Erane!
a1 PUSKESMAS LAJA Masalah Kesehatan Jiwa E::agluaran Langsung 5,280,000.00
(ODMK) g
Pelayanan Kesehatan Mengurangi .
. Penunjan
92 PUSKESMAS LAJA Penyakit Menular dan Beban
. g 61,913,000.00
Tidak Menular Pengeluaran
Pengelolaan Jaminan Mengurangi
PUSKESMAS LAJA B L
%3 USKESMAS LAJ Kesehatan Masyarakat eban angstung 417,993,408.00
Pengeluaran
94 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan IE\;/Ieir;gnurangl Langsun
WATUMANU Kesehatan Ibu Hamil 85UN8 | 37,728,000.00
Pengeluaran
o5 | PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan gﬂeir;i“ra"g' Lanesun
WATUMANU Kesehatan Ibu Bersalin gsung
Pengeluaran
96 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan g/leebr;gnurangl Lanesun
WATUMANU Kesehatan Bayi Baru Lahir gsung
Pengeluaran
97 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan IE\;/Ieir;gnurangl Lanesun
WATUMANU Kesehatan Balita gsung
Pengeluaran
o |puscesuns | Rl e e
WATUMANU 1atan p 85UN8 | 55 200,000.00
Pendidikan Dasar Pengeluaran
PUSKESMAS Pengelolaan Pelaya.nan Mengurangi
99 Kesehatan pada Usia Beban Langsung
WATUMANU .
Produktif Pengeluaran
WATUMANU ) . gsung
Hipertensi Pengeluaran
PUSKESMAS Pengelolaan Pelay.anan Mengurangi
101 Kesehatan Penderita Beban Langsung
WATUMANU . .
Diabetes Melitus Pengeluaran
107 | PUSKESMAS Kesshatan Orang dengan | deban+ | Langaur
WATUMANU § deng 85UN8 | 12,960,000.00

Gangguan Jiwa Berat

Pengeluaran
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o |pusceoss [ Ferm e
WATUMANU -rang ferdaug &SUNE | 30 720,000.00
Tuberkulosis Pengeluaran
PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
104 WATUMANU Kesehatan Orang dengan Beban Langsung -
Risiko Terinfeksi HIV Pengeluaran
WATUMANU Langsung | 214,534,569.00
Masyarakat Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
106 PUSKESMAS Kesehatan Orang dengan Bebagn & Lanesun
WATUMANU Masalah Kesehatan Jiwa Pengeluaran gsung 2,640,000.00
(ODMK) g
WATUMANU eny g 68,443,550.00
Tidak Menular Pengeluaran
108 PUSKESMAS Pengelolaan Jaminan gﬂeigiurangl Lanesun
WATUMANU Kesehatan Masyarakat gsung 312,121,514.00
Pengeluaran
Mengurangi
Pengelolaan Pelayanan
109 | PUSKESMASINERIE | cehatan Ibu Hamil Beban Langsung | 414 365,000.00
Pengeluaran
Mengurangi
110 | PUSKESMAS INERIE | " engelolaan Pelayanan Beban Langsung ;
Kesehatan Ibu Bersalin
Pengeluaran
Mengurangi
111 | PUSKESMAS INERIE | "engelolaan Pelayanan 1 o - Langsung -
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengeluaran
Mengurangi
112 | PUSKESMAS INERIE | Fengelolaan Pelayanan Beban Langsung ;
Kesehatan Balita
Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
113 | PUSKESMAS INERIE Kesehaj(an pada Usia Beban Langsung 64,200,000.00
Pendidikan Dasar Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
114 | PUSKESMAS INERIE Kesehatan pada Usia Beban Langsung -
Produktif Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
115 | PUSKESMAS INERIE Kesehatan Penderita Beban Langsung -
Hipertensi Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
116 | PUSKESMAS INERIE Kesehatan Penderita Beban Langsung -
Diabetes Melitus Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
117 | PUSKESMAS INERIE Kesehatan Qrang dengan Beban Langsung 54,000,000.00
Gangguan Jiwa Berat Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
118 | PUSKESMAS INERIE Kesehatan Orang Terduga | Beban Langsung

Tuberkulosis

Pengeluaran

13,200,000.00
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Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
119 | PUSKESMAS INERIE Kesehatan Orang dengan Beban Langsung
Risiko Terinfeksi HIV Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi Tidak
120 | PUSKESMAS INERIE Kesehatan Gizi Beban Langsung | 261,963,748.00
Masyarakat Pengeluaran
Kesenatan Orang dengen | Mengurang
121 | PUSKESMAS INERIE B L
USKESMAS Masalah Kesehatan Jiwa PE:BZIuaran aNBSUNg | 4 350,000.00
(ODMK) g
Pelayanan Kesehatan Mengurangi .
. Penunjan
122 | PUSKESMAS INERIE Penyakit Menular dan Beban
. g 33,053,000.00
Tidak Menular Pengeluaran
Pengelolaan Jaminan Mengurangi
12 PUSKESMAS INERIE B L
3 USKESMAS Kesehatan Masyarakat eban angstung 404,276,344.00
Pengeluaran
Lo | PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan gﬂeir;i“ra"g' Lanesun
WAEPANA Kesehatan Ibu Hamil 85UN& | 40,080,000.00
Pengeluaran
125 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan g/leebr;gnurangl Lanesun
WAEPANA Kesehatan Ibu Bersalin gsung
Pengeluaran
126 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan IE\;/Ieir;gnurangl Langsun
WAEPANA Kesehatan Bayi Baru Lahir gsung
Pengeluaran
PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
127 . Beban Langsung
WAEPANA Kesehatan Balita
Pengeluaran
128 | PUSKESMAS Kesenaanpadaas | seban | Langsur
WAEPANA - P gsung 65,280,000.00
Pendidikan Dasar Pengeluaran
PUSKESMAS Pengelolaan PeIaya‘nan Mengurangi
129 Kesehatan pada Usia Beban Langsung
WAEPANA .
Produktif Pengeluaran
130 | PUSKESMIAS Cesenatan pendorta | soban+ | angsun
WAEPANA , _ gsung
Hipertensi Pengeluaran
PUSKESMAS Pengelolaan Pelayfa\nan Mengurangi
131 Kesehatan Penderita Beban Langsung
WAEPANA . .
Diabetes Melitus Pengeluaran
132 | PUSKESMAS Kesenatan Orang dengen | seven+ | Langsur
WAEPANA ~rang geng 85UNE | 34 560,000.00
Gangguan Jiwa Berat Pengeluaran
133 | PUSKESMAS Kesenatan Orang Terduga | seban+ | angsun
WAEPANA -rang ferdaug &SUN8 | 5 600,000.00
Tuberkulosis Pengeluaran
134 | PUSKESMAS Kesenatan Orang dengon | Beban | Langsur
WAEPANA § deng gsung

Risiko Terinfeksi HIV

Pengeluaran
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WAEPANA Langsung | 248,810,549.00
Masyarakat Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
136 PUSKESMAS Kesehatan Orang dengan Bebagn g Lanesun
WAEPANA Masalah Kesehatan Jiwa | =% 85UNE | 3 600,000.00
(ODMK) g
137 | PUSKESMAS ek Meniior dan | Benan 0| Penurian
WAEPANA Tidak Menular Pengeluaran g 103,315,150.00
138 PUSKESMAS Pengelolaan Jaminan g/lee;)nagnurangl Langsun
WAEPANA Kesehatan Masyarakat 83UNE | 510,000,000.00
Pengeluaran
139 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan IE\;/Ieir;gnurangl Lanesun
NATARANDANG Kesehatan Ibu Hamil 85UN8 | 46,800,000.00
Pengeluaran
L4 | PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan gﬂeir;i“ra"g' Lanesun ]
NATARANDANG Kesehatan Ibu Bersalin gsung
Pengeluaran
141 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan g/leebr;gnurangl Lanesun i
NATARANDANG Kesehatan Bayi Baru Lahir gsung
Pengeluaran
142 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan IE\;/Iingnurangl Lanasun i
NATARANDANG Kesehatan Balita eba angsung
Pengeluaran
143 | PUSKESMAS Kevenaton pada i | seven | angeun
NATARANDANG nakan p 85UNE | 47,400,000.00
Pendidikan Dasar Pengeluaran
144 | PUSKESMAS Kesenaanpadaas | seban | Langsur :
NATARANDANG anp gsting
Produktif Pengeluaran
145 | PUSKESMAS Kesenaran pendortn | soven e | cangsun :
NATARANDANG . . gsung
Hipertensi Pengeluaran
PUSKESMAS Pengelolaan Pelayfa\nan Mengurangi
146 Kesehatan Penderita Beban Langsung -
NATARANDANG . .
Diabetes Melitus Pengeluaran
147 PUSKESMAS E:geg::zlaa:gfaer:ayc?::nan gﬂei)r;iurangl Langsun
NATARANDANG -rang deng 85UN8 | 21,120,000.00
Gangguan Jiwa Berat Pengeluaran
14g | PUSKESMAS Kesehatan Orang rerduga | deven - | Langsur
NATARANDANG orang teraug 85UN8 | 20,880,000.00
Tuberkulosis Pengeluaran
PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
149 NATARANDANG Kesehatan Orang dengan Beban Langsung -
Risiko Terinfeksi HIV Pengeluaran
NATARANDANG Langsung | 406,068,000.00

Masyarakat

Pengeluaran
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Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
151 PUSKESMAS Kesehatan Orang dengan Bebagn & Lanesun
NATARANDANG Masalah Kesehatan Jiwa | /=270 85UN8 | 6,720,000.00
(ODMK) g
NATARANDANG eny g 55,392,200.00
Tidak Menular Pengeluaran
153 PUSKESMAS Pengelolaan Jaminan gﬂeigiurangl Lanesun
NATARANDANG Kesehatan Masyarakat 85UNE | 374,254,378.00
Pengeluaran
154 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan g/lee;)nagnurangl Langsun
MARONGGELA Kesehatan Ibu Hamil 85UN8 | 79,080,000.00
Pengeluaran
155 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan IE\;/Iingnurangl Lanasun i
MARONGGELA Kesehatan Ibu Bersalin eba angstung
Pengeluaran
15 | PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan gﬂeir;i“ra"g' Lanesun ]
MARONGGELA Kesehatan Bayi Baru Lahir EsUng
Pengeluaran
157 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan g/leebr;gnurangl Lanesun i
MARONGGELA Kesehatan Balita gsung
Pengeluaran
MARONGGELA ratan p 85UN8 | 33 600,000.00
Pendidikan Dasar Pengeluaran
|
MARONGGELA . P gsung
Produktif Pengeluaran
160 | PUSKESMAS Kesanatan pencerta | seban | Langsun :
MARONGGELA ) ) gsung
Hipertensi Pengeluaran
PUSKESMAS Pengelolaan PeIay.anan Mengurangi
161 Kesehatan Penderita Beban Langsung -
MARONGGELA . .
Diabetes Melitus Pengeluaran
MARONGGELA orang deng 85UNE | 14,400,000.00
Gangguan Jiwa Berat Pengeluaran
163 | PUSKESMAS Kesenatan Orang Terduga | seban+ | Langsur
MARONGGELA orang teraug 85UN8 | 20,400,000.00
Tuberkulosis Pengeluaran
PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
164 MARONGGELA Kesehatan Orang dengan Beban Langsung -
Risiko Terinfeksi HIV Pengeluaran
MARONGGELA Langsung | 480,368,000.00
Masyarakat Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Meneurangi
166 PUSKESMAS Kesehatan Orang dengan Bebagn & Lanesun
MARONGGELA Masalah Kesehatan Jiwa 85UNE | 5 400,000.00

(ODMK)

Pengeluaran
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MARONGGELA ) y g 80,396,950.00
Tidak Menular Pengeluaran
168 PUSKESMAS Pengelolaan Jaminan g/lee;)nagnurangl Langsun
MARONGGELA Kesehatan Masyarakat 85UNE | 358 868,053.00
Pengeluaran
169 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan gﬂeigiurangl Lanesun
RAWANGKALO Kesehatan Ibu Hamil 85UNE | 34114,397.00
Pengeluaran
170 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan g/leir;gnurangl Langsun )
RAWANGKALO Kesehatan Ibu Bersalin gsung
Pengeluaran
171 PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan IE\;/Ieir;gnurangl Lanesun i
RAWANGKALO Kesehatan Bayi Baru Lahir gsung
Pengeluaran
L7y | PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan gﬂeir;i“ra"g' Lanesun ]
RAWANGKALO Kesehatan Balita EsUng
Pengeluaran
173 | PUSKESMAS Kesenaton pada tan | seven | cangeur
RAWANGKALO .. P gsung 43,920,000.00
Pendidikan Dasar Pengeluaran
|
RAWANGKALO anp gsting
Produktif Pengeluaran
|
RAWANGKALO . . gsung
Hipertensi Pengeluaran
176 | PUSKESMAS s pendents | seban | angeur :
RAWANGKALO . ) gsung
Diabetes Melitus Pengeluaran
177 PUSKESMAS E:eg:;?claa:gfaenlay;g:nan gﬂei)r;iurangl Langsun
RAWANGKALO -rang deng 85UN8 | 4,320,000.00
Gangguan Jiwa Berat Pengeluaran
| puscss | s ey
RAWANGKALO orang teraug 85UN& | 35,800,000.00
Tuberkulosis Pengeluaran
PUSKESMAS Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
179 RAWANGKALO Kesehatan Orang dengan Beban Langsung -
Risiko Terinfeksi HIV Pengeluaran
150 | PUSKESMAS i P Tidak
RAWANGKALO Langsung | 485,172,000.00
Masyarakat Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
181 PUSKESMAS Kesehatan Orang dengan Bebagn & Lanesun
RAWANGKALO Masalah Kesehatan Jiwa Penseluaran gsung 2,400,000.00
(ODMK) &
152 | PUSKESMAS remakic Momtar don | seban | Penunian
RAWANGKALO y g 61,320,000.00

Tidak Menular

Pengeluaran
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183 PUSKESMAS Pengelolaan Jaminan g/leir;gnurangl Lanasun
RAWANGKALO Kesehatan Masyarakat 85UNE | 344 823,073.00
Pengeluaran
Mengurangi
Pengelolaan Pelayanan
184 | PUSKESMASRIUNG 1\ cehatan Ibu Hamil Beban Langsung | o5 755,901.00
Pengeluaran
Mengurangi
185 | PUSKESMAS RIUNG | -engelolaan Pelayanan Beban Langsung ;
Kesehatan Ibu Bersalin
Pengeluaran
Mengurangi
186 | PUSKESMAS RIUNG | "engelolaan Pelayanan g - Langsung -
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengeluaran
Mengurangi
187 | PUSKESMAS RIUNG | " engelolaan Pelayanan Beban Langsung ;
Kesehatan Balita
Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
188 | PUSKESMAS RIUNG Keselja.tan pada Usia Beban Langsung 31,320,000.00
Pendidikan Dasar Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
189 | PUSKESMAS RIUNG Kesehatan pada Usia Beban Langsung -
Produktif Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
190 | PUSKESMAS RIUNG Kesehatan Penderita Beban Langsung -
Hipertensi Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
191 | PUSKESMAS RIUNG Kesehatan Penderita Beban Langsung -
Diabetes Melitus Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
192 | PUSKESMAS RIUNG Kesehatan Qrang dengan Beban Langsung 31,680,000.00
Gangguan Jiwa Berat Pengeluaran
Pengelolaan Pelayanan Mengurangi
193 | PUSKESMAS RIUNG Kesehatan Qrang Terduga | Beban 